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Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah Allah SWT, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan ‘buku sederhana’ ini. Shalawat 
serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada Rasulullah SAW 
dan semoga kita selalu mendapat syafa’atnya. Amin.
Buku ini merupakan hasil kerja keras beberapa tahun, yang selalu 
tertunda penyelesaiannya. Berawal dari tugas mengajar Fiqh di Fakultas 
Ushuluddin UIN Sunan Ampel, penulis merasa perlu untuk menyusun 
buku sederhana ini untuk dijadikan pegangan, disamping agar supaya 
apa yang penulis ketahui dan pahami, ada ‘bukti tertulis’nya. 
Mengingat ‘medan’ fiqh begitu luas, maka penulis memilih untuk 
menulis fiqh tentang perkawinan, dengan harapan mudah-mudahan pula 
di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan materi lainnya, seperti fiqh 
ibadah, muamalah, dan lain-lain.  Mengapa memilih fiqh perkawinan 
terlebih dahulu? Salah satunya adalah karena akhir-akhir ini banyak 
muncul beberapa kasus perkawinan yang menjadi perdebatan di tengah 
masyarakat seperti perkawinan beda agama, nikah sirri, nikah mut’ah, dll. 
Mudah-mudahan buku sederhana ini bisa sedikit memberi sumbangan 
untuk menjadi pegangan dalam menyikapi berbagai perdebatan tersebut. 
Setidaknya, menjadi modal awal untuk memahami substansi perdebatan 
yang terjadi.
Sebagai buku fiqh, buku ini bisa menjadi pegangan semua kalangan, 
karena fiqh berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penulisan ini, 
semaksimal mungkin penulis menyajikan dalil-dalil yang dikemukakan 
para ulama serta diskusi dan perdebatan di antara mereka, sehingga 
pembaca mendapatkan informasi yang cukup, bukan hanya menyangkut 
kesimpulan hukumnya (produk fiqh-nya), namun juga ‘bagaimana 
kesimpulan itu bisa muncul’ ?
Dengan selesainya penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, 
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mendukung, dan menjadi wasilah munculnya tulisan ini, keluarga besar 
UIN Sunan Ampel Surabaya, keluarga besar STIU Al-Akbar Surabaya, 
keluarga besar PP Asshomadiyah Burneh Bangkalan, keluarga besar PP 
Roudhotul Banat Sepanjang Sidoarjo. Terima kasih yang tak terhingga 
juga penulis haturkan kepada segenap guru penulis, mulai dari SD/MI, 
pesantren PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, guru-guru di S1 
IIQ Jakarta hingga S2 dan S3 UIN Surabaya, mudah-mudahan buku ini 
menjadi jariyah beliau-beliau. Amin.
 Terakhir, terima kasih yang tak terhitung untuk kedua orang tua 
penulis, sekalipun ayahanda tidak sempat membaca karya ini. Mudah-
mudahan ini juga dihitung sebagai jariyah beliau berdua. Demikian pula 
kepada kedua mertua penulis yang juga tidak sempat membaca tulisan ini. 
Amin. Terima kasih kepada suami tercinta, Abu Dzarrin al-Hamidy, dan 
anak-anak tercinta, Alif, Acha, Widan, Zidan, yang tanpa cinta mereka 
karya ini tidak akan pernah muncul. Terima kasih kepada saudara-saudara 
tersayang atas kebersamaannya. Terima kasih kepada semua pihak yang 
tidak dapat disebutkan satu –persatu, kawan-kawan semasa di pesantren 
dan semasa kuliah yang hingga kini tetap menyambung silaturrahmi.
Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Sekalipun buku ini ditulis 
dengan penuh keseriusan pasti banyak kekurangan di sana sini. Masukan 
dan kritikan sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa depan 
Wassalam
Iffah Muzammil























Arab Indonesia Arab Indonesia
ا ‘ ض ḍ
ب b ط ṭ
ت t ظ ẓ
ث th ع ‘
ج j غ gh
ح ḥ ف F
خ kh ق q
د d ك k
ذ dh ل l
ر r م m
ز z ن N
س s و w
ش sh ه H
ص ṣ ي y
Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Thases, and 
Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)
Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan menuliskan 
coretan horizontal (macron) di atas huruf ā, ī, dan ū. (ا، ي، و). Bunyi hidup 
dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf 
“ay” dan “aw”, seperti layyinah, lawwāmah. Untuk kata yang berakhiran 
tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau muḍāf ilayh 
ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf 
ditransliterasikan dengan “at”. 
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A. Pengertian dan Landasan Hukumnya 
Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti 
bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh 
merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna 
majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur’an atau hadis Nabi 
muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti 
maknanya adalah bersetubuh,1 sebagaimana Q.S. al-Nisa’[4]:22 : 
  َحَكَن اَم اوُحِكْنَـت َلاَو  َفَلَس ْدَق اَم َّلاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ْمُُكؤَباآ...  
“ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau…”. 
 
Ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini, menunjukkan 
keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan 
bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah 
menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma’.2 
Berbeda dengan pandangan di atas, menurut ahli fiqh, makna 
hakiki nikah adalah akad, sementara makna majāzī-nya adalah 
bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur’an dan 
hadis.3  Kelompok Shāfi’ī dan Mālikī memperkuat pendapat kedua ini 
                                                          
1 Wahbah al-Zuhāilī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 
2004), 6514. 
2 Ibid., 5. 
3 Ibid.  
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dengan beberapa argumen, 4  dari al-Qur’an (al-nūr [24]:32) dan hadis 
Nabi: 
 ْاوُحِكْنَأَو  ْمُكْنِم ىَم�َلاا  ِم َينِِلحاَّصلاَو رونلا ) ْمُكِئامِإَو ْمُِكداَبِع ْن32 ( 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian  diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...” 
 
ليوب لاإ حاكن لا دوهشو...5 
“Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi....” 
 ملسو هيلع الله ىلص  ِالله ُلوُسَر َلَاق :َلَاق  هنع الله يضر ٍّيِلَع ْنَع : ُتْجَرَخ ْنِم
 ٍحاَكِن  َمَدآ ْنُدَل ْنِم , ٍحاَفِس ْنِم ُْجرْخَأ َْلمَو ,يُِّمأَو ِبيَأ ِنيَدَلَو ْنَأ َلىِإ  ْمَلَـف  ْبِصُي ِني
" ٌءْيَش ِةَّيِلِهَاْلجا ِحاَفِس ْنِم6 
“Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, ‘Saya dilahirkan dari pernikahan, 
bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka 
tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku” 
 
Kata ‘nikah’ dalam ayat di atas  (QS al-nur [24]:32) secara jelas 
menunjukkan makna ‘akad’ dan tidak mungkin diartikan ‘bersetubuh’. 
Demikian pula dua hadis di bawahnya. Dalam hadis pertama, nikah 
dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan bahwa 
makna nikah adalah akad, sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan 
wali dan saksi. Hadis kedua juga menegaskan makna akad, karena dalam 
hadis itu menunjukkan bahwa nikah adalah lawannya sifāḥ sementara 
sifāḥ identik dengan bersetubuh (zina). Secara bahasa, makna nikah 
                                                          
4 ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah, vol. 4, 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), 7. 
5Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Umar al-Dār al-Quṭnī, Sunan al-Dār al-Quṭnī, vol. 4 (T.t.: 
T.P, t.th.), 313.         
6 Ṣuhaib ‘Abd al-Jabbār, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Sunan wa al-Masānid, vol.1, (T.t.: 
t.p., 2014), 428. 
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adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna 
bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Oleh sebab itu, 
lebih tepat jika nikah dimaknai akad (  مولعمونأ منىع أ ةرشابلما في ءطولاو مضلاتم  في هنم
هيلع هلحم بجوف ، دقعلا). 7 
Wahbah al-Zuḥaily memperkuat argumen jumhur dengan Q.S. al-aḥzāb 
[33]:49: 
 اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ �َ  ََتم ْنَأ ِلْبَـق ْنِم َّنُهوُمُتْقََّلط َُّثم ِتاَنِمْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ ُهوُّس َّن 
 َّنِهْيَلَع ْمُكَل اَمَف  ًلاي َِجم اًحَارَس َّنُهوُِحّرَسَو َّنُهوُعِّتَمَف اَهَـنو ُّدَتْعَـت ٍة َّدِع ْنِم 
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka 
sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas 
mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka 
berilah mereka mut'ah  dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang 
sebaik- baiknya”. 
 
Menurut al-Zuḥaily, ayat di atas adalah ayat yang paling terang 
benderang menunjukkan bahwa  makna hakiki nikah adalah ‘akad’, 
sementara ‘bersetubuh’ adalah makna majāzī-nya (karena ayat di atas 
menghubungkan ‘nikah’ dengan talak). Akad disebut ‘nikah’ karena 
akad-lah yang mengantar kepada ‘persetubuhan’, sebagaimana al-
Qur’an menyebut khamr (رملخا) dengan isthm/dosa (ثملإا), karena khamr 
itulah yang mengantar pelakunya mendapatkan dosa.8 
Berbeda dengan Shāfi’iyah dan Mālikiyah, kelompok Ḥanafiyah 
berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah bersetubuh.9 Adapun 
beberapa alasan mereka adalah Q.S. al-baqarah [230] dan hadis Nabi: 
  ُدْعَـب نِم ُهَل ُّلَِتح َلاَف اَهَقََّلط نَِإف ُهَر ْـيَغ اًجْوَز َحِكْنَـت َّتىَح… 
                                                          
7 Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghaib, vol.6,  (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 
2000), 45-46. 
8 Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj, 
vol.22, (Damaskus:  al-Fikr al-Mua’āṣir, 1418), 54. 
9 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh , vol. 4, 7. 
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“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 
yang lain...” 
 
 Nikah yang dimaksud oleh ayat tersebut bukan ‘akad’, melainkan 
‘bersetubuh’, berdasarkan sebuah riwayat dari ‘Aishah, ketika isteri 
Rifā’ah yang telah dicerai tiga oleh suaminya ingin kembali lagi pada 
Rifā’ah dan ia telah menikah dengan orang lain, namun belum pernah 
melakukan hubungan suami isteri, Nabi bersabda: 
-  ِكَتَل ْـيَسُع َقوَُذيَو ُهَتَل ْـيَسُع يِقوُذَت َّتىَح َلا10. 
“Tidak, hingga engkau merasakan madunya, dan ia merasakan madumu“ 
 
Sebuah hadis Nabi yang lain menyatakan : 
-  هدَي حِك�َ َّللها َنَعَل11 
 
“Allah melaknat orang yang ‘menikah’ (bersetubuh) dengan tangannya 
(masturbasi/onani)”. 
 
Hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud 
nikah adalah bersetubuh.12 Al-Zamakhsharī—sebagaimana dikutip al-
Zuḥaily—memperkuat pandangan jumhur. Menurut analisisnya, tidak 
ada satu pun lafaz ‘nikah’ dalam al-Qur’an yang bermakna ‘bersetubuh’, 
kecuali dalam Q.S. al-baqarah {[2]}:230 ( ُهَر ْـيَغ اًجْوَز َحِكْنَـت َّتىَح). Namun 
demikian, makna ‘bersetubuh’ tersebut diperoleh dari penjelasan hadis12F13 
sebagaimana dijelaskan di atas. 
 Adapun secara istilah, Ḥanafiyah mendefinisikan nikah dengan 
“akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri 
                                                          
10   Muḥammad b. Ismāīl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, 
vol.7,  ( Kairo: Dār al-Sha’b, 1987), 73.  
11 Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-‘Aẓīm Ābādī, ‘Aun al-Ma’būd 
Sunan Abī Daud, vol.6, (al-Madinah al-Munawwarh : al-Maktabah al-Salafiyah, 
1968),  39. 
12 al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghaib, vol.6, 45-46. 
13 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6515. 
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secara sengaja, artinya tidak ada halangan shara’( صق ةعتلما كلم ديفي دقعاد )”. 
Sementara itu ulama dari kalangan Shāfi’iyah mendefinisikan nikah 
dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami 
istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama 
dengan nikah/kawin (اهمانعم وأ جيو زت وأ حاكنإ ظفلب ءطو كلم نمضتي دقع)”.13F14  
Dasar hukum pernikahan adalah Q.S. al-Nisa’ [4]:3 dan beberapa 
hadis Nabi serta ijma’ ulama: 
 ... َم ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َبَاط اَم اوُحِكْنَاف َعَباُرَو َثَلاُثَو َنىْـث ... 
“...maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai, dua atau tiga atau 
empat...” 
 
 َِّللها ُلوُسَر اََنل َلَاق َلَاق َِّللها ِدْبَع ْنَع-ملسو هيلع الله ىلص-  » ِباَبَّشلا َرَشْعَم �َ
 ُمُكْنِم َعَاطَتْسا ِنَم ـَتَـيْلَـف َةَءاَبْلا ْجَّوَز  َْلم ْنَمَو ِْجرَفِْلل ُنَصْحَأَو ِرَصَبِْلل ُّضََغأ ُهَّنَِإف
 ِهْيَلَعَـف ْعِطَتْسَي ٌءاَجِو ُهَل ُهَّنَِإف ِمْوَّصلِبا .«15 
 
“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka 
menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan 
dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka 
berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat” 
 
Namun demikian, menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-
masing orang dapat berbeda, sebagai berikut: 
1. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu 
melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak 
dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan 
maksiat jika tidak melakukannya.  
                                                          
14 ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh, vol. 4, 8. 
15 Abū al-Ḥusain Muslim b. Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, vol.4, (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), 
128.  
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2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak 
dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak 
melakukannya. Dasar hukum ke-sunnah-an adalah: 
a. Sebuah riwayat yang menceritakan ada tiga orang menemui isteri 
Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi. Masing-masing 
menceritakan ibadahnya. Orang pertama berkata, ‘saya selalu 
salat malam (اًدََبأ َلْيَّللا يِّلَصُأ ِّنيَِإف �ََأ اَّمَأ)’. Orang kedua berkata, ‘saya 
berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka ( ُرِطُْفأ َلاَو ، َرْه َّدلا ُموُصَأ �ََأ)’. 
Orang ketiga berkata, ‘saya tidak menikah ( ُجَّوَزَـَتأ َلاَف َءاَسِّنلا ُلِزَتْعَأ �ََأ
 ََبأاًد )’. Kemudian Nabi datang dan bersabda: 
 َشْخَلأ ِّنيِإ َِّللهاَو اََمأ َل ْمُكاَقْـَتأَو َِِّلله ْمُكا ُدُقَْرأَو يِّلَصُأَو ُرِطُْفأَو ُموُصَأ ِّنيِكَل ُه
 ِّنيِم َسْيَلَـف ِتيَّنُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف َءاَسِّنلا ُجَّوَزَـَتأَو.16 
“Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut, serta paling 
takwa kepada Allah dibanding kalian, tapi saya berpuasa, 
berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Barangsiapa yang 
membenci sunnah-ku maka ia tidak termasuk golonganku”. 
b. Nabi dan para sahabat menikah. Demikian pula para ulama serta 
umat Islam  
Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Shāfi’ī, dalam 
kondisi seperti yang disebut di atas (mampu dan tidak 
dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), 
hukum menikah adalah mubah. Jika seseorang sibuk beribadah 
dan mencari ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginya 
daripada menikah. Argumen Shāfi’ī adalah QS ali ‘imrān [3]:39; 
14 ; al-nisa’ [4]:3: 
                                                          
16 Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī,  Irwā’ al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥadīth Manār al-
Sabīl, vol.6, (Beirut: Maktab al-Islami, 1985), 193. 
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 َيىْحَِيب َكُر ِّشَبُـي ََّللها َّنَأ ِبَارْحِمْلا ِفي ي
ِّلَصُي ٌِمئَاق َوُهَو ُةَكِئَلاَمْلا ُهْتَداَنَـف
 َصُم اًدِّيَسَو َِّللها َنِم ٍةَمِلَكِب ًاقِّد ًاروُصَحَو ِِلحاَّصلا َنِم اًّيَِبنَو) َين39(  
“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia 
tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): 
"Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran 
(seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang 
datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa 
nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang 
saleh". 
 
Al-ḥaṣu{r (روصلحا) menurut al-Suyūṭī dan beberapa ulama lain 
adalah mampu menikahi wanita namun tidak melakukannya 
karena zuhud (meninggalkan kesenangan dunia).17 Seandainya 
menikah lebih utama, tentu Allah tidak memuji orang yang 
tidak menikah. Argumen ini dibantah oleh ulama lain dan 
mengatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan syariat umat 
terdahulu, bukan syariat kita. 
 َهَّشلا ُّبُح ِساَّنِلل َنُِّيز َنِم َِةرَطْنَقُمْلا ِيرِطاَنَقْلاَو َينِنَبْلاَو ِءاَسِّنلا َنِم ِتاَو
 ِةاََيْلحا ُعاَتَم َكِلَذ ِثَْرْلحاَو ِماَعْـَنْلأاَو ِةَمَّوَسُمْلا ِلَْيْلخاَو ِةَّضِفْلاَو ِبَهَّذلا 
) ِبآَمْلا ُنْسُح ُهَدْنِع ُ َّللهاَو اَيْـن ُّدلا14("  
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 
yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. 
 
                                                          
17 Wahbah al-Zuḥaily, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-
Manhaj, vol.3, (Damaskus : Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1418), 217. 
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 ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َبَاط اَم اوُحِكْنَاف ىَماَتَـيْلا ِفي اُوطِسْقُـت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو
 ْمُُكنَاَْيمأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَدِحاَوَـف اوُلِدْعَـت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنَِإف َعَباُرَو َثَلاُثَو َنىْـثَم
 ِلَذاوُلوُعَـت َّلاَأ َنىَْدأ َك 
   “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 
 
Q.S. ali ‘imran: 39 di atas mengecam syahwat terhadap wanita, 
sementara Q.S. al-nisa’: 3 sekalipun berbentuk perintah untuk 
menikah, namun perintah tersebut dihubungkan dengan rasa 
senang (ةباطتسلاا), padahal ‘hukum wajib’ tidak dihubungkan 
dengan rasa senang. Argumen ini ditolak oleh al-Subki. 
Menurutnya, maksud ayat bukan perintah menikahi wanita yang 
disukai  (باطتسلما), melainkan wanita yang ‘halal dinikahi’, 
karena rangkaian ayat berikutnya (Q.S. al-nisa’:23) menjelaskan 
wanita yang haram dinikahi.  
3. Makruh.  Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa 
dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak 
sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki 
nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu 
menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi’iyah, 
hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti 
pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut 
Shāfi’iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang 
sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang 
tidak dikemukanan dalam akad. 
4. Haram, berlaku  bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika 
tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara 
pasti. 
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5. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang 
maupun pendorong untuk menikah.18 
 
B.  Rukun dan Syarat Nikah 
Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, 
sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari a) 
pengantin lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, 
serta e) ijab dan qabul (akad nikah).19 Sementara itu, Mālikiyah 
menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.20 
Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:     
1. Syarat pengantin laki-laki adalah, a) Islam, b) rida terhadap 
pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara’, 
misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Ḥanafiyah, 
baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sah-
nya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup 
mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Mālikiyah memperbolehkan 
ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk 
menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan maslahah 
seperti dikhawatirkan zina. Shāfi’iyah juga memperbolehkan ayah 
dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih 
dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahah. Ḥanābilah 
memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang 
masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua. 21   
2. Syarat pengantin wanita adalah a) rida terhadap pernikahan 
tersebut, b) Islam atau Ahl al-Kitāb, c) orangnya jelas, d) tidak ada 
halangan shar’i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad 
(selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya 
sedang terikat pernikahan dengan orang lain.  
3. Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat 
wali adalah a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), b) 
                                                          
18 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 458-9. Lihat 
juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6516-6518. 
19 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6521. 
20 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 16 
21al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6534. 
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merdeka, c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, d) 
laki-laki e) adil. Dalam pandangan Ḥanafiyah, perempuan dapat 
menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili.22Adil juga bukan 
syarat bagi seorang wali menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Seorang 
yang fasik dapat bertindak sebagai wali.23 
4. Syarat saksi adalah a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang 
laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham 
terhadap maksud akad, i) merdeka. Menurut Ḥanābilah, kesaksian 
budak, sah, karena tidak ada pernyataan naṣṣ yang menolak 
kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam 
pernikahan berdasarkan hadis Nabi: 
 ُِجّوَزُـت َلا : َمَّلَسو ِهْيلَع الله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ، ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع َُةأْرَمْلا 
.اَهَسْفَـن ُِجّوَزُـت ِتيَّلا َيِه َةَِيناَّزلا َّنَِإف ، اَهَسْفَـن َُةأْرَمْلا ُِجّوَزُـت َلاَو ، ََةأْرَمْلا24 
“Dari Abū Ḥurairah bahwasanya Rasul bersabda: Seorang wanita 
tidak boleh menikahkhan wanita lain dan tidak boleh pula 
menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita 
adalah yang menikahkan dirinya sendiri”. 
Ḥanafiyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua 
orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Ḥanafī juga 
memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. 
Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, 
namun Mālikiyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada 
saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang 
setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi dukhūl (bersetubuh). 
Dengan demikian, dalam pandangan Mālikiyah, saksi merupakan 
syarat sah-nya kebolehan dukhūl (hubungan suami isteri), bukan 
syarat sahnya akad.25  
                                                          
22 Ibid., 6701. 
23 Ibid., 6702. 
24 Ibn Mājah Abū Abdllah al-Qazwīnī, Sunan Ibn Majah, vol. 3, (T.t.: Maktabah 
Abī al-Mu’āṭī, t.th.), 80. 
25 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6561. 





















11Bab 1 – Nikah
11 
Berbeda dengan pandangan jumhur, beberapa ulama diantaranya 
Abū Thaur, Ibn Abī Lailā, Abū Bakr al-Aṣam, menyatakan sah 
pernikahan tanpa saksi, karena ayat-ayat al-Qur’an yang 
membicarakan tentang pernikahan tidak menyebutkan persyaratan 
adanya saksi, misalnya Q.S. al-Nisa’ [4]:3 (ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف /  
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ), Q.S. al-
Nūr [24]:32 (مكنم ىم�لأا اوحكنأو/ dan kawinkanlah orang-orang yang 
sedirian diantara kamu). Mereka juga  mengajukan argumen 
bahwasanya Ḥasan b. ‘Alī pernah melakukan pernikahan tanpa saksi, 
namun kemudian mengumumkannya.26 
5.  Syarat ijab-qabul adalah a) lafaz yang diucapkan harus bersifat 
pasti (menggunakan fi’il māḍī), b) tidak mengandung makna yang 
meragukan, c) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya 
akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, 
misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima 
menjadi pegawai negeri”, d) ijab dan qabul diucapkan dalam satu 
majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang 
menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak  hadir 
dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan 
terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, 
maka itulah satu majlis,  e) qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika 
jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang 
disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam 
ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar 
yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, 
sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika 
disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, f) antara ijab 
dan qabul harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak ada jarak yang 
lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya 
perubahan/pemalingan dari tujuan akad, g) kedua pihak mendengar 
ijab dan qabul secara jelas, h) orang yang mengucapkan ijab tidak 
mencabut ijabnya, i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang 
bisu dan orang yang tidak berada di tempat, j) akad bersifat abadi, 
                                                          
26 Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rush al-Qurṭubī, Bidāyat al-Mujtahid, 
vol. 2, (T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 13. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-
Islāmī, vol. 9, 6559. 
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tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama 
satu bulan, dan lain-lain.  
Menurut Shāfi’ī dan Ḥanbalī, lafaz yang digunakan dalam akad, 
harus lafaz nikah dan tazwīj  atau terjemahannya dalam bahasa lain. 
Sementara itu, ulama Ḥanafī memperbolehkan ijab menggunakan lafaz 
selain nikah dan tazwīj, seperti hibah, tamlīk, sadaqah, dan lain-lain. Di 
antara alasan Ḥanafiyah adalah Q.S. al-Aḥzāb [33]:50: 
 َوَْزأ َكَل اَنْلَلْحَأ َّ�ِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ اَِّمم َكُنِيَيم ْتَكَلَم اَمَو َّنُهَروُجُأ َتْيَـتآ ِتي َّلالا َكَجا
 ِتاَنَـبَو َكِتاَّمَع ِتاَنَـبَو َك
ِّمَع ِتاَنَـبَو َكْيَلَع ُ َّللها َءَاَفأ ِتي َّلالا َكِتَلااَخ ِتاَنَـبَو َكِلاَخ
اَو َكَعَم َنْرَجاَه  ًةَنِمْؤُم ًَةأَرْم ِِّبيَّنِلل اَهَسْفَـن ْتَبَهَو ْنِإ اَهَحِكْنَـتْسَي ْنَأ ُِّبيَّنلا َداََرأ ْنِإ
 َكَل ًةَصِلاَخ  ِهِجاَوَْزأ ِفي ْمِهْيَلَع اَنْضَرَـف اَم اَنْمِلَع ْدَق َينِنِمْؤُمْلا ِنوُد ْنِم ْتَكَلَم اَمَو ْم
 َكْيَلَع َنوُكَي َلاْيَكِل ْمُهُـنَاَْيمأ اًميِحَر ًاروُفَغ ُ َّللها َناََكو ٌَجرَح 
“ Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- 
isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang 
kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan 
yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak 
perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari 
saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-
laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu 
yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang 
menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, 
sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. 
Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada 
mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka 
miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa lafaz hibah dapat digunakan dalam 
akad pernikahan Nabi, sehingga ia juga dapat digunakan sebagai lafaz 
akad dalam pernikahan umat Islam secara keseluruhan.27 Beberapa 
                                                          
27 Seluruh rukun dan syarat tersebut dirangkum dari al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-
Madhāhib al-Arba’ah, vol. 4, 14 dst. Lihat juga Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 





















13Bab 1 – Nikah
13 
argumen lain yang digunakan Ḥanafiyah28 adalah pernyataan Nabi ketika 
menikahkan seorang sahabat: 
» ِنآْرُقْلا ْنِم كَعَم َاِبم اَهَكُتْكَّلَم«29  
“Saya jadikan engkau miliknya (saya nikahkan engkau dengannya) 
dengan (mahar) mengajar al-Qur’an”. 
 
Pendapat Ḥanafī ditolak oleh Shāfi’ī. Beberapa argumen yang 
dikemukakan Shafi’i adalah, pertama; Q.S. al-Aḥzāb [33]:50 
menyatakan bahwa ‘hibah’ hanya berlaku khusus bagi Nabi (كل ةصلاخ). 
Kedua; hadis Nabi: 
اََمِبأ َّنُهُوُتمْذََّتخا ٌناَوَع ْمَُكدْنِع َّنُهـَّنَِإف ًار ْـيَخ ِءاَسِّنلِبا ْمُكيِصُوأ ْمُتْلَلْحَتْساَو َِّللها َِةن
 َّنُهَجوُرُـف َِّللها ِةَمِلَكِب 
“Saya berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. 
Sesungguhnya mereka (bagaikan) tawanan kalian, kalian mengambilnya 
sebagai amanat dari Allah dan kehalalan farjinya bagi kalian berdasarkan 
kalimat Allah”. 
 
Menurut Shāfi’ī, kalimat  ا ََّتخ َِّللها َِةناَمَِبأ َّنُهُوُتمْذ  mengisyaratkan bahwa akad 
nikah bukan akad untuk menetapkan kepemilikan. Oleh sebab itu, 
‘kalimat Allah ( ِ َّ�ا ِةَمِلَِكب)’ yang dimaksudkan oleh hadis yang 
menyebabkan halalnya farji perempuan tersebut adalah lafaz inkāḥ dan 
tazwīj ( ُجيِوْزَّـتلاَو ُحاَكْن ِْلإا), sebab dua kata itu tidak menunjukkan kepemilikan, 
karena lafaz tazwīj ( َجيِوْزَّـتلا) berarti ketergantungan ( ُقيِلْعَّـتلا) dan lafaz nikah 
bermakna berkumpul ( ُّم َّضلا). Disamping itu, terbukti kedua lafaz tersebut 
tidak digunakan dalam akad apapun yang bertujuan untuk menetapkan 
kepemilikan. Akad nikah merupakan sebuah akad yang bersifat khusus 
                                                                                                                                       
2, 469 dst. Lihat juga  al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6534 dst. Lihat juga Ibnu 
Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 3 dst. 
28 ‘Uthmān b. ‘Alī b. Miḥjan al-Bāri’ī Fakhr al-Dīn al-Zailā’i al-Ḥanafī, 
Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥashiyah al-Shilbī, vol.2 
(Kairo: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amiriyah, 1313 H), 97.         
29 Muḥammad b. Ismā’īl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, 
vol. 6 (Kairo: Dār al-Sha’b, 1987), 237. 
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yang bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan agama, sementara lafaz 
tamlīk (kepemilikan) tidak menunjukkan tujuan tersebut. Argumen 
Shāfi’ī ketiga adalah bahwa kata hibah bisa digunakan untuk cerai, 
misalnya, ‘saya serahkan dirimu kepadamu ( ِكْنِم ِكَسْفَـن ُتْبَهَو)’. 29F30 
Adapun riwayat bahwa Nabi menggunakan kata tamlīk ( كَعَم َاِبم اَهَكُتْكَّلَم
 ِنآْرُقْلا ْنِم) saat menikahkan salah seorang sahabat dibantah oleh Abū Bakar 
al-Naisābūrī. Menurutnya, itu hanya ‘dugaan’ Ma’mar, karena hanya 
Ma’mar dari Abū Ḥāzim yang meriwayatkan dengan kata اَهَـتْكَلَم, 
sementara Mālik, Sufyān b. ‘Uyainah, Ḥammād b. Zaid,  A. ‘Azīz b. 
Muḥammad al-Dāwardī, Fuḍail b. Sulaimān dari Ḥazim dari Sahl b. Sa’d 
dari Rasul meriwayatkan dengan tazwīj, yakni   ِنآَرُقْلا َنِم َكَعَم َاِبم اَهَكُتْجَّوَز . 
Mengingat versi kedua diriwayatkan oleh lima orang, tentunya riwayat 
ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dua riwayat tersebut juga bisa 
dikompromikan, bahwa kata tazwīj digunakan saat akad, sementara kata 
tamlīk digunakan sebagai pemberitahuan ( ِراَبْخ ِْلإا) pasca terjadinya akad.30F31 
Berbeda dengan pendapat Shāfi’īyah, menurut Ḥanafiyah, ke-khusus-
an (كَل ًةَصِلاَخ) yang dimaksud oleh ayat di atas Q.S. al-Aḥzāb [33]:50 , 
bukan ke-khusus-an untuk melafazkan hibah, melainkan ke-khusus-an 
untuk tidak memberi mahar, karena kata hibah dalam ayat tersebut 
sebagai jawaban permintaan nikah ( ِحاَكْنِتْسِلاِل ًبااَوَج). Di samping itu, di akhir 
ayat disebutkan, ‘agar supaya tidak menyulitkanmu (  ُكَي َلا ْيَكِل ٌجَرَح كْيَلَع َنو )’. 
Logikanya, jika sekedar menyebut lafaz hibah tentu tidak akan 
menyulitkan Nabi, sementara jika harus memberi mahar bisa jadi 
menyulitkan bagi Nabi.31F32 
Adapun alasan bahwa hibah dapat digunakan untuk maksud cerai 
sehingga tidak boleh digunakan untuk maksud nikah, menurut Hanafiyah, 
lafaz tazwīj–pun juga bisa digunakan untuk cerai, misalnya seorang suami 
                                                          
30 Muḥammad b. Aḥmad b. Abī Sahl al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, vol.6, (T.t.: t.p., t.th.), 
180-181 
31 Abū al-Ḥasan ‘’Alī  b. Muḥammad b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī 
al-Māwardī, al-Ḥawī fī Fiqh al-Shāfi’ī, vol.9,  (T.T.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 
1994), 154.  
32al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, vol.6, 182. 
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berkata kepada isterinya, “menikahlah engkau (يِج َّوََزت)”. Jika pernyataan 
itu disertai niat talak, maka terjadilah talak.32F33 
Dari penjelasan tentang syarat nikah di atas, disebutkan bahwa tidak 
ada persyaratan baligh dan berakal bagi calon mempelai. Namun 
demikian, di sisi lain jumhur sepakat bahwasanya jika seseorang 
menikahi wanita sementara dapat dipastikan bahwa pernikahan itu akan 
melahirkan madarat, maka hukum pernikahan itu haram. Seorang laki-
laki yang belum mencapai usia baligh, dan laki-laki gila, mustahil dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik sehingga 
dapat dipastikan bahwa pernikahan itu hanya akan mendatangkan 
madarat. Demikian pula sebaliknya, wanita yang belum mencapai usia 
baligh dan berakal, mustahil pula dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai seorang isteri dengan baik sehingga dapat dipastikan bahwa 
pernikahan itu hanya akan melahirkan madarat. Oleh sebab itu faktor usia 
dan kesehatan lahir batin harus dijadikan persyaratan dalam pernikahan 
sebagaimana amanat UU Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7  ayat 1 : 
Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 
16 (enam belas) tahun. 
 
Beberapa kalangan menilai bahwa Undang-Undang tersebut saat ini 
tidak cukup memadai. Oleh sebab itu, banyak yang merekomendasikan 
agar supaya batas minimal usia nikah dinaikkan, sebagaimana yang 
direkomendasikan oleh KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) 
dalam kongres di Cirebon 25-27 April 2017. Dalam rekomendasinya, 
KUPI mengusulkan agar supaya batas usia minimal bagi wanita adalah 
18 tahun. Rekomendasi tersebut tidak semata berdasarkan pandangan 
keagamaan, tapi juga berdasarkan fakta di lapangan bahwa pernikahan 
anak banyak menimbulkan kemadaratan.34 
                                                          
33 al-Zailā’i al-Ḥanafī, Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥashiyah al-
Shilbī, vol.2, 97. 
34 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-
nusantara/17/04/27/op2iud396-ini-tanggapan-menag-soal-rekomendasi-kupi diakses 
tanggal 18 Mei 2018. 
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C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan  
C.1. Status keberadaan wali 
Status keberadaan wali dalam pernikahan memang masih 
diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pandangan jumhur, 
adanya wali merupakan syarat sah nikah. Berbeda dengan jumhur, 
beberapa ulama di antaranya Ḥanafī, Zufar, al-Sha’bī, dan al-Zuhrī 
berpendapat bahwa wanita (dewasa) boleh menikah tanpa wali, 
sepanjang laki-laki pilihannya memenuhi syarat kufū (seimbang).35  
Dengan demikian, hak wali terhadap wanita dewasa menurut 
mereka (Ḥanafiyah) ‘hanya’ sebatas dapat mengajukan pembatalan 
pernikahan tersebut jika dinilai tidak kufu. Keberadaan wali hanya 
dipersyaratkan bagi anak kecil dan wanita dewasa yang gila.36  
Perbedaan ini disebabkan tidak ada ayat al-Qur’ān ataupun 
sunnah Nabi yang secara tegas menyebutkan syarat adanya wali 
dalam pernikahan. Seluruh ayat al-Qur’ān dan ḥadīth yang 
dijadikan hujjah oleh mereka yang mempersyaratkan adanya wali 
ataupun yang tidak men-syaratkan wali berbentuk multitafsir. 
Bahkan ḥadīth-ḥadīth tersebut diperselisihkan kesahihannya.37  
Dasar utama yang dijadikan sebagai argumentasi oleh jumhur 
tentang keharusan adanya wali adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 232, 
yakni:  
 َّنُهَلَجَأ َنْغَلَـبَـف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإَو َّنُهَجاَوْزَأ َنْحِكْنَـي ْنَأ َّنُهوُلُضْعَـت َلاَف  اَذِإ
 َضَارَـت ْمُهَـن ْـيَـب اْو  فوُرْعَمْلِبا.. 
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa ‘iddah-
nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 
kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat 
kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf…”.  
 
Menurut pandangan jumhur, ayat ini melarang wali 
menghalangi perempuan yang ingin rujuk pada mantan suaminya. 
Seandainya seorang wali tidak punya hak perwalian, tentu tidak 
                                                          
35 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, Vol. 2, 7. 
36 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 51. 
37 Ibnu Rushd , Bidāyat al-Mujtahid, Vol. 2, 7. 
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akan ada larangan pada mereka untuk menghambat rencana rujuk 
tersebut. 38  Ayat ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 221: 
 ... َواوُحِكْنُـت َلا  ْوَلَو ٍِكرْشُم ْنِم ٌر ْـيَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَلَو اوُنِمْؤُـي َّتىَح َينِِكرْشُمْلا
 ْمُكَبَجَْعأ ... 
... dan janganlah kalian (para wali) menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu....” 
 
Pendapat ini ditolak oleh kelompok Hanafiyah. Dalam 
pandangan mereka, khiṭāb (sasaran) ayat tersebut ( َنْغَلَـبَـف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإَو
 َّنُهَجاَوْزَأ َنْحِكْنَـي  ْن َأ َّنُهوُلُضْعَـت َلاَف  َّنُهَلَجَأ), ditujukan kepada mantan suami 
perempuan yang bersangkutan. Ayat ini dalam pandangan mereka 
justru menunjukkan bahwasanya wanita tidak perlu wali dalam 
menikah sebab ayat di atas menyandarkan pernikahan kepada 
perempuan ( َّنُهَجاَوْزَأ َنْحِكْن ـَي  ْنَأ / untuk menikahi para suami mereka ). 
Ayat ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 230 yang 
menyandarkan nikah kepada perempuan juga:  
 ُدْعَـب ْنِم ُهَل ُّل
َِتح َلاَف اَهَقََّلط ْنَِإف ُهَر ْـيَغ اًجْوَز َحِكْنَـت َّتىَح... 
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 
dengan suami yang lain...” 
 
Hamka mendukung pendapat ini (Ḥanafiyah). Menurutnya, 
tafsir versi kedua inilah yang paling ‘cepat masuk fikiran kita’, 
karena selaras dengan susunan kalimat sebelumnya yang 
menyatakan “apabila kamu talak perempuan-perempuan itu”. Jika 
kalimat ini ditujukan kepada para suami, logikanya lanjutan 
kalimat juga ditujukan pada suami (maka janganlah kamu hambat 
mereka akan kawin dengan suami-suami mereka).39 
                                                          
38 Ibid. 
39 Hamka, Tafsir Al-Azhar, vol.2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 300. 
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 al-Ṭabarī mendukung pendapat jumhur karena didukung 
oleh sebab turun ayat. Menurut catatan al-Ṭabarī, ayat ini (Q.S. al-
Baqarah [2]: 232) turun berkenaan dengan riwayat Ma’qil b. Yasār 
yang menolak jika adiknya rujuk kepada mantan suaminya. 
Sehubungan dengan penolakan tersebut, ayat ini turun.40  
Di samping ayat di atas, jumhur mengemukakan beberapa 
ḥadīs Nabi, diantaranya:  
.1  ِْيرَغ ىَلَع ٍحاَكِن ْنِم َناَك اَمَو ، ٍلْدَع ْيَدِهاَشَو ٍِّليَوِب َّلاِإ َحاَكِن َلا َكِلَذ 
 َف اوُرَجاَشَت ْنَِإف ، ٌلِطَبا َوُهَـف ، ُهَل َِّليَو َلا ْنَم ُِّليَو ُنَاطْلُّسلا"41 
“Dari St Aishah bahwasanya Rasulullah bersabda: Tidak ada 
pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Jika pernikahan 
tidak memenuhi (syarat) tersebut, maka pernikahan itu batal. Dan 
jika terjadi perselisihan dengan wali, maka sultan (penguasa) 
menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali.” 
.2  َلوُسَر َّنَأ ، َةَشِئاَع ْنَع ٍَةَأرْما َا َُّيمأ : َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللها ىَّلَص ِالله
 ُحاَكَِنف ، ٌلِطَبا اَهُحاَكَِنف اَهِِّيلَو ِنْذِإ ِْيرَِغب ْتَحَكَن اَهُحاَكَِنف ، ٌلِطَبا اَه
 َتْشا ْنَِإف ، اَهِجْرَـف ْنِم َّلَحَتْسا َاِبم ُرْهَمْلا اَهَلَـف َاِبه َلَخَد ْنَِإف ، ٌلِطَبا اوُرَج
 ُهَل َِّليَو َلا ْنَم ُِّليَو ُنَاطْلُّسلَاف4241F  
“Dari ‘Aishah ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka 
nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika laki-laki telah 
bersetubuh dengan wanita tersebut, maka wanita tersebut berhak 
menerima mas kawin karena persetubuhan itu. Jika berselisih 
dengan wali (hingga wali enggan menikahkan), maka sultan 
menjadi wali orang yang tidak punya wali”. 
 
                                                          
40 Al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān, vol.5, 17-18. 
41 Muḥmmad b. Ḥibbān al-Tamīmī, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, vol.9, (T.t.: Muassasah al-
Risalah., t.th.), 386. 
42Ibid. 
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 .3  ُسَر َلَاق : َلَاق ، ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع: َمَّلَسو ِهْيلَع الله ىَّلَص ِالله ُلو  َُةأْرَمْلا ُِجّوَزُـت َلا
اَهَسْفَـن ُِجّوَزُـت ِتىَّلا َىِه َةَِيناَّزلا َّنَِإف اَهَسْفَـن َُةأْرَمْلا ُِجّوَزُـت َلاَو ََةأْرَمْلا 43  
 
“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak 
boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina 
adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri”. 
 
Menurut Wahbah al-Zuḥaily, ḥadīs pertama (حاكن لا / tidak 
ada pernikahan) tidak dapat dipahami ‘meniadakan 
kesempurnaan ( يفن لالامك )’, melainkan meniadakan keabsahannya. 
Ḥadīs kedua dan ketiga memperkuat bahwa pernikahan wanita 
harus dilakukan oleh wali.  
Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut Ḥanafī, 
seluruh ḥadis yang berbicara tentang keharusan adanya wali, 
ditujukan kepada anak kecil/wanita yang belum dewasa. Hanafi 
juga meng-kiyaskan akad nikah pada akad jual beli. Jika dalam 
jual beli, wanita dewasa dapat melakukan transaksi sendiri, maka 
dalam pernikahan pun, wanita dapat melakukan akad sendiri.44 
Logika Ḥanafī dibantah oleh al-Juwainī, seorang ulama 
Shāfi’ī. al-Juwainī menilai Hanafi telah melakukan takwil dalam 
memahami ḥadīs-ḥadīs di atas. Menurutnya, istilah imra’ah yang 
disebutkan dalam ḥadīs-ḥadīs Nabi tersebut, tidak dapat diartikan 
anak kecil (al-ṣaghīrah), sebagaimana juga istilah al-ṣabiy, tidak 
dapat diartikan al-rajul. Akad seorang anak wanita (al-ṣaghīrah) 
dapat dianggap sah menurut al-Juwainī, jika ada izin dari wali. 
Jika tidak, maka pernikahan tersebut batal.45  
 
                                                          
43Ibn Mājah , Sunan Ibn Mājah, Vol.3,  80. 
44 Al-Āmidī, al-Iḥkām, vol. 3, 40. Lihat juga, Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, 
Vol.2, 7, al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah, vol.4, 46,  dan  
Wahbah al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol.9, 6572-6574..  
45 Al-Imām al-Haramain Abī al-Ma’ālī ‘Abd al-Malik b ‘Abd Allāh b Yūsuf al-
Juwainī, al-Burhān fī Usūl al-Fiqh, Vol. 1 (t.t.: Dār al-Wafa’, 1997), 339. 
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C.2. Orang-orang yang sah menjadi wali adalah: 
Wali nikah adalah orang yang di tangannya bergantung 
keabsahan akad nikah. Secara bahasa, al-wilāyah berarti kecintaan 
dan pertolongan (ةرصنلاو ةبلمحا),45F46 sebagaimana dalam Q.S. al-maidah 
{[5]:56 dan al-taubah [{9]:71: 
 َلوُسَرَو َ َّللها َّلَوَـتَـي ْنَمَو َنيِذَّلاَو ُه َنوُِبلاَغْلا ُمُه َِّللها َبْزِح َّنَِإف اوُنَمآ  
“Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang 
yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut 
(agama) Allah itulah yang pasti menang”. 
 َنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو ُهُضْعَـب ُتا ٍضْعَـب ُءاَِيلَْوأ ْم... 
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...” 
 
Di samping itu, al-wilāyah juga bermakna kekuasaan. Oleh 
sebab itu, seorang pemilik kekuasaan disebut al-walī (ىلولا). 
Sementara itu, secara istilah al-wilāyah adalah kekuasaan untuk 
menjalankan transaksi secara langsung tanpa bergantung pada izin 
seseorang (دحأ ةزاجإ ىلع فقوت يرغ نم فرصتلا ةرشابم ىلع ةردقلا).46F47 
Beberapa prinsip perwalian adalah sebagai berikut: 
1. Mayoritas ulama sepakat bahwa wali nikah ada dua macam, yakni 
wali mujbir  dan wali non mujbir. Wali mujbir adalah wali yang 
dapat memaksa (ijbār) anak gadisnya untuk menikah tanpa 
seizinnya, sementara wali non mujbir tidak memiliki hak paksa. 
Namun demikian, sekalipun tidak memiliki hak paksa, pernikahan 
itu tetap harus seizin wali. Dalam pandangan Shāfi’iyah dan 
Ḥanābilah, wali mujbir adalah bapak dan kakek jika bapak tidak ada, 
sementara dalam pandangan Mālikiyah, wali mujbir hanya bapak 
saja. Mālikiyah dan Ḥanābilah juga sepakat bahwa orang yang 
mendapat wasiat dari bapak untuk menikahkan puterinya, maka 
berstatus mujbir. Demikian juga dengan hakim dalam situasi yang 
                                                          
46 Wahbah al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol.9, 6690. 
47 Ibid., 6690-1.  
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dibutuhkan menurut Ḥanābilah.48 Berbeda dengan kedua kelompok 
itu, Ḥanafiyah berpendapat bahwa seluruh wali adalah wali mujbir 
karena hakikat wilayah adalah dijalankannya ucapan (seseorang) 
oleh orang lain, baik orang lain itu rela atau tidak. Hanya saja hak 
untuk memaksa ini sebatas kepada anak kecil, baik laki-laki maupun 
perempuan atau orang dewasa yang gila, baik laki-laki maupun 
perempuan. 49 
Berhubung seorang wali non mujbir tidak dapat memaksa, 
maka ia harus meminta izin terhadap yang bersangkutan sebelum 
menikahkan. Namun demikian, bagi seorang gadis, izin tersebut 
tidak harus disampaikan dalam pernyataan yang jelas, melainkan 
cukup dengan diam. Sementara itu, izin seorang janda harus 
dinyatakan secara tegas.50 Penjelasan ini diungkapkan oleh hadis 
Nabi: 
 َِّللها َلوُسَر َّنَأ اَمُه ْـنَع ُ َّللها َىِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع-ملسو هيلع الله ىلص-  َلَاق »:
 اَهُـتاَمُص اَهُـنْذِإَو اَهِسْفَـن ِفى ُنَذْأَتْسُت ُرْكِبْلاَو اَهِِّيلَو ْنِم اَهِسْفَـِنب ُّقَحَأ ُِّيمَلأا« 51.  
“Dari Abdullah b. ‘Abbās, bahwasanya Rasulullah bersabda:”Janda 
lebih berhak daripada walinya atas dirinya, sementara anak gadis 
harus dimintai izin dan diamnya adalah izinnya”. 
Menurut Shāfi’iyah, seorang janda yang masih kecil, tidak 
boleh dimintai izin hingga ia mencapai usia baligh, sebab izin anak 
kecil tidak sah. 52  Oleh sebab itu, seorang janda yang masih kecil, 
harus ditunda pernikahannya hingga ia dewasa. Berbeda dengan 
pendapat tersebut, menurut Mālikiyah, seorang ayah dapat 
menikahkan anaknya yang masih kecil sekalipun ia janda.53 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan 
gadis dan janda adalah terletak pada izin dan bentuk izinnya. Jika 
gadis, dianjurkan untuk dimintai izin sementara janda wajib 
                                                          
48 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 51. 
49 Ibid., vol.4, 31. 
50 Ibid., 32. 
51 Mālik b. Anas, Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik, vol.2,  (Mesir: Dār Ihya’ al-Turāthī al-
‘Arabī, t.th.), 524. 
52 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī, vol.9, 6696. 
53Ibid., 6707. 
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dimintai izin. Bagi seorang gadis, ketika dia diam, berarti memberi 
izin, namun bagi janda harus ada pernyataan yang jelas dan tegas 
bahwa ia bersedia untuk menikah.54 Dengan demikian, seorang wali 
dan janda merupakan satu kesatuan dalam akad. Hak wali adalah 
melaksanakan akad, sementara hak janda adalah bersedia dan 
memberi izin untuk dilaksanakannya akad. Jika akad dilaksanakan 
tanpa izin janda yang bersangkutan, maka akad tersebut batal.55  
Sebuah hadis lain menyebutkan :  
 َم ِِّليَوِْلل َسْيَل" :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللها ىَّلَص َِّللها ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ،ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع َع
"ٌرَْمأ ِبِّيـَّثلا56 
“Dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata, Rasulullah bersabda, ‘seorang wali 
tidak memiliki hak atas seorang janda’. 
 
Menurut Abū Ḥātim, hadis di atas mempertegas kesimpulan 
bahwa rida dan ikhtiar merupakan hak perempuan, sementara 
pelaksanaan akad merupakan hak wali. Dalam hal ini, seorang janda 
memiliki hak penuh atas dirinya, sehingga wali tidak dapat bertindak 
tanpa izin dan kemauan yang bersangkutan.57 
2.  Pemegang hak perwalian adalah laki-laki dari kerabat ‘aṣābah 
(garis laki-laki). Perempuan atau pun laki-laki seperti paman dari 
pihak ibu, saudara perempuan, anaknya ibu dan kerabat dhawī al-
arḥām (garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian. Pendapat ini 
dikemukakan oleh jumhur ulama, di antaranya, Mālik, al-Thaurī, al-
Laith, dan Shāfi’i. Sementara itu, Ḥanafī berpendapat bahwa 
perempuan dan kerabat di luar aṣābah juga memiliki hak perwalian.58 
3. Ketentuan tentang wali tersebut bersifat urut kacang. Sepanjang 
masih ada wali yang lebih dekat, maka wali yang lebih jauh 
tidak boleh mengawinkan. Jika wali yang dekat ghaib (jauh/tidak 
jelas keberadaannya), maka yang menjadi wali adalah hakim. 
                                                          
54 Ibid., 6696. 
55 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 51. 
56 Muḥammad b. Ḥibbān b. Aḥmad b. Ḥibbān b. Mu’ādh, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, vol.9,  
(T.t.: Mu’assasah al-Risalah, t.th.), 399. 
57 Ibid. 
58 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, juz 2, 521 
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Pendapat ini dikemukakan Shāfi’ī. Sementara itu, dalam pandangan 
Ḥanafī dan Ḥanbalī, jika wali yang dekat ghaib maka yang menjadi 
wali adalah wali urutan berikutnya. Jika wali yang dekat datang, dia 
tidak dapat membatalkan akad yang sudah dilaksanakan. Jika wali 
terdekat enggan menikahkan, maka yang menjadi wali adalah 
hakim.59 Berbeda dengan pandangan jumhur, Mālikiyah berpendapat 
bahwa ketentuan tentang wali tidak harus urut kacang, melainkan 
disunnahkan saja. Dengan demikian, seorang wanita dapat menunjuk 
wali urutan berikutnya sekalipun urutan wali terdekat masih ada, 
termasuk menunjuk wali hakim sekalipun kerabatnya masih ada. 
Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi wali mujbir.60  
4. Jika seorang wanita tidak punya wali dan berada di suatu tempat 
yang juga tidak ada sultan/hakim, maka ia dapat menunjuk 
tetangganya atau orang yang dipercayanya untuk menjadi wali dan 
menikahkannya.61 
5. Jika seorang wali menolak menikahkan (aḍal /لضع), maka hakim lah 
yang harus bertindak sebagai wali. Mengapa hakim? Karena 
penolakan wali adalah sebuah kezaliman, dan yang berhak 
menyelesaikan kezaliman adalah hakim. Namun demikian, jika 
penolakan tersebut karena alasan yang dapat diterima seperti tidak 
kafā’ah, maharnya tidak layak, dan lain-lain, maka hak perwalian 
tetap berada di tangannya (wali), tidak beralih pada yang lain. 62 
6. Wali dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuknya.63 
Demikian pula, seorang laki-laki (pengantin pria) juga dapat 
mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya.64 
7. Menurut Mālikiyah, seorang wanita yang berasal dari kelas sosial 
biasa, dapat menunjuk wali  orang lain (bukan keluarga) sepanjang 
muslim, jika ia tidak memiliki ayah atau orang yang mendapat wasiat 
untuk menikahkan. Mālikiyah menyebutnya al-wilāyah al-‘āmmah. 
                                                          
59Abū Isḥāq Ibrāhīm b. ‘Alī b. Yūsuf al-Fairūzabādī , al-Muhadhdhab fī Fiqh 
Madhhab al-Imām al-Shāfi’i, vol.2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 52  . Lihat juga 
Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 522. 
60 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh , vol.4, 52. 
61 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, juz 2, 523. 
62 Ibid. 
63 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh , vol.4,., 53 
64 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, juz 2, 524. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Adapun wanita dari kalangan keluarga bangsawan atau kelas sosial 
tinggi, tidak boleh menggunakan al-wilāyah ‘āmmah. Inilah yang 
dimaksudkan bahwa Mālikiyah memperbolehkan wanita dari 
kalangan masyarakat umum ‘menikah tanpa wali’. Mālikiyah juga 
mengakui adanya al-wilāyah bi al-kafālah, yakni orang yang 
mengasuh seorang wanita yang tidak memiliki kerabat. 65 
8. Adapun urutan wali dalam pandangan Ḥanafiyah adalah wali 
‘asabah (laki-laki dari garis laki-laki) dari nasab; ‘asabah karena 
memerdekakan budak sekalipun perempuan; dhawī al-arḥām 
(kerabat perempuan atau dari garis perempuan); sultan;  hakim. 66 
9. Berbeda dengan pandangan ketiga mazhab, menurut Shāfi’ī, anak 
laki-laki tidak memiliki hak perwalian. Alasan Shāfi’ī, perempuan 
tidak memiliki hak perwalian, sementara anak adalah ‘bagian dari 
dirinya (اَه ْـنِم ٌءْزُج ُدَلَوْلاَو ُهَدْنِع اَهِسْفَـن ىَلَع َاَله ََةيَلاِو َلا َةَأْرَمْلا َّنَأ)’.67 
 Adapun argumen yang dikemukakan Ḥanafiyah adalah hadis Nabi, 
yakni: 
تاَبَصَعْلا َلىإ ُحاَكِّنلا68 
“Pernikahan itu (diserahkan) kepada (kerabat) ‘aṣabah (laki-laki dari 
garis laki-laki)” 
Dalam pandangan Ḥanafiyah, karena anak laki-laki bagian dari 
‘aṣabah, maka secara otomatis, mereka berhak menjadi wali. Ḥanafī 
dan Abū Yūsuf—muridnya--bahkan menempatkannya dalam posisi 
teratas, karena dalam waris, ia merupakan kerabat  ‘aṣabah  utama.69 
10. Orang-orang yang sah menjadi wali sebagaimana dalam tabel di 
bawah ini:70 
                                                          
65 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh , vol.4, 29. 
66 Ibid. 
67 al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, vol.6, 6.  
68 Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad Abdullah b. Yūsuf b. Muḥammad al-Zailā’ī, Naṣb 
al-Rāyah li Aḥādith al-Hidāyah , vol.3, (Jeddah : Mu’assasah al-Rayyān, 1997), 
195. 
69 al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, vol.6, 6.  
70 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 29-31. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī , 
vol.9, 6703-6713.  
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D. Mahar 
D.1. Bentuk Mahar dan Jumlahnya 
Hal lain yang terkait dengan pernikahan adalah mahar. 
Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai 
hadiah. Wabah al-Zuḥaily mendefinisikan mahar dengan, “harta 
yang menjadi hak seorang isteri karena terjadinya akad atau 
persetubuhan secara nyata ( وأ اهيلع دقعلبا اهجوز ىلع ةجوزلا هقحتست يذلا لالما
 ةقيقح ابه لوخدلبا)”. Beberapa istilah mahar adalah ṣadāq (قادص), 
ṣadaqah ( صدةق ), niḥlah (ةلنح), ḥibā’ (ءابح), ‘uqr (رقع), ‘alā’iq  (قئلاع), 
ṭawl (لوط), nikāḥ (حاكن), ajr (رجأ), farīḍah (ةضيرف), 71  
Dasar pemberian mahar adalah al-Qur’an dan sunnah, 
diantaranya Q.S. al-Nisa’ [4]:4 ; 25: 
 ًةَلِْنح َّنِِتهَاقُدَص َءاَسِّنلا اُوتآَو  ... 
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”  
 
 ْنَمَو  اَم ْنِمَف ِتاَنِمْؤُمْلا ِتاَنَصْحُمْلا َحِكْنَـي ْنَأ ًلاْوَط ْمُكْنِم ْعِطَتْسَي َْلم
 ْؤُمْلا ُمُكِتاَيَـتَـف ْنِم ْمُُكنَاَْيمأ ْتَكَلَم ِم ْنِم ْمُكُضْعَـب ْمُكِنَايمِِبإ ُمَلْعَأ ُ َّللهاَو ِتاَن
 َّنِهِلْهَأ ِنْذِِبإ َّنُهوُحِكْنَاف ٍضْعَـب ُجُأ َّنُهوُتآَو و َّنُهَر  ِفوُرْعَمْلِبا  َر ْـيَغ ٍتاَنَصُْمح
 ٍناَدْخَأ ِتاَذِخَّتُم َلاَو ٍتاَحِفاَسُم... 
“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi 
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-
budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; 
sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu 
kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah 
                                                          
71 Wahbah al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6758. 
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maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun 
wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan 
(pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...” 
 
Sebuah riwayat dari Sahl b. Sa’d menyatakan bahwasanya 
Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang hendak menikah 
namun tidak memiliki apa-apa: 
. .. ْسِمَتْلا ِديِدَح ْنِم ًاَتماَخ ْوَلَو 72... 
”Berikan (mas kawinnya) walau berupa cincin dari besi...”  
 
 Mālikiyah berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, 
sementara menurut pandangan jumhur, mahar bukan rukun 
ataupun syarat nikah, melainkan kewajiban yang harus 
diberikan.73 Dalil yang menjadi argumentasi jumhur di antaranya 
adalah Q.S. al-baqarah [2]: 236: 
 ُمُتْقََّلط ْنِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلا  َءاَسِّنلا ًةَضِيرَف َُّنَله اوُضِرْفَـت ْوَأ َّنُهوُّسََتم َْلم اَم... 
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya... “ 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa talak dapat dilakukan 
sebelum terjadinya hubungan suami isteri dan sebelum 
menentukan mahar. Hal itu menunjukkan bahwa mahar bukan 
rukun atau pun syarat dalam pernikahan.74 Jika terjadi talak, 
berarti pernikahan tersebut sah. Jika talak dapat terjadi sebelum 
mahar ditentukan, berarti mahar bukan syarat atau rukun.  
Karena mahar bukan syarat atau rukun nikah, maka mahar 
dapat dibayar tunai ataupun kredit dan hanya disunnahkan 
disebutkan dalam akad. Jika tidak disebutkan, maka sang suami 
                                                          
72 al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol. 7, 22.  
73 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 16. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 
6761. 
74 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6761. 
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wajib membayar mahar mithil, yakni mahar yang berlaku di 
kalangan keluarga atau lingkungan  istri. 75   
Q.S. al-Nisa’ [4]:4 ; 25 menunjukkan bahwa kewajiban 
memberi mahar berlaku umum bagi semua suami yang harus 
diberikan kepada isteri, baik orang merdeka maupun budak. Jika 
mahar ini tidak diberikan maka menjadi hutang bagi suami yang 
bersangkutan.76 Adapun riwayat adanya wanita yang dinikahi 
Nabi tanpa mahar, merupakan kekhususan yang hanya berlaku 
bagi Nabi77 sebagaimana yang disebutkan Q.S. al-Aḥzāb [33] :50: 
 ْتَكَلَم اَمَو َّنُهَروُجُأ َتْيَـتآ ِتي َّلالا َكَجاَوَْزأ َكَل اَنْلَلْحَأ َّ�ِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ
 َِيم َكِلاَخ ِتاَنَـبَو َكِتاَّمَع ِتاَنَـبَو َك
ِّمَع ِتاَنَـبَو َكْيَلَع َُّللها َءَاَفأ اَِّمم َكُني
 َجاَه ِتي َّلالا َكِتَلااَخ ِتاَنَـبَو ِِّبيَّنِلل اَهَسْفَـن ْتَبَهَو ْنِإ ًةَنِمْؤُم ًَةأَرْماَو َكَعَم َنْر
 اَهَحِكْنَـتْسَي ْنَأ ُِّبيَّنلا َدَاَرأ ْنِإ َصِلاَخ َكَل ًة  اَم اَنْمِلَع ْدَق َينِنِمْؤُمْلا ِنوُد ْنِم
 َي َلاْيَكِل ْمُهُـنَاَْيمأ ْتَكَلَم اَمَو ْمِهِجاَوَْزأ ِفي ْمِهْيَلَع اَنْضَرَـف ٌَجرَح َكْيَلَع َنوُك
 اًميِحَر ًاروُفَغ ُ َّللها َناََكو 
“ Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 
isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba 
sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh 
dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan 
(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki 
bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan 
bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan 
anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut 
hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan 
dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai 
pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. 
                                                         
75 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 57. 
76 Abū Muḥammad ‘Alī b. Aḥmad b. Sa’īd b. Ḥazm al-Andalusī, al-M{uhallā, vol.9, 
(T.t.: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, t.th.), 472. 
77Abdullah b. Muḥammad al-Ṭayyār dkk, al-Fiqh al-Muyassar, vol.5, (Riyad 
: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2011),  45. 
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Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 
kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya 
yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
 
Dalam pandangan jumhur, disamping berupa materi, 
mahar juga dapat berupa jasa/manfaat,78  berdasarkan Q.S. al-
qaṣaṣ [{28]:27 serta beberapa hadis Nabi: 
 َلَع ِْينَـتاَه ََّتيَـنْـبا ىَدْحِإ َكَحِكُْنأ ْنَأ ُدِيُرأ ِّنيِإ َلَاق ٍجَجِح َِنيَاَثم ِنيَرُجَْتأ ْنَأ ى
 َءاَش ْنِإ ِنيُدِجَتَس َكْيَلَع َّقُشَأ ْنَأ ُدِيُرأ اَمَو َكِدْنِع ْنِمَف ًارْشَع َتَْمَْتمأ ْنَِإف
 ِم ُ َّللها َينِِلحاَّصلا َن 
“Berkatalah dia (Shu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 
kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) 
dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 
insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". 
 
Sebuah riwayat dari Sahl b. Sa’d menyatakan bahwa ketika 
seseorang hendak menikahi seorang wanita dan tidak punya apa-
apa, Nabi bertanya : 
  ةروس معن لاق ؟ ئش نأرقلا نم كل له اهيمسي ةروسل اذك ةروسو اذك
 بينلا لاقفنأرقلا نم كعم ابم امكتجوز دق79 
“Apakah engkau punya sesuatu dari al-Qur’an? Laki-laki itu 
menjawab, ‘ia surat ini dan surat ini dari al-Qur’an’, kemudian 
Nabi menjawab, ‘saya nikahkan kalian berdua dengan apa 
yang engkau kuasai dari al-Qur’an”. 
 
                                                          
78 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6772. 
79 Al-Ḥasan b. Aḥmad b. Yūsuf b. Muḥammad b. Aḥmad al-Rubā’ī al-Ṣan’ānī, Fatḥ 
al-Ghaffār al-Jāmi’ li Aḥkām Sunnat al-Mukhtār, vol.3, (T.t. : Dār ‘Ālam al-
Fawa’id, t.th.), 1262 
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Persoalan berikutnya adalah, adakah ketentuan tentang 
jumlah mahar yang dapat diberikan kepada isteri? Dalam 
pandangan jumhur, agama tidak menentukan tentang jumlah 
mahar, namun tiap barang yang berharga dapat dijadikan mahar.80 
Sayyid Sābiq mendukung pendapat tersebut.  Dalam analisisnya, 
tidak ada naṣṣ yang menjelaskan tentang jumlah mahar, baik 
jumlah minimal maupun maksimal. Ketentuan tentang jumlah 
mahar, diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat dan 
disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing.81  
Argumen jumhur didasarkan pada Q.S. al-nisa’ {[4]:20 dan 
hadis Nabi: 
 َّنُهاَدْحِإ ْمُت ْـيَـتآَو ٍجْوَز َناَكَم ٍجْوَز َلاَدْبِتْسا ُُتمْدََرأ ْنِإَو ًارَاطْنِق  ُهْنِم اوُذُخَْتأ َلاَف
 َش ُم ًاْثمِإَو �ًاَتْهُـب َُهنوُذُخَْتأأ اًئ ْـي) اًنيِب20 ( 
20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang 
lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara 
mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil 
kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan 
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata? 
 
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika  
‘Umar bicara di atas mimbar menjelaskan bahwa mahar tidak 
boleh lebih dari 400 dirham. Penjelasan itu diprotes oleh seorang 
wanita Quraish, “apakah anda tidak tahu ayat (ًارَاطْنِق َّنُهاَدْحِإ ْمُت ْـيَـتآَو)?”. 
Umar segera minta maaf dan meralat penjelasannya, “ (Tadi) saya 
melarang pemberian mahar melebihi 400 dirham. Barangsiapa 
yang ingin memberi mahar berapapun yang ia mau, silahkan ( تك نىإ
بحأام هلام نم يطعي نأ ءاش نمف  مهرد ةئامعبرأ ىلع نتهاقدص فى اوديزت نع مكتي�)”.82  
Sebuah riwayat dari ‘Amir b. Rabī’ah, bahwa seorang 
dinikahi dengan mahar sandal dan diperbolehkan oleh Nabi. 
                                                          
80 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 57. 
81 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 533. 
82 Ibid., 534. 
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 ْتَجَّوَزَـت ًَةأَرْما َّنَأ : ِهِيَبأ ْنَع َةَعِيبَر ِنْب ِرِماَع ِنْب َِّللها ِدْبَع ْنَع َع ِْينَلْعَـن ىَل
 ِِّبىَّنلا َلىِإ َاِبه َءىِجَف-ملسو هيلع الله ىلص-  َاَله َلاَقَـف »: ْنِم ِتيِضََرأ
 ؟ِْينَلْعَـِنب ِكِلاَمَو ِكِسْفَـن .« هيلع الله ىلص ُِّبىَّنلا َُهزاَجََأف ْمَعَـن : ْتَلاَقَـف
ملسو83 
“Dari Abdullah b. ‘Amir b. Rabi’ah dari ayahnya, bahwasanya, 
ada seorang wanita yang menikah dengan mahar sepasang sandal, 
kemudian didatangkan pada Nabi. Beliau bertanya, ‘pakah engkau 
dan keluargamu rela diberi mahar dua sandal? Wanita itu 
menjawab, ‘ia’. Maka Rasul memperbolehkan (mahar berupa 
sandal)”. 
 
 Dalil-dalil di atas menurut Sayyid Sābiq setidaknya 
menunjukkan dua hal. Pertama; tidak ada batas minimal dan 
maksimal tentang jumlah mahar. Kedua; mahar dapat berupa 
materi ataupun manfaat/jasa.84  
Beberapa hadis Nabi bahkan menunjukkan bahwa 
hendaknya mahar itu sederhana saja dan tidak berlebihan: 
 نهيرخ" :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق ،سابع نب نع
اقادص نهرسيأ85" 
“Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasul bersabda, ‘sebaik-baik mereka 
(wanita) adalah yang paling mudah maharnya”. 
 
 ِالله َلوُسَر َّنَأ ،َةَشِئاَع ْنَع ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص  ِحاَكِّنلا َمَظَْعأ َّنِإ " :َلَاق
" ًَةنوُؤَم ُُهرَسَْيأ ًةََكرَـب
86 
                                                          
83 Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain b. ‘Alī al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, vol.7, 
(Hyderabad : Majlis Dā’irat al-Ma’ārif al-Naẓẓāmiyah, 1344 H), 138. 
 
84 Ibid., 533. 
85 Muḥammad b. Ḥibbān b. Aḥmad b. Ḥibbān, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, vol. 9, (T.t.: 
Mu’assasah al-Risālah, t.th.), 342.  
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“Dari Aishah bahwasanya Rasul bersabda, ‘sesungguhnya 
pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang paling 
mudah (ringan) biayanya”. 
 
Berbeda dengan pandangan di atas, Ḥanafī berpendapat 
bahwa mahar harus berupa materi dengan jumlah minimal 10 
dirham. Jumlah ini mengacu kepada jumlah batas minimal 
pencurian yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman 
potong tangan. Sementara itu, menurut Mālik, jumlah minimal 
mahar adalah seperempat dinar, atau tiga dirham.87 
Ḥanafiyah juga menolak mahar berupa jasa/manfaat. 
Argumen yang diajukan di antaranya adalah Q.S. al-nisa’ {[4]:24: 
 َباَتِك ْمُُكنَاَْيمأ ْتَكَلَم اَم َّلاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو  َّلُِحأَو ْمُكْيَلَع َِّللها
 َم ْمُكَل اوُغَـت ْـبَـت ْنَأ ْمُكِلَذ َءَارَو ا ْمُكِلاَوْمَِبأ  اَمَف َينِحِفاَسُم َر ْـيَغ َينِنِصُْمح
 َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف َّنُه ْـنِم ِِهب ْمُتْعَـتْمَتْسا ْمُت ْـيَضَارَـت اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَو ًةَضِيرَف 
يِلَع َناَك َ َّللها َّنِإ ِةَضِيرَفْلا ِدْعَـب ْنِم ِِهب) اًميِكَح اًم24( 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 
yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah 
kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 
kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 
yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar 
itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
 
Menurut mereka, ayat itu menyebutkan ‘dengan hartamu 
( ُْمكِلاَوَْمأِب)’, sementara jasa seperti mengajarkan al-Qur’an, bukanlah 
                                                                                                                                        
86 Abū Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad b. 
Ḥanbal, vol. 41,  (T.t.: Mu’assasah al-Risalah, 2001), 75. 
87 Al-Wazīr Abū al-Mudhaffar al-Shaibānī, Ikhtilāf al-A’immat al-‘Ulamā’, vol. 2, 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 152. 
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harta, melainkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh 
sebab itu, tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Namun demikian, 
pendapat ini ditolak oleh tokoh Ḥanafiyah belakangan. Dalam 
pandangan mereka, sejalan dengan perubahan zaman, jasa seperti 
mengajarkan al-Qur’an serta keilmuan lainnya memiliki nilai 
harta, karena orang yang mengajarkan al-Qur’an serta ilmu-ilmu 
agama yang lain boleh menerima upah. Oleh sebab itu, mereka 
sepakat bahwa mahar dapat berupa jasa sebagaimana hadis Sahl di 
atas.88 
 
D.2. Macam-Macam Mahar  
Mahar ada dua macam, yakni mahar musammā  (ىمسلما رهلما) 
dan mahar mithil (لثلما رهلما). Mahar musammā adalah mahar yang 
disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad atau 
setelahnya,  atau ditentukan hakim, dan telah disepakati oleh 
kedua belah pihak,89 berdasarkan Q.S. al-baqarah {[2]:237: 
 َّنُهوُّسََتم ْنَأ ِلْبَـق ْنِم َّنُهوُمُتْقََّلط ْنِإَو ًةَضِيرَف َُّنَله ْمُتْضَرَـف ْدَقَو... 
“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya...” 
 
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa mahar dapat 
dibayar tunai, dapat juga dicicil, ataupun dihutang. Namun 
demikian, mahar musammā harus sudah lunas dalam kondisi 
berikut: 
1. Sudah terjadi hubungan suami isteri (Q.S. al-nisa’ [{4]:21-22: 
 َم ٍجْوَز َلاَدْبِتْسا ُُتمْدََرأ ْنِإَو َك اوُذُخَْتأ َلاَف ًارَاطْنِق َّنُهاَدْحِإ ْمُت ْـيَـتآَو ٍجْوَز َنا
) اًنيِبُم ًاْثمِإَو �ًاَتْهُـب َُهنوُذُخَْتأَأ اًئ ْـيَش ُهْنِم20 َُهنوُذُخَْتأ َفْيََكو ( ْدَقَو
 ٍضْعَـب َلىِإ ْمُكُضْعَـب ىَضْفَأ ) ًاظيِلَغ ًاقَاثيِم ْمُكْنِم َنْذَخَأَو21( 
                                                          
88 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6758. 
89 Ibid., 6774. 
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“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang 
lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di 
antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu 
mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah 
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang 
dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. 21. 
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang 
lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah 
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. 
 
2. Salah seorang dari suami atau isteri meninggal sebelum 
terjadinya hubungan suami isteri. Seluruh ulama sepakat 
bahwa kematian tidak merusak akad, melainkan hanya 
mengakhiri saja, karena waktunya sudah berakhir dengan 
kematian. Oleh sebab itu,  seluruh hukum yang berkaitan 
dengannya harus ditetapkan (dijalankan), termasuk mahar. 
Ketentuan ini juga didasarkan pada ijma’ sahabat. Dalam 
pandangan jumhur, ketentuan ini berlaku, baik kematian itu 
terjadi secara alami, maupun karena bunuh diri, sebab mahar 
berkaitan dengan hak waris. Sementara itu, Shāfi’ī dan Zufar—
salah seorang ulama Ḥanafiyah-- berpendapat bahwa kematian 
akibat bunuh diri dari seorang isteri, menggugurkan hak-nya 
untuk mendapatkan mahar. Kasus ini mereka kiyaskan pada 
kasus murtadnya seseorang yang menggugurkan hak 
maharnya. 
Bagaimana jika dalam akad tidak disebutkan jumlah mahar 
(nikah tafwīḍ) kemudian salah seorang pasangan meninggal sebelum 
terjadi hubungan suami isteri? Dalam kasus seperti ini maka tidak 
ada kewajiban memberi mahar menurut Mālikiyah, dengan alasan 
mengkiyaskan kematian pada talak. Jika terjadi perceraian sebelum 
terjadinya hubungan suami isteri sementara mahar tidak ditentukan 
dalam akad, maka tidak ada kewajiban memberi mahar.  Namun 
jumhur berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini wajib membayar 
mahar mithil. Alasan jumhur adalah sebuah riwayat bahwa ketika 
ada seorang wanita ditinggal mati suaminya sebelum berhubungan 
suami isteri dan mahar belum ditentukan, Ibnu Mas’ūd memutuskan 
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bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar mithil. 
Keputusan ini mendapat penguat dari Ma’qil b. Sinān, “Rasulullah 
juga memutuskan seperti itu pada Barwa’ binti Wāshiq ( فى الله لوسر ىضق
تيضقام لثم قشاو تنب عورب)”.90 
Adapun mahar mithil adalah mahar yang jumlah, jenis, dan 
bentuknya sebagaimana mahar yang berlaku di kalangan keluarga 
atau lingkungan isterinya. Mahar jenis ini diberikan dalam tiga 
kasus: 
1. Nikah tafwīḍ (ضيوفتلا حاكن), yakni pernikahan yang tidak 
menyebutkan mahar dalam akad. Dengan demikian, mahar 
diserahkan sepenuhnya kepada pihak suami. Dalam hal ini, 
suami harus memberi mahar sesuai dengan mahar yang berlaku 
di kalangan keluarga atau lingkungan isterinya.90F91 
2. Ada kesepakatan untuk menikah tanpa mahar. Kesepakatan 
seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar perintah 
agama, namun pernikahan tetap sah, karena mahar bukan syarat 
atau rukun nikah. Oleh sebab itu, jika terjadi kesepakatan seperti 
ini, suami tetap wajib memberikan mahar mithil, jika sudah 
terjadi hubungan suami isteri atau suami tersebut meninggal. 
3. Mahar yang disebutkan dalam akad adalah sesuatu yang tidak 
bernilai harta menurut pandangan agama, misalnya benda-benda 
yang diharamkan seperti khamr, bangkai, dan lain-lain, atau 
benda yang tidak mungkin diserahkan, seperti burung di udara, 
ikan di laut, dan lain-lain. Jika terjadi kasus seperti ini maka 
suami wajib membayar mahar mithil.92 
4. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang sudah terjadi hubungan 
suami isteri dalam pernikahan fāsid, maka suami wajib 
membayar mahar mithil, berdasarkan hadis Nabi : 
 َع ِِّبىَّنلا ِجْوَز اَه ْـنَع ُ َّللها َىِضَر َةَشِئاَع ْن-ملسو هيلع الله ىلص-  ِلوُسَر ْنَع
 َِّللها-ملسو هيلع الله ىلص-  َلَاق ُهََّنأ »:اَهِِّيلَو ِرَْمأ ٍْيرَغِب ٌَةأَرْما ُحَكْنُـت َلا 
                                                          
90 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6800-1 
91 Ibid., 6777. 
92 Ibid., 6777-6781,  
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 ٌلِطَبا اَهُحاَكَِنف ْتَحَكَن ْنَِإف « ٍتاَّرَم َثَلاَث »اَصَأ ْنَِإف اَهَـب ُرْهَم اَهَلَـف
اَهِلْثِم  ُهَل َِّلىَو َلا ْنَم ُِّلىَو ُنَاطْلُّسلَاف اوُرَجَتْشا ِنَِإف اَه ْـنِم َباَصَأ َاِبم«93 
“Dari ‘Aishah—isteri Nabii—bahwa Rasulullah bersabda, 
‘jangan menikahi wanita tanpa perintah/izin walinya, jika 
menikahi wanita tanpa izin walinya,  maka pernikahan itu 
batal’. Pernyataan ini diulang tiga kali oleh Nabi. Kemudian 
beliau melanjutkan’ jika terjadi hubungan suami isteri, maka dia 
berhak mendapat mahar mithil, dan jika terjadi perselisihan 
dengan walinya, maka sultan adalah wali bagi mereka yang 
tidak punya wali”. 
 
Dalam hadis tersebut, Nabi mengharuskan  pembayaran mahar 
mithil terhadap  pernikahan fasid dan menghubungkannya 
dengan terjadinya hubungan suami isteri.94 
 
D.3. Mahar akibat Perceraian 
Bagaimana jika terjadi perceraian sebelum dilakukannya 
hubungan suami isteri dan mahar sudah ditentukan saat akad? 
Dalam kasus seperti ini, seorang suami hanya berkewajiban 
membayar separuh dari jumlah mahar yang harus diserahkan, baik 
karena talak atau karena fasakh (seperti karena kasus ila’, li’ān, 
riddah, dan lain-lain), sepanjang perceraian itu berasal dari 
kehendak suami,95 berdasarkan  Q.S. al-Baqarah [2]:237: 
 ًةَضِيرَف َُّنَله ْمُتْضَرَـف ْدَقَو َّنُهوَُّسَتم َْنأ ِلْبَـق ْنِم َّنُهوُمُتْقََّلط ْنِإَو اَم ُفْصَِنف
 ْمُتْضَرَـف  وُفْعَـي ْنَأ َّلاِإ َّلا َوُفْعَـي ْوَأ َن ُبَرْـَقأ اوُفْعَـت ْنَأَو ِحاَكِّنلا ُةَدْقُع ِهِدَِيب يِذ
 ـْيَـب َلْضَفْلا اُوَسْنَـت َلاَو ىَوْقَّـتِلل ٌيرِصَب َنوُلَمْعَـت َاِبم ََّللها َّنِإ ْمُكَن 
“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 
                                                          
93 al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, vol.7, 105. 
94 Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islamiyah, al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah 
al-Kuwaitiyah, vol.8, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427), 122. 
95 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6757. 
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maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah 
kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan 
atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan 
pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah 
kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. 
 
Namun demikian, dalam kasus yang mewajibkan mahar 
mithil (mahar tidak ditentukan dalam akad, atau maharnya tidak 
bernilai harta menurut agama, atau ada kesepakatan nikah tanpa 
mahar),  kemudian terjadi perceraian sebelum dilakukannya 
hubungan suami isteri, maka sang isteri tidak berhak mendapatkan 
mahar. Dalam kasus seperti ini, sang isteri hanya berhak 
mendapatkan mut’ah (pesangon), berdasarkan Q.S. al-baqarah 
{[2]:236: 
 اوُِضرْفَـت ْوَأ َّنُهوَُّسَتم َْلم اَم َءاَس
ِّنلا ُمُتْقََّلط ْنِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلا ًةَضِيرَف َُّنَله
 َّنُهوُعِّتَمَو اًّقَح ِفوُرْعَمْلِبا اًعاَتَم ُُهرَدَق ِِترْقُمْلا ىَلَعَو ُُهرَدَق ِعِسوُمْلا ىَلَع
 َينِنِسْحُمْلا ىَلَع 
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan 
hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 
mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 
yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 
menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi 
orang-orang yang berbuat kebajikan”. 
 
Jika perceraian tersebut berasal dari pihak isteri sebelum 
terjadinya hubungan suami isteri, seperti murtad, atau men-fasakh 
pernikahan akibat suami miskin, atau ada cacat, atau cacat itu 
berasal dari pihak isteri, maka dalam hal ini, mahar menjadi 
gugur.96 
                                                          
96 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 537. 






























Pernikahan yang tidak menyebutkan mahar 
dalam akad.  
 * 
Mahar yang disebutkan dalam akad adalah 
sesuatu yang tidak bernilai harta menurut 
pandangan agama 
 * 
Pernikahan fāsid dan sudah terjadi hubungan 
suami isteri  
 * 
Ada kesepakatan untuk menikah tanpa mahar  * 
Sudah terjadi hubungan suami isteri dan 
mahar sudah disebutkan dalam akad 
*  
Salah seorang dari suami atau isteri 
meninggal dunia : 
 
1. Sebelum terjadinya hubungan suami 
isteri dan dalam akad sudah 
disebutkan jumlah mahar 
2. Sebelum terjadi hubungan suami 
isteri dan tidak disebutkan jumlah 








Jika terjadi perceraian sebelum terjadinya 
hubungan suami isteri: 
1. Jika mahar tidak ditentukan dalam 
akad 
 













Separuh mahar  
 
E. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi 
Sebab-sebab wanita haram dinikahi ada dua. Pertama; sebab yang 
menjadikannya haram dinikahi selamanya, yaitu karena adanya pertalian 
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darah, semenda, dan saudara sesusuan. Kedua; sebab yang menjadikannya 
haram dinikahi sementara waktu.  
Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya adalah: 97  
1. Ada pertalian darah: 
a. Pertalian nasab ke atas yakni ibu, nenek, baik  nenek dari ibu maupun 
nenek dari bapak dan seterusnya ke atas (Q.S. al-Nisa’ [4]:23): 
 ْمُكْيَلَع ْتَِمّرُح ْمُكُتاَهَّمُأ… 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu…” 
Menurut Shāfi’ī, kata ummahāt ( ُتاَھ َُّملأا) meliputi ibu yang 
melahirkan serta ibunya-ibu (nenek) seterusnya sampai ke atas, 
seberapapun jauhnya karena mereka semua disebut ummahāt ( َّنُهـََّنلأ
 ِتاَهَُّملأا ُمْسا َّنُهُمَزْلَـي).98 Demikian juga ibunya bapak seterusnya sampai ke 
atas.99 
b.  Pertalian nasab ke bawah, yakni anak, cucu, -- baik dari anak 
perempuan maupun anak laki-laki--, terus ke bawah (Q.S. al-Nisa’ 
[4]:23): 
 ُح َِمّر ْت ْمُكُتاَهَُّمأ ْمُكْيَلَع ْمُكُتاَنَـبَو… 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan…” 
 
                                                          
97 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6625. 
98 Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi’ī, al-Umm, vol.3, (Beirut : Dār al-Fikr, 2009), 26. 
99 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 488. 
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Istilah al-banāt meliputi anak perempuan, cucu perempuan 
seterusnya sampai ke bawah, karena mereka semua disebut al-banāt 
( ِتاَنَـبْلا ُمْسا َّنُهُم َزْلَـي َّنُه ُّلُكَف).99F100 
c. Pertalian nasab ke samping (امھدحأ وأ نیوبلأا عورف), yakni saudara 
perempuan (sekandung, seibu, atau sebapak), beserta anak-anak 
perempuan mereka (keponakan) terus ke bawah, anak  dari saudara 
laki-laki (keponakan) terus ke bawah (Q.S. al-Nisa’ [4]:23): 
 ْمُكُتاَنَـبَو ْمُكُتاَهَُّمأ ْمُكْيَلَع ْتَِمّرُح  ْمُكُتاَوَخَأَو  ْمُكُتَلااَخَو ْمُكُتاَّمَعَو  ِخَْلأا ُتاَنَـبَو
 ِتْخُْلأا ُتاَنَـبَو... 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan;  saudara-saudaramu yang perempuan ...” 
d. Pertalian nasab ke samping dari anak-anaknya kakek dan nenek 
secara langsung, yakni bibi (saudaranya ibu atau bapak), baik bibi 
dari ibu maupun bibi dari bapak, terus ke atas (bibinya ibu/bapak dan 
seterusnya) (Q.S. al-Nisa’ [4]:23): 
 ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَنَـبَو ْمُكُتاَهَُّمأ ْمُكْيَلَع ْتَِمّرُح  ْمُكُتَلااَخَو ْمُكُتاَّمَعَو ... 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan;  saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan...” 
Adapun pertalian nasab ke samping dari anak-anaknya kakek dan 
nenek yang tidak langsung, yakni anak perempuan bibi ataupun 
paman (sepupu) tidak termasuk kelompok yang diharamkan 
sekalipun mereka memiliki hubungan nasab berdasarkan Q.S. al-nisa’ 
{[4]:24 dan al-aḥzāb [{33]:50: 
 ْمُكْيَلَع َِّللها َباَتِك ْمُكُنَاَْيمأ ْتَكَلَم اَم َّلاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ْمُكِلَذ َءَارَو اَم ْمُكَل َّلِحُأَو... 
                                                          
100 al-Shāfi’ī, al-Umm, vol.3, (Beirut : Dār al-Fikr, 2009), 26. 
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“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 
kamu selain yang demikian...”  
 
 َكُنِيَيم ْتَكَلَم اَمَو َّنُهَروُجُأ َتْيَـتآ ِتي َّلالا َكَجاَوَْزأ َكَل اَنْلَلْحَأ َّ�ِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ
 ْيَلَع َُّللها َءَاَفأ اَِّمم َك َع ِتاَنَـبَو ِتاَنَـبَو َكِلاَخ ِتاَنَـبَو َكِتاَّمَع ِتاَنَـبَو َك
ِّم
 َكِتَلااَخ َكَعَم َنْرَجاَه ِتي َّلالا... 
“ Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- 
isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya 
yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam 
peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) 
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-
anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak 
perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah 
bersama kamu...” 
 
Nabi juga menikahi puteri pamannya (saudara sepupunya), yakni 
Zainab binti Jaḥshy, demikian juga Fatimah puteri beliau menikah 
denga Ali b. Abi Ṭālib, sepupu beliau.101 Dengan demikian, seluruh 
kerabat haram, kecuali empat, yakni anak perempuan paman dari 
bapak atau ibu, serta anak perempuan bibi dari bapak atau ibu ( عيجم
هتلاخ تانبو ،هتمع تانبو ،هلاخ تانبو ،همع تانب :ةعبرأ لاإ هيلع مارح بسنلا نم لجرلا براقأ).102 
2. Adanya pertalian semenda / pertalian keluarga karena perkawinan 
(muṣāharah) yang haram  dinikahi selamanya ada empat :103 
a. Isterinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya/ibu tiri) terus 
ke atas (isterinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan 
                                                          
101 Tim Muktamar Islam Jeddah, Majma’ al-Fiqh al-Islamy, vol. 11, 1110 
102 Abū Mālik Kamāl b. al-Sayyid Sālim, Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa 
Tauḍīḥ Madhāhib al-Aimmah, vol.3, (Kairo : al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), 
78. 
103 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6627 
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seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. 
Tradisi menikahi mantan istri bapaknya, merupakan tradisi jahiliyah 
yang disebut perkawinan al-maqt (تقملا جاوز). Tradisi ini ditolak dan 
dilarang secara tegas oleh Islam,103F104 berdasarkan Q.S. al-Nisa’[4]:22: 
 ًةَشِحَاف َناَك ُهَّنِإ َفَلَس ْدَق اَم َّلاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ْمُُكؤَباآ َحَكَن اَم اوُحِكْنَـت َلاَو
 ًلايِبَس َءاَسَو اًتْقَمَو 
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 
(yang ditempuh)”. 
 
Namun demikian keharaman tersebut hanya berlaku bagi isterinya 
bapak saja. Adapun anak-anak perempuan dari isteri bapak (anak tiri 
bapak) dan ibunya isteri bapak (mertuanya bapak), tidak haram 
dinikahi. Dengan demikian, boleh saja seseorang menikahi seorang 
perempuan, sementara anak laki-lakinya menikahi puteri atau ibu 
perempuan itu.105  
Menurut Ḥanafiyah, keharaman karena muṣāharah dapat 
terjadi karena terjadinya zina atau nikah fāsid.106 Keharaman bahkan 
juga berlaku jika laki-laki itu melihat atau memegang farji seorang 
perempuan dengan syahwat. Artinya, seorang laki-laki yang telah 
berzina dengan seorang perempuan, atau melihat atau memegang 
farji perempuan tersebut dengan syahwat,  maka perempuan tersebut 
haram dinikahi oleh bapak laki-laki tersebut terus ke atas, serta anak 
keturunannya terus ke bawah. Sebaliknya, perempuan tersebut tidak 
boleh menikah dengan anak laki-laki tersebut terus ke bawah serta 
bapaknya terus ke atas. Keharaman tersebut berlaku, baik dari garis 
nasab atau hubungan raḍā’ (persusuan). Alasan Ḥanafiyah adalah 
kata ‘nikah’ dalam ayat di atas (Q.S. al-Nisa’[4]:22) bermakna 
‘bersetubuh’.107  
                                                          
104 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 487-490. 
105 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 6627. 
106 Ibid., 6628. 
107 Fakhr al-Dīn al-Rāzy, Mafātiḥ al-Ghaib, vol. 10,  (Beirut: Dār Iḥya’ al-Turāth 
al-‘Araby, t.th.), 16. Lihat juga Abdullah b. Maḥmūd b. Maudūd al-Mūṣilī al-
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Alasan lain yang dikemukakan Ḥanafiyah adalah beberapa 
hadis Nabi—sebagaimana dikutip  al-Mūṣilī al-Ḥanafī, dalam kitab 
al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār:  
اهتنبو اهمأ هيلع تمرح ةأرمبا نىز نم 108 
“Barangsiapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka haram 
baginya ibu dan anak perempuannya”. 
 
 »اَهُـتَـنْـباَو اَهُُّمأ ِهْيَلَع ْتَمُرَح َِةأْرَمْلا ِْجرَـف َلىِإ ُلُجَّرلا َرَظَن اَذِإ « 109 
“Jika seorang pria melihat kemaluan seorang wanita, maka haram 
baginya ibu dan anak perempuan wanita itu ”.  
 
Ukuran syahwat adalah ketika kelamin laki-laki bangkit akibat 
melihat atau memegang kelamin perempuan tersebut, hatinya 
berdetak keras atau semakin menggebu keinginannya.110 
Pendapat ini ditolak oleh jumhur. Dalam pandangan jumhur, 
zina tidak dapat menyebabkan keharaman muṣāharah, dengan 
mengajukan dasar al-Qur’an (Q.S. al-Nisa’[4]:24) serta hadis Nabi: 
 َتِك ْمُُكنَاَْيمأ ْتَكَلَم اَم َّلاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ْمُكْيَلَع َِّللها َبا ْمُكَل َّلِحُأَو
 ْمُكِلَذ َءَارَو اَم... 
                                                                                                                                        
Ḥanafī, al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār, vol.3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 
2005), 101,  Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 489 dan al-Zuḥaily, al-Fiqh al-
Islāmy, vo.9, 6628. 
108 al-Mūṣilī al-Ḥanafī, al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār, vol. 3, 101. Dalam kitab 
Fatḥ al-Bārī disebutkan bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan 
Ḥanafiyah. Lihat Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, vol.9, (Beirut : Dar al-
Ma’rifah, 1379), 157. 
109 Hadis ini dinilai sebagai hadis munqaṭi’, majhūl, dan da’if  karena 
perawinya, al-Ḥajjāj b. Arṭāh dinilai sebagai orang yang tidak bisa 
dipercaya.  Lihat Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain b. ‘Alī al-Baihaqī, al-
Sunan al-Kubrā, vol.7, (Hyderabad : Majlis Dā’irat al-Ma’ārif al-
Naẓẓāmiyah, 1344 H ), 169. Lihat juga Muḥy al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, al-
Tabwīb al-Mawḍū’ī li al-Aḥādīth, (T.t. tp., t.th.), 11240. 
110 al-Mūṣilī al-Ḥanafī, al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār, 101. 
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“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 
kamu selain yang demikian...”  
 
 َز ٍلُجَر ْنَع ملسو هيلع الله ىلص ِالله ُلوُسَر َلِئُس ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع ٍَةأَرْمِبا َنى
 ُِمّرَُيح َلا َلَاق اَهَـتَـنْـبا َِوأ اَهَجَّوَزَـتَـي ْنَأ َدَارََأفا َْلح َناَك اَم ُِمّرَُيح َا َّنمِإ َلَلاَْلحا ُمَار
 ٍحاَكِِنب111 
“Dari St ‘Aishah berkata, “Rasulullah ditanya tentang seorang laki-
laki yang berzina, kemudian ia bermaksud menikahi wanita tersebut 
atau anak perempuannya, dan dijawab oleh Rasul, “sesuatu yang 
haram, tidak dapat mengharamkan yang halal. Yang dapat 
mengharamkan adalah yang didasarkan pernikahan”. 
 
ا َلوُسَر َّنَأ ِهِّدَج ْنَع ِهِيَبأ ْنَع ٍبْيَعُش ِنْب ِورْمَع ْنَع َِّلله- هيلع الله ىلص
ملسو-  َلَاق »: َِبه َلَخَدَف ًَةَأرْما َحَكَن ٍلُجَر َا َُّيمأا  ُهَل ُّلَِيح َلاَف َاِبه ْلُخَْدي َْلم ْوَأ
 َْلم ْنَِإف اَهِتَنْـبا ُحاَكِن ُهَل ُّل
َِيح َلاَف َاِبه َلَخَدَف ًَةأَرْما َحَكَن ٍلُجَر َا َُّيمأَو اَه ُِّمأ ُحاَكِن
 َِبه ْلُخَْدي َءاَش ْنِإ اَهَـتَـنْـبا ِحِكْنَـيْلَـف ا.«112 
 Dari ‘Amr b. Shu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya 
Rasulullah bersabda, “ laki-laki yang menikahi seorang perempuan, 
maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi ibu perempuan itu 
(ibu mertuanya), baik ia sudah menggauli isterinya itu atau tidak. Dan 
jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka tidak halal 
baginya menikahi anak gadis isterinya itu, jika isterinya sudah 
digauli, namun jika belum digauli, maka ia boleh menikahi anak 
gadis perempuan tersebut jika ia mau”.  
 
                                                          
111 al-Dāruquṭnī, Sunan al-Dāruquṭnī, vol.4 , 401. 
112 Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain b. ‘Alī al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, vol.7,  
(Hyderabad : Majlis Dā’irat al-Ma’arif al-Naẓẓāmiyah, 1344 H), 160. 
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Menurut jumhur, ayat dan ḥadīs di atas, menegaskan bahwa zina 
tidak mempengaruhi keharaman muṣāharah. Dalam pandangan 
mereka, tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya pemahaman 
sebagaimana Ḥanafiyah. Seandainya   sahabat memahami demikian, 
pasti mereka akan menanyakannya kepada Nabi.113 Mereka juga 
menolak tafsir Ḥanafī bahwa kata ‘nikah’ dalam (Q.S. al-Nisa’[4]:22) 
bermakna ‘bersetubuh’. Shāfi’ī secara tegas mengatakan bahwa kata 
‘nikah’ dalam ayat tersebut bermakna ‘akad’.114 
b. Isterinya anak, terus ke bawah, baik sudah dikumpuli maupun belum 
(Q.S. al-nisa’ {[4]:23), baik dari jalur anak laki-laki maupun jalur 
anak perempuan (cucu mantu, baik dari anak laki-laki maupun 
perempuan): 
... ْمُكِبَلاْصَأ ْنِم َنيِذَّلا ُمُكِئاَنْـَبأ ُلِئَلاَحَو... 
 “...(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 
(menantu)...”   
 
Ḥanafiyah mengatakan bahwa keharaman ini juga berlaku 
dalam kasus perzinaan atau pernikahan fāsid. Dengan demikian, 
wanita yang berzina dengan anaknya tidak boleh dinikahi, baik dari 
jalur nasab maupun sepersusuan.115 Menurut Kamāl ibn al-Humām, 
keharaman karena zina didasarkan pada naṣ yang sarih, karena naṣ 
mengatakan haram menikahi anak perempuan kalian, maka semua 
yang termasuk kategori anak perempuan, haram dinikahi, termasuk 
anak yang terlahir dari zina. Menurut Ibn al-Humām, khiṭāb tersebut 
berbahasa Arab, maka sepanjang tidak ada qarinah yang mengalihkan 
kepada makna lain, harus dipahami secara bahasa. 116 
c. Orang tua isteri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek isterinya, 
baik dari pihak ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli 
atau belum Q.S. al-Nisa’ [4]:23: 
... ْمُكِئاَسِن ُتاَهَُّمأَو... 
                                                          
113 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 487-490. 
114 al-Rāzy, Mafātiḥ al-Ghaib, vol. 10,  16. 
115 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,  vol.9, 6628. 
116 Kamāl al-Dīn Muḥammad b. ‘Abd al-Wāḥid al-Saiwasī, Ibn al-Humām, Fatḥ al-
Qadīr, vol.6, (T.t.: t.p., t.th.), 342. 
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“... Ibu-ibu isterimu (mertua)...”  
d. Anak dari istri yang sudah dikumpuli (anak tiri), terus ke bawah. Jika 
wanita tersebut belum dikumpuli, kemudian ditalak atau meninggal, 
maka tidak haram menikahi anak perempuannya (Q.S. al-Nisa’ 
[4]:23): .  
 اُونوُكَت َْلم ْنَِإف َّن
ِِبه ْمُتْلَخَد ِتي َّلالا ُمُكِئاَسِن ْنِم ْمُِكروُجُح ِفي ِتي َّلالا ُمُكُِبئَباَرَو
 ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف َّنِِبه ْمُتْلَخَد... 
“... dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 
mengawininya...” 
 
Dalam kasus ini, menurut Ḥanafīyah keharaman ini juga berlaku 
dalam kasus perzinaan, atau shubhat, baik ke atas (ibu) maupun garis 
ke bawah (anak).117  
Dari penjelasan di atas juga bisa dipahami bahwa keharaman 
terhadap ibunya isteri (mertua), tidak mempersyaratkan harus 
dikumpuli, namun keharaman terhadap anak isteri (anak tiri) 
mempersyaratkan sudah terjadinya hubungan suami isteri. Oleh 
sebab itu, terdapat sebuah kaidah yang masyhur di kalangan ulama, 
yakni:118 
لاو تاهملأا مريح تانبلا ىلع دقعلادتانبلا مريح تاهملأبا لوخ 
“Akad yang dilakukan terhadap anak (perempuan) menyebabkan 
haram (menikahi) ibunya, dan mengumpuli ibunya, menyebabkan 
haram (menikahi) anak perempuannya”. 
 
Pendapat Ḥanafīyah tentang terjadinya mahram akibat zina, 
juga dikemukakan oleh Ḥanābilah. Dalam pandangan mereka, 
keharaman menikahi perempuan berlaku juga akibat zina, atau 
persetubuhan syubhat karena termasuk dalam keumuman lafaz yang  
                                                          
117 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,, vol. 9, 6629. 
118 Ibid. 
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dikemukakan Q.S. al-Nisa’[4]:23 di atas.119 Demikian juga semua 
bentuk ‘pengantar’ zina seperti menyentuh, atau mencium dengan 
syahwat sebagaimana dikemukakan Hanafiyah.120  
Alasan kelompok ini sebagai berikut : 
1. Hadis Nabi : 
بيأ نع  لوسر � :لجر َلَاق :َلَاق مكلحا مأ نبا نأ نحمرلا دبع نب ركب
 في ةأرمبا تينز نيإ ،الله َكِلَذ ىرأ لا" :َلَاق ،اهتنبا حكنأفأ ،ةيلهالجا
لع اهتنبا نم علطت ةأرما حكنت نأ كل حلصي  "اهنم هيلع علطت ام ى121 
Dari Abu Bakar b. Abd al-Rahman bahwasanya Ibnu Umm al-
Hakam berkata : “seorang lelaki  berkata kepada Rasul, ‘ Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya saya berzina dengan seorang wanita di 
zaman jahiliyah, apakah saya boleh menikahi anak 
perempuannya?’. Rasul menjawab, ‘Tidak patut bagimu menikahi 
anak perempuan wanita yang pernah engkau kumpuli”. 
 
2. Sesungguhnya zina merupakan sebab lahirnya anak, sehingga 
ditetapkan keharamnnya berdasarkan kiyas terhadap selain zina. 
Persoalan zina sebagai perbuatan haram tidak berpengaruh 
terhadap status anak yang lahir darinya, karena terbukti anak yang 
lahir dari pernikahan fasid disepakati keharamannya untuk 
dinikahi (mahram), sekalipun  persetubuhan dalam nikah fasid 
dinyatakan haram.122  
Menurut al-Zuhaily, kiyas ini merupakan kiyas yang tidak tepat, 
karena zina menyebabkan pelakunya terkena hukuman dan 
                                                          
119‘Abdullah b. Qudāmah al-Maqdisī Abū Muḥammad, al-Kāfī fī Fiqh al-
Imām Aḥmad b. Ḥanbal, vol.3, (T.t.: t.p., t.th.), 26. Lihat juga ‘Abd. Al-
Salām b. ‘Abdillah b. al-Khiḍr b. Muḥammad ibn Taimiyah al-Ḥaranī Abū 
al-Barakāt, Majd al-Dīn, al-Muḥarrar fī al-Fiqh ‘alā Madhhab al-Imām 
Aḥmad b. Ḥanbal, vol.2, (Riyāḍ : Maktabah al-Ma’ārif, 1984), 19.  
120 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,, vol. 9, 6630. 
121Ibn al-Mulqin Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar b. ‘Alī b. Aḥmad al-Shāfi’ī, 
al-Tauḍīḥ li Sharḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ , vol. 24, (Damaskus: Dar al-Nawadir, 
2008), 322. 
122 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,, vol. 9, 6631. 
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padanya tidak berlaku nasab, sehingga tidak bisa disamakan 
dengan persetubuhan dalam pernikahan.123 
Seluruh pandangan bahwa keharaman berlaku akibat hubungan 
zina, dibantah dengan tegas oleh Shāfi’ī. Menurutnya, zina tidak bisa 
meng-haramkan yang halal. Oleh sebab itu, jika seorang laki-laki 
berzina dengan seorang perempuan, maka wanita itu tidak haram 
baginya, bagi anaknya, ataupun bapaknya (untuk menikahinya). 
Demikian juga jika seseorang berzina dengan ibu seorang perempuan 
atau anak perempuannya, maka tidak haram baginya menikahi 
perempuan tersebut. Hal yang sama juga berlaku jika dia berzina 
dengan saudara perempuan isterinya, maka tidak bisa disebut bahwa 
ia telah mengumpulkan dua bersaudara. Menurut Shāfi’ī, keharaman 
menikahi keluarga sedarah dan semenda merupakan sebuah 
kehormatan dan nikmat dari Allah. Pernikahan diperintahkan oleh 
Allah, sementara perzinaan dilarang. Oleh sebab itu, keduanya tidak 
bisa dikumpulkan. Bukankah talak tidak berlaku dalam hubungan 
zina?.124  
Argumen lain yang dikemukakan Shāfi’iyah dan Mālikiyah—
sebagaimana dikemukakan al-Zuḥaily--adalah : 
a. Ketika Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina 
dengan seorang wanita, kemudian ia bermaksud hendak menikahi 
wanita tersebut atau anak perempuannya, Nabi menjawab : 
 للالحا مارلحا مريحلا125 
“Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal, 
keharaman terjadi berdasarkan pernikahan”. 
 
Menurut mazhab Shāfi’ī, hadis tersebut menunjukkan bahwa zina 
tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sehingga 
seorang pria boleh saja menikahi ibu dari wanita yang berzina 
dengannya. 
b. QS al-nisa’ [4]: 24 mengatakan : 
                                                          
123 Ibid. 
124 Al-Shāfi’ī, al-Umm, vol. 3, 28. 
125 Jamāl al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Alī b. Muḥammad al-Jauzī, al- 
Taḥqīq fī Aḥādīth al-Khilāf, vol.2, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), 275. 
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...  ْمُكِلَذ َءَارَو اَم ْمُكَل َّلُِحأَو... 
“... Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...” 
 
Ayat itu secara tegas menyatakan bahwa wanita selain 
yang sudah disebutkan dalam ayat sebelumnya, maka semua 
halal. Sementara itu wanita yang berzina dengan laki-laki itu 
tidak termasuk yang disebutkan sehingga bisa disimpulkan bahwa 
ia halal. 
c. Hubungan semenda adalah anugerah karena menjadikan 
hubungan yang semula jauh  menjadi dekat, sementara zina 
dilarang oleh agama, maka tidak bisa menjadi sebab datangnya 
anugerah. 
d. Tujuan dari haramnya hubungan semenda adalah untuk 
memotong nafsu karena adanya rasa kasih sayang, sementara dua 
orang yang berzina adalah dua orang asing (bukan kerabat) yang 
tidak ada hubungan kearisan, nafkah dan lain-lain, sehingga tidak 
ada alasan untuk menetapkan mahram akibat zina.126 
3. Adanya pertalian sesusuan. Wanita yang haram dinikahi karena adanya 
pertalian sesusuan adalah sebagaimana wanita yang haram dinikahi 
karena nasab dan muṣāharah.Dengan demikian, ada empat arah dari segi 
nasab, dan empat arah dari segi muṣāharah127 berdasarkan Q.S. al-nisa’ 
[{4]:23 serta hadis Nabi : 
... ُتاَوَخَأَو ْمُكَنْعَضَْرأ ِتي َّلالا ُمُكُتاَهَُّمأَو ِةَعاَضَّرلا َنِم ْمُك... 
“ ... ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...” 
 ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاق : لاق بلاط بيأ نب يلع نع ََّللها َّنِإ
 َّرَح اَم ِعاَضَّرلا َنِم َمَّرَح َم  ِبَسَّنلا َنِم128. 
“Dari Ali b. Abi Ṭālib, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: 
”Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi sesusuan  apa yang 
diharamkan karena adanya hubungan nasab”. 
                                                          
126 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,, vol. 9, 6631-2. 
127 Ibid., vol. 9, 6633. 
128 Muḥammad b. ‘Isā Abū ‘I<sā al-Tirmidhī al-Silmī, Sunan al-Tirmidhī, vol. 3, 
(Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāthī al-‘Arabī, t.th.), 452. 
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Berdasarkan mafhum ayat dan hadis serta kiyas terhadap nasab, 
maka keharaman juga berlaku akibat adanya muṣāharah.129 
Menurut Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan salah satu riwayat Aḥmad, 
tidak ada batas berapa kali susuan yang menyebabkan maḥram, sebab 
ayat al-Qur’an tidak membatasinya. Sementara itu, dalam pandangan 
Shāfi’ī, salah satu riwayat Aḥmad, serta mayoritas ulama hadis, susuan 
yang dapat menyebabkan maḥram adalah minimal lima kali.130 Dasar 
kelompok ini adalah hadis Nabi: 
 نآرقلا نم لزنأ اميف ناك: تلاق ا�أ ملس و هيلع الله ىلص بينلا جوز ةشئاع نع
سن ثم نمريح تامولعم تاعضر رشع ىلص الله لوسر فيوتف تامولعم سمبخ نخ
نآرقلا نم أرقي اميف وهو ملس و هيلع الله131 
“Dari St ‘Aishah, isteri Nabi, beliau berkata:”Dulu yang telah 
diturunkan dari al-Qur’an, bahwasanya sepuluh kali susuan 
menyebabkan mahram, kemudian (ketentuan) itu di-nasakh (hapus) 
dengan ‘lima kali susuan menyebabkan mahram’. Rasulullah wafat dan 
hal itulah bagian yang dibaca dari al-Qur’an.” 
 
Alasan jumhur dibantah oleh Ḥanafiyah. Dalam pandangan 
Ḥanafiyah, hadis tersebut merupakan hadis aḥād, sehingga tidak dapat 
dijadikan sebagai dalil untuk men-takhṣīṣ ke-umuman ayat al-Qur’an di 
atas ( ْمُكَنْعَضْرَأ ِتي َّلالا ُمُكُتاَهَُّمأَو / dan ibu2 yang telah menyusui kalian), karena 
ayat tersebut bersifat muḥkam, dan jelas serta tegas maknanya.132 
Keharaman akibat adanya pertalian susuan ini dengan syarat 
bahwa persusuan itu terjadi dalam usia 0-2 tahun133 berdasarkan Q.S. al-
Baqarah {[2]:233 serta hadis Nabi: 
 ْعِضْرُـي ُتاَدِلاَوْلاَو ْوَح َّنُهَدَلاَْوأ َن َةَعاَضَّرلا َّمُِتي ْنَأ َدَاَرأ ْنَمِل ِْينَلِماَك ِْينَل... 
                                                          
129 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,, vol. 9, 6633 
130  al-Fairūzabādī, al-Muhadhdhab, 59 dst. 
131 Mālik b. Anas, Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik, vol. 2, 608. 
132 Wahbah al-Zuḥailī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah, wa al-Sharī’ah wa al-
Manhaj, vol. 4,  (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1418 H), 313. 
133 Ibid. 
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...” 
 
 ىلص ِالله ُلوُسَر َلَاق َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ِفي َناَك اَم َّلاِإ َعاَضَر َلا ملسو هيلع الله
 َْلحا ِْينَلْو134 
“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, “Tidak ada 
persusuan kecuali dalam masa dua tahun (sejak dilahirkan)”. 
 
Namun demikian, menurut Ḥanafiyah, ada dua perbedaan hubungan 
nasab dan sepersusuan, yakni : 
1. Boleh menikahi ibu saudara laki-laki atau perempuan dari saudara 
sepersusuan, karena saudara sepersusuan tidak menjadi nasab 
dengan ibu kandungnya.135 Misalnya, Aminah punya anak kandung 
Andi, kemudian Aminah menyusui Ahmad atau Ani. Ahmad atau 
Ani menjadi saudara sepersusuan dengan Andi. Dalam hal ini, Andi 
boleh menikahi ibu kandung Ahmad atau Ani. 
2. Saudara perempuan dari  anak laki-laki atau dari anak perempuan 
sepersusuan. Bagi ayahnya, boleh menikahi mereka.136 Misalnya 
Aminah menyusui Ahmad. Maka suami Aminah boleh menikahi 
saudara perempuan Ahmad. Ayahnya Ahmad juga boleh menikahi 
anak perempuan Aminah. 
 
Kelompok kedua wanita yang haram dinikahi adalah wanita 
yang haram dinikahi sementara karena adanya sebab-sebab 
tertentu. Dengan demikian, jika sebab itu tidak ada, maka ia sah 
dinikahi.137  
                                                          
134 al-Dāruquṭnī, Sunan al-Dāruquṭnī, vol.5, 307. 
135 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 6634-5. 
136 Ibid. 
137 Ibid.,  6641. 
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Adapun wanita yang haram dinikahi sementara adalah: 138 
1.  Perempuan yang ditalak tiga, sampai ia menikah dengan laki-laki lain 
dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan suami barunya serta 
selesai menjalankan masa ‘iddah-nya, berdasarkan Q.S. al-baqarah 
[2]:229: 
 اَهَقََّلط ْنِإفاًجْوَز َحِكْنَـت َّتىَح ُدْعَـب ْنِم ُهَل ُّلَِتح َلاَف  ََّلط ْنَِإف َُهر ْـيَغ َلاَف اَهَق َحاَنُج 
اَمِهْيَلَع ِتَو َِّللها َدوُدُح اَميُِقي ْنَأ اََّنظ ْنِإ اَعَجَارَـتَـي ْنَأ ٍمْوَِقل اَهُـنِّيَـبُـي َِّللها ُدوُدُح َكْل
) َنوُمَلْعَـي230( 
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan 
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) 
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 
kepada kaum yang (mau) mengetahui”. 
 
Sebuah hadis Nabi menjelaskan tentang maksud ‘kawin’ dalam ayat di 
atas : 
 هيلع الله ىلص َِّبيَّنلا ِّيِظَرُقْلا َةَعَاِفر َُةأَرْما ِتَءاَج ، اَه ْـنَع َُّللها َيِضَر ، َةَشِئاَع ْنَع
 ـَف ملسو َنْب ِنَْحمَّرلا َدْبَع ُتْجَّوَزَـتَـف يَِقلاَط َّتََبَأف ِنيَقََّلطَف َةَعَاِفر َدْنِع ُتْنُك ْتَلاَق
 َبْدُه ُلْثِم ُهَعَم َا َّنمِإ ِيرِبَّزلا يِقوُذَت َّتىَح َلا َةَعَاِفر َلىِإ يِعِجْرَـت ْنَأ َنيِدِيُرَتأ َلاَقَـف ِبْوـَّثلا ِة
 ِكَتَل ْـيَسُع َقوَُذيَو ُهَتَل ْـيَسُع 139 
“Dari ‘Aishah r.a., bahwasanya isteri Rifā’ah al-Quradzī datang menemui 
Rasul dan berkata, ‘saya isteri Rifā’ah yang dicerai battah (tiga) olehnya. 
                                                          
138 al-Fairūzabādī, al-Muhadhdhab, vol. 2, 59. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-
Islamy, vol. 9, 6642- 6667. 
139 Muḥammad b. Ismā’īl b. al-Mughīrah al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol., 
(Kairo: Dār al-Sha’b, 1987),220. 
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Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman b. Zubair, namun saya 
bersamanya hanya bagaikan rumbai kain (tidak pernah melakukan 
persetubuhan)’. Nabi bertanya, ‘apakah engkau ingin kembali pada 
Rifa’ah? Kamu tidak boleh kembali kepadanya hingga engkau merasakan 
madunya (suami baru) dan dia merasakan madumu”. 
2. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam ‘iddah 
(Q.S. al-nisa’ [4]:24 ; al-baqarah [2]:235) 
 ْمُُكنَاَْيمأ ْتَكَلَم اَم َّلاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو... 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 
budak-budak yang kamu miliki...” 
... ُهَلَجَأ ُباَتِكْلا َغُل ْـبَـي َّتىَح ِحاَكِّنلا َةَدْقُع اوُِمزْعَـت َلاَو... 
“...Dan janganlah kamu ber-'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, 
sebelum habis 'iddah-nya..”  
 
3. Menikahi wanita musyrik (Q.S. al-baqarah [2]:221: 
 ُكْتَـبَجْعَأ ْوَلَو ٍةَِكرْشُم ْنِم ٌر ْـيَخ ٌةَنِمْؤُم ٌةَمََلأَو َّنِمْؤُـي َّتىَح ِتاَِكرْشُمْلا اوُحِكْنَـت َلاَو ْم... 
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 
wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu...” 
4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan 
mahram, seperti bibi dengan keponakan (Q.S. al-nisa’ [4]:23 dan hadis 
Nabi: 
... َفَلَس ْدَق اَم َّلاِإ ِْينَـتْخُْلأا َْينَـب اوُعَمَْتج ْنَأَو... 
“...Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...” 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 َع ْن ُةَعاََمْلجا ُهاَوَر . اَهَِتلاَخ ْوَأ اَهِت َّمَع ىَلَع َُةأْرَمْلا َحَكْنُـت ْنَأ ُِّبيَّنلا ىَهَـن : َلَاق ََةرْـيَرُه ِبيَأ  
.140 
“Dari Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah melarang seorang wanita 
dinikahi bersama dengan bibinya (dari pihak ayah atau ibu)”. 
5.  Menikahi lebih dari empat orang perempuan berdasarkan Q.S. al-nisa’ 
[4]:3 dan hadis Nabi: 
 َثَلاُثَو َنىْـثَم ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َبَاط اَم اوُحِكْنَاف ىَماَتَـيْلا ِفي اُوطِسْقُـت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو
 َعَباُرَو... 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...” 
  
 ٍةَوْسِن ُرْشَع ُهَتَْتحَو َةَمَلَس ُنْب ُنَلاْيَغ َمَلْسَأ : َلَاق ، َرَمُع ِنْبا ِنَع ، ـَف ُِّبيَّنلا ُهَل َلاَق
.اًعَـبَْرأ َّنُه ْـنِم ْذُخ  َمَّلَسو ِهْيلَع الله ىَّلَص
141 
“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata:” Ghailān b. Salamah masuk Islam dalam 
keadaan punya sepuluh orang isteri. Maka Rasul bersabda kepadanya, 
‘ambil empat saja dari mereka”. 
  
                                                          
140  ’Abd. Al-Salām b. Taimiyah, Bustān al-Aḥbār Mukhtaṣar Nail al-Awṭār, vol. 
4, (T.t.: t.p., t.th.), 353. 
141 Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, vol.3,  131. 
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F. Al-Kafã’ah (ةءافكلا) 
 
Secara bahasa, al-kafā’ah berarti kesamaan dan kesetaraan ( و ةلثاملما
ةواسلما). Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikannya dengan “kesetaraan 
antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya 
pertikaian (ةصوصمخ رومأ فى راعلل اعفد ينجوزلا ينب ةلثاملما)”.141F142 Namun demikian, 
ulama berbeda pendapat tentang hal-hal khusus tersebut. Menurut 
Ḥanafiyah ada enam jenis kafā’ah, yakni nasab, Islam, ḥirfah (mata 
pencaharian suami seimbang dengan mata pencaharian keluarga istri), 
merdeka, diyānah (ada keseimbangan dalam ketaatan beragama, 
misalnya wanita salihah tidak dikawinkan dengan laki-laki fasik seperti 
penjudi, pemabuk, dan lain-lain), dan harta. Menurut Mālikiyah, kafā’ah 
meliputi agama dan al-salāmah, yakni tidak ada cacat yang 
menyebabkan pihak istri berhak atas khiyār (memilih untuk meneruskan 
pernikahan atau membatalkannya), misalnya gila, impoten, dan lain-lain. 
Menurut Shāfi’iyah, kafā’ah meliputi nasab, agama, merdeka, dan 
ḥirfah. Sementara menurut Hanabilah, kafā’ah terdiri dari lima hal, 
yakni al-diyānah, al-ṣinā’ah (seorang putri pemilik usaha/industri kelas 
atas, misalnya, dinilai tidak seimbang jika dinikahkan dengan putra 
seorang pembekam, dan lain-lain), harta, merdeka, serta nasab.142F143  
Tujuan kafā’ah dalam pernikahan adalah untuk menjaga 
keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam 
kehidupan berkeluarga. 144 Namun ulama berbeda pendapat tentang 
fungsi kafā’ah dalam pernikahan, sebagai berikut: 
Pertama, sementara ulama, di antaranya Imam al-Thaurī, Ḥasan 
Baṣrī, serta al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyah berpendapat bahwasanya 
kafā’ah bukan merupakan syarat dalam pernikahan, baik syarat sah, 
maupun syarat keniscayaan. Diantara alasan yang dikemukakan mereka 
adalah Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13: 
 ِإ ُساَّنلا اَهـَُّيأ �َ ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ َّ� َو ىَثْـُنأَو ٍرََكذ  َّنِإ اوُفَراَعَـِتل َلِئاَبَـقَو ًباوُعُش ْمُكاَنْلَعَج
) ٌيرِبَخ ٌميِلَع َ َّللها َّنِإ ْمُكاَقْـَتأ َِّللها َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ13( 
                                                          
142 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 6735. 
143 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh , 35-36. 
144 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6735. 
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“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha mengenal”. 
 
 Ayat di atas menyatakan bahwa tingkat ketakwaan manusia-lah yang 
membedakan mereka, bukan hal-hal lain, semisal nasab, harta, dan lain-
lain. Dasar kedua adalah beberapa hadis Nabi, di antaranya : 
 ...  َلْضَف َلا َلاَأ ىَلَع َرَْحمَأ َلاَو ، ٍِّبيَرَع ىَلَع ٍّيِمَجَعِل َلاَو ، ٍّيِمَجَع ىَلَع ٍِّبيَرَعِل
ىَوْقَّـتلِبا َّلاِإ ، َرَْحمَأ ىَلَع َدَوْسَأ َلاَو ، َدَوْسَأ
145
144F  ... 
“ Ingatlah tidak ada keutamaan bangsa Arab atas non Arab, tidak pula 
non Arab atas Arab, demikian pula tidak ada keutamaan kulit merah 
atas kulit hitam atau sebaliknya, kecuali karena takwa...”. 
 
Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan salah seorang 
keluarga Ansar untuk menikahkan putrinya dengan sahabat Bilal --yang 
semula mereka tolak-- sekalipun mereka tidak setara (Bilal adalah 
mantan budak berkulit hitam).146 
Pendapat kedua dikemukakan mayoritas ulama, di antaranya 
mazhab empat. Menurut mereka, kafā’ah merupakan syarat keniscayaan 
dalam pernikahan, namun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. 
Alasan jumhur di antaranya beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa 
kafā’ah menjadi sebuah keniscayaan dalam pernikahan: 
 َزَـتَـي ْنَأ ىَهَـن ُهََّنأ ، َرَمُع ْنَع.َةَمَلأا ُِّبيَرَعْلا َجَّو
147 
“Dari ‘Umar bahwasanya beliau melarang bangsa Arab menikahi 
budak” 
                                                          
145 Abū Abdillah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal, Musnad Aḥmad b. Ḥanbal, vol.5 
, (Beirut : ‘Alam al-Kutub, 1998), 411. 
146  al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9., 6736. 
147 Abū Bakar Abdullah b. Abī Shaibah, Muṣnif Ibnu Abī Shaibah, vol.4, (T.t.: t.p., 
t.th.), 418. 
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Alasan kedua adalah bahwa secara logika hubungan suami istri 
yang harmonis pada umumnya akan tercipta jika kedua pihak 
merupakan pasangan yang seimbang. Namun demikian, dari sisi laki-
laki, dalam posisinya sebagai kepala keluarga, maka status sosial istri 
tidak penting, karena sebagai kepala keluarga, dialah yang akan 
membawa status sosial istrinya, sebaliknya, jika laki-laki memiliki status 
sosial lebih rendah atau tidak seimbang dengan istri, maka ia tidak akan 
memiliki kewibawaan.148 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya akad 
nikah tetap sah sekalipun tidak terdapat kafā’ah. Hanya saja, wali dapat 
mengajukan pembatalan pernikahan, jika ia memandang bahwa hal 
tersebut menyebabkan madarat bagi putrinya dan keluarganya. Artinya, 
kafa’ah dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan 
pernikahan. Sebaliknya, seorang wanita juga dapat mengajukan 
pembatalan pernikahan jika walinya menikahkannya dengan laki-laki 
yang tidak kufū  (seimbang). Dengan demikian, menurut pandangan 
jumhur,  kafā’ah merupakan hak wanita dan walinya.149 
 
G. Hukum yang Timbul akibat Pernikahan 
Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun 
yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak 
dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan 
kewajiban bersama, ada yang berupa hak isteri yang wajib dipenuhi 
suami, dan ada hak suami yang wajib dipebuhi isteri.150 
1. Hak bersama suami isteri : 
a. Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai dengan 
ketentuan agama, yakni persetubuhan dilakukan di vagina bukan 
di dubur, dan dilakukan saat isteri suci dari haid dan nifas, serta 
keduanya tidak sedang ihram haji atau umrah. Persetubuhan juga 
tidak boleh dilakukan jika terjadi z{ihār dan pihak suami belum 
membayar kifarat. Ketentuan tersebut sesuai dengan Q.S. al-
                                                          
148 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6740. 
149 Ibid., 6744. 
150 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 531 dst. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-
Islāmī, vol. 9, 6589-6598. 
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mu’minūn [23]:5-6 ; al-baqarah [2]:222-223 ; al-mujādalah 
[58]:3, serta hadis Nabi : 
) َنُوظِفاَح ْمِهِجوُرُِفل ْمُه َنيِذَّلاَو5 ْتَكَلَم اَم َْوأ ْمِهِجاَوَْزأ ىَلَع َّلاِإ (
 ْمُهـَّنَِإف ْمُهُـنَاَْيمأ) َينِموُلَم ُر ْـيَغ 6(  
“5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali 
terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, 
maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa”. 
 َلاَو ِضيِحَمْلا ِفي َءاَسِّنلا اوُِلزَتْعَاف ىًَذأ َوُه ْلُق ِضيِحَمْلا ِنَع َكَنُوَلأْسَيَو
 َّنِإ َُّللها ُمَُكرََمأ ُثْيَح ْنِم َّنُهُوتَْأف َنْرَّهَطَت اَذَِإف َنْرُهْطَي َّتىَح َّنُهُوبَرْقَـت ََّللها 
 َنِير ِّهَطَتُمْلا ُّبُِيحَو َينِباَّوَّـتلا ُّبُِيح 
“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: " itu 
adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu 
menjauhkan diri  dari wanita di waktu haid; dan janganlah 
kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila 
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 
diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 
mensucikan diri. 
 
Ayat tersebut turun untuk menjawab pertanyaan sahabat kepada 
Nabi tentang kebiasaan Yahudi pada saat itu yang mengucilkan 
isterinya saat haid, dimana mereka tidak mau berkumpul bahkan 
tidak mau makan bersama dengan isterinya. Setelah muncul 
pertanyaan itu, turunlah ayat di atas. Nabi kemudian 
menjelaskan bahwa larangan mendekati wanita saat haid ( لاَو 
 َّنُهُوبَرْقَـت) itu maksudnya adalah larangan melakukan persetubuhan 
(حاكنلا لاإ ءيش لك اوعنصا/ lakukan apa saja (kepada isterimu) kecuali 
nikah (bersetubuh)).151 
                                                          
151 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, vol.1, 585. 
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 ُوتَْأف ْمُكَل ٌثْرَح ْمُُكؤاَسِن َح ا ْر ـَّتاَو ْمُكِسُفْـَنِلأ اوُمِّدَقَو ْمُت ْـئِش َّنىَأ ْمُكَث َ َّللها اوُق
) َينِنِمْؤُمْلا ِر ِّشَبَو ُهوُقَلاُم ْمُكََّنأ اوُمَلْعاَو223( 
“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 
tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 
bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang 
baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah 
kabar gembira orang-orang yang beriman”. 
 
Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ayat di atas ( ْمُُكؤاَسِن
 ْمُكَل ٌثْرَح) turun berkenaan dengan pernyataan dan keyakinan 
Yahudi bahwasanya jika mengumpuli isterinya lewat belakang, 
maka anaknya akan juling  ( دلولا ناك اهلبق في اهربد نم هتأرما لجرلا ىتأ اذإ
لوحأ). Ketika hal itu ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, maka 
turunlah ayat di atas untuk membantahnya.  Nabi kemudian 
menjelaskan, ‘silahkan lakukan dari depan atau belakang, 
sepanjang dilakukan di vagina (جرفلا في كلذ ناك اذإ ،ةربدمو ةلبقم)’. 
Dalam teks lain disebutkan, ‘silahkan lakukan dari depan atau 
belakang, tapi jangan lakukan di dubur dan pada saat haid ( لبقأ
ةضيلحاو ربدلا قتاو ربدأو)’.152 Keharaman menyetubuhi isteri di dubur 
juga dijelaskan dalam hadis lain: 
 ىتأ نم نوعلم : ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق ةريره بيأ نع
 اهربد في ةأرما153 
“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, ‘dilaknat 
barangsiapa yang mendatangi isterinya di duburnya”. 
                                                          
152 Ibnu Kathīr, Tafsīr alQur’an al-‘Aẓīm, vol.1, 588-9. Lihat juga al-Qurṭubī, al-
Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol. 3, 91-2. 
153 Aḥmad b. Ḥanbal Abū Abdillah al-Shaibānī, Musnad al-Imām Aḥmad b. 
Ḥanbal, vol. 2  (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, t.th.), 479. 
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 ِلْبَـق ْنِم ٍةَبَـقَر ُرِيرْحَتَـف اوُلَاق اَمِل َنوُدوُعَـي َُّثم ْمِِهئاَسِن ْنِم َنوُرِهَاُظي َنيِذَّلاَو
 َنُوظَعُوت ْمُكِلَذ اَّساَمَتَـي ْنَأ ِب ِه ) ٌيرِبَخ َنوُلَمْعَـت َاِبم ُ َّللهاَو3(  
“Orang-orang yang men-z{ihār isteri mereka, kemudian mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka 
(wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua 
suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada 
kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
Ketika seseorang men-zi{hār isterinya (menyamakan isterinya 
dengan wanita yang menjadi mahramnya), maka haram baginya 
menyetubuhi isterinya sampai ia membayar kifarat sebagaimana 
dijelaskan ayat di atas. 
Melakukan hubungan suami isteri merupakan hak bersama 
karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh salah satu pihak.154 
b. Terjadinya keharaman muṣāharah, yakni pihak perempuan 
haram menikahi mertua lelaki terus ke atas dan anaknya terus 
ke bawah. Begitu juga sebaliknya (dijelaskan dalam bab 
‘wanita yang haram dinikahi). 
c. Terjadinya nasab anak-anak terhadap bapaknya 
d. Terjadi hubungan saling mewarisi suami isteri(Q.S. al-nisa’ 
[4]:12): 
 َْلم ْنِإ ْمُكُجاَوَْزأ َكَرَـت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو  َي ْنُك ٌدَلَو َُّنَله َناَك ْنَِإف ٌدَلَو َُّنَله 
 ُكَلَـف اَِّمم ُُعبُّرلا َُّنَلهَو ٍنْيَد ْوَأ َاِبه َينِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْعَـب ْنِم َنَْكرَـت اَِّمم ُُعبُّرلا ُم
 َِّمم ُنُمُّثلا َّنُهَلَـف ٌدَلَو ْمُكَل َناَك ْنَِإف ٌدَلَو ْمُكَل ْنُكَي َْلم ْنِإ ْمُتَْكرَـت ـَت اَر ْنِم ْمُتْك
 َد َْوأ َاِبه َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِدْعَـب ٍنْي ... 
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 
                                                          
154 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol.2, 532. 
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hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan 
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 
kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu…” 
e. Membangun pergaulan yang harmonis (فورعلمبا ةرشاعلما), sesuai 
dengan pesan al-Qur’an (Q.S. al-nisa’ [4]:19) dan hadis Nabi : 
 َت ْنَأ ْمُكَل ُّلَِيح َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ �َ َّنُهوُلُضْعَـت َلاَو اًهْرَك َءاَسِّنلا اُوِثر
 َينِْت�َ ْنَأ َّلاِإ َّنُهوُمُت ْـيَـتآ اَم ِضْعَـِبب اوُبَهْذَِتل َّنُهوُرِشاَعَو ٍةَنِّيَـبُم ٍةَشِحاَفِب 
 ًار ْـيَخ ِهيِف َُّللها َلَعَْيجَو اًئ ْـيَش اوُهَرْكَت َْنأ ىَسَعَـف َّنُهوُمُتِْهرَك ْنَِإف ِفوُرْعَمْلِبا
 َك) ًايرِث19 ( 
 “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. 
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. 
 
Lafaz  ِةَرَشاَعُمْلا adalah bentuk mushārakah yang menunjukkan 
makna ‘saling’ ( ِةاَواَسُمْلاَو ِةََكراَشُمْلا َنىْعَم ِةَرَشاَعُمْلا). Dengan demikian, ayat 
tersebut menunjukkan kewajiban suami isteri untuk sama-sama 
membangun pergaulan yang baik, dengan memahami karakter 
masing-masing, menghindari sikap saling menyakiti, baik dalam 
bentuk ucapan, maupun tindakan. Membangun pergaulan yang 
sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku di 
lingkungan masyarakat setempat.154F155 
                                                          
155 Ibid., 4, 374. 
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 َص ِِّبيَّنلا ِنَع ، ٍساَّبَع ِنْبا ِنَعلَع الله ىَّل �ََأَو ِهِلْهَلأ ْمُُكر ْـيَخ ْمُُكر ْـيَخ : َلَاق ، َمَّلَسو ِهْي
.يِلْهَلأ ْمُُكر ْـيَخ
156 
“Dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi saw, beliau bersabda, ‘sebaik-baik 
kalian adalah yang terbaik (perlakuannya) kepada keluarganya 
(isterinya), dan saya adalah orang yang terbaik terhadap 
keluargaku’”. 
 
2. Hak isteri yang menjadi kewajiban suami  
Hak isteri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, yakni 
pertama; hak berupa materi, yaitu mahar dan nafkah, kedua; hak non 
materi.157 
a. Hak berupa materi : 
1. Mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap isteri 
(dijelaskan dalam bab mahar).  
2. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri baik berupa 
sandang, pangan, dan papan (Q.S. al-baqarah [2]:233 ; al-
ṭalāq [65]: 7 ): 
... ُرْعَمْلِبا َّنُهُـتَوْسَِكو َّنُهُـقِْزر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو ِفو... 
“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 
para ibu dengan cara ma'ruf. ..” 
 
Lafaz ( ُهَل ُدوُلْوَمْلا) berarti ‘yang dilahirkan untuknya’. Pilihan 
kata ini menunjukkan bahwa anak itu dinisbatkan kepada 
ayah. Pilihan kata ini juga untuk menunjukkan bahwa 
seorang laki-laki wajib menafkahi wanita yang telah 
melahirkan anak, di mana anak itu bernasab kepadanya, 
bukan kepada ibu dan keluarga ibunya.158 Kewajiban 
memberi nafkah tersebut hanyalah sebatas kemampuannya 
sebagaimana dijelaskan Q.S. al-ṭalāq [65]:7: 
                                                          
156 Ibnu Mājah Abū ‘Abdillah Muḥammad b. Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibnu Mājah, 
vol. 8, (T.t.: Maktabah Abī al-Mu’āṭī, t.th.), 147. 
157 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol.2, 532. 
158 Rashīd Riḍā, Tafsīr al-Manār, vol.2, 326. 
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 َلا َُّللها ُهَتاآ اَِّمم ْقِفْنُـيْلَـف ُُهقِْزر ِهْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ِهِتَعَس ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُـِيل
 ـَب ُ َّللها ُلَعْجَيَس اَهَتاآ اَم َّلاِإ اًسْفَـن ُ َّللها ُفِّلَُكي) ًارْسُي ٍرْسُع َدْع7( 
“…Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya…”  
 
Sebuah hadis Nabi juga menjelaskan kewajiban nafkah atas 
suami: 
 َُّللها ىَّلَص ِِّبيَّنلا ِنَع ِهِيَبأ ْنَع ، ََةيِواَعُم ِنْب ِميِكَح ْنَع  َع َل ُهََلأَس َمَّلَسَو ِهْي
 ، َتْمَِعط اَذِإ اَهُمِعْطُت : َلَاق ؟ اَهِجْوَز ىَلَع َِةأْرَمْلا ُّقَح اَم : ٌلُجَر
 ُرُجْهَـت َلاَو ، ُحِّبَقُـت َلاَو ، َهْجَوْلا ُبِرْضَت َلاَو ، َتْيَسَتْكا اَذِإ اَهَوُسْكَتَو
.ِتْيَـبْلا ِفي َّلاِإ159 
“Dari Ḥakīm b. Mu’awiyah dari ayahnya dari Nabi saw, 
seseorang bertanya kepada beliau, ‘apa hak isteri atas 
suaminya?”. Nabi menjawab, ‘ jika engkau makan, beri dia 
makan, jika engkau memakai baju, beri dia baju, jangan 
pukul mukanya, jangan mencela, dan jangan tinggalkan ia 
(di tempat tidur) kecuali dalam rumah’”.  
 
b. Hak-hak non materi : 
1. Memperlakukan isteri secara baik, melindungi dan menjaga 
kehormatan dan harga dirinya. Menghormati dan 
memuliakan isteri merupakan kewajiban utama seorang 
suami. Perlakuan suami kepada isteri menunjukkan kualitas 
diri seorang suami. Nabi bersabda : 
                                                          
159 Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Nasā’ī, al-Sunan al-Kubrā, 
vol.10, (T.t.: Mu’assasah al-Risālah, t.th.), 64. 
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 ٌيمِرَك لاإ َءاسِّنلا َمَرْكأ ام يِلْهَلأ ْمُُكر ْـيَخ �أو ِهِلْهَلأ ْمُُكر ْـيَخ ْمُُكر ْـيَخ
 ٌميَِئل َّلاإ َّنُهَـناهأ لاو160  
 “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya 
terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik 
memperlakukan keluargaku. Tidak memuliakan wanita 
kecuali orang yang mulya, dan tidak menghina wanita 
kecuali orang yang hina”. 
 
2. Menyetubuhi isteri. Menurut Ibnu Ḥazm, menyetubuhi isteri 
hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali 
suci, jika mampu, berdasarkan Q.S. al-baqarah [2]:222: 
... َُّللها ُمَُكرََمأ ُثْيَح ْنِم َّنُهُوتَْأف َنْرَّهَطَت اَذَِإف... 
... apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di 
tempat yang diperintahkan Allah kepadamu... 
  
Ḥanbalī berpendapat minimal 4 bulan sekali sesuai dengan 
masa īlā’ yang ditetapkan al-Qur’an. Jumhur ulama sepakat 
bahwa suami wajib menyetubuhi isteri sepanjang tidak ada 
uzur. Namun Shāfi’ī menolaknya. Menurutnya, bersetubuh 
itu adalah hak sehingga tidak menjadi kewajiban 
sebagaimana hak-hak yang lain.161 
3. Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua 
isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam 
memberi nafkah, serta giliran (Q.S. al-nisa’ [4]:3 ; 129, serta 
hadis Nabi : 
                                                         
160 Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr al-Suyu{ṭī, al-Fatḥ al-Kabīr fī 
Ḍamm al-Ziyādah ilā al-Jāmi’ al-Ṣaghīr, vol.2, (Beirut : Dār al-Fikr, 2003), 
96. 
 
161 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 549. 
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 َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو ـُتاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َبَاط اَم اوُحِكْنَاف ىَماَتَـيْلا ِفي اُوطِسْق ِء
 ْتَكَلَم اَم َْوأ ًةَدِحاَوَـف اوُلِدْعَـت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنَِإف َعَباُرَو َثَلاُثَو َنىْـثَم
) اوُلوُعَـت َّلاَأ َنىَْدأ َكِلَذ ْمُُكنَاَْيمأ3(  
 “… Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang 
kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya”. 
 َِتم َلاَف ْمُتْصَرَح ْوَلَو ِءاَسِّنلا َْينَـب اوُلِدْعَـت ْنَأ اوُعيِطَتْسَت ْنَلَو ِلْيَمْلا َّلُك اوُلي 
 اًميِحَر ًاروُفَغ َناَك ََّللها َّنَِإف اوُقَّـتَـتَو اوُحِلْصُت ْنِإَو ِةَقَّلَعُمْلاَك اَهوُرَذَتَـف
)129( 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 
antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan 
dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
  ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع َك َِّللها ُلوُسَر َنا-ملسو هيلع الله ىلص-  ُمِسْقَـي
 ُلوُقَـيَو ُلِدْعَـيَـف » ُكِْلَتم اَميِف ِنىْمُلَـت َلاَف ُكِلَْمأ اَميِف ىِمْسَق اَذَه َّمُهَّللا
 ُكِلَْمأ َلاَو«162 . 
“Dari Aishah berkata bahwasanya Rasulullah membagi (di 
antara isteri-isterinya) dengan adil kemudian bersabda, ‘Ya 
Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, 
maka janganlah menuntutku dalam hal yang Engkau miliki 
namun tidak aku miliki”. 
 
                                                          
162 Abū Dāud Sulaimān b. al-Ash’ath al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, vol.2, (Beirut : 
Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th.), 208. 
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 : َلَاق  ِِّبيَّنلا نأ ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع » ْما ُهَل ْتَناَك ْنَم ْحِلإ ُلِيَيم ِنَتاََأر َد َاُهما
 ًلاِئاَم َْوأ ًاطِقاَس ِهْيَّقِش َدَحَأ ُّرَُيج ِةَماَيِقْلا َمْوَـي َءاَج ىَرْخُلأا ىَلَع «
163 
“Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, 
‘barangsiapa yang punya dua orang isteri kemudian ia lebih 
condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat ia 
akan menyeret satu lututnya dalam keadaan putus atau 
bengkok”. 
 
3. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri 
 
a. Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari 
suaminya (Q.S. al-aḥzāb [33]:33): 
 َّنُكِتوُيُـب ِفي َنْرَـقَو  َو َلا َجُّرَـبَـت َنْجَّرَـبَـت   َينِتآَو َةَلاَّصلا َنْمَِقأَو َلىوُْلأا ِةَّيِلِهَاْلجا
 ِتْيَـبْلا َلَْهأ َسِْجّرلا ُمُكْنَع َبِهْذُِيل َُّللها ُدِيُري َا َّنمِإ ُهَلوُسَرَو ََّللها َنْعِطَأَو َةاَكَّزلا
) ًايرِهْطَت ْمَُكر َِّهُطيَو33( 
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 
dahulu...” 
 
Ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami perintah 
tinggal di rumah dalam ayat di atas ( َّنُكِتوُيُـب ِفي َنْرَـقَو). al-Qurṭubī 
menyimpulkan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah 
kecuali dalam keadaan darurat.163F164 Berbeda dengan al-Qurṭubī, 
menurut Ibnu Kathīr, perempuan boleh keluar rumah jika ada 
kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti salat di masjid.164F165 
‘Izzat Darwazah memperkuat pendapat Ibnu Kathīr dan 
                                                          
163 Abū ‘Abdillah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad al-Shaibānī, 
Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal, vol.13, (T.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2001), 
320. 
164 Al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol14, 178.  
165 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓẓīm, vol. 6, 409. 
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mengatakan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa 
perempuan boleh keluar rumah sepanjang ada kebutuhan—
bukan hanya karena darurat—mencapai mutawatir. Ia mengutip 
riwayat ‘Āishah yang menceritakan teguran ‘Umar kepada 
Saudah karena keluar rumah. Ketika hal itu ditanyakan kepada 
Rasul, maka turunlah ayat di atas dan Nabi bersabda, 
‘sesungguhnya kalian diperbolehkan keluar rumah untuk 
memenuhi kebutuhan kalian (نكتجالح نجرتخ نأ نكل نذأ دق هنإ)’.166 
Sementara itu dalam pandangan Sayid Quṭb, ayat tersebut 
hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas 
pokok perempuan (نتهايح في لصلأا وه تيبلا نوكي نأ لىإ ةفيطل ةءايمإ).167 
Namun demikian, ketika seorang isteri hendak keluar rumah, 
maka ia harus meminta izin pada suaminya: 
 ِضَر ، َرَمُع ِنْبا ِنَع َي  ِِّبيَّنلا ِنَع ، اَمُه ْـنَع َُّللها : َلَاق ملسو هيلع الله ىلص 
 َُّنَله اُونَذَْأف ِدِجْسَمْلا َلىِإ ِلْيَّللِبا ْمُُكؤاَسِن ْمُكَنَذْأَتْسا اَذِإ168 
“Dari Ibnu ‘Umar dari Rasulullah saw, beliau bersabda, ‘jika 
isteri kalian meminta izin untuk ke masjid malam hari, maka 
izinkanlah’”. 
 
Menurut Imam al-Nawāwī, hadis di atas menunjukkan bahwa 
seorang isteri tidak boleh keluar rumah, kecuali ada izin dari 
suaminya.169 
 
b. Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka isteri harus patuh 
                                                          
166 Muḥammad ‘Izzat Darwazah, al-Tafsīr al-Ḥadīth, vol.7, (Kairo : Dār Iḥya’ al-
Kutub al-‘Arabiyah, 1383 ), 376. 
167 Sayid Quṭb Ibrāhīm, Fī Ẓilāl al-Qur’an, vol.5, (Kairo : Dār al-Shurūq, t.th.), 
2859. 
168 Al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol.1, 219. 
169 Aḥmad b. ‘Alī b. Ḥajr Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī, vol.2, (Beirut : Dār al-Ma’rifah, 1379), 347. 
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 َيِضَر ، ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع َُّللها ىلص ِِّبيَّنلا ِنَع ، ُهْنَع الله : َلَاق ملسو هيلع 
 َّتىَح ُةَكِئَلاَمْلا اَه ْـتَـنَعَل َءيَِتج ْنَأ ْتََبَأف ِهِشَارِف َلىِإ َُهَتَأرْما ُلُجَّرلا اَعَد اَذِإ
.َحِبْصُت170 
“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, ‘jika 
seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian 
isterinya menolaknya, maka para malaikat melaknatnya hingga 
pagi”. 
 
Ketika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, maka 
ia tidak boleh menolaknya kecuali ada uzur yang dibenarkan 
agama atau hal lain yang tidak memungkinkan bagi dia untuk 
memenuhi ajakan itu. Sebaliknya ketika isteri menghendaki ber-
istimta’ dengan suami, maka suami juga tidak boleh menolak 
ajakan itu kecuali ada uzur yang menghalanginya untuk 
memenuhinya, karena pada prinsipnya, hubungan suami isteri 
adalah hubungan saling menghormati. Keduanya berkewajiban 
membangun pergaulan yang harmonis sesuai pesan al-Qur’an 
(فورعلمبا نهورشاعو).171 
c. Suami punya hak untuk mendidik isteri untuk taat dengan cara-
cara yang baik (Q.S. al-nisa’ [4]:34 ; al-taḥrīm [66]:6): 
ا ىَلَع َنوُماَّوَـق ُلاَِجّرلال اوُقَفْـَنأ َاِبمَو ٍضْعَـب ىَلَع ْمُهَضْعَـب َُّللها َلَّضَف َاِبم ِءاَس
ِّن
 ِتي َّلالاَو َُّللها َظِفَح َاِبم ِبْيَغِْلل ٌتَاظِفاَح ٌتاَِتنَاق ُتَاِلحاَّصلَاف ِْمِلهاَوَْمأ ْنِم
اَو َّنُهُوظِعَف َّنُهَزوُشُن َنوُفَاَتخ ُجْه ُر ُوِبرْضاَو ِعِجاَضَمْلا ِفي َّنُهو ُه ْنَِإف َّن
) ًايرِبَك اًّيِلَع َناَك ََّللها َّنِإ ًلايِبَس َّنِهْيَلَع اوُغ ْـبَـت َلاَف ْمُكَنَْعَطأ34( 
 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
                                                          
170 Al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol.7, 39. 
171 Muḥammad b. Ṣāliḥ b. Muḥammad al-‘Uthaimīn, Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, vol., 
(T.t.: t.p., t.th.), 2087. 
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laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu 
maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri  ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 
Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. 
 ُساَّنلا اَهُدُوقَو ًار�َ ْمُكيِلَْهأَو ْمُكَسُفْـَنأ اُوق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ �َ
 ْمُهَرََمأ اَم ََّللها َنوُصْعَـي َلا ٌداَدِش ٌظَلاِغ ٌةَكِئَلاَم اَه ْـيَلَع َُةراَج
ِْلحاَو
 ُرَمْؤُـي اَم َنوُلَعْفَـيَو َنو)6( 
“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan”. 
 
Ayat tersebut menurut ‘Alī b. Abī Ṭālib menunjukkan 
kewajiban seseorang untuk mendidik diri dan keluarganya yang 
meliputi isteri dan anak-anaknya untuk selalu melakukan 
kebaikan. Jika seorang laki-laki dapat menyelamatkan 
keluarganya dari api neraka, berarti ia juga dapat 
menyelamatkan keluarganya dari api dunia.172 
d. Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam 
rumah.173 
Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan ‘Amr b. al-Aḥwaṣ 
menyebutkan : 
                                                          
172 Muḥammad Rashīd b. ‘Alī Riḍā, Tafsīr al-Manār, vol. , (T.t. : al-Hai’ah al-
Miṣriyah li al-Kitāb, 1990), 300. 
173 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 555. 
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... َّمََأف ِطُوي َّلاَأ ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكُّقَح ا َّنَذْ�َ َلاَو َنوُهَرْكَت ْنَم ْمُكَشُرُـف َنْئ
 ِفى َّنِهَْيلِإ اوُنِسُْتح ْنَأ ْمُكْيَلَع َّنُهُّقَحَو َلاَأ َنوُهَرْكَت ْنَمِل ْمُكِتوُيُـب ِفى
 َّنِهِماَعَطَو َّنِِتهَوْسِك174 
“... adapun hak kalian atas isteri kalian adalah tidak bersetubuh 
dengan orang lain, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kau 
sukai masuk ke rumah kalian. Sedangkan hak mereka atas kamu 
adalah memenuhi kebutuhan makan dan pakaian mereka dengan 
baik” 
 
H. Menikahi Wanita Hamil karena Zina  
Seluruh ulama sepakat bahwa seseorang boleh menikahi wanita 
yang telah berzina dengannya. Jika wanita itu dalam keadaan hamil dan 
anak yang dikandungnya lahir enam bulan atau lebih dari akad, maka 
nasab anak itu dinisbatkan kepadanya  (laki-laki yang menghamili dan 
menikahi). Tetapi jika anak itu lahir kurang dari enam bulan dari 
terjadinya akad, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya, 
melainkan kepada ibunya, kecuali ia mengatakan bahwa anak itu adalah 
anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu lahir dari perbuatan zina, 
karena pengakuan itu melahirkan berbagai kemungkinan, di antaranya 
terjadinya akad terdahulu atau terjadinya persetubuhan syubhat.175  
Bagaimana jika menikahi wanita yang telah berzina dengan orang 
lain? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama,  sebagian ulama di 
antaranya riwayat dari Ali, al-Barra’, Aishah, Ibnu Mas’ūd mengatakan 
haram. Alasan kelompok ini adalah Q.S. al-Nūr [24]:3 
 َّلاِإ اَهُحِكْنَـي َلا ُةَِيناَّزلاَو ًةَِكرْشُم ْوَأ ًةَِينَاز َّلاِإ ُحِكْنَـي َلا ِنياَّزلا َز  َأ ٍنا َِمّرُحَو ٌِكرْشُم ْو
 ُمْلا ىَلَع َكِلَذ ْؤ َينِنِم 
                                                          
174 Muḥammad b. ‘Īsā Abū ‘I<sā al-Tirmidhī al-Sulamī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-
Tirmidhī, vol.3, (Beirut : Dār Iḥya’ al-Turāth al-‘Arabī, t.yh.), 467. 
175  al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6740.., 6648. 





















79Bab 1 – Nikah
79 
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 
mukmin “. 
 
Menurut analisis kelompok ini, ayat tersebut sekalipun berbentuk 
berita (kalam khabar), namun substansinya adalah larangan dan 
pengharaman, berdasarkan akhir ayat (  َع َكِلَذ َِمّرُحَو َينِنِمْؤُمْلا ىَل ). Dalam sebuah 
riwayat, Sayyidina ‘Alī menyatakan, “jika seseorang berzina, pisahkan 
ia dari wanitanya. Demikian pula, jika seorang perempuan berzina, 
pisahkan dia dari suaminya”. 
Alasan kedua, sebuah riwayat menyebutkan bahwa Marthad b. 
Abī Marthad meminta izin kepada Nabi untuk menikahi ‘Anāq, seorang 
wanita pekerja seks di era jahiliyah. Saat ayat ini turun, Nabi bersabda 
kepada Marthad, “jangan nikahi dia (اهحكنتلا دثرم �)”.175F176 
Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa boleh menikahi wanita 
yang telah berzina dengan orang lain. Pendapat ini juga diriwayatkan 
berasal dari Abu. Bakar, ‘Umar, serta Ibnu ‘Abbās. 177 Adapun argumen 
yang dikemukakan kelompok ini adalah : 
1. Sebuah riwayat dari St Aishah bahwa Nabi ditanya tentang seorang 
laki-laki yang hendak menikahi wanita yang telah berzina 
dengannya, lalu Nabi menjawab, “awalnya adalah perzinaan, 
akhirnya pernikahan. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan 
yang halal (للالحا مريحلا مارلحاو حاكن هرخآو حافس هلوأ)”. Pernyataan Nabi ini 
beredar luas di kalangan para sahabat yang juga diriwayatkan oleh 
Abū Bakar, ‘Umar, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbās, serta Jābir. Abu Bakar 
juga menjelaskan, “jika seseorang berzina, maka tidak haram 
baginya menikahi orang yang telah berzina dengannya ( َْلم ٍةَأَرْمِبا ٌلَُجر َنىَز اَذِإ
اَهُحاَكِن ِهْيَلَع ْمُرَْيح)”.177F178 
                                                          
176 ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 2, 49. 
177 Ibid. 
178 Abū al-Ḥasan al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol.9, (Beirut: Dār al-Fikr, 
t.th.), 493 
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2. Sebuah riwayat dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Suatu ketika Abu Bakar 
berada dalam masjid, kemudian datang seorang laki-laki yang 
berbicara kepadanya, namun cara berbicaranya tidak jelas. Abu 
Bakar kemudian memerintahkan ‘Umar untuk bicara dengan laki-laki 
tersebut. Setelah itu ‘Umar ‘melapor’ kepada Abū Bakar, “ seorang 
tamu datang ke rumahnya, kemudian berzina dengan anak 
perempuannya”. Sejurus kemudian, ‘Umar menepuk dada laki-laki 
itu, “seharusnya engkau menutupi aib puterimu”. Abu Bakar 
kemudian memerintahkan hukum ḥad bagi kedua orang yang berzina 
tersebut, menikahkan keduanya, dan mengasingkan keduanya selama 
satu tahun. 
3. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Ibnu Abbās ditanya tentang 
menikahi pezina, ia menjawab, “awalnya adalah perzinaan dan 
akhirnya pernikahan, seperti seseorang mencuri buah dari kebun, 
kemudian pembeli kebun membeli buah curian tersebut. Pencurian 
itu haram, tapi pembelian itu halal”. 
Menurut pandangan kelompok ini, ayat ( ًةَِكرْشُم ْوَأ ًةَِينَاز َّلاِإ ُحِكْنَـي َلا ِنياَّزلا) 
dalam Q.S. al-Nūr [24]:3 tidak menunjukkan larangan dan 
pengharaman. Ayat tersebut berbicara tentang ‘kelaziman’ saja. 
Umumnya, orang baik-baik cenderung menikahi orang yang baik 
juga, sebaliknya orang ‘tidak baik’ cenderung memilih sesamanya. 179 
4. Akhir ayat (  ِّرُحَو َم  َينِنِمْؤُمْلا ىَلَع َكِلَذ ) dalam Q.S. al-Nūr [24]:3 tidak 
menunjukkan keharaman, melainkan sebatas celaan saja, berdasarkan 
sebuah riwayat dimana seorang lelaki bercerita kepada Nabi bahwa 
isterinya adalah pezina. Nabi kemudian bersabda, “ceraikan dia 
(اھقلط)”. Laki-laki itu menjawab, “saya menyukainya”. Nabi kemudian 
bersabda, “ pertahankan (اھكسمأف)”.179F180 
Bagaimana jika wanita yang akan dinikahi dalam keadaan hamil 
akibat berzina dengan orang lain? Menurut Ḥanafiyah, wanita tersebut 
tetap halal dinikahi, tetapi tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan. 
Alasan Ḥanafiyah adalah : 
                                                          
179 ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 2, 49-50. 
180 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 30 
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1. Wanita hamil karena berzina tidak termasuk dalam kelompok wanita 
yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan Q.S. al-nisa’ [4]:23. 
Oleh sebab itu, ia halal dinikahi berdasarkan Q.S. al-nisa’ [4]:24: 
…  ْمُكِلَذ َءَارَو اَم ْمُكَل َّلُِحأَو  … 
“… dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian …” 
2. Tidak ada kehormatan bagi air zina, terbukti ia tidak bisa 
menetapkan nasab sesuai sabda Nabi, “Anak itu milik yang setempat 
tidur, dan bagi pezina adalah batu (dihukum rajam) (181 ِرِهاَعْلِلَو ِشاَرِفِْلل ُدَلَوْلا
 ُرَجَْلحا)”. Oleh sebab itu, tidak ada halangan untuk dinikahi. Mengapa 
tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan? Berdasarkan sabda Nabi : 
ينقسي لاف رخلآا مويلاو للهبا نمؤي ناك نمام ءهيرغ عرز ه182 
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan 
sekali2 menyiramkan airnya pada tanah orang lain”. 
 
Sejalan dengan Ḥanafiyah, mazhab Shāfi’ī juga memperbolehkan 
menikahi wanita tersebut. Namun berbeda dengan Ḥanafiyah, dalam 
pandangan Shāfi’iyah, laki-laki yang menikahinya boleh 
menyetubuhinya sekalipun dia belum melahirkan. Hanya saja hukumnya 
makruh.183 
Namun demikian, sebagian ulama Ḥanafiyah, yakni Abū Yūsuf dan 
Zufar berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina hukumnya 
haram, karena kehamilan menyebabkan terlarang melakukan 
persetubuhan sehingga terlarang juga melakukan akad. Jika menikahi 
wanita yang hamil secara sah (yang berpisah dari suaminya) tidak boleh, 
maka menikahi wanita hamil karena zina juga tidak boleh.184 Namun jika 
tidak hamil, boleh menikahinya dan tidak perlu menjalani ‘iddah. Alasan 
Abū Yusuf 185 adalah Q.S. al-talaq [65]:4 : 
... ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلَاْحمَْلأا ُتَلاُوأَو  َّنُهَلَْحم َنْعَضَي... 
                                                          
181 Al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol.2, 70. 
182 Abū Bakr Abdullah b. Muḥammad b. Abī Shaibah, Musnad Abī Shaibah, (T.t.: 
t.p., 1427 H), 468.                             
183 al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol.9, 497. 
184 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6649. 
185 al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol.9, 497-8. 
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“...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” 
 
Mālikiyah memperbolehkan menikahi wanita yang berzina namun 
dengan syarat selesai menjalani ‘masa ‘iddah’ yakni tiga kali haid atau 
tiga bulan. Jika hamil, masa ‘iddah-nya sampai melahirkan. Bagaimana 
mengetahui bahwa ia telah berzina jika tidak hamil?  Berdasarkan 
pernyataan ( ِراَرْق ِْلإا) dari perempuan tersebut. Jika pernikahan dilakukan 
sebelum menyelesaikan masa ‘iddah, maka pernikahan tersebut 
merupakan akad fasid dan harus dibatalkan, baik wanita itu hamil atau 
tidak. Argumen Mālikiyah adalah hadis Nabi: 
... ََّينِقْسَي َلاَف ِرِخْلآا ِمْوَـيْلاَو َِّللهِبا ُنِمْؤُـي َناَك ْنَم  ِِهْيرَغ َْعرَز ُهَءاَم...186  
 “... Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali2 
menyiramkan airnya pada tanah orang lain...”.  
 
" َضيَِتح َّتىَح ٍلَْحم ِتاَذ َر ْـيَغ َلاَو َعَضَت َّتىَح ٌلِماَح َُأطُوت َلا َلاَأ
187 
“Janganlah sekali2 kalian menyetubuhi wanita hamil hingga ia 
melahirkan dan jangan pula menyetubuhi orang yang tidak hamil, hingga 
ia haid” 
 
Argumen kedua adalah dikhawatirkan terjadinya percampuran 
nasab. Pendapat ini juga dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain 
al-Thaurī, al-Auzā’ī, al-Rabī’ah, dan Isḥāq.  188 
Ḥanābilah menyatakan boleh menikahinya dengan syarat, pertama; jika 
hamil, harus selesai menjalani ‘iddah berdasar hadis ( أ َعَضَت َّتىَح ٌلِماَح َُأطوُت َلا َلا
 َضيَِتح َّتىَح ٍلَْحم ِتاَذ َر ْـيَغ َلاَو). Kedua, bertobat dari zina karena akhir ayat 
menyatakan ( َينِنِمْؤُمْلا ىَلَع َكِلَذ َِمّرُحَو) yang menunjukkan keharaman sebelum 
                                                         
186 Abū Bakr Abdillah b. Muḥammad b. Abī Shaibah, Musnad Ibnu Abī Shaibah, 
vol.1, (Riyāḍ : Dār al-Waṭan, 1427), 468. 
187 Zain al-Dīn Muḥammad Abd al-Ra’ūf b. Tāj al-‘Ārifīn b. ‘Alī al-Munawi, Faiḍ 
al-Qadīr  Sharaḥ al-Jāmi’ al-Saghīr, vol.5, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 
1994), 496. 
188 al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol.9, 497-8. Lihat juga Al-Zuḥaily, 
al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6649. 
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tobat. Syarat ini hanya dikemukakan oleh Ḥanābilah saja dan tidak 
dikemukakan dalam pendapat ulama lainnya.189 Jika sudah taubat, 
keharaman itu hilang, sebagaimana dikemukakan oleh hadis Nabi: 
 ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر دهع ىلع تقرس ةأرما نأ ورمع نب الله دبع نع
ءاجف  ابها ر � : اولاقف مهتقرس نيذل : اهموق لاق انتقرس ةأرلما هذه نإ الله لوس
 اهيدفن نحنف-  اهلهأ نيعي-  اوعطقا " : ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاقف
اقف  " اهدي تعطقف  " اهدي اوعطقا " : لاقف رانيد ةئامسمبخ اهيدفن ننح : اول
ت نم لي له : ةأرلما تلاقف نىميلا اهدي� ةبو  معن " : لاق ؟ الله لوسر مويلا تنأ
كمأ كتدلو مويك كتئيطخ نم  "190 
Dari Abdullah b. ‘Umar bahwasanya seorang wanita mencuri pada masa 
Rasulullah, kemudian ia dibawa menghadap Rasulullah oleh korban. “Ya 
Rasul, wanita ini telah mencuri dari kami”. Kaum (keluarga/kabilah) 
perempuan itu berkata, “kami menebusnya dengan lima ratus dinar”. 
Rasulullah bersabda, “Potonglah tangannya”. Maka dipotonglah tangan 
kanannya. Kemudian wanita itu bertanya kepada Rasul, “apakah aku 
(masih) bisa bertaubat ya Rasulullah?”. Rasul menjawab, “Ya, hari ini 
dosamu seperti ketika ibumu melahirkanmu”. 
 
Ibnu Musayyab berpendapat bahwa Q.S. al-Nūr [24]:3 bersifat 
umum menjelaskan tentang  keharaman menikah dengan orang yang 
berzina, kemudian ayat tersebut di-nasakh 191 oleh Q.S. al-nūr [24]:32 
atau Q.S. al-nisa’ [4]:4:  
                                                          
189 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6649-6650 
190Nur al-Dīn ‘Alī b. Abī Bakar al-Haithamī, Majma’ al-Zawā’id wa Manba’ 
al-Fawā’id, vol.6 (Beirut : Dār al-Fikr, 1412 H), 426. 
191 ‘Abū Bakr Muḥammad b. ‘Abdillah b. Ibrāhīm b. ‘Abdwaih al-Baghdādī 
al-Shāfi’ī al-Bazzāz, Aḥkām al-Qur’an, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 117. Lihat 
juga al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol.9, 492. 
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 ُمِهِنْغُـي َءَارَقُـف اُونوُكَي ْنِإ ْمُكِئاَمِإَو ْمُِكداَبِع ْنِم َين
ِِلحاَّصلاَو ْمُكْنِم ىَم�ََْلأا اوُحِكَْنأَو
 ٌميِلَع ٌعِساَو ُ َّللهاَو ِهِلْضَف ْنِم ُ َّللها 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian  diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 
... ْنَاف وُحِكا  َنِم ْمُكَل َبَاط اَم  ِءاَسِّنلا...    
“... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...” 
 
 
I. Nikah Sirri  
Sirri  berasal dari bahasa arab yang berarti "rahasia". Dalam sejarah 
hukum Islam, istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar Ibn al-Khaṭṭāb 
ketika diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh 
saksi kecuali oleh seorang lelaki dan perempuan, maka ia berkata: "Ini 
nikah sirri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang, pasti 
aku rajam (dilempar dengan batu)". 192 
Merujuk pada pernyataan Umar tersebut, nikah sirri dalam fiqh 
diartikan sebagai nikah yang tidak dihadiri oleh saksi sehingga ia tidak 
sah secara syar'i. Atau dihadiri saksi, namun tidak sesuai dengan 
persyaratan, sebagaimana kasus di atas. Pernikahan yang dihadiri saksi 
tetapi disembunyikan, dalam pandangan Imam Mālik juga disebut 
pernikahan sirri dan harus dinyatakan batal.193 Dasar pandangan Mālik 
adalah hadis Nabi: 
                                                          
192 Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rush al-Qurṭubī, Bidāyat al-Mujtahid, 
vol. 2, (T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 13. Lihat juga Abū al-Ṭayyib 
Muḥammad Ṣiddīq Khān, al-Rauḍah al-Nadiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyah, vol. 2, 
(T.t.: Dār al-Ma’rifah, t.th.), 14. 
193 Ibn Rush, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 13. 
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 حاكنلا اذه اونلعأ ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع
لما في هولعجاو و دجاسا وفدلبا هيلع اوبرضف194 
“Dari St Aishah berkata, Rasulullah bersabda:”Umumkanlah pernikahan 
ini dan jadikanlah (laksanakanlah) di masjid dan pukullah rebana”. 
 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, mayoritas 
(jumhur) ulama' berpendapat bahwa pernikahan dipandang tidak sah bila 
tidak dihadiri oleh saksi, karena saksi adalah rukun nikah yang menjadi 
syarat sahnya nikah. Dalam pandangan mereka saksi nikah harus dua 
orang laki-laki. Berbeda dengan jumhur, Imam Ḥanafī membenarkan 
saksi nikah dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Riwayat 
Umar di atas menunjukkan bahwa beliau juga tidak berkenan persaksian 
wanita dalam pernikahan.195  
Namun demikian,  pengertian tersebut berbeda dengan 
pengertian nikah sirri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di 
Indonesia. Nikah sirri diartikan sebagai  perkawinan yang dilaksanakan 
secara sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA, sebagaimana 
ketentuan perundangan yang berlaku. Jika dilihat dari segi fiqh, 
sebenarnya tidak bisa disebut  sirri, tetapi jika dilihat dari segi hukum 
perundangan disebut sirri.196 Nampaknya pengertian tersebut 
dipengaruhi oleh ketentuan dalam UU Perkawinan No 1/1974 pasal 2 
ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
perundangan yang berlaku". Demikian pula Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) dalam ps 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan: 1. Agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat 2. 
Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU no 22 1946 jo. UU 
no. 32 1954. Selanjutnya dalam KHI ps 6 ayat 2 dinyatakan: 
"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Dengan demikian, maka 
                                                          
194 Muḥammad b. ‘Īsā al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, vol.3 , (Beirut: Dār Iḥya’ al-
Turāthi al-‘Arabī, t.th.), 398. 
195 Ibn Rush, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 13. 
196 M. Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Sirri, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 
10. 
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nikah sirri mengakibatkan tidak adanya ketertiban  perkawinan dan 
menimbulkan persoalan hukum.197  
Dasar Hukum Pencatatan Nikah 
Tidak ada ayat al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang secara tegas 
mengharuskan adanya pencatatan suatu pernikahan. Namun demikian, 
penetapan hukum bisa ditentukan dengan beberapa dalil lain dengan 
mengacu kepada al-Qur'an dan Sunnah, karena tentu tidak semua 
persoalan disebutkan secara rinci oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. 
Dalam masalah pencatatan nikah setidaknya didasarkan pada beberapa 
dalil hukum  berikut ini: 
Pertama: Qiyas, yakni menganalogikan hukum suatu peristiwa yang 
tidak ada ketentuannya secara tegas dalam al-Qur'an atau Sunnah  (furu') 
kepada peristiwa yang hukumnya ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau 
Sunnah (asal) karena adanya kesamaan illat/alasan hukum.198 Dalam al-
Qur'an surat al-Baqarah [2] : 282 diperintahkan agar supaya orang 
melakukan pencatatan utang piutang. Pencatatan ini untuk menghindari 
keributan jika terjadi lupa atau pengingkaran salah satu pihak.  
 ـَياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ �َ ْمُت ْـن  َلىِإ ٍنْيَدِب  ُهوُبُـتْكَاف ىًّمَسُم ٍلَجَأ... 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya...”  
 
Jika dalam urusan hutang yang hanya menyangkut harta saja 
diperintahkan untuk dicatat,  maka sangat logis jika dalam masalah 
pernikahan yang menyangkut kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan 
hak azasi isteri dan anak cucu yang harus dipertanggungjawabkan di 
akhirat kelak, juga harus dicatat. Bahkan lebih ditekankan lagi. Qiyas 
semacam ini dalam ushul fiqh disebut qiyas awlawi  yakni 
mengkiyaskan furu' yang lebih kuat illat-nya daripada hukum asal,  
seperti keharaman memukul orang tua yang dikiyaskan kepada 
keharaman berkata "ah" sebagaimana disebutkan oleh al-Qur'an surat al-
                                                          
197 Ibid., 11. 
198 Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (T.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), 218. 
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Isra' [17]:23, sebab memukul jauh lebih menyakitkan daripada berkata 
"ah".  
Kedua: Maslahah Mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak ada 
konfirmasi secara khusus dari naṣṣ al-Qur'an atau Hadis, baik yang 
mengakui maupun yang menentangnya, tetapi didukung oleh sejumlah 
naṣṣ.199 Sekalipun pencatatan nikah tidak ada konfirmasi khusus dari 
naṣṣ, tetapi pencatatan ini memberikan kemaslahatan kepada 
masyarakat, setidaknya kemaslahatan dalam hal perlindungan terhadap 
agama (hifdz al-din), harta (hifdz al-mal), serta keturunan/kehormatan 
(hifdz al-nasl aw 'irdh). Tanpa ada pencatatan, bisa terjadi pengingkaran 
dari pihak suami yang mengakibatkan ia lepas dari tanggung jawab 
memberi nafkah, bahkan jika terjadi perceraian atau sang suami 
meninggal,  isteri tidak bisa kawin lagi, atau menuntut gono-gini atau 
bagian warisan. Suami juga bisa mengingkari anak yang lahir dari nikah 
sirri ini. Diakui sekalipun, si anak tidak akan bisa mendapatkan akte 
lahir, tanpa ada surat nikah orang tuanya. Kemaslahatan-kemaslahatan 
tersebut, diakui oleh sejumlah naṣṣ, dan merupakan tujuan dari 
disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu pencatatan pernikahan dapat 
dibenarkan bahkan diwajibkan jika kemaslahatan menghendaki 
demikian. 
Pencatatan nikah jelas bertujuan untuk memberi jaminan hukum 
terhadap para isteri agar terlindung dari sikap suami yang berlaku 
sewenang-wenang. Apabila suami memperlakukan isteri secara 
sewenang-wenang, isteri dapat mengajukannya ke pengadilan. 
Mengingat tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan, maka kemaslahatan itulah yang harus menjadi 
pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Penertiban nikah tentu 
jauh lebih maslahah ketimbang membiarkan orang Islam menikah secara 
'illegal' sehingga melahirkan kemudharatan dan kekacauan dalam 
keluarga. 
 
J. Pernikahan dengan Non Muslim 
Pernikahan dengan non muslim adalah pernikahan yang dilakukan 
oleh seorang muslim/muslimah dengan seorang musyrik atau ahli kitab. 
                                                          
199 Ibid., 279. 
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Perbedaan musyrik dengan ahli kitab, musyrik adalah kaum yang tidak 
menganut agama samawi, atau menyembah benda-benda tertentu seperti 
berhala, bintang, api, dan lain-lain, sementara ahli kitab adalah  kaum 
yang menganut agama samawi dan percaya kepada kitab suci tertentu. 
Termasuk kategori musyrik adalah kaum atheis (tidak beragama).200  
Jumhur ulama berpendapat bahwasanya seorang 
muslim/muslimah diharamkan menikahi perempuan/laki-laki dari 
kalangan penyembah berhala serta majusi (penyembah api), yakni kaum 
musyrik. Alasan yang dikemukakan jumhur adalah, Q.S. al-Baqarah 
[2]:221: 
 ِرــْشُمْلا اوــُحِكْنَـت َلاَو ِتاَك  ْمُكْتــ َـبَجَْعأ ْوــ َلَو ٍةَِكرــْشُم ْنــِم ٌرــ ْـيَخ ٌةــَنِمْؤُم ٌةــَمََلأَو َّنِمْؤــُـي َّتىــَح
اوــُـنِمْؤُـي َّتىــَح َينِِكرـــْشُمْلا اوــُحِكْنُـت َلاَو  ْمُكَبـــَجَْعأ ْوــَـلَو ٍِكرــْشُم ْنـــِم ٌرــ ْـيَخ ٌنِمْؤـــُم ٌدــْبَعَلَو
 ُوأ ِإ وُعْدــَـي ُ َّللهاَو ِراــَّنلا َلىِإ َنوُعْدــَـي َكــَِئلا َلى َْلج ِةـــَّن ِساـــَّنِلل ِهــِـت�َآ ُ ِّينــَـبُـيَو ِهــِـنْذِِبإ َِةرــِفْغَمْلاَو 
 َنوُرََّكذَتَـي ْمُهَّلَعَل 
“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 
dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. 
 
Keharaman menikahi laki-laki/wanita musyrik karena dengan 
tidak adanya keimanan di hati mereka dikhawatirkan menyebabkan 
sulitnya menjalani hubungan harmonis dalam keluarga. Di samping itu, 
dengan tidak memiliki pegangan agama, dikhawatirkan mereka tidak 
memiliki pedoman dalam membina hubungan suami isteri sehingga 
mudah mengabaikan nilai-nilai luhur dalam keluarga. 
                                                          
200 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6651. 
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Namun demikian, --berbeda dengan menikahi musyrik--seorang 
pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, sebaliknya wanita 
muslimah tidak boleh menikah dengan pria ahli kitab. Beberapa alasan 
yang dikemukakan jumhur  adalah, pertama; lafaz (  ُمْلا ْش ِتاَكِر ) dalam Q.S. 
al-Baqarah [2]:221 di atas, tidak mencakup ahli kitab, karena beberapa 
ayat menunjukkan bahwasanya ahli kitab berbeda dengan musyrik, 
diantaranya Q.S. al-Baqarah [2]:105  dan al-Bayyinah [98]:1: 
 ِم اوُرَفَك َنيِذَّلا ُّدَوَـي اَم َْهأ ْن ْنِم ٍْيرَخ ْنِم ْمُكْيَلَع َلَّزَـنُـي ْنَأ َينِِكرْشُمْلا َلاَو ِباَتِكْلا ِل
 ْمُكِّبَر ... 
“ Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada 
menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari 
Tuhanmu...” 
 َنيِذَّلا ِنُكَي َْلم   ُرَفَك ُةَنِّيَـبْلا ُمُهَـِيْتَتأ َّتىَح َينِّكَفْـنُم َينِِكرْشُمْلاَو ِباَتِكْلا ِلْهَأ ْنِم او 
“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik 
(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) 
sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”. 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa orang kafir ada dua, yakni ahli 
kitab dan musyrik. Ayat tersebut sekaligus menunjukkan perbedaan 
antara ahli kitab dengan musyrik, karena lafaz ahli kitab dipisah dengan 
lafaz musyrik dengan menggunakan waw aṭaf (dan) yang menunjukkan 
adanya perbedaan.  
Alasan kedua; lafaz syirik dalam ayat tersebut berbentuk umum, 
sementara kebolehan menikahi ahli kitab didasarkan pada ayat yang 
berbentuk naṣṣ (pasti), yakni Q.S. al-Maidah [5]:5: 
... َنِمْؤُمْلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو َو ِتاا ْنِم َباَتِكْلا اُوتُوأ َنيِذَّلا َنِم ُتاَنَصْحُمْل
 ْمُكِلْبَـق... 
“ (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan 
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum 
kamu...” 
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Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara ayat yang 
melarang menikahi musyrik dengan ayat yang memperbolehkan 
menikahi ahli kitab karena ayat pertama (yang melarang menikahi 
musyrik) berbentuk umum yang bersifat muḥtamal (mengandung 
beberapa kemungkinan makna) sementara ayat kedua (yang 
memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab) berbentuk naṣṣ.201  
Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang 
dimaksud ahli kitab? Ḥanafiyah dan salah satu pendapat kelompok 
Ḥanābilah berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap penganut agama 
samawi yang memiliki kitab suci seperti ṣuḥuf Ibrāhīm dan Shīth, 
Zabūr, dan lain-lain.202 Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur 
ulama bahwa ahli kitab adalah mereka yang mempercayai kitab suci 
Taurat dan Injil (Yahudi dan Nasrani), bukan kitab suci-kitab suci 
sebelumnya,203 sejalan dengan pernyataan Q.S. al-An’am [6]:156 yang 
menyatakan bahwasanya ahli kitab adalah dua golongan: 
 وُقَـت ْنَأ َنِلْبَـق ْنِم ِْينَـتَِفئَاط ىَلَع ُباَتِكْلا َِلزُْنأ َا َّنمِإ اوُل ِإَو ا ْن َينِلِفاَغَل ْمِهِتَسَارِد ْنَع اَّنُك  
"(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa 
kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, 
dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.” 
 
Argumen ketiga  yang dikemukakan jumhur adalah adanya 
beberapa riwayat dari ulama salaf yang memperbolehkan menikahi 
wanita ahli kitab. Qatadah, misalnya mengatakan bahwasanya musyrik 
yang dimaksud dalam Q.S. al-Baqarah [2]:221 yang dilarang untuk 
dinikahi adalah kaum musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. 
Ulama lain, yakni Ibrahim berpendapat bahwasanya yang dimaksud 
musyrik dalam ayat tersebut adalah kaum Majusi dan penyembah 
berhala. Jumhur menolak pendapat yang mengatakan bahwa Q.S. al-
Baqarah [2]:22 yang berisi tentang larangan menikahi musyrik, me-
nasakh (menghapus) Q.S. al-Maidah [5]:5 yang berisi tentang 
kebolehan menikahi ahli kitab, sebab al-Baqarah turun lebih dahulu 
daripada al-Maidah, karena al-Baqarah merupakan surat Madaniyah 
                                                          
201 Ibid.  
202 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 506. 
203 Ibid., 6613-4. 
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yang pertama kali turun sementara al-Maidah merupakan surat 
Madaniyah yang terakhir turun.204  
Keempat; sebuah riwayat menyatakan bahwa sahabat ‘Uthmān 
menikahi Nailah binti al-Farāfisah, seorang Nasrani yang kemudian 
masuk Islam. Sahabat Jābir dan Sa’d b Abī Waqāṣ juga menikahi 
wanita Yahudi dan Nasrani. Riwayat lain menyebutkan bahwasanya 
ketika Hudhaifah menikahi seorang Yahudi, ia diperintahkan oleh 
Khalifah ‘Umar untuk menceraikan isterinya tersebut. Atas perintah 
itu, Hudhaifah bertanya, “apakah  menikahi wanita Yahudi haram?”.  
Pertanyaan tersebut dijawab oleh ‘Umar :”saya tidak bermaksud 
mengatakan bahwa menikahi wanita Yahudi itu haram. Saya hanya 
khawatir,  tindakan kamu akan dikuti oleh kaum muslim yang lain 
dengan (lebih) memilih menikahi wanita Yahudi karena kecantikan 
mereka. Kalau hal itu terjadi, maka hal itu akan menjadi fitnah bagi 
wanita muslimah ”.  
Larangan Umar jelas didasarkan pada pertimbangan maslahah. 
Dikhawatirkan umat Islam terjebak menikahi wanita-wanita pelacur 
dari kalangan Yahudi (karena kecantikan mereka), atau dengan 
pertimbangan jika mereka lebih memilih wanita Yahudi, maka akan 
banyak wanita muslimah yang tidak bersuami.205 
Sekalipun jumhur sepakat bahwasanya pria muslim boleh 
menikahi wanita ahli kitab, namun Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan 
Shāfi’iyah menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah 
makruh. Senada dengan hal tersebut< Hanabilah menyatakan bahwa 
menikahi wanita ahli kitab adalah menyalahi keutamaan.206 
Berbeda dengan pandangan jumhur, Ibn ‘Umar berpendapat 
bahwa menikahi wanita ahli kitab hukumnya haram. Dalam pandangan 
Ibn ‘Umar, ahli kitab adalah bagian dari kaum musyrik yang terlarang 
untuk menikahinya. Ketika ditanya tentang hukum menikahi wanita 
ahli kitab, beliau menjawab :”Allah mengharamkan menikahi wanita  
musyrik, dan saya tidak tahu apakah ada bentuk kesyirikan melebihi 
kesyirikan seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah ‘Isa 
atau hamba Allah yang lain”. Sejalan dengan Ibn ‘Umar, Shi’ah 
                                                          
204 Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām, vol. 1, 
(T.t.: t.p., t.th.), 288. 
205 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6655. 
206 Ibid., 6654. 
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Imamiyah dan sebagian Zaidiyah juga berpendapat bahwasanya 
menikahi wanita ahli kitab, haram.  Dalam pandangan mereka, Q.S. al-
Baqarah [2]:22 yang berisi tentang larangan menikahi musyrik, me-
nasakh (menghapus) Q.S. al-Maidah [5]:5 yang berisi kebolehan 
menikahi wanita ahli kitab.207 
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ahli kitab adalah musyrik 
sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibn ‘Umar, karena telah 
menuhankan selain Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. 
Q.S. al-Taubah [9]:30 juga menjelaskan hal tersebut: 
ا ُحيِسَمْلا ىَراَصَّنلا ِتَلَاقَو َِّللها ُنْبا ٌرْـيَزُع ُدوُهَـيْلا ِتَلَاقَو َِّللها ُنْب ... 
“Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-
orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putera Allah"...”   
 
Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan di atas, al-Qur’an 
(Q.S. al-Baqarah [2]:105  dan al-Bayyinah [98]:1) membedakan istilah 
musyrik dengan ahli kitab, sekalipun keduanya sama-sama kafir. 
Pembedaan tersebut nampaknya untuk membedakan kelompok 
‘musyrik’ yang mempercayai kitab suci tertentu, dan kelompok 
‘musyrik’ yang tidak mempercayai kitab suci apapun. Hal ini dapat 
dianalogikan dengan istilah pencuri dan koruptor. Sekalipun keduanya 
sama-sama pencuri namun istilah yang digunakan untuk keduanya 
berbeda, karena memang ada ke-khas-an antara satu dengan yang lain. 
Konsekuensi dari pembedaan istilah tersebut tentu membawa implikasi 
perbedaan pula dalam hukum tertentu. 
Sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Q.S. al-Maidah 
[5]:5, jumhur  berpendapat bahwasanya pria muslim boleh menikahi 
wanita ahli kitab. Dalam analisisnya, jumhur menyatakan bahwa 
sebagai kepala keluarga, seorang pria muslim diduga kuat akan 
mewarnai keluarganya dengan ajaran Islam, bahkan akan mampu 
menarik sang istri dan anak-anaknya memeluk Islam. Hal ini berbeda 
dengan perempuan yang berstatus sebagai istri dan berada di bawah 
kepemimpinan sang suami sehingga patut diduga ia tidak akan mampu 
mewarnai keluarganya dengan ajaran Islam. Namun demikian, sulit 
untuk bisa memastikan bahwa seorang pria muslim yang menikahi 
                                                          
207 ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān , vol. 1, 287. 
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wanita ahli kitab memiliki kemampuan untuk menjadikan kelurganya 
menjadi keluarga muslim. Beberapa fakta justru menunjukkan bahwa 
ia tidak mampu menarik istrinya masuk Islam, bahkan anak-anaknya 
mengikuti agama ibunya. Tidak jarang pula yang terjadi laki-laki 
tersebut menjadi murtad dan mengikuti agama istrinya.  
Mengingat hal tersebut menyangkut akidah, maka akan lebih 
maslahah jika pernikahan dengan non muslim, baik ahli kitab maupun 
bukan, diharamkan. Najm al-Dīn al-Ṭufī (673 H), --seorang ulama 
Hanbali-—mengatakan jika terjadi pertentangan antara naṣṣ / ijma’ di 
satu pihak, dengan maṣlah}ah di pihak lain, maka maṣlah}ah harus 
didahulukan.208 Dengan mengacu pada teori tersebut, sekalipun Q.S. 
al-Maidah [5]:5 memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli 
kitab, namun jika hal tersebut membahayakan akidah, maka 
menyelamatkan akidah (maslahah) harus didahulukan. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa 
tentang pernikahan campuran. Dalam fatwanya, MUI menyatakan 
bahwasanya haram hukumnya laki-laki muslim menikahi wanita ahli 
kitab, karena mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada 
maslahahnya.209  
K. Poligami 
Jumhur ulama sepakat bahwasanya seorang laki-laki dapat 
menikahi maksimal empat orang wanita, berdasarkan  (Q.S. al-Nisa’ 
[4]: 3): 
 َو َنِم ْمُكَل َبَاط اَم اوُحِكْنَاف ىَماَتَـيْلا ِفي اُوطِسْقُـت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنِإ  َسِّنلا ِءا  َم َنىْـث
َاَْيمأ ْتَكَلَم اَم َْوأ ًةَدِحاَوَـف اوُلِدْعَـت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنَِإف َعَباُرَو َثَلاُثَو ُكُن َّلاَأ َنىَْدأ َكِلَذ ْم
اوُلوُعَـت 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
                                                          
208 Najm al-Din al-Ṭūfī, “Risālah al-Maslahah” dalam al-Manār, vol. 9, juz 10,ed. 
Muḥammad Rasyīd Riḍā (Mesir; al-Manār, 1324 Hukum / 1906 M), 753-4. 
209Abdusshomad Buchori, et.al., 101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia (T.th.: MUI Jatim dan Pusataka Dai Muda, 2003), 128.  
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kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.  
 
Menurut jumhur, huruf waw dalam lafaz  َعَباُرَو َثَلاــُـثَو َنىــ ْـثَم 
menunjukkan arti ‘pilihan (atau)’ sehingga bermakna ‘dua, atau tiga, 
atau empat’. Gaya bahasa semacam ini, juga digunakan al-Qur’an pada 
ayat lain, sebagaimana Q.S. Fāṭir [35]:1: 
 َْلأاَو ِتاَواَمــ َّسلا ِرِطاـَـف َِِّلله ُدــَْمْلحا ْجَأ ِليُوأ ًلاــُسُر ِةــَكِئَلاَمْلا ِلــِعاَج ِضْرــَحِن ٍة َنىــ ْـثَم
 َعَبارَو َثَلاُثَو  ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ََّللها َّنِإ ُءاَشَي اَم ِقَْلْلخا ِفي ُدِيَزي 
" Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan 
malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam 
urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga 
dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang 
dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa ada banyak jenis malaikat. 
Sebagian diantaranya memiliki dua sayap, sebagian memiliki tiga 
sayap, dan sebagian memiliki empat sayap.  
Berbeda dengan jumhur, sebagian ulama Ẓahiri< serta golongan 
Rāfiḍah dari kalangan Shī’ah berpendapat bahwa maksimal wanita 
yang dapat dinikahi adalah sembilan orang, sebab lafaz  َعَباُرَو َثَلاُـثَو َنىـْـثَم 
menurut mereka berarti ‘dua dan tiga dan empat (2+3+4)’, karena 
huruf waw tidak menunjukkan arti pilihan (atau), melainkan 
menunjukkan arti ‘mengumpulkan/menjumlah  (ع��مجلل)’. Sebagian 
ulama Ẓahiri bahkan berpendapat bahwa  َعَباُرَو َثَلاُـثَو َنىـْـثَم berarti ‘dua-dua 
(empat), plus tiga-tiga (enam), plus empat-empat (delapan)’ sehingga 
maksimal wanita yang dapat dinikahi adalah delapan belas orang. 
Sementara kalangan bahkan berpendapat bahwa jumlah wanita yang 
dapat dinikahi tidak terbatas. 
Dua pendapat ini ditolak oleh jumhur. Menurut jumhur, 
pendapat semacam itu tidak pernah dikenal sejak era sahabat. Dalam 
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masyarakat Arab juga tidak dikenal penyebutan istilah ‘sembilan’ 
dengan ‘dua dan tiga dan empat’. Demikian juga tidak dikenal 
penyebutan istilah ‘delapan belas’ dengan ‘empat dan enam dan 
delapan’. Sebaliknya, di kalangan orang Arab justru dikenal kebiasaan 
menggunakan bahasa yang menunjukkan arti ‘mengumpulkan 
/menjumlah’ sementara maksudnya adalah untuk ‘memilih’.210  
Pendapat jumhur juga mengacu pada hadis Nabi:  
 هـل لاـقف ةوـسن رشع هتتحو ملسأ : يفقثلا ةملس نب نلايغ نأ هيبأ نع لماس نع
نهنم ترخا ملس و هيلع الله ىلص بينلا اعبرأ211 
“Dari Salim, dari ayahnya, bahwasanya Ghailan bin Salmah al-Thaqafī 
masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri kemudian Nabi 
bersabda kepadanya:” pilih empat  di antaranya”. 
 
al-Sha’rāwī memperkuat pandangan jumhur. Menurutnya,   َنىـْـثَم
ُـثَو َلا ُرَو َث َبا َع  berarti ‘dua-dua, tiga-tiga, empat-empat’. Artinya masing-
masing, (boleh mengawini wanita sebanyak)  ‘dua atau tiga atau 
empat’, sebagaimana pernyataan: “silahkan berjalan dua-dua, atau 
tiga-tiga, atau empat-empat”. Pernyataan itu tidak dapat diartikan, 
“silahkan berjalan empat plus enam plus delapan”. Disamping itu, 
sasaran ayat tersebut adalah jama’ah (orang banyak), bukan satu 
orang, sehingga tidak tepat jika dimaknai 9 atau 18. Bunyi ayat dapat 
dinalogikan sebagai berikut. Seorang guru memberi perintah pada 
murid-muridnya :”Ayo buka buku-buku kalian  ( مكبـتك اوـحتفا)”. Perintah 
tersebut berarti bahwa masing-masing murid harus membuka  
bukunya, bukan satu murid membuka semua buku. Ketika bentuk 
jama’ (اوـحتفا) dihadapkan pada jama’ (مكبـتك) juga, maka menghasilkan 
makna satu-satu. Dengan demikian, maka ayat tersebut berarti bahwa 
seseorang dapat menikahi ‘dua, tiga, atau empat’.212 
                                                          
210 ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān,  vol.1, 426. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-
Islāmī, vol. 9, 6667-8. 
211 Aḥmad b. Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal, vol.2,   (Kairo: 
Mu’assasah Qurṭubah, t.th.), 14. 
212 Muḥammad Mutawallī al-Sha’rāwī, Tafsīr al-Sha’rāwī, vol. 1, (T.t.: t.p., t.th.), 
1363. 
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Jumhur juga menolak argumen yang mengatakan bahwa 
kebolehan menikahi sembilan wanita mengacu pada apa yang 
dilakukan Nabi dimana beliau menikahi sembilan orang wanita. Dalam 
pandangan jumhur, menikahi sembilan wanita merupakan bagian dari 
ke-khusus-an untuk Nabi. Menurut Imam Shafi’i, sunnah Nabi yang 
memerintahkan sahabat menceraikan istri-istrinya dengan menyisakan 
hanya empat saja menunjukkan hal tersebut.213 
Para pemikir muslim kontemporer mulai banyak yang 
mempersoalkan keabsahan poligami. Maḥmoud Muḥammad Ṭāhā 
(w.1985), seorang pemikir Islam kontemporer dari Sudan, misalnya 
mengatakan bahwa ‘illat diundangkannya poligami saat ini sudah tidak 
ada lagi. Menurut Ṭāhā, poligami dilatarbelakangi oleh persoalan 
sosial. Pertama, Islam turun di tengah masyarakat dimana wanita tidak 
memiliki kehormatan dan dianggap sebagai budak.214 Lebih dari itu, 
wanita bahkan dikubur hidup-hidup sebagaimana disampaikan Q.S. al-
Takwīr [81]: 8: 
 ْتَلِئُس ُةَدوُءْوَمْلا اَذِإَو  
“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup 
ditanya “ 
 
Laki-laki pada saat itu juga dapat menikahi berapapun jumlah 
wanita yang ia mau. Kedua, pada saat itu adalah era peperangan, di 
mana banyak laki-laki meninggal di medan perang, sehingga jumlah 
wanita dan pria tidak seimbang. 215 Di sisi lain, wanita tidak memiliki 
kesempatan untuk berinteraksi di tengah masyarakat sehingga tidak 
memiliki akses ekonomi, politik, dan sebagainya,216 sementara 
kehidupan amatlah keras karena manusia mengandalkan kekuatan otot 
untuk hidup.217 
Situasi tersebut saat ini sudah tidak ada lagi. Berdasarkan 
asumsi bahwa ‘illat sudah berubah,  maka hukum juga harus berubah 
dengan hukum baru, sesuai dengan situasi dan kondisi (‘illat) yang 
                                                          
213 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 508. 
214 Maḥmoūd Ṭāhā, al-Risālah al-Thāniyah, 127-129. 
215 Maḥmoūd Ṭāhā, Ta’addud al-Zaujāt laisa Aṣlan fī al-Islām, www.alfikra.org. 
216 Maḥmoūd Ṭāhā, Taṭwīr Shari’ah, 332-333. 
217Maḥmoūd Ṭāhā, al-Mar’ah fī Uṣūl al-Qur’ān. www.alfikra.org. 
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baru dengan mengacu pada ajaran prinsip Islam (uṣūl al-dīn), yakni 
monogami.218 Ṭāhā menilai bahwa sharī‘ah poligami bertentangan 
dengan dua ajaran dasar Islam, yakni kesetaraan,219 serta keadilan.220  
Naṣr Ḥāmid mendukung pendapat ini. Jika melihat konteks 
pewahyuan dan struktur kebahasaan, perintah poligami menurut Naṣr 
Ḥāmid bukan perintah tashrī‘ yang abadi, melainkan pensyariatan 
yang terikat oleh waktu untuk mengatasi problem yang muncul saat 
itu.221 
Amina Wadud memperkuat pandangan ini. Menurutnya, ketika 
suami merangkap bapak terbagi di antara lebih satu keluarga, maka 
mustahil mewujudkan cita-cita al-Qur’an mewujudkan kebersamaan 
(Q.S. 2 [al-Baqarah]:180) serta rasa cinta dan kasih sayang (Q.S. 30 
[al-Rūm]:21) : 
 ُك ِت َع َب َح اَذِإ ْمُكْيَل ًار ْـيَخ َكَرَـت ْنِإ ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرَض ْلا َينِبَرْـَقْلأاَو ِنْيَدِلاَوِْلل ُةَّيِصَو
) َينِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ِفوُرْعَمْلِبا180( 
 “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 
Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. 
 َلَعَجَو اَه ْـَيِلإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُفْـَنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ َْنأ ِِهت�َآ ْنِمَو  ُكَن ْـيَـب ْم  َوَم ًةَّد
 ًةَْحمَرَو  ُرَّكَفَـتَـي ٍمْوَِقل ٍت�ََلآ َكِلَذ ِفي َّنِإ َنو )21( 
 “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 
 
                                                          
218 Maḥmoūd Ṭāhā, Ta’addud al-Zaujāt laisa Aṣlan fī al-Islām, www.alfikra.org. 
219 Maḥmoūd Ṭāhā, al-Risālah al-Thāniyah, 127-129. 
220 Maḥmoūd Ṭāhā, Ta’addud al-Zaujāt laisa Aṣlan fī al-Islām, www.alfikra.org. 
221 Naṣr Hāmid, Dekonstruksi Gender, 188. 
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Ia kemudian menyimpulkan bahwa tiga pembenaran umum 
terhadap poligami, yakni ekonomi, mandulnya wanita, serta kebutuhan 
seksual laki-laki, tidak ada persetujuan langsung dari al-Qur’an.222   
Quraish Shihab tidak sepakat dengan pendapat ini. Menurutnya, 
pembahasan tentang poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, 
atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan 
hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu hal yang 
wajar jika agama yang bersifat universal mempersiapkan ketetapan 
hukum yang boleh jadi suatu ketika mungkin terjadi. Namun 
demikian, ia menolak jika dikatakan bahwa ayat ini (Q.S. al-Nisa’ [4]: 
3) memuat kewajiban atau anjuran berpoligami. Ia bahkan mengatakan 
bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena 
poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai 
agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat 
ini hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami. Kebolehan itupun 
hanyalah sebuah pintu kecil yang boleh dilalui oleh yang sangat amat 
membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.223  
Berbeda dengan Quraish Shihab, Ṭāhā mengatakan bahwa pada 
saat kesetaraan wanita dan laki-laki dapat diwujudkan seperti saat ini, 
poligami harus dinyatakan haram, kecuali dalam situasi darurat yang 
dibenarkan oleh undang-undang dan disetujui oleh istri yang 
bersangkutan.224 Artinya, dalam pandangan Ṭāhā kebolehan 
berpoligami saat ini bukan berdasarkan Q.S. al-Nisa’ [4]: 3, melainkan 
berdasarkan prinsip darurat. 
Bagaimanapun, poligami tidak dapat ditutup total, sebab ada 
kondisi tertentu dimana poligami merupakan jalan keluar terbaik, 
sepanjang dilakukan sesuai ketentuan syariat, dan bukan sekedar 
mengikuti hawa nafsu.  
                                                          
222Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan, 150-151.  
223 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2, 341. 
224 Maḥmoūd Ṭāhā, al-Risālah al-Thāniyah, 127-129. 


























Nikah Fāsid dan Bāṭil 
 
 
Dilihat dari segi keabsahannya, ada dua jenis pernikahan yakni nikah 
sahih dan nikah fāsid/batil. Nikah sahih adalah pernikahan yang terpenuhi 
syarat dan rukunnya, sementara nikah fāsid/bāṭil adalah pernikahan yang tidak 
terpenuhi syarat dan rukunnya.1 Ulama berbeda pendapat, apakah nikah fāsid 
sama dengan batil, jenis-jenis nikah fāsid/bāṭil serta implikasi yang 
ditimbulkannya. 
 
A. Macam-Macam Nikah Fāsid dan Bāṭil 
1. Nikah fāsid menurut Ḥanafiyah 
Ḥanafiyah membagi pernikahan yang tidak sah menjadi dua, yakni 
nikah fāsid dan nikah bāṭil.2 Keduanya memiliki implikasi hukum yang 
berbeda sebagai berikut : 
a. Nikah fāsid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat 
keabsahan nikah ( ُُهطِئاَرَش ْعِمَتَْتج َْلم يِذَّلا ُحاَكِّنلا).2F3 Adapun macam-macam nikah 
fāsid menurut mereka adalah: 
1. Nikah tanpa saksi 
2. Nikah mu’aqqat (mut’ah)  
3. Mengumpulkan lima orang perempuan dalam satu perkawinan, 
4. Mengumpulkan perempuan dengan saudaranya, atau bibinya, baik 
bibi dari bapak maupun dari ibu 
5. Menikahi perempuan bersuami tapi ia tidak tahu bahwa 
perempuan tersebut bersuami 
6. Menikahi wanita yang ia ketahui bahwa wanita itu tidak halal 
dinikahinya (memiliki hubungan mahram). Jenis yang terakhir ini 
                                                          
1 Muṣṭafā al-Khin dkk, al-Fiqh al-Manhajī ‘alā al-Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī, 
vol.4, (T.t.: t.p., t.th.), 63 dan 90. 
2 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6602-3. 
3 Zain al-Dīn b. Ibrāhīm b. Nujaim, al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq, vol.8, 
(T.t.: t.p., t.th.), 322 
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menurut Abū Yūsuf dan Zufar --murid Ḥanafi--, termasuk dalam 
kategori nikah batil.4 
Bagaimana implikasi hukum pernikahan fāsid ? Jika belum terjadi 
dukhūl, maka segala macam bentuk hak dan kewajiban sebagaimana yang 
berlaku dalam pernikahan sah, tidak berlaku, seperti mahar, nafkah, waris, 
dan lain-lain. Keduanya harus berpisah. Jika menolak, harus diajukan 
pada hakim untuk dipisahkan.5  
Kalau sudah terjadi dukhūl, perbuatan itu termasuk maksiat, namun 
tidak dapat dikenai hukuman zina (ḥudūd) karena adanya subhat dalam 
akad, sementara subhat menggugurkan ḥudūd (تاهبشلبا أردت دودلحا). Hanya 
saja, hakim dapat memberikan hukuman ta’zir. Namun dalam pandangan 
dua orang muridnya (Abū Yūsuf dan Zufar), untuk pernikahan dengan 
wanita yang menjadi mahramnya, wajib dikenai hukuman zina, karena 
dalam pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi selamanya, tidak 
bisa disebut subhat. Subhat hanya terjadi jika keharamana itu tidak 
berlaku selamanya, semisal menikahi wanita bersuami, nikah tanpa saksi, 
dan lain-lain. Ḥudūd juga berlaku jika ia menikahi wanita yang ia ketahui 
wanita itu haram dinikahi, seperti wanita yang sedang terikat pernikahan 
dengan orang lain.5F6  
Implikasi hukum yang ditimbulkan perkawinan fāsid, jika terjadi 
dukhūl adalah sebagai berikut: 
1. Wajib memberi mahar. Jika dalam akad tidak disebutkan maharnya, 
maka wajib membayar mahar mithil. Sekalipun pernikahan tersebut 
fāsid, namun karena sudah terjadi dukhūl, maka mahar wajib 
dibayarkan, sejalan dengan kaidah, ‘setiap persetubuhan di negara 
Islam, maka jika tidak wajib dera(ḥad), maka wajib mahar ( في ءطو لك
رهم يأ رْقُعوأ ،دح يأ رْقَع نع وليخ لا ،ملاسلإا راد)’. 
2. Jika lahir anak, maka anak itu bernasab kepada laki-laki tersebut. 
3. Wanita tersebut wajib menjalani ‘iddah secara normal terhitung sejak 
ia ‘berpisah’ dari suaminya. 
4. Terjadi keharaman mus{āharah (semenda). Dengan demikian, laki-
laki tersebut haram menikahi ibu sang wanita serta anak 
                                                          
4 Ibid. Lihat juga Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6602. 
5 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6602-3. 
6 Ibid., vol.9, 6602-3. 

























perempuannya. Demikian pula sebaliknya, wanita tersebut haram 
menikahi bapak sang laki-laki serta anak laki-lakinya.7 
5. Tidak ada iḥdād (tidak berdandan), karena iḥdād diberlakukan 
sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan, sementara nikah 
fāsid adalah pernikahan yang tidak sah sehingga tidak berhak 
mendapatkan penghormatan.8 
Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pandangan Ḥanafiyah tidak 
ada kewajiban nafkah, waris, taat, dan lain-lain. 
b. Nikah batil adalah pernikahan yang terjadi kerusakan dalam rukun atau 
syarat pelaksanaannyanya (هداقعنا طورش نم طرش في وأ هنكر في للخ لصح يذلا). 
Macam-macam nikah batil adalah: 
1. Pernikahan anak kecil yang belum mumayyiz, 
2. Pernikahan dengan menggunakan sighat mustaqbal (masa yang 
akan datang), 
3. Menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram),  
4. Menikahi wanita yang diketahuinya masih terikat perkawinan 
dengan orang lain,  
5. Pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non muslim 
6. Pernikahan laki-laki muslim dengan musyrik. 
Dalam pernikahan semacam ini maka semua hak dan kewajiban 
yang  berlaku dalam pernikahan yang sah, tidak berlaku, seperti mahar, 
nafkah, taat,  waris, mus{āharah, dan lain-lain, sekalipun terjadi dukhūl. 
Hakim wajib memisahkan keduanya. Jika telah dipisahkan, maka pihak 
perempuan tidak perlu menjalani masa ‘iddah.9 
 
2. Nikah Fāsid menurut Mālikiyah 
Mayoritas ulama tidak membedakan antara fāsid dan bāṭil. Dua 
istilah itu dalam pandangan jumhur memiliki makna sama. Menurut 
Mālikiyah, nikah fāsid atau batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi 
rukun atau syarat nikah  (هتحص طورش نم طرش وأ هناكرأ نم نكر في للخ لصح ام). Menurut 
Mālikiyah ada dua macam nikah fāsid : 
                                                          
7 Ibid., vol.9, 6603-4. 
8 Abū Bakar b. ‘Alī b. Muḥammad al-Zabīdī, al-Jauharat al-Nīrah, vol.4, (T.t.: t.p., 
t.th.), 306. 
9 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6605. 

























a. Pernikahan yang disepakati sebagai nikah fāsid seluruh ulama, yakni 
menikahi wanita yang menjadi mahramnya, baik mahram karena 
nasab, mus{āharah, atau persusuan.  
b. Pernikahan yang diperselisihkan ke-absah-annya dengan syarat 
tingkat perselisihannya kuat, seperti pernikahan orang sakit, menurut 
Mālikiyah tidak boleh. Jika tingkat perselisihannya lemah, seperti 
nikah mut’ah, atau mengawini lima wanita dalam satu ikatan 
perkawinan, maka disepakati ke-fasid-annya.10 
Adapun nikah fāsid yang diperselisihkan ada empat: 
1. Nikah shighār (راغشلا حاكن). Menurut Mālik, pernikahan jenis ini 
tidak sah, baik sebelum atau sesudah terjadi dukhūl.10F11   
2. Nikah mut’ah ( ةعتلما حاكن ) Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi 
mengharamkan nikah mut’ah merupakan riwayat yang mencapai 
mutawatir. Hanya saja ulama berbeda pendapat, kapan hal 
tersebut disampaikan oleh Nabi. Sebagian mengatakan pada saat 
perang Khaibar, sebagian mengatakan fathu Mekkah, sebagian 
mengatakan saat perang Tābūk, sebagian mengatakan saat haji 
wada’, dan lain-lain11F12 (selengkapnya dijelaskan di bawah).  
3. Menikahi wanita yang sudah dipinang orang lain. Dalam 
pandangan jumhur, pernikahan jenis ini sah sehingga tidak ada 
kewajiban untuk membatalkan, karena larangan tidak tertuju 
pada akadnya, tetapi pada faktor eksternal, seperti wudu’ 
menggunakan air hasil ghasab. Menurut Mālik, pernikahan jenis 
ini wajib dipisahkan sebelum terjadi dukhūl dan dihitung sebagai 
talak bā’in.13 
4. Nikah muḥallil (لللمحا حاكن). Nikah jenis ini menurut Mālik juga 
tidak sah dan wajib dibatalkan.13F14 
 
Implikasi hukum dari pernikahan fāsid adalah : 
                                                          
10 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6606. 
11 Abū al-Walīd b. Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad b. Rushd al-
Qurṭubī, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, vol.2, (T.t.: Dār al-Kutub al-
Islamiyah, t.th.), 43. 
12 Ibid., 43-4. 
13 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6610-1 
14 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol.2, 44. 

























1. Pernikahan itu dinyatakan batal secara otomatis (fasakh). Jika belum 
terjadi dukhūl, maka wanita tersebut tidak mendapatkan apa-apa, baik 
rusaknya akad tersebut disepakati ataupun diperselisihkan oleh ulama, 
sejalan dengan kaidah: 
» هداسف ىلع ًاقفتم ناك ،هيف ءيش لاف ،لوخدلا لبق خسف حاكن لك
 وأ ةقادصل وأ هدقعل داسفلا ناك ،هيف ًافلتمخ وأامله« 
“Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadinya dukhul maka tidak 
ada implikasi apa-apa di dalamnya, baik kerusakan akad tersebut 
disepakati atau diperselisihkan, atau pun baik rusaknya itu karena 
akadnya, atau karena maharnya aau karena keduanya”. 
 
2. Jika terjadi dukhūl, maka pihak perempuan berhak mendapatkan 
mahar, baik rusaknya akad tersebut disepakati atau pun diperselisihkan 
oleh para ulama 
3. Jika lelaki tersebut tidak tahu bahwa pernikahan yang dilakukannya 
haram, maka anak yang lahir bernasab kepadanya, namun jika ia tahu 
bahwa pernikahan itu haram, maka anak yang lahir tidak dapat 
dinisbatkan kepadanya dan berlaku hukum zina. Namun jika rusaknya 
akad masih diperselisihkan ulama, maka tidak berlaku hukum dera 
(ḥad) 
4. Kedua pihak saling mewarisi dalam pernikahan yang diperselisihkan 
keabsahannya. Oleh sebab itu, jika salah seorang meninggal sebelum 
terjadi fasakh, maka pihak yang ditinggalkan menjadi ahi waris, baik 
sudah terjadi dukhūl atau belum. Adapun dalam pernikahan yang 
disepakati ketidakabsah-annya, maka kedua pihak tidak dapat saling 
mewarisi. 
5. Jika telah terjadi persetubuhan atau pengantar persetubuhan, maka 
terjadi keharaman mus{āharah (pihak laki-laki haram menikahi ibu 
sang perempuan ke atas serta anaknya ke bawah. Begitu juga 
sebaliknya), sepanjang keabsahan akad itu termasuk yang 
diperselisihkan. Jika jenis akad tersebut disepakati ke-tidaksah-annya, 
keharaman mus{āharah terjadi sepanjang persetubuhan itu termasuk 
zina yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman dera, misalnya 
yang bersangkutan tidak tahu bahwa yang dinikahinya itu adalah 

























wanita yang haram dinikahi. Jika tidak, maka tidak terjadi keharaman 
mus{āharah. 
Dalam pernikahan yang diperselisihkan kesahihannya, sekalipun 
belum terjadi dukhūl, maka pihak perempuan haram menikahi bapak 
mantan ‘suami’nya (mertua laki-laki) serta anak laki-lakinya. Namun, 
mantan suami tersebut hanya haram menikahi ibu mertuanya, namun 
tidak haram menikahi anak perempuannya, sejalan dengan kaidah: 
تانبلا مريح تاهملأا ىلع ءطولاو تاهملأا مريح تانبلا ىلع دقعلا 
6. Pihak perempuan wajib menjaani ‘iddah terhitung sejak keduanya 
berpisah, baik pernikahan itu disepakati ataupu diperselisihkan 
keabsahannya.15 
 
3. Macam-Macam Pernikahan bāṭil menurut Shāfi’iyah. 
Shāfi’iyah juga membedakan batil dan fāsid. Menurut mereka, batil 
adalah yang rusak rukunnya (  امهنكر لتخا ), sedangkan fāsid yang rusak 
syaratnya (هطرش لتخا ام). Namun demikian, implikasi hukum keduanya 
sama, yakni seluruh hak dan kewajiban yang timbul dalam sebuah 
pernikahan sahih, tidak berlaku. Oleh sebab itu, dalam pernikahan fāsid 
dan batil, tidak ada kewajiban mahar, nafkah, nasab, ‘iddah, serta tidak 
terjadi keharaman mus{āharah. Adapun pernikahan batil, di antaranya 
adalah : 
1. Nikah shighār (راغشلا حاكن).  
2. Nikah mut’ah (ةعتلما حاكن). 
3. Pernikahan saat salah satu pihak dalam keadaan ihram, baik ihram 
haji atau umrah, berdasarkan hadis Nabi : 
 َِّللها َلوُسَر َّنَأ َناَّفَع ِنْب َناَمْثُع ْنَع-ملسو هيلع الله ىلص-  َلَاق » ُحِكْنَـي َلا
 ُبُطَْيخ َلاَو ُحَكْنُـي َلاَو ُِمرْحُمْلا«16  
“Dari ‘Uthman b. ‘Affān bahwa Rasulullah bersabda, ‘Seorang yang 
sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan 
tidak boleh meminang” 
                                                          
15 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6606-9. 
16 Abū al-Ḥusain b. Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, vol.4, 137. 


























4. Seorang wanita dinikahkan oleh dua orang walinya, dengan dua orang 
laki-laki yang berbeda, tanpa diketahui yang mana yang lebih dahulu. 
Jika terjadi dukhūl, baik oleh salah seorang ‘suami’, atau oleh ‘kedua 
suaminya’, maka harus membayar mahar mithil. Jika diketahui 
pernikahan yang lebih dulu, maka pernikahan terdahulu yang sah. 
5. Pernikahan wanita yang sedang menjalani ‘iddah. Jika terjadi dukhūl, 
maka harus dihukum dengan hukuman zina, namun jika tidak tahu 
bahwa pernikahan semacam itu haram, maka tidak berlaku hukuman 
zina. 
6. Pernikahan dengan orang yang ragu akan kehamilannya sebelum 
menyelesaikan masa ‘iddah. Sekalipun ia telah menyelesaikan ‘iddah 
3 kali suci/haid, pernikahan itu tetap haram, karena diragukan masa 
‘iddah-nya, apakah 3 kali suci/haid (quru’) atau hingga melahirkan 
(karena ragu hamil atau tidak). 
7. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kafir selain Ahli Kitab.  
8. Pihak perempuan berpindah agama 
9. Pernikahan wanita muslim dengnan laki-laki non muslim, serta 
pernikahan dengan orang murtad.17  
 
4. Pernikahan fāsid menurut Ḥanābilah 
Menurut Ḥanābilah, pernikahan fāsid ada dua : 
a. Pernikahan fāsid yang batal sejak asalnya, yakni: 
1. Nikah shighār.   
2. Nikah muḥallil, yakni pernikahan yang dilakukan untuk 
menghalalkan pihak perempuan kembali kepada mantan suami 
yang telah menceraikannya dengan cerai tiga. Keharaman tersebut 
berdasarkan hadis Nabi: 
الله لوسر لاق لاق هنع الله يضر ةريره بيأ نع  معلص  لللمحاو لللمحا الله نعل
 هل18 
                                                          
17 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6613. 
18 Aḥmad b. al-Ḥusain b. ‘Alī b. Mūsā Abū Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqī al-
Kubrā, vol.7, (Makkah : Makabah Dār al-Baz, 1994), 208. 
 

























“Dari Abu Hurairah r.a., Rasululullah bersabda, ‘Allah melaknat 
pernikahan muḥallil dan muḥalla lah” 
 
Namun demikian, Ḥanafiyah dan Shāfi’iyah menghalalkan 
pernikahan ini sepanjang syarat dan rukuh nikahnya terpenuhi. 
Perbedaan tersebut karena perbedaan mereka dalam memahami 
hadis di atas. Bagi yang memahami laknat tersebut sebagai dosa 
saja, maka berpendapat bahwa nikah tersebut sah, hanya saja 
pelakunya mendapatkan dosa.  Namun bagi yang berpendapat 
bahwa laknat tersebut menunjukkan rusaknya akad, maka 
berpendapat bahwa nikah tersebut tidak sah.19  
Sayyid Sābiq mendukung pendapat Ḥanābilah. Menurutnya, teks 
hadis di atas merupakan dalil yang sangat jelas (s{arīḥ) menegaskan 
ke-tidak abash-an nikah taḥlīl. Pernyataan ‘laknat’ dalam hadis di 
atas hanya menunjukkan larangan. Sekalipun dalam akad tidak 
disebutkan, sepanjang pernikahan itu ditujukan untuk taḥlīl, maka 
hukumnya batal, sejalan dengan kaidah, ‘pemahaman terhadap 
teks, berdasarkan tujuan dan niat (�اونلاو دصاقلمبا ةبرعلا)’.19F20 
3. Nikah mut’ah  (ةعتلما حاكن), atau kawin kontrak. Nikah mut’ah 
diperboehkan di awal Islam karena adanya kebutuhan pada saat itu, 
kemudian dilarang oleh Nabi saat perang Khaibar. 
4. Nikah yang digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, ‘saya 
nikahi engkau jika ibumu rela’. 
b. Pernikahan sah tapi syaratnya tidak sah, misalnya pernikahan dengan 
syarat tidak ada mahar, atau nafkah, atau persetubuhan, dan lain-lain. 
Tetapi jika yang dipersyaratkan itu sah namun faktanya berbeda, 
maka pernikahan tidak rusak, tetapi ia boleh memilih untuk 
meneruskan pernikahan atau tidak, misalnya dalam persyaratan 
disebutkan muslimah, ternyata faktanya ahli kiatb, atau 
dipersyaratkan perawan, ternyata janda, dan lain-lain.21 
 
                                                          
19 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol.2, 44. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-
Islāmy, vol. 9, 6611. 
20 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 474. 
21 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6615. 

























B. Uraian Beberapa Nikah Fāsid 
1. Nikah Shighār (راغشلا حاكن) 
Secara bahasa, shighār bermakna pengusiran.22 Istilah shighār 
diambil dari istilah shighār al-kalbi (بلكلا راغش). Istilah itu digunakan 
jika anjing mengangkat kakinya untuk buang air besar, yang 
menunjukkan bahwa ia sudah ‘dewasa’ yang memungkinkan dia 
melompat mengejar betinanya untuk ‘berhubungan seks’. Kemudian 
istilah itu digunakan untuk perempuan yang mengangkat kakinya 
untuk melakukan persetubuhan (  ترغشارغش ةأرلما ). Ulama fiqh kemudian 
menggunakan istilah itu untuk akad nikah dimana maharnya ‘diangkat 
(tanpa mahar)’.23 
Secara istilah, nikah shighār terjadi ketika seseorang 
menikahkan anak perempuannya (wanita yang ada dalam hak 
perwaliannya)  dengan syarat laki-laki tersebut menyerahkan 
perempuan yang ada dalam perwaliannya (misalnya, anak atau adik 
perempuannya), untuk dinikahinya dengan tanpa mahar  ( لجرلا جوزي نأ
امهنيب قادص لاو هتخأ وأ هتنبا رخلآا هجوزي نأ ىلع هتنبا).24 Al-Jazīrī mendefinisikannya 
dengan ‘menjadikan masing-masing mempelai wanita sebagai mahar 
( ىرخلأل اقادص ينتأرلما نم لك لعج )’.25 Dengan demikian, dalam pernikahan ini 
tidak ada mahar, karena ‘pertukaran mempelai’ tersebut berlaku 
sebagai mahar. Dengan kata lain, maharnya adalah ‘kelamin (عضبلا)’ 
mempelai. 
Pernikahan model ini sebenarnya model pernikahan yang terjadi 
di zaman jahiliyah. Disebut shighār karena dinilai sebagai model 
                                                          
22 Attabik ‘Ali dan A. Zuhdi Muhdar, Kamus Krapyak al-‘Aṣrī, (Ponpok Krapyak 
Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.th.),1138. 
23 Al-Jazārī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 67. Lihat juga Abū ‘Umar Yūsuf b. 
Abdillah b. ‘Abd al-Bar al-Namrī, al-Istidhkār, vol.5, (Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 2000), 465. 
24 Abū Mālik Muḥammad b. Ḥāmid b. ‘Abd al-Wahhāb, al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah 
li al-Imām al-Ḥāfiẓ Muḥammad b. ‘Īsā b. Saurah al-Tirmidhī, (T.t.: t.p., t.th.), 479. 
25 Al-Jazārī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 116. 

























pernikahan yang amat buruk sehingga disamakan dengan anjing yang 
mengangkat kakinya untuk buang air besar.26  
Mālikiyah membagi nikah shighār menjadi tiga. Pertama, 
shighār yang jelas (حيرص راغش), misalnya pernyataan, ‘nikahkan adik 
perempuanmu denganku dan aku akan nikahkan adik perempuanku 
denganmu’, masing-masing tanpa mahar. Dengan demikian, berarti 
‘alat kelamin’ masing-masing mempelai puteri yang menjadi mahar. 
Kedua, wajh shighār (راغش هجو), seseorang mengatakan, ‘ kawinkan 
adik perempuanmu denganku dengan mahar seratus, dan aku akan 
nikahkan adik perempuanku denganmu dengan mahar seratus juga’. 
Model kedua ini disebut shighār juga sebab sekalipun menyebutkan 
mahar namun tetap mempersyaratkan ‘tukar mempelai’. Ketiga, 
gabungan keduanya, misalnya, ‘kawinkan saudara perempuanmu 
denganku dengan mahar lima puluh dan aku akan nikahkan engkau 
dengan saudariku tanpa mahar’. Ketiga bentuk nikah shighār tersebut 
hukumnya batal dan harus dipisahkan.27 
Bagaimana jika pernikahan sudah terjadi ? Apakah bisa sah jika 
diberi mahar mithil ? Mālik, Shāfi’ī dan Aḥmad sepakat bahwa 
pernikahan ini tidak sah dan harus dipisahkan, baik sebelum atau 
sesudah dukhūl. 28 Ada beberapa argumen yang diajukan ulama dalam 
menetapkan keharaman nikah  shighār , baik dari hadis atau praktek 
sahabat :  
 َّنَأ َرَمُع ِنْبا ِنَع َِّبىَّنلا-ملسو هيلع الله ىلص-  َلَاق » ِمَلاْسِلإا ِفى َراَغِش َلا«29 
 “Tidak ada (pernikahan) shighār dalam Islam”. 
 الله طرش ،طرش ةئام طترشا نإو ،لطبا وهف الله باتك في سيل ًاطرش طترشا نم
"قثوأو قحأ 
                                                          
26 Abdullah b. Muḥammad al-Ṭayyār dkk, al-Fiqh al-Muyassar, vol.5, (Riyāẓ : Madār 
al-Matan li al-Nashr, 2012), 23 
27 Al-Jazārī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 116. 
28 Ibid.,  117. Lihat juga Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 6610. 
29 Abū al-Ḥusain b. Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 4, 139. 

























“Barangsiapa yang mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam 
kitab Allah, maka syarat tersebut batal sekalipun ada seratus syarat 
(karena) syarat Allah lebih hak dan terpercaya”. 
 
Disamping hadis di atas, ada sebuah riwayat dari al-A’raj yang 
menceritakan bahwa al-‘Abbās b. Abdullah b. ‘Abbās menikahkan 
‘Abd al-Raḥmān b. al-Ḥakam dengan puterinya dan ia menikah 
dengan puterinya ‘Abd al-Raḥmān. Muawiyah kemudian menulis 
surat kepada kepada Marwān memerintahkan untuk memisahkan 
kedua pasangan tersebut dan mengatakan, ‘ini adalah shighār yang 
dilarang oleh Rasulullah ("ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر هنع ى� ىذلا راغشلا اذه)”.30 
Ḥanafī> punya pandangan berbeda. Menurutnya, nikah shighār 
sah sepanjang dalam akad tidak menyebutkan bahwa mahar 
perkawinannya adalah ‘alat kelamin (عضبلا)’ mempelai yang 
dipertukarkan, dengan syarat memberi mahar mithil. Larangan Nabi 
di atas, menurut Ḥanafī hanya melahirkan hukum makruh.31 
Perbedaan pendapat ini terletak pada perbedaan pandangan mereka, 
apakah larangan yang disebutkan dalam hadis di atas karena 
disebabkan akadnya sendiri atau karena tidak adanya mahar ? Jika 
disebabkan karena akadnya itu sendiri, maka pernikahan itu haram 
secara mutlak, tetapi jika karena tidak adanya mahar, maka 
pernikahan tersebut sah, dengan mahar mithil. Dalam hal ini 
nampaknya Mālik melihat bahwa larangan tersebut tertuju kepada 
akad-nya itu sendiri (bukan karena faktor tidak ada mahar), sementara 
kaidah mengatakan ‘larangan menunjukkan rusaknya hal yang 
dilarang (يهنلما داسف ىلع لدي يهنلا)’.31F32 
Menurut Ḥanābilah, ada dua alasan keharaman nikah shighār, 
pertama; hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar di atas, kedua; karena 
dalam pernikahan ini menyepakati syarat yang fāsid. Namun 
demikian—berbeda dengan Shāfi’iyah—jika dalam akad tidak 
                                                          
30Abū Mālik Kamāl b al-Sayyid Sālim, Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa 
Tauḍ{īḥ Madhāhib al-A’immah, vol.3,  (Mesir : al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), 
97. 
31 Al-Jazārī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 117. Lihat juga Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, 
vol.9, 6610. 
32  Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol.2, 43. 

























menyebut bahwa ‘alat kelamin’ merupakan maharnya, maka 
pernikahan tersebut sah.33 
 
2. Nikah Muḥallil / Taḥlīl (لِّللمحا حاكن) 
Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, 
maka ia  tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut 
telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan 
hubungan intim dengan suami barunya, bercerai, dan telah selesai 
menjalani ‘iddah.34 Pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang 
sesungguhnya bukan sekedar untuk menghalalkan pasangan yang 
telah bercerai tiga itu kembali menjadi suami isteri. Pernikahan yang 
hanya dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan mereka kembali 
disebut nikah muḥallil. 
Al-Zuḥaily mendefinisikan nikah muḥallil dengan ‘pernikahan 
yang dimaksudkan untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan 
suami yang telah menceraikannya dengan talak tiga ( هحاكنب دصقي يذلا وهو
 يذلا اهجوزل ًثالاث ةقلطلما ليلتحاهقلط )’. Pernikahan ini haram dan batal dengan 
sendirinya (fasakh),35 berdasarkan sabda Nabi : 
 :لاق مّلسو هيلع ّللها ىّلص ّللها لوسر نأ امهنع ّللها يضر رماع نب ةبقع نع
» نعل ،لّللمحا وه :لاق ،ّللها لوسر � ىلب :اولاق ؟راعتسلما سيتلبا مكبرخأ لاأ
 ّللهاهل لّللمحاو لّللمحا«36 
“Dari ‘Uqbah b ‘Amir ra, bahwa Rasulullah bersabda, “maukah kalian 
saya beritahu tentang kambing jantan yang dipinjam ?”. Para sahabat 
menjawab, “tentu ya Rasul”. Rasul bersabda, “dia adalah muḥallil 
(orang yang menikahi wanita dalam rangka menghalalkan wanita 
tersebut kembali lagi pada suami yang telah menceraikannya dengan 
talak tiga). Allah melaknat muhallil dan muḥallal lah”. 
                                                          
33 Al-Jazārī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 117-8. 
34 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9,  6955. 
35 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6611. 
36 Ibn Mājah Abī Abdillah Muḥammad b Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, 
vol.3,  (T.t.: Maktabah Abi al-Mu’āṭī, t.th.), 117. 


























Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Ḥanafiyah dan 
Shāfi’iyah, pernikahan tersebut sah sepanjang seluruh syarat dan 
rukun nikah terpenuhi, hanya saja pelakunya berdosa. Perbedaan 
pendapat tersebut karena mereka berbeda dalam memahami makna 
hadis (لللمحا الله نعل). Bagi yang memahaminya sebagai dosa saja, maka 
berpendapat hukum pernikahannya sah, namun yang memahaminya 
sebagai ‘rusaknya akad’, berpendapat bahwa pernikahannya tidak 
sah.36F37 
Ada tiga bentuk nikah taḥlīl. Pertama, dipersyaratkan dalam 
akad bahwa pernikahan itu semata untuk menghalalkan pihak 
perempuan kembali kepada suami pertama, misalnya ‘saya nikahi 
engkau agar engkau bisa/halal kembali pada suami pertama ( ىلع كتجوزت
لولأل كللحُأ نأ)’. Kedua, dalam akad dipersyaratkan bahwa setelah 
menikah, mereka segera bercerai. Ketiga, sebelum terjadinya akad, 
kedua pihak sepakat bahwa pernikahan itu sekedar untuk 
menghalalkan pihak perempuan kembali kepada mantan suaminya, 
namun tidak disebutan dalam akad. Mālikiyah menyatakan bahwa 
seluruh bentuk pernikahan taḥlīl tersebut batal, sementara Ḥanafiyah 
berpendapat bahwa seluruh bentuk pernikahan tersebut sah. Hanya 
saja jika dipersyaratkan dalam akad, maka syaratnya tidak sah, namun 
nikahnya tetap sah. Adapun Shāfi’iyah dan Ḥanābilah berpendapat 
bahwa kedua bentuk pertama tidak sah karena dipersyaratkan dalam 
akad, sementara bentuk ketiga sah, karena tidak dipersyaratkan dalam 
akad. Sebuah riwayat lain mengatakan bahwa sekalipun tidak 
dipersyaratkan dalam akad, Ḥanābilah menyatakan tidak sah.38 
Ibnu Qudāmah menyebutkan sebuah riwayat dari Ismā’īl b. Sa’id 
bahwa ia bertanya kepada Imam Aḥmad b. Ḥanbal tentang hukum 
nikah taḥlīl yang tidak dipersyaratkan dalam akad, beliau menjawab, 
‘laki-laki itu adalah muḥallil jika bermaksud untuk menghalalkan dan 
dia dilaknat oleh Allah (نوعلم وهف للاحلإا كلذب دارأ اذإ للمح وه)’. Pendapat ini 
merupakan pendapat hampir seluruh sahabat. Sebuah riwayat 
                                                          
37 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6611. 
38 al-Ṭayyār dkk, al-Fiqh al-Muyassar, vol.5, 26. 

























menyatakan, seorang laki-laki menemui Ibnu ‘Abbās dan berkata, 
“pamanku menceraikan isterinya dengan talak tiga, apakah bisa 
seorang lelaki berfungsi meng-halalkan ia kembali kepada isterinya 
(dengan menikahi ‘sementara’ isterinya tersebut ?”. Ibnu ‘Abbās 
menjawab, “barang siapa yang menipu Allah, Allah akan 
menipunya”. Tokoh-tokoh tabi’in semisal al-Ḥasan, al-Sha’bī, 
Qatādah, dan lain-lain berpendapat senada.39 
Dalam qaul qadīm (pendapat terdahulu), Shāfi’ī berpendapat 
bahwa jika dalam akad dipersyaratkan harus dicerai (bentuk nikah 
taḥlīl kedua) maka pernikahan tersebut sah, tapi dalam qaul jadīd, ia 
berpendapat tidak sah. Mengapa ? Karena dengan syarat harus 
menceraikan berarti pernikahan tersebut bersifat mu’aqqat (dibatasi 
waktu) seperti mut’ah. Al-Māwardī bahkan menilai bahwa 
pernikahan muḥallil lebih buruk daripada nikah mut’ah. Mengapa ? 
Pertama, jangka waktunya tidak jelas (jangka waktu nikah mut’ah 
jelas). Kedua, tujuan pernikahan tersebut dipersyaratkan untuk yang 
lain.40 
3. Nikah Mut’ah 
Nikah mut’ah adalah pernikahan yang dilakukan seseorang untuk 
jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, atau satu bulan, satu hari, 
dan lain-lain. Pernikahan ini disebut mut’ah, karena dilakukan semata 
untuk mendapatkan manfaat dan kenikmatan untuk jangka waktu 
tertentu. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan jenis ini batal. 
Alasan yang dikemukakan jumhur adalah sebagai berikut: 
1. Al-Qur’an menyatakan bahwasanya istimtā’ (bersetubuh) hanya 
dibenarkan dengan dua cara, yakni pernikahan dan kepemilikan 
atas budak. Nikah mut’ah tidak sejalan dengan dua cara di atas. 
Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Q.S. al-Mu’minun [23]:5-6: 
                                                          
39 Ibnu Qudāmah, al-Mughnī fī a-Fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaibānī, vol.7, 
(Beirut : Dār al-Fikr, 1405), 574. 
40 Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-
Māwardī, al-Ḥāwī fī Fiqh al-Shāfi’ī, vol. 9,  (T.t. : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 
333. 

























) َنُوظِفاَح ْمِهِجوُرُفِل ْمُه َنيِذَّلاَو5 ْتَكَلَم اَم ْوَأ ْمِهِجاَوَْزأ ىَلَع َّلاِإ (  ُر ْـيَغ ْمُهـَّنَِإف ْمُهُـنَاَْيمأ
 َينِموُلَم 
“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali 
terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa”. 
2. Dalam sebuah riwayat dari al-Rabī’ bin Sabrah al-Juhanī bahwa 
ayahnya menceritakan dalam suatu kesempatan bersama Rasul, 
beliau bersabda: 
 الله ناو لاا ءاسنلا نم عاتمتسلاا في مكل تنذأ تنك دق نيا سانلا اهيأ �
ةمايقلا موي لىإ كلذ مرح دق41 
“Wahai seluruh manusia, dulu saya mengizinkah nikah mut’ah, 
ingatlah bahwasanya (saat ini) Allah telah mengharamkan hal 
tersebut hingga hari kiamat” 
 هيلع الله ىلص ِالله َلوُسَر َّنَأ ، ُهْنَع َُّللها َيِضَر ، ٍبِلَاط ِبيَأ ِنْب ِّيِلَع ْنَع
 َرَـب ْـيَخ َمْوَـي ِءاَس
ِّنلا ِةَع ْـتُم ْنَع ىَهَـن ملسو... 42 
“Dari ‘Alī b. Abī Ṭālib, bahwasanya Rasulullah melarang 
menikahi wanita dengan nikah mut’ah pada hari Khaibar...”. 
3. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya sejak awal 
kekhalifahannya, ‘Umar b. Khaṭṭāb secara tegas melarang nikah 
mut’ah yang disepakati oleh seluruh sahabat pada saat itu. 
4. Pernikahan ini tidak sejalan dengan aturan pernikahan yang 
ditetapkan al-Qur’an, baik menyangkut syarat dan rukun nikah, 
talak, ‘iddah, kewarisan, nafkah (dalam mut’ah suami tidak wajib 
memberi nafkah), dan lain-lain. 
5. Nikah mut’ah lebih menyerupai zina, karena tujuannya hanyalah 
memenuhi syahwat belaka. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan 
pernikahan. Di sisi lain, nikah mut’ah hanya akan melahirkan 
                                                          
41 Abdullah b. ‘Abd al-Raḥmān al-Dārimī, Sunan al-Dārimī, vol.2 ,( Beirut: Dār al-
Kitāb al-‘Arabī, 1407),  188. 
42 al-Bukhārī,  al-Jāmi’ al-Ṣaḥīh, vol.5,  173. 

























madarat bagi wanita dan menjadikannya seperti barang yang 
berpindah dari satu tangan ke tangan lain.43 
Berbeda dengan pandangan jumhur, Shi’ah Imamiyah 
menyatakan bahwa nikah mut’ah hukumnya boleh. Adapun syarat dan 
rukun nikah mut’ah menurut mereka adalah: 
1. Ijab qabul, dengan menggunakan lafaz (كتحكنأ), atau (كتجوز), atau 
(كتعتم). 
2. Mempelai. Mempelai wanita harus Islam atau Ahl al-Kitab. Tidak 
sah menikahi wanita pezina. 
3. Mahar, yang harus disebut dalam akad. Adapun jumlah mahar 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
4. Jangka waktu. Jangka waktu pernikahan harus disebut dalam 
akad, misalnya satu tahun, dua bulan, atau lain-lain. Jangka waktu 
pernikahan juga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. 
Dalam nikah mut’ah, tidak dipersyaratkan adanya wali ataupun 
saksi.44 
Implikasi hukum dari pernikahan mut’ah adalah: 
1. Jika jumlah mahar dan jangka waktu pernikahan tidak disebutkan 
dalam akad, maka akad menjadi batal. Namun jika mahar 
disebutkan tanpa menyebut jangka waktu, maka pernikahan 
menjadi pernikahan biasa, bukan mut’ah. 
2. Tidak ada talak ataupun li’ān. Dalam pernikahan mut’ah, ketika 
jangka waktu yang disepakati telah selesai, maka ‘pernikahan’ 
bubar secara otomatis tanpa melalui talak. 
3. Pihak perempuan boleh mengajukan syarat bahwa persetubuhan 
hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu (malam saja, 
atau siang saja, atau yang lain), atau persetubuhan tidak boleh 
dilakukan di alat kelamin perempuan 
4. Tidak ada saling mewarisi antara suami isteri 
5. Jika terlahir anak dalam pernikahan tersebut, dia dapat mewarisi 
dari kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya. 
                                                          
43Abū Bakar b. Mas’ūd b. Aḥmad al-Kāsānī ‘Alā’ al-Dīn, Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb 
al-Sharā’i’, vol. 5,  (T.t.: t.p., t.th.), 460 dst. Lihat juga  Sayyid Sābiq, Fiqh al-
Sunnah, vol. 2,471-2. Lihat juga  al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6558. 
44 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6552. 

























6. Masa ‘iddah jika jangka waktunya telah berakhir adalah dua kali 
haid, sementara jika tidak haid, masa ‘iddah-nya adalah empat 
puluh lima hari.45 Adapun masa ‘iddah bagi yang ditinggal mati 
adalah empat bulan sepuluh hari.46 
Argumentasi yang dikemukakan oleh Shi’ah Imamiyah dalam 
meng-absahkan nikah mut’ah adalah Q.S. al-Nisa’ [4]:24, hadis Nabi, 
dan pendapat para sahabat dan tabi’in, sebagai berikut: 
1. Q.S. al-Nisa’ [4]:24 : 
... اَمَف ْمُتْعَـتْمَتْسا  َّنُهُوتآَف َّنُه ْـنِم ِهِب  َّنُهَروُجُأ  ًةَضِيرَف... 
“…maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di 
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 
sempurna), sebagai suatu kewajiban…” 
 
Ayat di atas menggunakan istilah istimta’/mengambil 
kenikmatan/bersetubuh ( ُْمتَْعتَْمتْسا), tidak menggunakan istilah al-
zawāj /perkawinan,  dan menggunakan istilah ujūr/upah ( َّنُھَروُُجأ), 
tidak menggunakan istilah mahar. Istilah-istilah tersebut 
menunjukkan kebolehan melakukan nikah mut’ah, sebab 
memberikan upah karena telah melakukan istimta’ (mengambil 
kenikmatan/bersetubuh), hanya ada dalam akad ijārah (sewa 
menyewa), dan mut’ah adalah akad ijārah dalam rangka 
mengambil manfaat kelamin wanita. Adapun mahar merupakan 
sebuah kewajiban ‘semata-mata karena telah melakukan akad 
nikah’, sebelum terjadi istimtā’. 
2. Berbagai riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi mengizinkan 
para sahabat melakukan nikah mut’ah, di antaranya dalam perang 
Khaibar, Tābūk, Fatḥ (penaklukan) Mekkah, dan lain-lain. Dalam 
sebuah riwayat, sahabat Jābir mengatakan:  
 َِّللها ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع َم َّ�َلأا ِقيِق َّدلاَو ِرْمَّتلا َنِم ِةَضْبُقْلِبا ُعِتْمَتْسَن اَّنُك- ىلص
ملسو هيلع الله-  َش ِفى ُرَمُع ُهْنَع ىَهَـن َّتىَح ٍرْكَب ِبىَأَو ٍثْيَرُح ِنْب ِورْمَع ِنْأ47. 
                                                          
45 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 473. 
46 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6553. 
47 Abū al-Ḥusain Muslim b. Muslim al-Qushairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīh Muslim, vol. 4, 
(Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), 131. 

























 “Kami melakukan mut’ah untuk beberapa hari dengan (mahar) 
segenggam kurma dan tepung, pada masa Rasul dan Abu Bakar, 
hingga kemudian ‘Umar melarangnya (mut’ah) dalam kasus ‘Amr 
b. Huraith”. 
 
3. Beberapa sahabat juga memperbolehkan mut’ah diantaranya 
adalah Ibn ‘Abbās,  Asma’ binti Abu Bakar, Mu’awiyah, Ibn 
Mas’ud, dan lain-lain. Sementara itu, dari kalangan tabi’in adalah 
Ṭāwūs, ‘Aṭā’,  Sa’id b Jubair, serta para fuqaha’ Mekkah, di 
antaranya Ibn Juraij. 
4. Shi’ah Imamiyah juga menyebutkan bahwasanya Imam Mahdi 
memperbolehkan nikah mut’ah. Namun berbeda dengan Shi’ah 
Imamiyah, Shi’ah Zaidiyah sependapat dengan jumhur tentang 
keharaman mut’ah. Kelompok ini juga memperkuat argumennya 
dengan sikap Ibn Abbās yang menarik pendapatnya dengan 
mengharamkan mut’ah.48 
Logika Shi’ah Imamiyah ditolak oleh jumhur sebagai 
berikut:  
1. Menurut pandangan jumhur, istimtā’ ( ْمُتْعَـتْمَتْسا اَمَف) yang dimaksud 
oleh ayat di atas (Q.S. al-Nisa’ [4]:24), adalah nikah 
(persetubuhan melalui akad nikah), karena rangkaian ayat diawali 
dengan pembahasan tentang nikah,  yakni tentang wanita-wanita 
yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan dalam ayat 
sebelumnya, yakni Q.S. al-Nisa’ [4]:22 dan 23 (... َحَكَن اَم اوُحِكْنَـت َلاَو
 ْمُُكؤَباآ), kemudian menjelaskan bahwa selain yang disebutkan 
berarti halal (  ْمُكِلاَوْمَِبأ اوُغَـت ْـبَـت ْنَأ ْمُكِلَذ َءَارَو اَم ْمُكَل َّلِحُأَو ). Rangkaian ayat 
kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang nikah juga 
sebagaimana disebutkan dalam ayat setelahnya, yakni Q.S. al-
Nisa’ [4]:25 ( ِتاَنِمْؤُمْلا ِتاَنَصْحُمْلا َحِكْنَـي ْنَأ ًلاْوَط ْمُكْنِم ْعِطَتْسَي َْلم ْنَمَو). Oleh sebab 
itu, ( ِِھب ُْمتَْعتَْمتْسا اََمف) harus dipahami dalam konteks nikah. 48F49 
                                                          
48al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6558.  
49 ‘Alā’ al-Dīn, Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’, vol. 5, 462. 

























2. Penyebutan istilah mahar dengan ujūr, juga biasa dilakukan oleh 
al-Qur’an, sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa’ [4]:25, serta Q.S. al-
Ahzab [33]:50: 
... َّنُهوُتآَو َّنِهِلْهَأ ِنْذِِبإ َّنُهوُحِكْنَاف  َّنُهَروُجُأ  ِفوُرْعَمْلِبا... 
“...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan 
berilah maskawin mereka menurut yang patut...”   
 َتْيَـتآ ِتي َّلالا َكَجاَوَْزأ َكَل اَنْلَلْحَأ َّ�ِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ َّنُهَروُجُأ... 
 “ Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 
isteri- isterimu yang telah kamu berikan maskawinnya...”  
 
Menurut Shafi’i,   ُرْهَمْلا َُرْجَلأا ُقاَدَّصلا  adalah istilah -istilah dengan 
makna yang sama.49F50 
 
3. Adapun argumen Imamiyah bahwa prosedur pemberian ujrah 
dilakukan setelah istimta’, sementara prosedur pemberian mahar 
diberikan sebelum istimta’, hanya merupakan gaya bahasa taqdīm 
/ mendahulukan dan ta’khīr / mengakhirkan (  يرختأ و يمدقت ). Makna 
ayat adalah “berikanlah maharnya jika kalian akan melakukan 
istimtā’/persetubuhan”. Gaya bahasa semacam ini biasa dilakukan 
oleh al-Qur’an sebagaimana Q.S. al-Ṭalāq [65]:1, dan Q.S. al-
Ma’idah [5]:6: 
 َّنِِتهَّدِعِل َّنُهوُقَِّلطَف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ... 
“ Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar)...” 
 ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغَاف ِةَلاَّصلا َلىِإ ْمُتْمُق اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ �َ... 
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu...”  
 
Ayat pertama bermakna ‘jika kamu hendak menceraikan istrimu”, 
bukan ‘jika kamu telah menceraikan istrimu’, sebab tidak 
                                                          
50 Al-Shāfi’ī, al-Umm, vol. 5,  58. 

























mungkin ada perintah untuk menceraikan jika telah terjadi 
perceraian, sekalipun bahasa yang digunakan adalah ( ُمُتْقََّلط اَذِإ/jika 
kalian telah menceraikan). Demikian pula, makna ayat kedua 
adalah ‘jika kalian hendak salat’, bukan ‘jika kalian telah salat’, 
sebab jika telah salat maka tidak mungkin ada perintah untuk 
melakukan wudu’, sekalipun bahasa yang digunakan adalah ( اَذِإ
 ِةَلاَّصلا َلىِإ ْمُتْمُق/jika kalian telah mendirikan salat).50F51  
4. Jika ayat di atas dipahami sebagai kebolehan mut’ah, menurut 
riwayat dari Ibnu ‘Abbas serta Ibnu Mas’ud, maka telah di-nasakh 
oleh ayat talak, mahar, waris, serta ‘iddah.52 
5. Izin mut’ah yang diberikan Rasul pada beberapa momen perang, 
merupakan izin dalam kondisi darurat yang telah dihapus 
kebolehannya,53 sebagaimana telah disebutkan oleh beberapa 
hadis di atas.  
Ibn Abbās yang disebut-sebut sebagai salah seorang sahabat 
yang menyetujui nikah mut’ah juga telah menarik persetujuannya. 
Dalam berbagai riwayat memang disebutkan bahwasanya Ibn ‘Abbās 
memperbolehkan nikah mut’ah, namun kemudian beliau menariknya. 
Konon, menjelang wafatnya beliau berdo’a:” Ya Allah sesungguhnya 
aku bertobat kepadaMu atas segala ucapanku (pendapatku) tentang 
nikah mut’ah. Dan dengan ini aku tarik segala pendapatku terdahulu 
tentang nikah mut’ah”. Memang masyhur diberitakan  bahwa 
sebelumnya Ibnu Abbās memperbolehkan nikah mut’ah. ’Ammār—
salah seorang sahabat—bertanya kepada beliau:”Apakah mut’ah  itu 
sebuah perzinaan ataukah sebuah pernikahan?”. Ibnu Abbās 
menjawab: ”Bukan zina, juga bukan nikah”. ”Kalau begitu, lantas 
apa?”. Dengan lugas, beliau menjawab: ” Ya mut’ah, sebagaimana 
yang telah difirmankan oleh Allah”. Lebih lanjut Ammār 
bertanya:”Apakah  dalam mut’ah berlaku ’iddah?”. ”Ya, ’iddah-nya 
satu kali haid”. ”Apakah keduanya saling mewarisi?”. Ibnu Abbās 
menjawab:”Tidak”. 
                                                          
51 ‘Alā’ al-Dīn, Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’, vol. 5, 462. Lihat juga al-
Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6558. 
52 ‘Alā’ al-Dīn, Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’, vol. 5, 462 
53 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6558. 

























Tak pelak, ”fatwa” tersebut segera beredar luas di kalangan 
masyarakat. Menyadari adanya potensi  terjadi kesimpangsiuran atas 
fatwanya, dengan segera beliau melakukan klarifikasi. Dalam 
klarifikasinya beliau berkata: ”Demi Allah, saya tidak menyatakan 
bahwa mut’ah itu boleh secara mutlak. Yang saya maksudkan adalah 
mut’ah itu boleh dalam keadaan terpaksa (darurat) sebagaimana 
kebolehan makan bangkai, darah, serta daging babi (dalam keadaan 
darurat)”.54 Demikianlah pada akhirnya beliau menarik pendapatnya 
dan menyatakan bahwa kebolehan mut’ah—termasuk dalam keadaan 
darurat-- telah dihapus (mansukh).  
Para sahabat dan tabi’in yang disebut-sebut sepakat terhadap 
keabsahan mut’ah diduga tidak mengetahui adanya hadis Nabi yang 
me-nasakh kebolehan nikah mut’ah. Oleh sebab itu, jumhur ulama 
sepakat bahwasanya nikah mut’ah hukumnya haram.55 
Perkawinan mut’ah tidak akan pernah memberikan 
kemaslahatan kepada siapapun, terutama bagi wanita.  Perkawinan 
mut’ah hanya memunculkan persoalan-persoalan sosial yang sangat 
merugikan, seperti lahirnya anak dimana bapaknya tidak diketahui. 
Praktek mut’ah sangat tidak sesuai dengan akhlak agama serta nurani 
dan pikiran  sehat. Benar di awal Islam nikah mut’ah diperbolehkan. 
Nampaknya hal  tersebut dalam rangka tadrij (penahapan hukum) 
sebagaimana yang terjadi dalam kasus pengharaman khamr. Situasi 
sosial pada saat itu tidak memungkinkan dilakukan larangan 
sekaligus. Kalau Islam membenarkan nikah mut’ah, bukankah itu 
akan sangat bertentangan dengan missi Islam sendiri dalam 
menempatkan wanita pada posisi terhormat? 
 
                                                          
54 al-Rāzī, Tafsīr al-Rāzī, vol.5,, 51 
55 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 6558. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Putusnya pernikahan ada dua macam, yakni putus karena kematian dan 
putus hidup. Seluruh ulama sepakat bahwa putus hidup ada dua macam, yakni 
putus karena talak dan putus karena fasakh. Perbedaan pendapat di kalangan 
mereka adalah apa saja yang termasuk kategori talak dan apa saja yang 
termasuk kategori fasakh,1 sebagai berikut: 
Pertama, menurut Ḥanafiyah, yang termasuk kategori fasakh adalah 
riddah; salah satu pasangan hengkang ke wilayah musuh; hak khiyār 
seseorang yang dinikahkan saat masih kecil dan setelah dewasa menuntut 
untuk berpisah; hak khiyār seorang budak wanita yang merdeka sementara 
suaminya masih berstatus budak; akad yang tidak memenuhi syarat (nikah 
fāsid) seperti tidak ada saksi, perkawinan berjangka (mut’ah); tidak ada 
kafā’ah, atau mahar yang kurang memenuhi standar dan lain-lain. Ukuran 
yang digunakan oleh Ḥanafiyah adalah segala macam bentuk putusnya 
pernikahan yang disebabkan pihak isteri, termasuk kategori fasakh karena 
wanita tidak punya hak talak, demikian juga segala macam bentuk pernikahan 
fāsid, sementara segala macam bentuk putusnya pernikahan yang berasal dari 
suami atau disebabkan suami, termasuk kategori talak, termasuk khulu’. 
Khusus untuk riddah, Ḥanafī—berbeda dengan Muḥammad, seorang ulama 
Ḥanafiyah—memasukkannya dalam kategori fasakh baik yang murtad itu 
isteri ataupun suami, karena riddah menyebabkan halal darahnya.2 
Kedua, menurut Mālikiyah, putusnya pernikahan bisa berasal dari 
nikah sahih, bisa juga berasal dari nikah fāsid.3 Seluruh bentuk putusnya 
pernikahan dari nikah sahih termasuk kategori talak, kecuali yang 
menyebabkan putus selamanya. Demikian juga jika keabsahan akad 
                                                 
1 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 
2004), 6874. 
2 A. Rahman al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah, vol.4, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), 374. Lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa 
Adillatuh, vol. 9, 6875-7. 
3 Nikah fāsid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sekalipun 
menurut  mazhab lain, sah. Misalnya, nikah tanpa wali sah menurut Ḥanafī, tapi tidak 
sah menurut jumhur 
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diperselisihkan oleh ulama, maka juga termasuk kategori talak, seperti nikah 
tanpa wali yang dianggap sah oleh Ḥanafiyah namun dinyatakan tidak sah 
oleh Mālikiyah. Adapun akad yang disepakati seluruh ulama  atas rusaknya, 
maka termasuk fasakh seperti nikah mut’ah, menikahi mahram, wanita yang 
sedang ‘iddah, dan lain-lain.  
Dalam pandangan Mālikiyah, yang termasuk fasakh adalah li’ān, nikah 
mut’ah, menikahi mahram, wanita yang sedang ‘iddah, seorang suami atau 
isteri yang beralih dari Islam setelah pasangannya memeluk Islam. Adapun 
yang termasuk kategori talak adalah īlā’, khulu’, riddah, pernyataan talak dari 
suami, tuntutan karena tidak ada kafā’ah, nafkah atau persoalan pergaulan 
yang tidak baik.4 
Ketiga, dalam pandangan Shāfi’iyah yang termasuk kategori talak 
adalah seluruh ucapan talak dari suami, baik tegas maupun kināyah, khulu’, 
īlā’, serta keputusan cerai dari dua hakam akibat shiqāq. Sementara fasakh 
ada 17 macam, di antaranya riddah, li’ān, menikahi dua bersaudara, tidak ada 
kafā’ah,  dan lain-lain.5  Keempat, menurut Ḥanābilah, beberapa bentuk 
putus nikah yang termasuk kategori fasakh, yaitu khulu’ jika tidak 
menggunakan lafaz talak atau tidak diniati talak; riddah; cacat pada suami 
atau isteri seperti gila, impoten, dan lain-lain dan harus diputuskan hakim; 
salah satu pasangan masuk Islam; īlā’; li’ān. Adapun yang termasuk kategori 
talak adalah ucapan talak dari suami baik tegas maupun kināyah.6  
 
                                                 
4 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 375. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 
9, 6867-8. 
5 Ibid. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 9, 6869. 
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A. Talak  
1. Pengertian Talak dan Dasar Hukum 
Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak 
dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan tashri’ yang bersifat 
pengecualian karena situasi darurat (ةرورضلل يئانثتسا عيرشت قلاطلا انمإو), setelah 
gagal menempuh berbagai langkah ‘penyelamatan’. Setelah terjadi talak, 
agama masih memberi kesempatan untuk kembali lagi –bahkan tanpa 
perlu saksi—sepanjang dalam masa ‘iddah. 6F7 Hal itu menunjukkan bahwa 
semaksimal mungkin talak harus dihindari. 
 Menurut Wahbah al-Zuhaily, setidaknya ada dua alasan mengapa 
hak talak berada di tangan laki-laki: 
1. Perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan 
gampang menjatuhkan talak akibat terbawa perasaan 
2. Talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti 
penyegeraan pembayaran mahar (bila mahar belum dibayar), nafkah 
selama masa ‘iddah yang harus diberikan kepada isteri yang ditalak, 
serta mut’ah (pesangon karena ditalak) Kewajiban-kewajiban materi 
ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan.8 
Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan (قلاطلإاو ديقلا لح). 
Secara shar’ī, talak adalah  melepaskan ikatan pernikahan dengan 
menggunakan lafaz talak atau yang semacamnya ( هونحو قلاطلا ظفلب حاكنلا دقع لح 
).9  Sayyid Sābiq mendefinisikannya dengan “melepaskan ikatan 
perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri ( ةقلاع ءا�إو جاوزلا ةطبار لح
ةيجوزلا)”.9F10 Keabsahan talak didasarkan pada al-Qur’an (diantaranya Q.S. al-
Baqarah [2]:229), sunnah, serta ijma’ ulama: 
 َّرَم ُقلاَّطلا ٍناَسْحِِبإ ٌحِيرْسَت َْوأ ٍفوُرَْعِبم ٌكاَسْمَإف ِنَتا… 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”  
                                                 
7 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 9, 6877-8. 
8 Ibid., 6877. 
9 Ibid., 6873. 
10 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 577. 
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نع  َِّللها ُلوُسَر َلَاق َلَاق ٍبِراَُمح-ملسو هيلع الله ىلص-   َضَغْـَبأ اًئ ْـيَش ُ َّللها َّلَحَأ اَم
.ِقَلاَّطلا َنِم ِهَْيِلإ11 
“Dari Muḥārib, Rasulullah bersabda:”Tidak ada sesuatu yang halal yang 
sangat dibenci Allah selain talak”.  
 
Disamping al-Qur’an dan sunnah, ulama juga sepakat bahwa talak 
dibenarkan, sekalipun pada dasarnya talak tersebut dibenci oleh Allah 
sebagaimana hadis Nabi di atas. Di samping itu, secara logika, jika 
hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, maka mustahil 
dipertahankan karena hanya akan mengakibatkan madarat bagi kedua 
belah pihak.12 Namun demikian, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan 
situasi dan kondisi masing-masing, sebagai berikut:13 
1. Wajib, jika terjadi perselisihan (shiqāq) antara suami istri secara terus 
menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam. 
Kewajiban menjatuhkan talak juga berlaku jika suami tidak mampu 
menjalankan kewajiban sebagai suami sehingga menyebabkan 
madarat bagi isteri. Demikian juga seorang suami yang meng-īla’ 
istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan) 
setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, 
bilamana ia enggan kembali kepada istrinya (Q.S. al-Baqarah [2]:226-
227): 
 ِن ْنِم َنوُلْؤُـي َنيِذَِّلل ٌميِحَر ٌروُفَغ ََّللها َّنَِإف اوُءَاف ْنَِإف ٍرُهْشَأ ِةَعَـبَْرأ ُصُّبَرَـت ْمِِهئاَس
)226 ٌميِلَع ٌعي َِسم ََّللها َّنَِإف َقَلاَّطلا اوُمَزَع ْنِإَو ( 
“Kepada orang-orang yang meng-īla’ isterinya diberi tangguh empat 
bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
227. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka 
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. 
 
                                                 
11 Abū Dāud Sulaimān al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kitāb 
al-‘Arabī, t.th.), 220. 
12 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 9, 6874. 
13Ibid., 6878. Lihat juga Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 578. 
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Hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan 
ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.14  
2. Haram, menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang 
sudah dicampuri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi 
memerintahkan Ibn ‘Umar untuk kembali kepada isterinya karena 
menceraikan isterinya dalam keadaan haid.15  Hukum haram juga 
berlaku bagi mereka yang menjatuhkan talak, sementara akibat talak 
diduga kuat ia berbuat zina.  
3. Makruh,  menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak 
dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh 
adalah hukum asal talak.16 
4. Mubah jika ada alasan tertentu, seperti buruknya prilaku istri, 
buruknya perlakuan terhadap suami, dan lain-lain.  
5. Sunnah, yaitu bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah, seperti 
meninggalkan salat, sementara suami tidak mampu memaksanya.17 
 Ada beberapa alasan  yang dibenarkan untuk terjadinya talak antara 
lain: 
1. Tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi 
pergaulan yang tidak baik 
2. Prilaku buruk isteri dan atau suami 
3. Pembangkangan isteri terhadap suami 
4. Prilaku zalim suami terhadap isteri 
5. Suami atau isteri tidak mampu menjalankan kewajiban 
6. Suami atau isteri melakukan tindakan maksiat, seperti mabuk dan lain-
lain 
7. Buruknya prilaku suami atau isteri terhadap orang tua pasangannya.18 
 
                                                 
14 Abū Isḥāq Ibrāhīm b. ‘Alī b. Yūsuf al-Fairūzabādī , al-Muhadhdhab fī Fiqh 
Madhhab al-Imām al-Shāfi’i, vol.2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 111. 
15 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, vol. 2, (T.t.: Dār al-
Fikr al-Islamiyah, t.th.), 46. 
16 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 264. 
17 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 578. Lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh 
al-Islāmī,  vol. 9, 6880. 
18  al-Ri’āsah al-‘Āmmah li Idārat al-Buḥūth al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’ wa al-Da’wah 
wa al-Irshād,  Majallat al-Buḥūth al-Islāmiyah, vol. 16, (T.T.: t.p., t.th.), 349 
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2. Rukun dan Syarat Talak  
Rukun talak menurut Ḥanafiyah hanya satu, yakni lafaz talak. 
Sementara menurut jumhur ada lima, yakni suami yang menjatuhkan 
talak, istri yang ditalak (قلاطلا لمح),  ṣighat, dan ada kehendak menjatuhkan 
talak.18F19 
 Adapun syarat sah menjatuhkan talak adalah: 
Pertama ; talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang 
mewakili, yang baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan. Talak yang 
dijatuhkan orang gila, walaupun gilanya datang dan pergi tidak sah, jika 
talak tersebut dijatuhkan saat dia gila. Ḥanābilah menilai sah talak yang 
dijatuhkan anak yang mumayyiz  sepanjang ia berakal dan mengetahui 
akibat hukum dari talak. Ḥanafī berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan 
dalam keadaan dipaksa, sah. 20 Pendapat jumhur didasarkan pada hadis 
Nabi: 
 : لاق ، هنع الله يضر يلع نع عفر : لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر تعسم
 وأ غلبي تىح بيصلا نعو ،  أبري تىح نونلمجا لاق وأ ىلتبلما نع ثلاث نع  ملقلا
ظقيتسي تىح مئانلا نعو لقعي21 
 “Diangkat pena dari tiga orang, yakni dari orang yang tidur sampai dia 
bangun, dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai dia 
berakal”.  
 
 ْدَق َ َّللها َّنِإ : َمَّلَسو ِهْيلَع الله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ، ِِّيراَفِغْلا ٍّرَذ ِبيَأ ْنَع
.ِهْيَلَع اوُِهرْكُتْسا اَمَو ، َناَيْسِّنلاَو ، ََأطَْلخا ِتيَُّمأ ْنَع َزَواََتج
22 
“Dari Abū Dhar al-Ghifārī, ia berkata, Rasulullah 
bersabda:”Sesungguhnya Allah mengampuni ummatku dari (dosa) 
karena keliru, lupa, serta karena dipaksa”. 
                                                 
19 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6878-9. 
20 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 251-3. Lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-
Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6881. 
21 Sulaimān b. Dāūd b. al-Jārūd,  Musnad Abī Dāūd al-Ṭayālisī, vol.1 , (T.t.: t.p., 
1999),  89. 
22 Ibn Mājah, Sunan Ibnu Mājah, vol.3 , (T.t.: Maktabah Abī al-Mu’āṭī, t.th.), 199. 
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نونلمجاو بيصلا قلاط لاإ زئاج قلاط لك23 
“Setiap talak sah, kecuali talak (yang dijatuhkan) anak kecil dan orang 
gila” 
 
Kedua:  ada kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini seseorang 
sengaja mengucapkan lafaz-lafaz talak sesuai maknanya, sekalipun 
tanpa didahului niat. Dengan demikian, talak tidak perlu didahului niat 
sepanjang dilakukan dengan sengaja dengan lafaz ṣarīḥ (jelas dan tegas). 
Sebaliknya, seseorang yang menyebutkan kata talak kepada istrinya 
namun dimaksudkan untuk menyanyi, atau mengajar, tidak jatuh talak.  
Ketiga: sasaran talak adalah istri yang sedang terikat pernikahan 
sekalipun belum terjadi senggama, atau sedang menjalani masa ‘iddah 
talak raj’ī. Seseorang yang menjatuhkan talak kepada wanita yang belum 
menjadi istrinya, tidak sah, sekalipun pada akhirnya wanita itu menjadi 
istrinya, sejalan dengan hadis Nabi: 
 الله ىَّلَص ِِّبيَّنلا ِنَع ، ٍبِلَاط ِبيَأ ِنْب ِّيِلَع ْنَع َلْبَـق َقَلاَط َلا : َلَاق ، َمَّلَسو ِهْيلَع
 ِحاَكِّنلا.24 
 “Dari ‘Ali b. Abi talib, dari Nabi saw, bahwasanya beliau ber-
sabda:”Tidak ada talak, sebelum ada pernikahan”. 
 
Keempat: ada hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan 
perempuan tersebut. Kelima,  lafaz talak harus mengandung makna 
pelepasan ikatan nikah, baik secara ṣarīḥ (jelas dan tegas), yakni talak, 
firāq (قارفلا), dan al-sarḥ (حرسلا),  maupun kināyah (sindiran). Lafaz yang 
ṣarīḥ  tidak perlu niat, sementara lafaz sindiran harus disertai niat untuk 
menjatuhkan talak.24F25 Talak dapat dijatuhkan dengan lisan,  tulisan, 
ataupun isyarat. Namun demikian, berbeda dengan jumhur (Ḥanafī, 
Mālikī, dan Ḥanbalī), menurut Shāfi’ī, talak yang dijatuhkan dengan 
tulisan, termasuk talak kināyah, sebab bisa jadi tulisan tersebut hanya 
                                                 
23 ‘Alī al-Qārī, Sharah Musnad Abī Ḥanīfah, vol. 1, (T.t: t.p., t.th.), 477. 
24 Ibid.,  203. 
25 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6881, dst. 
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dimaksudkan untuk latihan menulis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, talak 
tersebut dianggap sah jika disertai niat yang sungguh-sungguh untuk 
menjatuhkan talak dan dengan bahasa yang jelas dan tegas serta 
menunjuk pada isteri sebagai sasaran talak. Talak dapat dijatuhkan 
dalam bahasa Arab, atau bahasa lain yang bermakna talak.26  
Lafaz ṣarīḥ  adalah lafaz yang secara jelas dan tegas 
menunjukkan makna sesuatu (dalam hal ini, menunjukkan makna talak) 
dan digunakan untuk makna talak. Dalam pandangan Shāfi’īyah dan 
Dhahiriyah, lafaz ṣarīḥ  dalam talak ada tiga, yaitu talak, firāq, dan al-
sarḥ,  karena tiga lafaz itulah yang disebutkan dalam al-Qur’an. 
Sebagian ulama Zahiri bahkan mengatakan bahwa di luar tiga lafaz itu, 
maka talak tidak sah. Adapun ayat-ayat yang menyebutkannya 
diantaranya Q.S. al-Baqarah [2]:229; Q.S. al-Nisa’ [4]:130: 
 َْوأ ٍفوُرَْعِبم ٌكاَسْمَِإف ِنَتاَّرَم ُقَلاَّطلا ٌحِيرْسَت  ٍناَسْحِِبإ... 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik…” 
... ْنِإَوَاقَّرَفَـتَـي  ِهِتَعَس ْنِم ًّلاُك ُ َّللها ِنْغُـي... 
“... jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada 
masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya...” 
 
Adapun kinayah adalah lafaz yang mengandung banyak 
kemungkinan arti, disamping kemungkinan arti talak.27 Misalnya, 
seorang suami mengatakan kepada isterinya, ‘pulang saja ke rumah 
orang tuamu’, atau ‘sekarang semua terserah kamu’, dan lain-lain. 
Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa talak tidak perlu saksi 
karena talak merupakan hak suami. Berbeda dengan pandangan 
tersebut, Shi’ah Imamiyah berpendapat bahwa kehadiran saksi 
merupakan syarat sahnya talak sejalan dengan pernyataan Q.S. al-Ṭalāq 
[65]:2: 
                                                 
26 al-Fairūzabādī , al-Muhadhdhab, vol.2, 114. Lihat juga Sayid Sabiq, Fiqh al-
Sunnah, vol. 2, 586. 
27 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 584. 





















135Bab 3 – Putusnya Pernikahan 129 
 َنْغَلَـب اَذَِإف ٍلْدَع ْيَوَذ اوُدِهْشَأَو ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُِقرَاف ْوَأ ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُكِسْمَأَف َّنُهَلَجَأ
 َِِّلله َةَداَهَّشلا اوُميَِقأَو ْمُكْنِم... 
“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddah-nya, maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...” 
  
 Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat ulama kontemporer 
diantaranya Sayid Sābiq. Menurutnya, jika dalam pernikahan 
disyaratkan kehadiran dua orang saksi, maka sangat logis jika dalam 
perceraian juga harus dihadiri dua orang saksi.28 
Disamping itu, ulama berbeda pendapat tentang hukum talak yang 
dijatuhkan dalam kondisi atau cara tertentu yaitu: 
1. Dipaksa menjatuhkan talak. Menurut jumhur, talak yang dijatuhkan 
orang yang dipaksa, tidak sah, sebab tidak ada kehendak dan ikhtiyār 
(pilihan/kebebasan) untuk menjatuhkan talak, padahal ikhtiyar dan 
kehendak merupakan prinsip taklif. Dengan demikian, orang yang 
dipaksa menjatuhkan talak, pada dasarnya dia menjalankan kehendak 
orang yang memaksa, bukan kehendaknya sendiri. Setidaknya ada 
dua dalil yang digunakan jumhur, yakni Q.S. al-Nahl [16]:106 serta 
hadis Nabi: 
 ِدْعَـب ْنِم َِّللهِبا َرَفَك ْنَم ِنَايم ِْلإِبا ٌّنِئَمْطُم ُهُبْلَـقَو َِهرُْكأ ْنَم َّلاِإ ِِهنَايمِإ ... 
“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)...” 
قلاغإ فى قلاط لا29 
“Tidak ada talak dalam paksaan” 
 
Berbeda dengan jumhur, Ḥanafiyah berpendapat bahwa talak yang 
dijatuhkan orang yang dipaksa, tetap sah, karena ia bermaksud 
                                                 
28 Ibid., 586. 
29 Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Khalaf b. A. Mālik b. Baṭṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, Sharh Ṣaḥīḥ 
al-Bukhārī, vol. 6, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), 137. 
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menjatuhkan talak sekalipun tidak rela, sebagaimana orang yang 
bercanda.30  
2.  Bercanda atau pura-pura. Jumhur berpendapat bahwa talak yang 
dijatuhkan dengan cara demikian, sah, karena diucapkan dengan 
sengaja dan tanpa paksaan sekalipun tidak bertujuan untuk talak.31 
Alasan jumhur adalah hadis Nabi: 
 : لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نأ ةريره بيأ نع ٌّدِج َّنُهُّدِج ٌثَلاَث
  ُةَعْجَّرلاو ُحاَكِّنلاَو ُقَلاَّطلا ٌّدِج َُّنُلهْزَهَو32 
“Ada tiga hal, yang baik disampaikan secara sungguh-sungguh, atau 
ber-olok-olok, tetap dianggap sungguh-sungguh, yaitu talak, nikah, 
dan rujuk”. 
 
3. Mabuk. Dalam pandangan jumhur, seseorang yang mabuk bukan 
karena sesuatu yang haram, maka talak yang dijatuhkannya tidak sah, 
seperti mabuk karena dipaksa, atau minum khamr untuk kepentingan 
pengobatan, dan lain-lain. Dalam hal ini ia seperti orang tidur. 
Sebaliknya talak yang dijatuhkan karena sengaja mabuk dengan 
minum khamr  atau hal lain yang diketahui keharamannya, maka 
talak yang dijatuhkannya, sah, sebagai hukuman atas tindakannya 
melakukan sesuatu yang haram dan dilakukannya secara sengaja, 
tanpa tekanan ataupun darurat. Sementara itu,  Imam Zufar dan al-
Ṭaḥāwī dari kalangan Ḥanafīyah, salah satu riwayat Ahmad, serta 
imam Muzannī dari kelompok Shāfi’iyah, serta ‘Umar b. A. Azīz dan 
‘Uthmān b. ‘Affān berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh 
orang yang sedang mabuk, tidak sah secara mutlak, karena ia sedang 
hilang akal seperti orang gila. Maka seluruh tindakannya bukanlah 
muncul dari  kehendaknya. Adapun tindakan mabuk yang dilakukan 
harus mendapat sangsi terpisah, yakni hukuman bagi pemabuk 
                                                 
30 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 253. Iihat juga Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-
Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6885. 
31 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6886-7. 
32 Abū Isḥāq Ismā’īl b. Ja’far b. Abī Kathīr al-Anṣārī al-Madanī, Ḥadīth Ismā’īl b. 
Ja’far, vol., (T.t.: t.p., t.th.), 455. 
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berupa ḥad. Kelompok ini mengutip pernyataan ‘Uthmān, Ibn 
‘Abbās dan ‘Alī, yaitu:33 
 :سابع نبا لاقو ،قلاط ناركسل لاو نونلمج سيل :هنع الله يضر نامثع لاق
لماو ناركسلا قلاط لاإ زئاج قلاطلا لك :يلع لاقو ،زئابج سيل هركتس
هوتعلما قلاط 
“Uthman berkata, ‘tidak ada talak bagi orang gila dan orag mabuk’. 
Ibn ‘Abbas berkata,’talak yang dijatuhkan orang mabuk dan yang 
dipaksa, tidak boleh (tidak sah)’. Dan ‘Ali berkata, ‘semua talak 
boleh kecuali talak orang yang ma’tūh (tidak sadar)”. 
 
4. Keseleo lidah/keliru (sabq al-lisān). Orang yang bermaksud 
mengucapkan sesuatu, tapi lidahnya keliru mengucap talak, maka 
tidak jatuh talak, karena tidak ada maksud dan kehendak untuk 
menjatuhkan talak. Hal ini berbeda dengan mereka yang bercanda 
dan berpura-pura. Sekalipun hanya bercanda atau berpura-pura, 
namun mereka sengaja mengucapkan kata talak, sehingga jatuhnya 
talak bagi mereka yang bercanda dan berpura-pura merupakan 
hukuman karena telah mempermainkan hukum agama.34 
5. Marah. Marah yang membuat seseorang tidak menyadari ucapannya, 
talaknya tidak sah, karena apa yang diucapkannya tidak muncul dari 
kehendaknya.35  
 ٍقلاْغِإ ِفي َقلاَط لاَو َقاَتِع لا36 
“Tidak ada memerdekakan budak ataupun talak dalam keadaan 
ighlāq (marah)” 
 
Kata ighlāq ditafsirkan beragam oleh ulama. Sebagian 
menafsirkan marah, sebagian lagi menafsirkannya dipaksa, dan 
                                                 
33 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6884. 
34 Ibid., 6887. 
35 Al-Jazīrī, Kitab al-Fiqh, vol. 4, 251. Lihat juga Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 
vol. 2, 581-582. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6882-
7. 
36 Ibn al-‘Arabī, Mu’jam Ibn al-‘Arabī, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 471. 
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sebagian lagi menafsirkannya gila. Menurut Ibnu Taimiyah—
sebagaimana dikutip Sayid Sābiq—hakikat ighlāq adalah 
terbelenggunya hati seseorang sehingga ia tidak menyadari 
ucapannya. Dengan demikian, talaknya orang yang dipaksa, gila, 
hilang akal akibat mabuk atau marah termasuk dalam kategori 
ighlāq. 
Sayid Sābiq membagi marah menjadi tiga tingkatan: 
a. Marah yang membuat seseorang hilang akal sehingga tidak 
menyadari ucapannya. Dalam hal ini talaknya tidak sah. 
b. Marah yang tidak sampai mengubah pikiran seseorang sehingga ia 
menyadari dan masih mampu mengendalikan ucapannya. Dalam 
hal ini, talaknya sah. 
c. Marah yang tidak sampai mengubah pikirannya, namun sudah 
keluar dari kebiasaannya. Dalam kondisi ini, seseorang masih 
menyadari ucapannya dan masih mengeluarkan perkataan secara 
sengaja, sehingga ia bisa menyesali atas apa yang sudah 
diucapkannya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sayid 
Sabiq cenderung menyatakan tidak sah. 37  
 
3. Macam-Macam Talak  
Dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidak, talak ada dua: 
1. Talak raj’ī, yaitu talak dimana suami dapat kembali kepada istrinya 
(ketika masih dalam masa ‘iddah) tanpa perlu melakukan pernikahan 
baru. Dalam hal ini, wanita dimaksud tidak boleh menolak untuk 
rujuk dengan syarat sudah terjadi hubungan suami isteri.38 Talak 
jenis ini adalah talak satu dan dua (Q.S. al-Baqarah [2]:229):  
 ٍناَسْحِِبإ ٌحِيرْسَت َْوأ ٍفوُرَْعِبم ٌكاَسْمَِإف ِنَتاَّرَم ُقَلاَّطلا... 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” 
 
Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa di era Jahiliyah, talak 
dapat dilakukan berkali-kali dan laki-laki dapat kembali kepada 
                                                 
37 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 581-582. 
38 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid vol. 2, 45. 
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isterinya kapan pun dia mau. Maka Islam mengaturnya dan 
membatasi bilangan talak yang dapat dirujuk.39 
 
2. Talak bā’in, yaitu talak dimana suami tidak dapat kembali kepada 
istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Talak ba’in 
menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu 
meninggal sekalipun istri dalam masa ‘iddah. Talak jenis ini ada dua: 
a. Talak bā’in ṣughrā (kecil), yaitu  (1) talak satu atau dua yang 
disertai uang pengganti (‘iwad{) dari pihak istri yang disebut 
khulu’ ; (2) talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum 
dicampuri; (3) talak yang dijatuhkan hakim; (4) serta atau karena 
īlā’ (bersumpah tidak akan mengumpuli istri dan telah lewat masa 
empat bulan). 
b. Talak bā’in kubrā (besar), yaitu talak tiga. Talak tiga jatuh, baik 
disampaikan sekaligus ataupun satu persatu.40 Jika seorang suami 
menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia  tidak boleh 
kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah 
kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan 
intim dengan suami barunya, bercerai, dan telah selesai menjalani 
‘iddah.41 Ketentuan ini berdasar Q.S. al-Baqarah [2]:230 serta 
hadis Nabi: 
 ـْيَغ اًجْوَز َحِكْنَـت َّتىَح ُدْعَـب ْنِم ُهَل ُّل
َِتح َلاَف اَهَقََّلط ْنَِإف َُهر... 
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 
kawin dengan suami yang lain...” 
 
Ketika istri Rifā’ah al-Qurazī yang telah ditalak tiga ingin 
kembali kepada suaminya pasca ia menikah dengan laki-laki lain, 
Rasulullah menjawab: 
                                                 
39 Muḥammad b. ‘Abdillah Abū Bakr b. al-‘Arabī al-Mālikī, Aḥkām al-Qur’an, 
vol.1,  (T.t.: t.p. , t.th.), 376. 
40 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6928. 
41 Ibid., 6955. 
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هَتَل ْـيَسُع يِقوُذَتَو ِكَتَل ْـيَسُع َقوَُذي َّتىَح َلا.42 
“Tidak, sampai ia merasakan madumu dan kamu merasakan 
madunya”. 
 
Pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang sesungguhnya, 
bukan pernikahan yang ditujukan untuk menghalalkan 
bersatunya kembali suami istri yang telah bercerai tiga tersebut 
(تقؤلما ليلحتلا حاكن). Sekalipun tujuan pernikahan itu tidak 
dipersyaratkan dan tidak disebutkan dalam akad nikah, menurut 
Malik, Ahmad, Al-Thaurī, dan Ẓahiriyah, pernikahan yang 
diniatkan untuk menghalalkan kembalinya suami isteri yang 
telah bercerai tiga itu batal. Sebaliknya, dalam pandangan 
Ḥanafīyah dan Shāfi’īyah, sepanjang tidak dipersyaratkan dan 
juga tidak disebutkan dalam akad, maka hukum pernikahan itu 
sah, namun makruh.43 
Berbeda dengan jumhur, dalam pandangan Ẓahiriyah talak yang 
dijatuhkan tiga sekaligus, hanya jatuh satu. Argumen yang 
mereka ajukan adalah pemahaman secara zahir Q.S. al-Baqarah 
[2]:229-230: 
 ِنَتاَّرَم ُقَلاَّطلا... 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali...” 
 ِم ُهَل ُّلَِتح َلاَف اَهَقََّلط ْنَِإف َُهر ْـيَغ اًجْوَز َحِكْنَـت َّتىَح ُدْعَـب ْن... 
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 
kawin dengan suami yang lain...” 
 
Berdasarkan ayat di atas, maka talak harus dijatuhkan satu 
persatu. Talak yang dijatuhkan tiga sekaligus berarti hanya jatuh 
satu. Mereka juga berargumen dengan riwayat dari Ibn ‘Abbās: 
                                                 
42 Muḥammad b. Ismā’īl al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol.7, (Kairo: Dār al-Sha’b, 
1987), 55. 
43 Wahbah al-Zuḥailī, al-Tafsīr al-Munīr, vol.2, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 
1418), 337. 
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 َِّللها ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع ُقَلاَّطلا َناَك َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع- هيلع الله ىلص
ملسو-  ٍرْكَب ِبىَأَو َلاَقَـف ًةَدِحاَو ِثَلاَّثلا ُقَلاَط َرَمُع ِةََفلاِخ ْنِم ِْينَـتَـنَسَو
 ٌة�ََأ ِهيِف ُْمَله ْتَناَك ْدَق ٍرَْمأ ِفى اوُلَجْعَـتْسا ِدَق َساَّنلا َّنِإ ِباَّطَْلخا ُنْب ُرَمُع
.ْمِهْيَلَع ُهاَضْمََأف ْمِهْيَلَع ُهاَن ْـيَضَْمأ ْوَلَـف
44 
“Dari Ibn ‘Abbas, ia berkata, “Di masa Rasul dan Abu Bakar 
serta dua tahun masa ‘Umar, talak tiga yang dijatuhkan sekaligus 
berarti jatuh satu, namun kemudian ‘Umar berkata, 
“sesungguhnya orang-orang sangat terburu-buru dalam 
(melakukan) sesuatu dimana dulu mereka melakukannya dengan 
sabar, seandainya saya menetapkan (talak tiga sekaligus jatuh 
satu) pada mereka, maka ia menetapkannya pada mereka”.  
 
Riwayat lain dari Ibn ‘Abbās yang disampaikan Ibn Isḥāq, juga 
digunakan sebagai argumen oleh kelompok ini. Dalam riwayat 
tersebut diceritakan bahwa  Rukānah menceraikan isterinya 
dengan talak tiga sekaligus, kemudian ia merasakan kesedihan 
yang luar biasa. Rasul kemudian bertanya kepadanya, 
“bagaimana engkau menceraikanya?”, “Saya menceraikannya 
dengan talak tiga dalam satu majlis”. Rasul bersabda, “itu berarti 
cerai satu, maka hendaklah engkau rujuk padanya”. 
Argumen ini dibantah oleh pendukung jumhur. Kelompok ini 
mengajukan riwayat sebaliknya dari Sa’īd b. Jubair, Mujāhid, 
‘Aṭā’, ‘Amr b. Dinār dan lain-lain yang menyatakan bahwa talak 
tersebut jatuh tiga. Riwayat Ibn Isḥāq dinilai meragukan oleh 
kelompok ini. Menurut versi mereka, banyak ulama terpercaya 
yang menyatakan bahwa Rukānah dicerai dengan talak al-battah 
(ةتبلا قلاط)45 oleh suaminya, bukan dicerai tiga. Sebab perbedaan 
                                                 
44 Abū Ḥusein Muslim b. Muslim al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 4, (Beirut: Dār 
al-Jail, t.th.), 183. 
45 Menurut ‘Umar b. Khaṭṭāb, talak al-battah  adalah talak satu, sementara menurut 
‘Ali, talak al-battah talak tiga. Menurut Shāfi’ī, talak al-battah bergantung pada niat 
suami, jika ia bermaksud satu, maka jatuh satu, tapi jika bermaksud dua atau tiga, 
maka jatuh dua atau tiga.  Lihat Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 594-5. 
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ini adalah, apakah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tersebut 
bergantung kepada kehendak suami, atau bergantung pada 
ketetapan shara’ ? Bagi mereka yang menyamakan talak dengan 
perbuatan yang keabsahannya ditentukan oleh shara’ seperti 
nikah dan jual beli berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan 
sekaligus berarti jatuh satu. Adapun mereka yang menyamakan 
talak dengan nazar dan sumpah, berpendapat jatuh tiga karena 
bergantung kepada kehendak pelaku. 46    
Adapun talak bāin bagi budak adalah dua kali. Hanya saja ulama 
berbeda pendapat apakah ketentuan tersebut berlaku jika 
suaminya budak, atau jika isterinya yang budak?. Dalam 
pandangan Mālik dan Shāfi’ī, sepanjang suaminya budak maka 
talak bā’in adalah dua kali, baik isterinya merdeka ataupun 
budak. Berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian ulama di 
antaranya Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa  ketentuan itu berlaku 
jika isterinya budak, baik suaminya budak atau merdeka.47 
Dilihat dari segi sesuai atau tidak dengan tuntunan 
agama (sunnah), talak terbagi menjadi: 
1. Talak sunnī yaitu talak yang sesuai dengan tuntunan agama, 
yakni talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan 
belum dicampuri, atau dalam keadaan hamil, dengan talak satu 
persatu. Talak jenis ini hukumnya halal. Ketentuan ini 
berdasarkan Q.S. al-Ṭalāq [65]:1: 
 ِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ َّنِِتهَّدِعِل َّنُهوُقَِّلطَف َءاَس... 
“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar)...” 
 
Menurut Shāfi’ī, ayat tersebut berarti “ceraikanlah istri-istrimu 
pada masa ‘iddah-nya”, yakni dalam keadaan suci. Jika istri 
ditalak dalam keadaan suci, maka secara otomatis ia sudah masuk 
dalam masa ‘iddah-nya.48  
                                                 
46 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 46. 
47 Ibid. 
48 Wahbah al-Zuḥailī, al-Tafsīr al-Munīr, vol.28, (Damaskus: Dār al-Fikr al-
Mu’āṣir, 1418), 267. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
















































































































































No  Ḥanafiyah Mālikiyah Shāfi’iyah Hanābilah 




















2 Syarat sah 1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2. Ada kehendak talak 
3. Isteri sah atau sedang 
‘iddah talak raj’ī 




1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2. Ada kehendak talak 
3. Isteri sah atau sedang 
‘iddah talak raj’ī 
4. Lafaz talak 
mengandung makna 
pelepasan ikatan nikah 
1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2.  Ada kehendak 
talak 
3.  Isteri sah atau 
sedang ‘iddah talak 
raj’ī 




1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2. Ada kehendak talak 
3. Isteri sah atau sedang 
‘iddah talak raj’ī 
4. Lafaz talak 
mengandung makna 
pelepasan ikatan nikah 
3 Lafaz talak 
yang tegas 
(ṣarīḥ) 
Talak, firāq (قارف), al-
sarḥ (حرسلا) 
Talak, firāq (قارف), al-sarḥ 
(حرسلا) 
Talak, firāq (قارف), al-
sarḥ (حرسلا) 
Talak, firāq (قارف), al-sarḥ 
(حرسلا) 


























No  Ḥanafiyah Mālikiyah Shāfi’iyah Hanābilah 




















2 Syarat sah 1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2. Ada kehendak talak 
3. Isteri sah atau sedang 
‘iddah talak raj’ī 




1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2. Ada kehendak talak 
3. Isteri sah atau sedang 
‘iddah talak raj’ī 
4. Lafaz talak 
mengandung makna 
pelepasan ikatan nikah 
1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2.  Ada kehendak 
talak 
3.  Isteri sah atau 
sedang ‘iddah talak 
raj’ī 




1. Suami atau yang 
mewakili baligh, 
berakal, dan tidak 
dalam paksaan 
2. Ada kehendak talak 
3. Isteri sah atau sedang 
‘iddah talak raj’ī 
4. Lafaz talak 
mengandung makna 
pelepasan ikatan nikah 
3 Lafaz talak 
yang tegas 
(ṣarīḥ) 
Talak, firāq (قارف), al-
sarḥ (حرسلا) 
Talak, firāq (قارف), al-sarḥ 
(حرسلا) 
Talak, firāq (قارف), al-
sarḥ (حرسلا) 
Talak, firāq (قارف), al-sarḥ 
(حرسلا) 
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No  Ḥanafiyah Mālikiyah Shāfi’iyah Hanābilah 
4 Status talak 
dengan tulisan 
Jika pernyataannya 
tegas, talak ṣarīḥ 
Jika pernyataannya tegas, 
talak ṣarīḥ 
Kināyah Jika pernyataannya tegas, 
talak ṣarīḥ 
5 Talak yang 
dipaksa 
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Macam-Macam Talak 
No  Macam-Macam Implikasi 
1 Dari Segi 
dapat dirujuk 
1. Talak Raj’ī  
 
Dapat rujuk tanpa 
akad nikah baru 




a. Ṣughrā Tidak dapat rujuk 
kecuali dengan akad 
nikah baru, sekalipun 
dalam masa ‘iddah 





intim dengan suami 
barunya, bercerai dan 
selesai menjalankan 
‘iddah 



















Jumhur : Haram tapi 
sah 
Sebagian ulama : 
Tidak sah 
3 Talak Bā’in 
Ṣughrā 
1. Khulu’ 
2. Talak kepada isteri 
yang belum dicampuri 
3. Talak yang dijatuhkan 
hakim 
4. Īlā’ (talak karena 
bersumpah tidak 
mencampuri isteri dan 
Tidak dapat rujuk 
kecuali dengan akad 
nikah baru, sekalipun 
dalam masa ‘iddah 
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No  Macam-Macam Implikasi 
telah melewati 4 
bulan) 
4 Talak Bā’in 
Kubrā 
Talak tiga, baik 
dijatuhkan sekaligus 
ataupun bertahap 





intim dengan suami 






1. Pengertian dan dasar hukum 
Sekalipun talak berada di tangan suami dan merupakan hak suami, 
namun istri juga dapat mengajukan gugatan putus nikah, yang disebut 
khulu’. Khulu’ adalah tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar 
‘iwad{ (uang tebusan) kepada suami. Sementara ahli fqh mendefinisikan 
khulu’ dengan جرلا قارفهل لصيح لذبب هتجوز ل  (cerai yang dijatuhkan seorang suami 
terhadap istrinya dengan mendapat imbalan).53 Ulama lain 
mendefinisikannya dengan ‘perceraian antara suami isteri disertai dengan 
pemberian sejumlah harta dari isteri, dengan menggunakan lafaz tertentu 
(ةصوصمخ ظافلبأ ،اهجوزل ةأرلما هعفدت ضوع ىلع ينجوزلا ينب يرتج ٌةَقْرُـف)’.53F54 Dengan demikian, 
‘iwad (uang tebusan) merupakan aspek terpenting dalam khulu’ 
sebab tanpa uang tebusan, maka tidak ada khulu’. 
Dasar khulu’ adalah (Q.S. al-Baqarah [2]:229): 
...اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف َِّللها َدوُدُح اَميُِقي َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنَِإف  ِِهب ْتَدَتْـفا اَميِف ...  
                                                 
53 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 607. 
54 Majmu’ah min al-mu’allif, al-Fiqh al-Muyassar fī d{aw’ min al-Kitāb wa al-
Sunnah, (T.t.: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1424), 310. 
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“... jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...  
 
Disamping ayat di atas, khulu’ juga didasarkan hadis Nabi: 
 �َ ْتَلاَقَـف ملسو هيلع الله ىلص َِّبيَّنلا ِتََتأ ٍسْيَـق ِنْب ِتِبَثا ََةَأرْما َّنَأ ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع
 ُنْب ُتِبَثا ِالله َلوُسَر ِهْيَلَع ُبُتْعَأ اَم ٍسْيَـق  ِفي َرْفُكْلا َُهرْكَأ ِّنيِكَلَو ٍنيِد َلاَو ، ٍقُلُخ ِفي
 ْسِلإا ْمَعَـن ْتَلَاق ُهَتَقيِدَح ِهْيَلَع َنيِّدُرَـَتأ ملسو هيلع الله ىلص ِالله ُلوُسَر َلاَقَـف ، ِمَلا
.ةَقيِلْطَت اَهْقَِّلطَو َةَقيَِدْلحا ِلَبْـقا : ملسو هيلع الله ىلص ِالله ُلوُسَر َلَاق55 
“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya istri Thābit b. Qais datang kepada Nabi dan 
berkata:” Ya Rasul, saya tidak mencela Thabit b. Qais dalam prilakunya 
dan agamanya, tapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Rasul 
bertanya:” apakah engkau mengembalikan kebunnya ?”. Wanita tersebut  
menjawab, :”ia”. Rasul berkata (kepada Thabit) :”terimalah kebun itu dan 
ceraikan dia”. 
 
Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya istri Thābit 
menginginkan perceraian bukan karena buruknya prilaku suaminya, juga 
bukan karena kurangnya (pemahaman/kepatuhan) agamanya, tetapi 
karena tidak suka terjadinya pergaulan suami istri yang buruk karena 
sangat membenci suaminya. Atas hal tersebut, Rasulullah memerintahkan 
untuk bercerai dan mengembalikan kebun yang diberikan oleh suaminya 
kepada sang suami (sebagai tebusan). Peristiwa ini merupakan peristiwa 
khulu’ pertama dalam Islam.56 
Berbeda dengan jumhur, Abū Bakar b. Abdillah al-Mazīnī 
berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh mengambil kembali apa 
yang sudah diberikannya kepada isteri. Menurut Abū Bakar, Q.S. al-
Baqarah [2]:229 di atas sudah di-nasakh (dihapus) oleh  Q.S. al-nisa’ 
[4]:22, yakni : 
                                                 
al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol.7 , 60. 
56 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 9, 7009. 
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 ٍجْوَز َلاَدْبِتْسا ُُتمْدََرأ ْنِإَو  اًئ ْـيَش ُهْنِم اوُذُخَْتأ َلاَف ًارَاطْنِق َّنُهاَدْحِإ ْمُت ْـيَـتآَو ٍجْوَز َناَكَم
اًنيِبُم ًاْثمِإَو �ًاَتْهُـب َُهنوُذُخَْتأأ 
“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang 
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang 
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang 
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 
tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?” 
 
Dalam pandangan jumhur, ayat di atas melarang suami mengambil 
kembali harta yang telah diberikannya kepada isteri, jika isterinya tidak 
rida. Namun, jika sang isteri rela, maka tidak ada larangan untuk 
mengambilnya kembali.57  
Khulu’ dibenarkan karena untuk menghilangkan madarat pada istri. 
Khulu’ dapat diajukan jika suami berbuat zina, mabuk, judi, dan lain-lain 
atau karena istri tidak menyukai sifat-sifat suami yang dapat 
menghalanginya membangun rumah tangga yang baik. Khulu’ terhitung 
sebagai talak sehingga mengurangi bilangan talak. Namun demikian, 
berbeda dengan talak, khulu’ dapat dijatuhkan ketika istri sedang haid, 
atau suci yang sudah dicampuri.58 
Adapun syarat keabsahan khulu’  adalah, pihak suami cakap 
bertindak hukum, yakni baligh dan berakal--namun Ḥanābilah 
mengabsahkan talak dari suami yang mumayyiz--, istri merupakan wanita 
yang dinikahi secara sah, baik sudah dicampuri atau belum, baik masih 
terikat pernikahan maupun berada dalam masa ‘iddah talak raj’ī serta 
cakap bertindak hukum, dan uang tebusan harus pantas.59 Khulu’ tidak 
membutuhkan campur tangan hakim, sehingga lafaz talak cukup 
disampaikan oleh suami.60 
Khulu’  dapat menggunakan lafaz talak, baik secara ṣarīḥ  (jelas) 
maupun kināyah, baik dengan menggunakan bahasa Arab atau bukan, 
serta lafaz khulu’. Lafaz fasakh menurut Shāfi’īyah termasuk kategori 
kināyah. Menurut Ḥanafīyah, khulu’ dapat menggunakan lafaz khulu’ 
                                                 
57 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 50. 
58 al-Fairūzabādī , al-Muhadhdhab, vol.2, 100-108. 
59 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 7007-7024. 
60 Ibid., vol. 4, 3151. 
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(عللخا), mubāra’ah (ةأرابلما), talak (قلاط), mufāraqah (ةقرافلما), serta jual-beli ( عيبلا
ءارشلاو). Sementara menurut Mālikīyah, khulu’ dapat menggunakan lafaz 
khulu’ (عللخا), mubāra’ah (ةأرابلما), ṣulḥ (حلصلا), fidyah atau mufādah (ةادافلما).60F61 
Wanita  yang berpisah dengan suaminya akibat khulu’, tetap 
berkewajiban menjalani masa ‘iddah secara normal. Berbeda dengan talak 
raj’ī, wanita yang bercerai akibat khulu’ dapat menolak ajakan suaminya 
untuk rujuk. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada rujuk dalam 
khulu’.  Oleh sebab itu, jika ingin kembali, harus melalui nikah baru. 
Namun demikian, sekalipun khulu’ diperbolehkan, Nabi mewanti-wanti 
agar wanita memanfaatkan ‘fasilitas’ ini hanya dalam keadaan darurat 
saja.62 
 :مّلسو هيلع ّللها ىّلص ّللها لوسر لاق :لاق ،نباوث نع»تلأس ةأرما ايمأ  اهجوز
ةنلجا ةحئار اهيلع مارحف ،سبأ ام يرغ نم قلاطلا«63  
“Dari Thaubān, berkata, Rasulullah bersabda, “siapapun wanita yang 
menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau 
surga”. 
 
2. Status khulu’ 
Ulama berbeda pendapat tentang status khulu’, apakah termasuk talak 
ataukah fasakh ? Pertama, jumhur ulama’ berpendapat bahwa perceraian 
yang diakibatkan oleh khulu’ merupakan talak bā’in dan tidak 
memerlukan keputusan hakim. Dengan demikian, jika pasca terjadinya 
khulu’ kedua pasangan ingin rujuk, maka harus melalui pernikahan baru 
sekalipun dalam masa ‘iddah. 64  
Kedua, Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Shāfi’ī 
memasukkannya dalam kategori fasakh. Riwayat lain dari Imam Shāfi’ī 
menyebutkan bahwa khulu’ adalah talak kināyah, jika yang bersangkutan 
                                                 
61 Ibid., vol.9, 7010. 
62 Wahbah al-Zuḥailī, al-Tafsīr al-Munīr, vol. 2,  335. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh 
al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 7036. 
63 Aḥmad b Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad b Ḥanbal, vol. 5, (Kairo: Mu’assasah 
Qurṭubah, t.th.), 277. 
64 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 4, 3151. 
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menghendaki talak, maka terhitung talak, jika tidak, maka termasuk 
fasakh. Namun, dalam qawl jadīd-nya, ia menyebutnya sebagai talak.65 
 Ketiga, Ḥana<bilah membaginya menjadi dua. Pertama, jika khulu’ 
menggunakan lafaz ṣarīḥ (tegas dan jelas) seperti khulu’ atau mufādah, 
atau yang menggunakan lafaz kināyah seperti  mubāra’ah dan tidak 
diniatkan talak, maka statusnya adalah fasakh dan tidak mempengaruhi 
bilangan talak. Tetapi jika diniatkan talak, maka statusnya adalah talak.66 
Ulama yang berpendapat bahwa khulu’  termasuk kategori talak 
berargumen bahwasanya fasakh  terjadi bukan karena ikhtiyār (pilihan), 
sementara khulu’ terjadi akibat pilihan dan kehendak yang bersangkutan. 
Oleh sebab itu, ia termasuk kategori talak. Adapun ulama yang 
berpendapat bahwa khulu’  termasuk dalam kategori fasakh 
mengemukakakan alasan, bahwasanya Q.S al-baqarah [2]:229  berbicara 
tentang jumlah talak (yang dapat dirujuk), yakni dua kali ( ِنَتاَّرَم ُقَلاَّطلا), yang 
dilanjutkan dengan penjelasan tentang khulu’  ( َحاَنُج َلاَف َِّللها َدوُدُح اَميُِقي َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنَِإف
 ِِهب ْتَدَتْـفا اَميِف اَمِهْيَلَع), kemudian dalam ayat berikutnya (Q.S. al-baqarah [2]:230 
) al-Qur’an berbicara tentang talak ke-tiga yang tidak dapat dirujuk 
sebelum menikah dengan orang lain ( ُهَر ْـيَغ اًجْوَز َحِكْنَـت َّتىَح ُدْعَـب ْنِم ُهَل ُّلَِتح َلاَف اَهَقََّلط ْنَِإف). 
Seandainya khulu’ termasuk talak, berarti talak yang tidak dapat dirujuk 
yang disebut dalam ayat berikutnya (Q.S. al-baqarah [2]:230) bukanlah 
talak ketiga, melainkan talak keempat. Pendapat ini dibantah oleh jumhur. 
Dalam pandangan mereka, ayat tersebut (Q.S. al-baqarah [2]:229) 
memuat tentang khulu’ untuk menunjukkan bahwa khulu’ termasuk 
bagian dari talak, bukan sesuatu yang berada di luar talak. Alasan terakhir 
yang dikemukakan kelompok ini adalah bahwa fasakh terjadi dengan 
dilandasi saling rida antar kedua belah pihak dengan dikiyaskan pada 
fasakh-nya jual beli, sementara khulu’ terjadi karena tuntutan salah satu 
pihak. 66F67 
 
                                                 
65 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 50. 
66 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 4, 3151-2. 
67 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 50.  
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C. Nushūz 
Secara bahasa, nushūz berarti ‘tempat yang tinggi ( ُعَِفتْرُمْلا ُناَكَمْلا)’. 
Bagian bumi yang tinggi disebut nushūz. Seorang yang duduk kemudian 
berdiri disebut nushūz (امئاق ضهنف ادعاق ناك اذإ زشنيو). Q.S. al-mujādalah [58]:11 
menyebutkan (اوُزُشْنَاف اوُزُشْنا َليِق اَذِإَو/ dan apabila dikatakan: "berdirilah 
kamu", maka berdirilah).68  
 Secara istilah, Ḥanafiyah mendefinisikan nushūz dengan 
‘keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa hak ( ِْيرَِغب اَهِجْوَز ِتْيَـب ْنِم ِةَجْوَّزلا ُجوُرُخ
 ٍّقَح)’. Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari Mālikiyah, 
Shāfi’iyah, dan Ḥanābilah mendefinisikan nushūz dengan ‘ketidaktaatan 
isteri terhadap suami (اَهِجْوَز ِةَعَاط ْنَع ِةَجْوَّزلا ُجوُرُخ)’. Jika mengacu pada definisi 
di atas, berarti  nushūz  hanya berkaitan dengan isteri yang meninggalkan 
kewajibannya, sementara suami yang meninggalkan kewajibannya tidak 
disebut nushūz. .68F69  
Berbeda dengan pandangan di atas, sebagian ulama menyatakan 
bahwa istilah nushūz  juga berlaku bagi suami. Menurut mereka, jika 
nushūz dinisbatkan pada isteri berarti pembangkangan isteri kepada 
suami, tapi jika dinisbatkan kepada suami, berarti kezaliman yang 
dilakukan suami kepada isteri.70 Abū Manṣūr al-Lughawī sebagaimana 
dikutip al-Qurṭubī mendefinisikan nushūz dengan ‘kebencian suami 
isteri atas pasangan masing-masing (هبحاص ينجوزلا نم دحاو لك ةيهارك)’. Pendapat 
senada juga dikemukakan al-Rāzy. 70 F71 Jika mengacu pada pendapat kedua, 
maka nushūz ada dua, yakni nushūz dari pihak isteri dan nushūz  dari 
pihak suami. Pendapat kedua lebih kuat karena ayat al-Qur’an 
menjelaskan adanya nushūz  dari pihak suami (Q.S. al-nisa’ [4]:128). 
 
                                                 
68 Hai’ah Kibār al-‘Ulama’ bi al-Mamlakat al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyah, al-Buḥūth 
al-‘Ilmiyyah, vol. 2, (T.t.: Ri’āsah idarat al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, 2004), 
4. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-
Kuwaitiyah, vol. 40, 284. 
69 Tim Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol. 40, 
(Kuwait: Kementerian Wakaf, 1427), 284. 
70 Ibid.  
71 Al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol.5, 171. Lihat juga al-Rāzy, Mafātīḥ 
al-Ghaib, vol.11, 235. 
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C.1. Nushūz  dari pihak isteri 
Al-Qur’an menjelaskan tentang nushūz  yang dilakukan 
seorang isteri dalam Q.S. al-nisa’ [4]:34: 
                         
            
       
                          
      
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri  
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushūz-
nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar”. 
 
Sebagaimana disebutkan di atas, ketika isteri melakukan 
nushūz  berarti dia melakukan pembangkangan terhadap suami 
yang seharusnya ditaatinya. Menurut Ḥanafiyah, perbuatan yang 
masuk kategori nushūz  antara lain adalah keluar tanpa izin, 
kecuali darurat atau ada uzur, seperti mengunjungi orang tua. 
Demikian pula pergi haji tanpa izin suami.72  
Mālikiyah dan Ḥanābilah tidak sepakat dengan Ḥanafiyah 
dalam hal perjalanan haji wajib. Menurut mereka,  pergi haji yang 
                                                 
72 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 10, 7364. 





















155Bab 3 – Putusnya Pernikahan 133 
wajib tanpa izin suami, tidak termasuk kategori nushūz. Di antara 
perbuatan yang masuk kategori nushūz  menurut Mālikiyah antara 
lain adalah menolak melakukan hubungan suami isteri, keluar 
rumah tanpa izin suami ke tempat yang tidak disukai suaminya 
atau patut diduga bahwa suaminya tidak akan memberinya izin 
dengan catatan suaminya tidak mampu melarangnya. Jika suami 
mampu melarang, namun tidak melarang, maka tidak disebut 
nushūz. Meninggalkan kewajiban yang merupakan hak Allah 
seperti salat, puasa, juga dikategorikan nushūz.73   
Sementara itu beberapa perbuatan yang termasuk kategori 
nushūz  menurut Shāfi’iyah antara lain adalah keluar tanpa izin 
suami dengan catatan ia keluar bukan untuk mencari nafkah 
karena suaminya tidak bisa memberi nafkah, atau membeli 
kebutuhan sehari-hari yang memang harus dilakukan, atau 
mendatangi majlis ilmu untuk meminta fatwa karena suaminya 
tidak mengerti hukum masalah yang sedang ditanyakan isterinya. 
Ketika suami tidak ada, isteri boleh mengunjungi kerabat, 
tetangga, menengok orang sakit atau takziyah, tanpa izinnya dan 
tidak termasuk kategori nushūz .  Perbuatan lain yang termasuk 
kategori nushūz  antara lain menolak berhubungan suami isteri 
tanpa ada uzur yang dibenarkan agama, tidak mau membukakan 
pintu untuk suami, serta berucap yang membangkitkan emosi 
suami . Shafi’iyah sepakat dengan Hanafiyah bahwa pergi haji 
wajib tanpa izin suami termasuk kategori nushūz. 74  
Tidak jauh berbeda dengan pandangan di atas, menurut 
Ḥanābilah, tanda-tanda nushūz adalah mengulur-ulur waktu atau 
menunjukkan berat hati ketika diajak istimtā’ (bersetubuh). 
Sementara itu tindakan yang dianggap nushūz secara nyata adalah  
sikap tidak taat kepada suami serta keluar rumah tanpa izin.75 
Jika mengacu pada penjelasan para ulama di atas, 
prinsipnya ketika seorang isteri tidak patuh, maka ketidakpatuhan 
itu adalah tindakan nushūz, karena seorang isteri harus patuh pada 
                                                 
73 Ibid., 7365. 
74 Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 10, 7364-5. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf 
Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol.40, 288-9. 
75 Ibid., 290. 
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suami sebagai penyeimbang atas kewajiban seorang suami kepada 
isterinya. 
 ُسَرِل َليِق : َلَاق ، ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ِءاَسِّنلا ُّيَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللها ىَّلَص ِالله ِلو
 اَهِسْفَـن ِفي ُهُفِلَاُتخ َلاَو َرََمأ اَذِإ ُهُعيِطُتَو ، َرَظَن اَذِإ ُهُّرُسَت ِتيَّلا : َلَاق ٌر ْـيَخ
 َُهرْكَي َاِبم َاِلهاَمَو 76 
Dari Abu Hurairah berkata, Nabi saw ditanya, “wanita manakah 
yang terbaik ? Nabi menjawab, “wanita yang menyenangkan jika 
dipandang oleh suaminya, patuh jika diperintah, dan tidak 
melakukan tindakan yang tidak disukai suaminya, baik terhadap 
dirinya maupun hartanya”. 
 
Implikasi nushūz   
Ulama berbeda pendapat, apakah nushūz  dapat 
menggugurkan nafkah ? Menurut jumhur, di antaranya 
Ḥanafiyah, Malikiyah, serta riwayat yang masyhur dari 
Shāfi’iyah, al-Sha’bī, Ḥammād, al-Auzā’ī, serta Abū Thaur,  jika 
seorang isteri melakukan nushūz   maka ia tidak berhak 
mendapatkan nafkah baik sandang, pangan, maupun papan. 
Menurut kelompok yang berpendapat nafkahnya gugur, ketika 
seorang isteri menolak diajak bersetubuh, maka nafkahnya gugur 
pada hari dia menolak tersebut. Demikian juga jika dia keluar 
rumah tanpa izin.77 
Pendapat ini ditolak oleh sebagian Mālikiyah. Menurut 
mereka, nushūz  tidak dapat menggugurkan nafkah. Alasan 
mereka, nushūz  tidak dapat menggugurkan mahar, sehingga juga 
tidak dapat menggugurkan nafkah. Namun dalam keadaan hamil, 
seluruh Mālikiyah sepakat bahwa nafkah tidak gugur.78 
Ibnu Ḥazm dari kalangan al-Ẓāhirī sepakat bahwa nushūz 
tidak menggugurkan nafkah. Menurutnya, Q.S. al-nisa’ [4]:34 
telah secara jelas menyatakan bahwa  hukuman bagi isteri yang 
                                                 
76 Al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī, vol.6, 68. 
77 Tim Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 
vol.40, 291. 
78 Ibid., 289-290. 
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nushūz  adalah tidak tidur bersama, serta memukulnya ( ىَلَع َسَْيل ُهََّنأ
 ُبْرَّضلاَو ُرَْجْلها َّلاِإ ِزِشاَّنلا). Tidak memberikan nafkah kepadanya, berarti 
mengambil haknya, dan itu adalah kebatilan yang tidak diizinkan 
agama. Sekalipun nushūz adalah tindakan kezaliman, namun 
tidak berarti harus merampas harta yang menjadi haknya.79  
Sebagai pemimpin yang berkewajiban ‘menghidupi’ 
isterinya, agama memberi hak kepada seorang suami untuk 
‘mengingatkan’ isteri yang nushūz  sebagaimana dikemukakan 
Q.S. al-nisa’ [4]:34. Al-Qurṭubī mencatat sebab nuzul ayat ini 
sebagai berikut: 
 ِنْب ِدْعَس ِفي َُةيْلآا ِهِذَه ْتََلزَـن ِهْيَلَع ْتَزَشَن ، ُهْنَع َلىاَعَـت َُّللها َيِضَر ِعِيبَّرلا
 " : لاَقَـف َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللها ىَّلَص ِِّبيَّنلا َلىِإ اَهُوَبأ َاِبه َءاَجَف ، اَهَمَطَلَـف ُُهَتَأرْما
 ْيَلَع ُ َّللها ىَّلَص ُِّبيَّنلا َاَله لاَقَـف ، اَهَمَطَلَـف َِتيِيمرَك ُهُتْشَرْـَفأ ُهْنِم ي ِّصَتْـقا : َمَّلَسَو ِه
 اوُعِجْرا : َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللها ىَّلَص لاَقَـف ، ُهْنِم َّصَتْقَـِتل اَهِيَبأ َعَم ْتَفَرَصْناَو ،
 ِهْيَلَع َُّللها ىَّلَص لاَقَـف ، ََةيْلآا ِهِذَه َلىاَعَـت َُّللها لَزْـَنأَو ، ِنيَتاأ لِيْبرِج اَذَه ،
 ََرأ : َمَّلَسَو َصاَصِقْلا َعَفَرَو ، ٌر ْـيَخ ُ َّللها َدَاَرأ يِذَّلاَو ، ًارَْمأ ُ َّللها َدَاَرأَو ًارَْمأ �َْد
80 
“ Ayat tersebut turun terkait dengan kasus Sa’d b. al-Rabī’ yang 
menampar isterinya karena nushūz. Kemudian ayah mertuanya 
menghadap Nabi berserta isteri Sa’d dan berkata kepada Nabi, 
“Aku menyerahkan anak kesayanganku untuk ditidurinya, tapi ia 
menamparnya”. Nabi menjawab, “tampar balik, dia”. Keduanya 
kemudian hendak menampar balik Sa’d, namun dipanggil 
kembali oleh Nabi, “ kembalilah, ini Jibril datang”. Maka 
turunlah ayat di atas. Nabi kemudian bersabda, “Aku 
menghendaki sesuatu, namun Allah berkehendak lain. Dan 
kehendak Allah lebih baik ( ٌر ْـيَخ َُّللها َدَارَأ يِذَّلاَو ، اًرْمَأ َُّللها َدَارَأَو اًرْمَأ �َْدَرَأ)”. 
Maka Nabi meniadakan qisas dalam kasus tersebut”. 
 
                                                 
79 Ibnu Ḥazm, al-Muḥallā, vol.9, 511. 
80 Al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol. 5, 168. 
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Berdasarkan ayat di atas, maka langkah-langkah yang 
dapat dilakukan suami untuk ‘mengingatkan’ isteri adalah 
sebagai berikut : 
1. Memberi nasihat ( ُظْعَوْلا), yakni mengingatkan dengan cara 
yang dapat melunakkan hatinya agar supaya ia kembali taat 
terhadap kewajibannya (  َّنُهوُظِعَف َّنُهَزوُشُن َنوُفَاَتخ ِتيَّلالاَو / Wanita-
wanita yang kamu khawatirkan nushūz-nya, maka 
nasehatilah mereka). Menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah, jika 
isteri sudah nushūz secara nyata,  maka suami harus segera 
memberinya nasihat, sementara dalam pandangan Shāfi’iyah 
dan Ḥanābilah, nasihat diberikan ketika sudah terlihat tanda-
tanda nushūz  dari pihak isteri, seperti berbicara ketus, 
melayani dengan berat hati, dan lain-lain. Mengapa nasihat 
diberikan saat isteri belum nushūz  ? Karena nasihat tidak 
memberi madarat, sehingga sekalipun tindakan nushūz  
belum dilakukan, nasihat boleh diberikan.81  
2. Langkah kedua adalah meninggalkan tempat tidur ( ُرَْجْلها), 
berdasarkan lanjutan ayat di atas ( ِعِجاَضَمْلا ِفي َّنُهوُرُجْهاَو / dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka). Menurut 
Ḥanafiyah, al-hajru dilakukan jika nasihat yang diberikan 
tidak diindahkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat 
tentang bentuk ‘al-hajru’. Sebagian berpendapat al-hajru  
adalah ‘tidak tidur bersama’. Pendapat ini ditolak oleh ulama 
lain. Menurut kelompok kedua, al-hajru bukan berarti ‘tidak 
tidur bersama dan tidak  menyetubuhinya’, tetapi ‘tidak 
mengajaknya bicara sekalipun tidur bersama dan tetap 
melakukan hubungan suami isteri’. Alasan kelompok kedua 
ini adalah karena persetubuhan adalah hak suami isteri, 
sehingga jika langkah ini dilakukan, maka akan 
menyebabkan madarat juga bagi suami. Oleh sebab itu, tidak 
tepat memberi peringatan kepada isteri yang salah dengan 
                                                 
81Abū Bakar Muḥammad b. ‘Abdillah b. Ibrāhīm b. ‘Abduwaih al-Baghdādī al-
Shāfi’ī al-Bazzāz, Aḥkām al-Qur’an, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 136. . Lihat juga Tim 
Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol.40, 296. 
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cara mencabut hak suami. Pendapat lain menyatakan bahwa 
al-hajru  adalah tidak melakukan hubungan suami isteri saat 
isteri menginginkannya, namun saat suami yang 
menginginkan, maka hubungan suami isteri tetap dilakukan, 
karena ini adalah kesalahan isteri sehingga hak dia yang 
harus diambil, bukan hak suami. 
Menurut ulama Mālikiyah, antara lain Ibnu ‘Arabī 
serta riwayat dari Mālik, al-hajru adalah meninggalkan 
tempat tidur, sehingga diharapkan sang isteri segera 
menyadari kesalahannya dan memperbaiki. Batasan 
maksimal untuk meninggalkan adalah satu bulan.  
Menurut Shāfi’iyah, jika isteri tidak mengindahkan 
nasihat suaminya, maka hendaknya tinggalkan tempat 
tidurnya karena hal itu akan memberi efek ‘pengajaran’ yang 
cukup keras bagi dia. Jika tidak mengajak bicara, maka tidak 
boleh melebihi tiga hari sesuai hadis Nabi: 
 َر َّنَأ َرَمُع ِنْب َِّللها ِدْبَع ْنَع َِّللها َلوُس-ملسو هيلع الله ىلص-   َلَاق
 ٍم َّ�َأ َِةَثلاَث َقْوَـف ُهاَخَأ َرُجْهَـي ْنَأ ِنِمْؤُمِْلل ُّل
َِيح َلا.82 
 “Dari Abdullah b. ‘Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, 
‘Tidak halal bagi seorang mukmin tidak menyapa 
saudaranya melebihi tiga hari”. 
 
Menurut Ibnu Ḥajar al-Haitamī, tidak ada batasan 
sampai berapa lama ia ‘meninggalkan (menyetubuhi)’ 
isterinya, bahkan hingga sampai satu tahun pun sepanjang 
tujuannya untuk kebaikan. Namun jika ia sudah kembali 
baik, maka ‘hukuman’ harus dihentikan ( اوُغ ْـبَـت َلاَف ْمُكَنَْعطَأ ْنَِإف
 ّنِهْيَلَع ◌َ ًلايِبَس ). Dalam pandangan Shāfi’iyah, al-hajru 
dilakukan pada saat isteri sudah memulai bertindak nushūz. 
Jika isteri belum bertindak nushūz maka suami haram 
meninggalkannya di tempat tidur.82F83  
                                                 
82 Abū Muslim al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 8, 9. 
83 al-Bazzāz, Aḥkām al-Qur’an, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 136. . Lihat juga Tim 
Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol.40, 296. 
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Menurut Ḥanābilah, jika seorang isteri telah 
menunjukkan sikap nushūz, maka suami dapat 
meninggalkannya di tempat tidur sesuai kehendaknya, 
sejalan dengan firman Allah (  ِفي َّنُهوُرُجْهاَو ِعِجاَضَمْلا ). Ibnu ‘Abbās 
berkata, ‘jangan tinggalkan mereka di tempat tidur ( اَهُعِجاَضُت َلا
 َكِشاَرِف ِفي)’, namun Nabi pernah meninggalkan isterinya di 
tempat tidur dan tidak menyetubuhi mereka hingga satu 
bulan (  َُّللها ىَّلَص ُِّبيَّنلا َرَجَه ْدَقَواًرْهَش َّنِهْيَلَع لُخْدَي ْمَلَـف ُهَءاَسِن َمَّلَسَو ِهْيَلَع ). Adapun 
jika tidak mengajak bicara, maka tidak boleh melebihi tiga 
hari sesuai hadis Nabi di atas. 
3. Memukul ( ُبْرَّضلا). Langkah ketiga yang dapat dilakukan 
oleh suami jika isterinya nushūz,  adalah memukulnya 
( َّنُهُوِبرْضاَو / dan pukullah mereka). Seluruh ulama sepakat 
bahwa memukul tersebut adalah pukulan yang tidak 
melukai, karena tujuannya untuk mendidik. Apa yang 
dimaksud pukulan yang melukai ? Pukulan yang melukai 
adalah pukulan yang menurut kebiasaannya, rasa sakitnya 
parah atau dikhawatirkan hilangnya nyawa atau anggota 
tubuh atau meninggalkan bekas yang menyakitkan. Oleh 
sebab itu, menurut Shāfi’iyah, tidak boleh memukul wajah 
dan area yang dapat merusak, sejalan dengan hadis Nabi : 
 اَم ، َِّللها لوُسَر �َ : ُتْلُـق : لَاق ُهْنَع ُ َّللها َيِضَر ِّيِْيرَشُقْلا ََةيِواَعُم ْنَع
 اَهَوُسْكَتَو ، َتْمَِعط اَذِإ اَهَمِعْطُت َْنأ : لَاق ؟ ِهْيَلَع �َِدَحَأ ِةَجْوَز ُّقَح
 ِوَأ َتْيَسَتْكا اَذِإ َرُجْهَـت َلاَو ، َحِّبَقُـت َلاَو َهْجَوْلا َبِرْضَت َلاَو َتْبَسَتْكا
 ِتْيَـبْلا ِفي َّلاِإ84 
“Dari Muawiyah al-Qushairi, ia berkata, ‘ saya bertanya 
pada Rasul, ‘ ya Rasulullah, apa hak iteri yang harus 
dipenuhi suaminya ? Nabi menjawab, ‘jika engkau makan, 
beri dia makan, jika engkau berpakaian beri dia pakaian, 
                                                 
84 Abū Dāud al-Sijistānī, Sunan Abī Daud, vol.2, 210. 
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dan jangan pukul mukanya, jangan mencela, dan jangan 
tinggalkan dia kecuali di rumah’”. 
 
Ḥanābilah sepakat tidak boleh memukul wajah 
sebagai bentuk memuliakan. Mereka juga melarang 
memukul perut dan bagian-bagian tubuh yang bisa 
berakibat kematian. Menurut mereka, pukulan maksimal 
yang boleh dilakukan adalah sepuluh kali cambuk, 
sebagaimana dikemukakan hadis Nabi : 
 َةَدْرُـب ِبىَأ ْنَع َِّللها َلوُسَر َع
َِسم ُهََّنأ ِِّىراَصَْنلأا- هيلع الله ىلص
ملسو-  ُلوُقَـي  ْنِم ٍّدَح ِفى َّلاِإ ٍطاَوْسَأ َِةرَشَع َقْوَـف ٌدَحَأ ُدَلُْيج َلا
. َِّللها ِدوُدُح85 
 “Jangan seseorang dicambuk melebihi sepuluh kali 
kecuali menyangkut hukuman yang telah ditentukan Allah 
(ḥad)”. 
 
Mencambuk tersebut merupakan hukuman maksimal 
dan harus menggunakan alat yang tidak melukai. 
Mālikiyah, sebagian Shāfi’iyah dan Ḥanābilah, 
menegaskan bahwasanya pemukulan hanya boleh 
dilakukan dengan tangan, atau lidi, atau sikat gigi, tidak 
boleh menggunakan tongkat, lidi, atau kayu karena 
tujuannya adalah untuk mendidik.86 
Di sisi lain ‘kebolehan’ memukul ini perlu juga 
memperhatikan hadis Nabi yang lain, yang dinilai sahih 
oleh al-Albānī : 
»جاضي ثم ،دبعلا دلج هتأرما مكدحأ دليج لامويلا رخآ في اهع«87 
                                                 
85 Abū Muslim al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 5, 126. 
86 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 322-3. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf 
Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol.40, 296-9. 
87 Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Mukhtaṣar Irwa’ al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādīth 
Manār al-Sabīl, vol.1 , (Beirut : al-Maktab al-Islāmy, 1985),  403. 
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“Janganlah kalian mencambuk isteri kalian seperti kalian 
mencambuk budak, kemudian setelah itu kalian kumpuli 
dia di akhir harinya (malam hari)”.  
 
Hadis di atas memberi kesan, sekalipun pemukulan 
boleh dilakukan, semestinya dihindari, karena menjadi 
sebuah ironi, jika isteri yang setiap hari menjadi teman 
dalam seluruh waktunya, dipukuli. Setelah dipukul, 
kemudian diajaknya tidur. Ironi inilah yang ingin 
dikemukakan oleh Nabi agar dipikirkan oleh siapapun yang 
ingin melakukannya. Pemukulan, sekecil apapun akan 
memberi bekas luka yang cukup dalam di hati yang 
selanjutnya akan mengganggu keharmonisan hubungan 
suami isteri.   
 
C.2. Nushūz dari pihak suami 
 
Sebagaimana telah disebutkan di atas, nushūz  juga bisa 
dilakukan oleh suami, sebagaimana dikemukakan Q.S. al-nisa’ 
[4]:128: 
 ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف اًضَارْعِإ َْوأ ًازوُشُن اَهِلْعَـب ْنِم ْتَفاَخ ٌَةَأرْما ِنِإَو
 ٌر ْـيَخ ُحْلُّصلاَو اًحْلُص اَمُهَـن ْـيَـب اَحِلْصُي... 
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nushūz  atau sikap tidak 
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya  dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka) ...” 
 
Ada beberapa versi riwayat sebab nuzul ayat, salah satunya 
sebagaimana dikemukakan Ibnu Kathīr  terkait salah seorang 
isteri Nabi yakni Saudah yang khawatir diceraikan oleh Nabi 
kemudian memberikan waktu gilirannya kepada Aishah. Berikut 
kutipan catatan tulisa Ibnu Kathīr: 
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 هيلع الله ىلص الله لوسر اهقلطي نأ ةَدْوَس تيشَخ :لاق سابع نبا نع
 ،لعفف .ةشئاعل يموي لعجاو نيقلطت لا ،الله لوسر � :تلاقف ،ملسو
 :ةيلآا هذه تلزنو}  { اًضَارْعِإ ْوَأ ًازوُشُن اَهِلْعَـب ْنِم ْتَفاَخ ٌَةأَرْما ِنِإَو
ةيلآا88 
“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Saudah khawatir diceraikan oleh 
Nabi, kemudian berkata, ‘ya Rasulullah, jangan ceraikan aku, 
berikan giliran hariku untuk Aishah’. Nabi kemudian 
melakukannya dan turunlah ayat (اًضاَرْعِإ ْوَأ ًازوُشُن اَهِلْعَـب ْنِم ْتَفاَخ ٌةَأَرْما ِنِإَو).” 
Ketika Ali ditanya tentang ayat tersebut, beliau berkata, ‘ 
ayat ini turun tentang seorang laki-laki yang punya dua isteri, 
salah satunya sudah tua, maka dia hendak menceraikannya. 
Kemudian perempuan itu memberikan bagian gilirannya kepada 
isteri suaminya yang masih muda agar tidak diceraikan oleh 
suaminya.89 
Hampir seluruh ulama memahami bahwa ayat tersebut 
menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan isteri ketika 
suami tidak menyukai isterinya, baik karena sudah tua, sakit, atau 
bertingkah laku yang membangkitkan amarah suami, maka untuk 
meredakan amarah agar suami tidak menceraikannya, isteri 
tersebut dapat menyerahkan hak-haknya terhadap suaminya, 
termasuk hak tidak mendapatkan nafkah. Menurut ulama 
Mālikiyah, segala macam bentuk upaya damai, boleh dilakukan, 
termasuk berdamai dengan cara bersabar. Pandangan moderat 
muncul dari kalangan Shāfi’iyah. Menurut mereka, jika terjadi 
ketegangan suami isteri, jika kesalahan muncul dari pihak isteri, 
pihak isteri bisa melepaskan sebagian hak-nya seperti nafkah, 
sebagai upaya berdamai. Sebaliknya, jika kesalahan muncul dari 
                                                 
88 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘AṢīm, vol.2, 426. 
89 Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad al-Shaukānī, Fatḥ al-Qadīr, vol.2,  (T.t.: t.p., 
t.th.), 224. 
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pihak suami, maka suami bisa memberi kompensasi tambahan 
nafkah sebagai ‘permintaan maaf’ terhadap isteri.90  
Menurut  Rashīd Rid{ā upaya damai selain yang disebutkan 
dalam ayat juga bisa dilakukan karena tujuannya adalah 
mu’āsharah bil ma’rūf (pergaulan yang harmonis). Di sisi lain, 
prinsip hubungan saling menghormati harus diperhatikan, 
demikian juga kewajiban suami memberikan hak-hak isteri 
dengan memperlakukan isteri secara baik, adil, iḥsān, serta 
memberi perlindungan dan tidak boleh memberi madarat, harus 
dilakukan oleh suami.91 Kezaliman adalah sesuatu yang dilarang 
oleh agama, baik dilakukan isteri maupun suami. Dalam beberapa 
riwayat disebutkan, bahwa saat haji wada’ di antara pesan yang 
disampaikan oleh Nabi adalah hak dan kewajiban suami isteri :  
... ْمُكِئاَسِِنلَو ،اًّقَح ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكَل َّنِإ َلاَأ ْمُكُّقَح اَّمََأف ،اًّقَح ْمُكْيَلَع 
 ْنَمِل ْمُكِتوُيُـب ِفي َّنَذْ�َ َلاَو ،َنوُهَرْكَت ْنَم ْمُكَشُرُـف َنْئِطُوي َلاَف ْمُكِئاَسِن ىَلَع
 َّنِهِماََعطَو َّنِِتهَوْسِك ِفي َّنِهَْيِلإ اوُنِسُْتح ْنَأ ْمُكْيَلَع َّنُهُّقَحَو َلاَأ ،َنوُهَرْكَت92 
“Ingatlah, sesungguhnya kalian punya hak yang harus dipenuhi 
isteri kalian, sebaliknya isteri kalian memiliki hak yang harus 
kalian penuhi. Di antara hak kalian adalah isteri kalian tidak boleh 
membawa siapa pun yang tidak kalian sukai ke tempat tidur 
kalian  dan tidak boleh memasukkan siapa pun yang tidak kalian 
sukai ke rumah kalian. Adapun diantara hak mereka yang harus 
kamu penuhi adalah memenuhi kebutuhan pakaian dan makan 
mereka secara baik”. 
                                                 
90 Tim Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol. 40, 
305. 
91 Rashīd Rid{ā, al-Manār, vol. 5, 363-4. 
92 Al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, vol.3, 459. 
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D. Shiqāq (قاقش) 
Salah satu penyebab perceraian adalah shiqāq. Shiqāq  adalah 
perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri ( ِْينَجْوَّزلا َْينَـب ُعاَزِّنلا).92F93 Shiqāq 
dapat berawal dari pembangkangan yang dilakukan seorang isteri, dapat 
pula bermula dari perlakuan suami yang sewenang-wenang terhadap isteri 
(nushūz),93F94 yang kemudian berujung pada perselisihan antara keduanya, 
sebagaimana yang disinyalir Q.S. al-nisa’ [4]:34 dan 128: 
...                
       ... 
“... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz (meninggalkan 
kewajiban bersuami isteri) nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...” 
 ُهَـن ْـيَـب اَحِلْصُي ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف اًضَارْعِإ َْوأ ًازوُشُن اَهِلْعَـب ْنِم ْتَفاَخ ٌَةَأرْما ِنِإَو اَم
 ٌر ْـيَخ ُحْلُّصلاَو اًحْلُص... 
 “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...” 
 
Penyebutan istilah shiqāq disebabkan masing-masing pihak 
memecah/melukai  pihak lain  (  َِلأ ِهِبِحاَص ىَلَع َّقَش اَم َلَعَـف ْدَق اَمُه ْـنِم ٍدِحاَو َّلُك َّن ), atau 
karena masing-masing berada pada sisi permusuhan ( َراَص ْدَق اَمُه ْـنِم ٍدِحاَو َّلُك َّنَِلأ
 ِةَنَـياَبُمْلاَو ِةَواَدَعْلِبا ٍّقِش ِفي).94F95  
                                                 
93 Tim Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol. 
32, (Kuwait: Kementerian Wakaf, 1427), 108. 
94 Shams al-Dīn Muḥammad b Aḥmad al-Sharbinī, al-Iqnā’, vol.3, (T.t.: t.p., t.th.), 
75. 
95 Abu{ Ḥasan al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol.9, (Beirut: Dār al-Fikr, 
t.th.), 1419. 
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Jika terjadi perselisihan suami isteri dimana perselisihan itu tidak 
sampai pada tingkat yang kritis seperti terjadinya pemukulan atau caci 
maki, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk berdamai dan 
saling memaafkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala 
Nabi hendak menceraikan St Saudah, maka beliau meminta Nabi untuk 
tidak menceraikannya dan bersedia memberikan haknya berupa bagian 
gilirannya kepada Aisyah yang dikabulkan oleh Nabi.  
Namun jika perselisihan sudah sampai pada puncaknya dimana 
sudah terjadi pemukulan atau caci maki, maka jalan keluarnya adalah 
mengutus dua orang hakam (juru damai) yang mewakili masing-masing 
pihak suami isteri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.96 Mekanisme 
inilah yang disebutkan oleh Q.S. al-nisa’ [4]:35: 
                  
                       
        
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. 
 
Pilihan terhadap dua hakam tersebut haruslah disetujui oleh masing-
masing suami isteri. Menurut Malik, dua orang hakam tersebut memiliki 
kewenangan untuk mendamaikan ataupun memisahkan keduanya secara 
mutlak, sekalipun tidak bertindak atas nama keduanya. Sebaliknya, 
menurut Ḥanafī dan Shāfi’ī, dua orang hakam tersebut memiliki 
kewenangan untuk memisahkan keduanya sepanjang keduanya bertindak 
                                                 
96 Ibid., 1420. 
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sebagai wakil dari suami isteri itu, karena pada dasarnya, tugas dua orang 
hakam tersebut adalah mendamaikan keduanya (اَمُهَـن ْـيَـب ُ َّللها ِقِّفَوُـي اًحَلاْصِإ اَدِيُري ْنِإ).97  
Di samping ayat di atas, Ḥanafī dan Shāfi’ī mengacu kepada sebuah 
riwayat dimana dua orang suami isteri mengadukan perselisihannya 
kepada sahabat ‘Ali. Kemudian beliau mengangkat dua orang hakam 
untuk menyelesaikan kasus tersebut seraya berkata: ”Selesaikanlah kasus 
ini, damaikanlah jika kalian menganggap itu jalan terbaik, dan 
pisahkanlah jika kalian menganggap itu jalan terbaik”. Beliau kemudian 
menanyakan pada pihak isteri, “apakah engkau rela dengan keputusan 
keduanya?”, “ia”, jawabnya. Kemudian beliau bertanya kepada pihak 
suami , “apakah engkau rela dengan keputusan keduanya?”, “saya hanya 
rela jika didamaikan, tapi tidak rela jika dipisahkan”. Atas jawaban 
tersebut, Ali berkata,” Demi Allah, hingga ia rela, seperti isterinya”. 
Riwayat itu menunjukkan bahwa seorang hakam hanya dapat bertindak 
sepanjang ada izin dari kedua pihak suami isteri.98 
 
E. Fasakh (خسفلا) 
Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu bentuk putusnya 
perkawinan adalah fasakh.  Secara bahasa, fasakh berarti pengurangan 
atau pemisahan (قيرفتلا وأ صقنلا). Adapun secara istilah, fasakh berarti 
‘melepaskan kaitan akad, atau menghilangkan hukum akad dari asalnya 
menjadi kembali seperti sediakala ( لصلأا نم دقعلا مكح عافترا وه وأ ، دقعلا طابترا لح
نكي لم نأك)’.  Adakalanya istilah fasakh digunakan untuk menunjuk pada 
makna mengangkat/menghapus akad dari asalnya, adakalanya digunakan 
untuk menunjuk makna penghilangan akad dinisbatkan pada masa 
mendatang. Misalnya, jika dua orang melakukan jual beli, kemudian 
dibatalkan (di-fasakh) berdasarkan hak khiyar yang dimiliki, maka 
keadaan menjadi kembali seperti sediakala, sehingga barang kembali 
menjadi milik penjual, dan uang menjadi milik pembeli. Dengan 
demikian, jika terjadi fasakh dalam pernikahan, maka suami isteri kembali 
                                                 
97 Ibid., 1421-2. 
98 Ibid., 1423. Lihat juga Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid , vol. 2, 74. 
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kepada keadaan semula sebagai dua orang yang tidak punya ikatan apa 
pun.99 
Fasakh dapat terjadi berdasarkan kesepakatan suami istri, namun 
juga bisa terjadi karena keputusan hakim. Setidaknya ada tiga perbedaan 
talak dan fasakh. Pertama; dari sisi substansi, fasakh berarti pembatalan 
pernikahan dan menghilangkan akibat yang ditimbulkannya, sementara 
talak adalah mengakhiri pernikahan dan tidak menghilangkan kehalalan 
yang ditimbulkannya kecuali jika telah terjadi talak bain kubra (talak tiga). 
Kedua; dari segi sebab, fasakh dapat terjadi karena sesuatu yang secara 
otomatis merusak akad, seperti murtadnya salah satu pihak, atau ada 
hubungan darah, dan bisa terjadi karena  sesuatu yang mengiringi akad, 
misalnya anak yang dinikahkan ketika masih kecil, saat dewasa menuntut 
untuk dibatalkan, atau wali menuntut pembatalan karena menganggap 
tidak kufu (seimbang). Sementara itu, talak hanya dapat terjadi 
berdasarkan akad yang sah dan menjadi hak suami. Ketiga; dari segi 
akibat yang ditimbulkan, fasakh tidak mengurangi bilangan talak, 
sementara talak mengurangi bilangan talak. Disamping itu, fasakh yang 
terjadi sebelum dukhūl, tidak ada kewajiban suami membayar mahar, 
sementara talak yang terjadi sebelum dukhūl mewajibkan suami 
membayar mahar separuh. Jika mahar tidak disebut dalam akad, maka 
wajib membayar mut’ah.99F100 
Ketika seorang wanita menjalani masa ‘iddah akibat fasakh, maka 
tidak dapat terjadi talak. Hal ini berbeda dengan talak. Seorang wanita 
yang sedang menjalani masa ‘iddah talak,  dapat dijatuhi talak berikutnya. 
Demikian juga hak-hak lainnya.101 
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa fasakh dapat terjadi 
berdasarkan keputusan hakim, dapat pula terjadi atas kesepakatan suami 
isteri. Sebab-sebab fasakh yang harus diputuskan hakim adalah: 
1. Tidak kafā’ah (tidak seimbang) antar suami isteri 
2. Mahar yang diserahkan suami,  di bawah standar mahar mithil  (mahar 
yang berlaku di kalangan keluarga mempelai perempuan) 
                                                 
99 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 4, 3149. 
100 Wahbah al-Zuḥailī, al-Tafsīr al-Munīr, vol. 9, 6864-5. 
101 Ibid., 6865. 
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3. Penolakan salah satu pasangan terhadap Islam, jika pasangannya 
masuk Islam. Namun Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat 
bahwa dalam kasus seperti ini terhitung talak. 
4. Tuntutan salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahan karena 
pernikahan dilakukan saat ia masih kecil sepanjang yang menikahkan 
tersebut bukan bapak atau kakeknya. Pendapat ini merupakan 
pendapat Ḥanafīyah. 
5. Tuntutan salah satu pasangan pasca sembuh dari gila sepanjang yang 
menikahkan bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya, dan 
pernikahan dilakukan ketika masih kecil. Pendapat ini juga merupakan 
pendapat Ḥanafīyah.102 
Adapun fasakh yang terjadi tanpa keputusan hakim adalah: 
1. Fasakh yang terjadi akibat akad yang dilakukan sejak awal tidak sah, 
misalnya pernikahan sedarah, pernikahan tanpa saksi dan lain-lain.  
2. Salah satu pihak suami atau isteriada hubungan muṣāharah 
3. Fasakh akibat riddah.  
4. Fasakh akibat hak khiyār merdeka dari isteri. Jika sang isteri merdeka, 
sementara suaminya tetap berstatus budak, sang isteri dapat 
membatalkan pernikahan tersebut. 
5. Fasakh akibat kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain.103 
F. Li’ān 
1. Pengertian dan Dalil Hukum 
Li’ān terjadi karena dua hal. Pertama, seorang suami menuduh 
isterinya berbuat zina, tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. 
Kedua, suami tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan 
istrinya.104 
Secara bahasa, li’ān berarti menyingkir dan menjauh dari rahmat 
Allah (لىاعت الله ةحمر نم داعبلإاو درطلا).  Dinamakan demikian, karena masing-
                                                 
102 Ibid.,  vol. 4, 3184. 
103 Ibid. 3185. 
104 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 617-618. 
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masing suami isteri bersumpah bersedia mendapatkan laknat Allah jika 
masing-masing berbohong.105   
Secara istilah, Ḥanafīyah dan Ḥanābilah mendefinisikan li’ān 
dengan ‘persaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang disertai 
dengan kesediaan mendapat laknat dari pihak suami dan kesediaan 
mendapat murka dari pihak isteri sebagai bentuk hukuman atas 
tuduhan berbuat zina dari pihak suami dan berposisi sebagai hukuman 
zina atas isteri ( ،ةجوزلا ةهج نم بضغلباو جوزلا ةهج نم نعللبا ةنورقم نايملأبا تادكؤم تاداهش
ةجوزلا قح في �زلا دح ماقمو ،جوزلا قح في فذقلا دح ماقم ةمئاق)’. Dalam pandangan 
Ḥanafīyah, li’an hanya bisa dilakukan dalam sebuah pernikahan yang 
sah, sementara dalam pernikahan fasid tidak ada li’an. Mālikīyah 
mendefinisikan li’an dengan ‘sumpah seorang suami muslim yang 
mukallaf karena melihat isterinya berzina atau tidak mengakui 
kehamilan isterinya; serta sumpah dari pihak isteri yang menolak 
tuduhan suami dan dihadiri oleh hakim, baik pernikahan itu sah 
maupun fasid( لسم جوز فلح ةجوز فلحو ،هنم اهلحم يفن ىلع وأ ،هتجوز �ز ةيؤر ىلع فلكم م
 :ةغيصب ،نايمأ ةعبرأ هبيذكت ىلع»هونحو نيزت اهتيأرل للهبا دهشأ « وأ حاكنلا حص ءاوس ،مكاح روضبحو
دسف)’. Sementara itu, Shāfi’īyah mendefinisikannya dengan ‘kalimat 
(sumpah) yang sudah diketahui, yang dijadikan bukti bagi orang yang 
menuduh zina orang yang telah menodai tempat tidurnya sehingga 
mengakibatkan dia mendapat aib karenanya, atau karena tidak 
mengakui anaknya ( راعلا قلحأو هشارف خطل نم فذق لىإ رطضملل ةجح تلعج ،ةمولعم تاملك
دلو يفن لىإ وأ ،هب).106 
Adapun dalil yang menjadi dasar pelaksanaan sumpah li’ān 
adalah Q.S. al-Nūr [24]:6-10: 
 ُعَبَْرأ ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَشَف ْمُهُسُفْـَنأ َّلاِإ ُءاَدَهُش ُْمَله ْنُكَي َْلمَو ْمُهَجاَوَْزأ َنوُمْرَـي َنيِذَّلاَو
) َينِقِداَّصلا َنِمَل ُهَّنِإ َِّللهِبا ٍتاَداَهَش6 َنِم َناَك ْنِإ ِهْيَلَع َِّللها َتَنْعَل َّنَأ ُةَسِمَاْلخاَو (
) َينِبِذاَكْلا7 َو ( َينِبِذاَكْلا َنِمَل ُهَّنِإ َِّللهِبا ٍتاَداَهَش َعَبَْرأ َدَهْشَت ْنَأ َباَذَعْلا اَه ْـنَع ُأَرَْدي
                                                 
105 Wahbah al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 7092. 
106 Ibid. 
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)8) َينِقِداَّصلا َنِم َناَك ْنِإ اَه ْـيَلَع َِّللها َبَضَغ َّنَأ َةَسِمَاْلخاَو (9 َِّللها ُلْضَف َلاْوَلَو (
اَّوَـت ََّللها ََّنأَو ُهَُتْحمَرَو ْمُكْيَلَع) ٌميِكَح ٌب10 ( 
 
“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka 
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 
‘sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar’. 7. Dan 
(sumpah) yang kelima: bahwa ‘laknat Allah atasnya, jika dia termasuk 
orang-orang yang berdusta’. 8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman 
oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, ‘sesungguhnya suaminya 
itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta’. 9. Dan (sumpah) 
yang kelima bahwa ‘laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk 
orang-orang yang benar’. 
 
Berdasarkan ayat tersebut, maka seorang suami yang menuduh 
isterinya berbuat zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi, 
atau jika dia tidak mengakui anak dalam kandungan isterinya, maka ia 
harus melakukan sumpah li’ān. Hukuman ini berbeda,  jika yang 
dituduh berbuat zina itu adalah orang lain (bukan isterinya). Jika yang 
dituduh adalah orang lain, maka tindakan itu disebut qadhaf. Hukuman 
yang berlaku untuk kasus seperti ini adalah ḥad al-qadhaf, yakni 
dicambuk 80 kali berdasarkan Q.S. al-nūr [{2]:4-5: 
 َينِنَاَثم ْمُهوُدِلْجَاف َءاَدَهُش ِةَعَـبَْرِبأ اُوْت�َ َْلم َُّثم ِتاَنَصْحُمْلا َنوُمْرَـي َنيِذَّلاَو َلاَو ًةَدْلَج
) َنوُقِساَفْلا ُمُه َكَِئلُوأَو اًَدَبأ ًةَداَهَش ُْمَله اوُلَـبْقَـت4 َكِلَذ ِدْعَـب ْنِم اُوبَتا َنيِذَّلا َّلاِإ (
 ٌميِحَر ٌروُفَغ ََّللها َّنَِإف اوُحَلْصَأَو 
“4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik  
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 
maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan 
mereka itulah orang-orang yang fasik. 5. Kecuali orang-orang yang 
bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
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Peristiwa li’ān pertama dalam Islam terjadi pada kasus Hilal b. 
Umayyah saat menuduh isterinya telah berbuat zina dengan Shuraik b. 
Samḥā’. Menurut sebagian ulama, peristiwa itu terjadi pada tahun 9 
Hijriyah. Ulama lain mengatakan 10 atau 11 Hijriyah. Sebelum 
dilaksanakannya proses sumpah, Nabi menasihati keduanya dan 
mengingatkan bahwa siksa akhirat jauh lebih pedih ketimbang 
hukuman dunia. Namun berhubung keduanya sama-sama mengaku 
benar, akhirnya sumpah li’ān dilaksanakan.107 
Dalam kitabnya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās, 
peristiwa Hilal sebagai berikut:  
 ملسو هيلع الله ىلص ِِّبيَّنلا َدْنِع َُهَتَأرْما َفَذَق َةَّيَُمأ َنْب َلَلاِه َّنَأ ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع
 َِكرْهَظ ِفي ٌّدَح ْوَأ ، َةَنِّيَـبْلا ملسو هيلع الله ىلص ُِّبيَّنلا َلاَقَـف َءاَمْحَس ِنْب ِكِيرَشِب
 َلَعَجَف َةَنِّيَـبْلا ُسِمَتْلَـي ُقَِلطْنَـي ًلاُجَر ِِهَتأَرْما ىَلَع �َُدَحَأ ىَأَر اَذِإ ِالله َلوُسَر �َ َلاَقَـف
 يِذَّلاَو ٌلَلاِه َلاَقَـف َِكرْهَظ ِفي ٌّدَح َّلاِإَو َةَنِّيَـبْلا ُلوُقَـي ملسو هيلع الله ىلص ُِّبيَّنلا
 ِداَصَل ِّنيِإ ِّقَْلحِبا َكَثَعَـب ُلِيْبرِج َلَزَـنَـف 
َِّدْلحا َنِم ِيرْهَظ ُِئّرَـبُـي اَم َُّللها َّنَِلزْنُـيَلَـف ٌق
 ِهْيَلَع َلَزْـَنأَو}{ْمُهَجاَوَْزأ َنوُمْرَـي َنيِذَّلاَو108 
“Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Hilal b. Umayyah melaporkan istrinya 
yang dituduhnya telah berbuat zina dengan Shuraik b. Samha’. Nabi 
menjawab, “tunjukkan bukti. Kalau tidak, kamu akan dihukum ḥad”. 
Hilal berkata, “ ya Rasul, jika seorang di antara kami melihat isterinya 
berbuat zina dengan laki-laki lain, dia harus menunjukkan bukti ?”. 
Nabi kembali menjawab, “tunjukkan bukti. Kalau tidak, kamu akan 
dikenai hukuman ḥad”. Hilal kembali menjawab, “ Demi Dzat yang 
telah mengutusmu dengan benar, sesungguhnya aku orang yang benar 
dan Allah akan menurunkan (ayat) yang akan membebaskan aku dari 
hukuman ḥad”. Maka turunlah {ْمُهَجاَوْزَأ َنوُمْرَـي َنيِذَّلاَو}. 
 
                                                 
107 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh , vol. 5, 95-97. Riwayat lain mengatakan bahwa Shuraik 
melakukan zina dengan isteri ‘Uwaimir al-‘Ajlani. Lihat kitab yang sama, hal. 98. 
108 al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol. 6, 126. 
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Kasus serupa terjadi pada ‘Uwaimir al-‘Ajlānī beserta isterinya, 
Khaulah binti ‘A<ṣim. Namun ulama menyimpulkan bahwa kasus 
‘Uwaimir terjadi setelah kasus Hilal. Hal itu terlihat dari jawaban Nabi 
saat ‘Uwaimir mengadukan kasusnya, Nabi menjawab :109 
�آرق كتبحاص فىو كيف لزنأ الله نإ 
“Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur’an untuk (kasus)kamu 
dan temanmu”. 
 
2. Pelaksanaan sumpah li’ān 
  Li’ān dilaksanakan ketika masing-masing suami isteri menolak 
mengakui fakta yang sesungguhnya terjadi. Sebelum pelaksanaan 
li’ān, hendaknya hakim menasihati kedua belah pihak untuk bertaubat 
dan memberi kesempatan kepada suami untuk mencabut tuduhannya 
atau isteri mengakui perbuatannya. Jika keduanya menolak ‘upaya 
damai’ dimaksud, maka li’ān dilaksanakan.  
Li’ān dapat dilaksanakan jika masing-masing pihak suami 
isteri adalah orang yang baligh dan berakal. Sumpah li’ān harus 
diawali dari pihak suami. Suami bersumpah atas nama Allah dan 
mengatakan bahwa isterinya telah berbuat zina. Sumpah ini 
diulangnya hingga empat kali. Pada sumpah kelima, pihak suami 
menyatakan bersedia mendapat laknat dari Allah jika ia berbohong 
atas tuduhannya. 110 Berikut contoh sumpah suami: 
 �زلا نم هب اهتيمر اميف قداص نينإ للهبا دهشأ(4 kali)  تنك نإ يلع الله ةنعلو
ينبذاكلا نم111 
“Demi Allah, saya bersaksi bahwa saya benar atas tuduhan saya 
bahwa ia telah berbuat zina (4 kali). Saya bersedia mendapat laknat 
Allah jika berbohong (sumpah kelima)”. 
 
Setelah suami menyelesaikan sumpahnya, isteri bersumpah 
menolak tuduhan suaminya dan menyatakan bahwa apa yang 
                                                 
109 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh,  vol. 5, 97. 
110 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 617-619. 
111 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 5, 95. 
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dituduhkan suaminya itu bohong belaka. Sebagaimana suaminya, ia 
mengulang sumpah tersebut empat kali. Pada sumpah kelima, pihak 
isteri menyatakan bersedia menerima murka dari Allah jika 
berbohong.112 Berikut contoh sumpah bantahan dari isteri: 
 �زلا نم هب اهيمري اميف بذاكل هنإ للهبا دهشأ(4 kali)   يلع الله بضغ نإ
ينقداصلا نم ناك نإ113 
 “Demi Allah, saya bersaksi bahwa dia telah berbohong atas 
tuduhannya bahwa saya telah berbuat zina (4 kali). Dan saya bersedia 
mendapat murka Allah jika ia benar dengan tuduhannya (sumpah 
kelima)”. 
 
Berikut contoh sumpah suami dan bantahan dari isteri,  jika 
tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan isterinya: 
 دلولا يفن نم هب اهتيمر اميف قداص نينإ للهبا دهشأ)4 kali( ينبذاكلا نم تنك نإ يلع الله ةنعلو114 
“Demi Allah, saya bersaksi bahwa saya benar atas tuduhan saya 
bahwa anak itu bukan anak saya (4 kali). Saya bersedia mendapat 
laknat Allah jika berbohong (sumpah kelima)”. 
للهبا دهشأ هب اهيمري اميف بذاكل هنإ نم  دلولا يفن(4 kali) و  بضغ
 يلع اللهينقداصلا نم ناك نإ  
“Demi Allah, saya bersaksi bahwa dia telah berbohong atas 
tuduhannya bahwa anak ini bukan anaknya (4 kali). Dan saya bersedia 
mendapat murka Allah jika ia benar dengan tuduhannya (sumpah 
kelima)”. 
 
Berikut contoh sumpah suami dan bantahan dari isteri bila 
suami menuduh isterinya berbuat zina sekaligus tidak mengakui anak 
dalam kandungan isterinya: 
                                                 
112 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 617-619. 
113 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh,  vol. 5, 95. 
114 Ibid., 96. 
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 للهبا دهشأ هب اهتيمر اميف قداص نينإ �زلا نمدلولا يفنو (4 kali)   نإ
ةنعل ينبذاكلا نم تنك نإ يلع الله115 
 “Demi Allah, saya bersaksi bahwa saya benar atas tuduhan saya 
bahwa dia telah berbuat zina dan anak itu bukan anak saya (4 kali). 
Saya bersedia mendapat laknat Allah jika berbohong (sumpah 
kelima)”. 
 
 �زلا نم هب اهيمري اميف بذاكل هنإ للهبا دهشأدلولا يفنو (4 kali)   نإ
ينقداصلا نم ناك نإ يلع الله بضغ 116 
“Demi Allah, saya bersaksi bahwa dia telah berbohong atas 
tuduhannya bahwa saya telah berbuat zina dan bahwa anak ini bukan 
anaknya (4 kali). Dan saya bersedia mendapat murka Allah jika ia 
benar dengan tuduhannya (sumpah kelima)”. 
 
Jika pihak suami menolak melakukan sumpah, maka menurut 
jumhur, ia dikenai hukuman ḥad qadhaf (فذقلا دح), yaitu dicambuk 80 
kali. Ketentuan ini diperkuat oleh Hadis Nabi saat mengancam Hilal 
untuk menjatuhkan hukuman ḥad jika tidak bisa menunjukkan bukti 
(كرهظ فى دح وأ ةنيبلا/tunjukkan bukti, jika tidak, engkau akan dikenai ḥad). 
Imam Ḥanafī memiliki pendapat sedikit berbeda. Menurutnya, jika 
pihak suami menolak melakukan sumpah, maka dia dipenjara sampai 
mau melakukan li’ān atau menyatakan dirinya berbohong. Jika dia 
mengakui telah berbohong, maka hukum ḥad qadhaf berlaku baginya. 
Jika pihak isteri menolak melakukan li’ān, menurut Malik dan Shāfi’ī 
ia harus dikenai hukuman zina, yakni dilempar batu hingga 
meninggal. Sementara dalam pandangan Ḥanafī, ia dipenjara dulu 
sampai mau melakukan li’ān atau mengakui telah berbuat zina. Jika 
telah mengaku berzina, maka hukum zina muhsan (zina yang 
dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga) berlaku baginya. 
Alasan Ḥanafī adalah hadis Nabi: 
                                                 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
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 َِّللها ُلوُسَر َلَاق ْتَلَاق اهنع الله ىضر َةَشِئاَع ْنَع-ملسو هيلع الله ىلص-  »
 َّلاِإ َِّللها ُلوُسَر اًدَّمَُمح َّنَأَو َُّللها َّلاِإ َهَِلإ َلا ْنَأ ُدَهْشَي ٍمِلْسُم ٍِئرْما ُمَد ُّل
َِيح َلا
 َِإف ٍناَصْحِإ َدْعَـب َنىَز ٌلُجَر ٍثَلاَث ىَدْحِِبإ ِهِلوُسَرَو َِِّلله ًباراَُمح ََجرَخ ٌلُجَرَو ُمَجْرُـي ُهَّن
 َاِبه ُلَتْقُـيَـف اًسْفَـن ُلُتْقَـي َْوأ ِضْرَلأا َنِم ىَفْـنُـي ْوَأ ُبَلْصُي ْوَأ ُلَتْقُـي ُهَّنَِإف.«117 
“Tidak halal darah seseorang  yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah 
dan Nabi Muhammad utusan Allah, kecuali jika ia melakukan salah 
satu dari tiga hal, yaitu melakukan zina dalam keadaan berkeluarga 
dan harus dirajam (dilempar dengan batu); melakukan perompakan 
(hirabah) yang harus dibunuh, disalib, atau diusir dari negerinya; atau 
membunuh orang lain, maka ia harus dihukum bunuh”. 
 
Menurut Shāfi’iyah, Imam Ashhab dari Mālikiyah, serta 
Ḥanābilah, sumpah harus diawali oleh pihak suami. Jika li’ān diawali 
oleh isteri, maka tidak sah, karena li’ān disyariatkan untuk menolak 
tuduhan zina yang dilontarkan suami. Berbeda dengan pendapat di 
atas, menurut Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Ibn al-Qasim, li’ān dapat 
diawali dari pihak isteri karena ayat menggunakan kata penghubung 
waw ( َباَذَعْلا اَه ْـنَع َُأرْدَيَو) yang tidak menunjukkan tertib (berurutan).117F118 
Ulama berbeda pendapat mengenai status li’ān. Jumhur ulama 
di antaranya Imam Mālik dan Shāfi’ī berpendapat bahwa li’ān adalah 
sumpah sekalipun ayat menyebutnya dengan istilah saksi ( ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَشَف). 
Alasan mereka, tidak ada orang yang bersaksi untuk dirinya sendiri. 
Sementara itu, kelompok Ḥanafī berpendapat bahwa li’ān adalah saksi 
karena ayatnya menggunakan istilah shahādah ( ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَشَف). 
Disamping itu, teks hadis dalam riwayat kasus Hilal juga 
menggunakan istilah shahādah ( تدهشف تماق ثم دهشف للاه ءاجف). Bagi 
mereka yang mengatakan bahwa li’ān adalah sumpah, maka setiap 
suami isteri dapat melakukan li’ān, baik merdeka ataupun budak, adil, 
                                                 
117 al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, vol. 4, 223. 
118 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh  , vol. 5, 95. Lihat juga Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 
vol. 2, 620. 
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atau fasik, dua-duanya atau salah satunya. Sementara yang 
mengatakan bahwa li’ān adalah persaksian, maka li’ān hanya dapat 
dilakukan oleh suami isteri yang sah memberikan kesaksian, yakni 
merdeka dan adil. Jika hanya salah satu yang merdeka dan adil, maka 
li’ān tidak sah.119 
 
3. Implikasi Li’ān terhadap status suami isteri 
Dalam pandangan Mālik, setelah suami dan isteri selesai 
mengucapkan sumpah li’ān, maka secara otomatis status hubungan 
suami isteri berakhir. Berbeda dengan Mālik, menurut Shāfi’ī, status 
putus otomatis berlaku sejak suami menyelesaikan sumpahnya. 
Dengan demikian, sebelum isteri menyampaikan sumpahnya, 
hubungan suami isteri itu telah berakhir. Berbeda dengan kedua 
pandangan di atas, menurut Ḥanafī, Ḥanbalī, serta al-Thaurī, 
berakhirnya hubungan suami isteri akibat li’ān tidak berlaku secara 
otomatis, melainkan harus ditetapkan oleh hakim. Namun demikian 
para ulama sepakat bahwa suami isteri tersebut  tidak dapat kembali 
lagi selamanya,  karena di antara mereka sudah terjadi ‘saling benci 
dan marah’ sehingga tidak memungkinkan kembali menjadi suami 
isteri yang landasannya adalah cinta dan kasih sayang.120 Hal ini 
dijelaskan oleh sebuah hadis Nabi riwayat Ibnu ‘Umar: 
اًَدَبأ ِناَعِمَتَْيج َلا َاقَّرَفَـت اَذِإ ِناَنِعَلاَتُمْلا
121 
“Dua orang yang saling melakukan li’ān, jika sudah terpisah, tidak 
dapat berkumpul (kembali) selamanya”. 
 
Bagaimana jika pihak suami mengakui bahwa dia telah 
berbohong atas tuduhannya ? Dalam pandangan jumhur ulama, 
sekalipun suami mengakui bahwa dia berbohong atas tuduhannya, 
status hubungan suami isteri tetap berakhir selamanya, berdasarkan 
hadis di atas. 
 Berbeda dengan jumhur, Ḥanafīyah berpendapat, jika suami 
mengakui kebohongannya sehingga dikenai hukum qadhaf (dipukul 
                                                 
119 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 619. 
120 Ibid., 621. 
121 Abū al-Ḥasan ‘Ali b. ‘Umar al-Dāruquṭnī, Sunan al-Dāruquṭnī, vol.4,  (T.t.: t.p., 
t.th.), 416. 
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80 kali), maka sekalipun hubungan suami isteri berakhir dengan 
terjadinya tuduhan zina, namun keduanya bisa kembali lagi dengan 
akad baru. Alasan Ḥanafīyah, dengan pengakuan bohong dari pihak 
suami, maka secara otomatis hukum li’ān batal, karena penyebab 
haramnya, yakni ‘tidak diketahuinya kebenaran tuduhan’ itu sudah 
terkuak. Jika kebenaran sudah terungkap, maka hukum haram untuk 
kembali menjadi suami isteri, otomatis juga menjadi gugur.  Jika li’ān 
terjadi karena suami tidak mengakui anak dalam kandungan isterinya, 
dengan pengakuan bohong tersebut, maka secara otomatis anak yang 
ada dalam kandungan isterinya merupakan anaknya.122 
Ulama berbeda pendapat apakah putusnya hubungan suami 
isteri akibat li’ān termasuk talak, atau fasakh. Jumhur berpendapat 
bahwa putusnya hubungan suami isteri akibat li’ān termasuk fasakh, 
sementara Ḥanafi menyatakan termasuk talak bā’in. Alasan Ḥanafī, 
kasus ini berasal dari suami, bukan dari isteri. Menurut Ḥanafi, setiap 
putusnya hubungan yang berasal dari suami termasuk kategori talak, 
bukan fasakh. Adapun alasan jumhur adalah, pertama;  karena pasca 
li’ān, mereka haram kembali lagi selamanya, sehingga menyerupai 
hubungan mahram. Kedua, fasakh akibat li’ān menyebabkan 
perempuan tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal 
sekalipun dalam masa ‘iddah, sementara itu hak nafkah dan tempat 
tinggal merupakan hak perempuan dalam masa ‘iddah talak, bukan 
‘iddah fasakh. Ketiga, sebuah riwayat dari Ibnu Abbās bahwa Nabi 
menetapkan tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perpisahan 
akibat li’ān, karena mereka berpisah bukan karena talak ataupun 
ditinggal mati.123 
Jika li’ān tersebut terjadi karena suami tidak mengakui anak 
yang ada dalam kandungan isterinya, maka pasca terjadinya li’ān, 
hubungan kekerabatan antara anak dengan ‘bapak’nya terputus. Sang 
anak menjadi anak ibunya. Ia bernasab kepada ibunya, mendapat 
nafkah dari ibunya, dan hanya saling mewarisi dengan ibunya. Hal itu 
berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi yang menetapkan bahwa anak 
li’ān hanya saling mewarisi dengan ibunya, dan barang siapa (selain 
                                                 
122 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 621. 
123 Ibid. 
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suaminya) yang menuduh wanita tersebut berbuat zina, maka ia 
dikenai ḥad qadhaf.124 
 
G. Īla’ (ءلايلإا) 
Īlā’ termasuk kategori talak. Secara bahasa, īlā’ berarti mencegah 
dengan sumpah. Secara istilah, īlā’  adalah bersumpah untuk tidak 
menyetubuhi isteri untuk waktu tertentu (ةصوصمخ ةدم ةحوكنلما ءطو كرت ىلع ينميلا).125 
Definisi lain menyebut secara rinci waktu īlā’  yakni ‘sumpah suami untuk 
tidak menyetubuhi isteri, secara mutlak, atau empat bulan lebih ( ٍجْوَز ُفِلَح
 ٍرُهْشَأ ِةَعَـبْرَأ ْنِم َرَـثْكَأ ْوَأ اًقَلْطُم ِهِتَجْوَز ِءْطَو ْنِم ِعاَنِتْمِلاا ىَلَع).125F126  
Sebagaimana Ṣihār, īlā’  juga merupakan kebiasaan orang jahiliyah. 
Dalam rangka menghukum isteri, mereka bersumpah untuk tidak 
menyetubuhi isterinya dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun atau 
lebih. Dengan demikian status wanita menjadi menggantung, bukan isteri, 
tapi juga tidak ditalak. Kemudian Islam datang dan mengaturnya dengan 
memberi batas waktu 4 bulan,127 berdasar Q.S. al-baqarah [2]: 226-227: 
 َغ َ َّللها َّنَِإف اوُءَاف ْنَِإف ٍرُهْشَأ ِةَعَـبَْرأ ُصُّبَرَـت ْمِِهئاَسِن ْنِم َنوُلْؤُـي َنيِذَِّلل) ٌميِحَر ٌروُف226 (
) ٌميِلَع ٌعي َِسم ََّللها َّنَِإف َقَلاَّطلا اوُمَزَع ْنِإَو227( 
“226. Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh 
empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada 
isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 227. Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, 
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 
 
                                                 
124 Ibid. 
125 Abdullah b. Maḥmūd b. Maudūd al-Mūṣilī al-Ḥanafī, al-Ikhtiyār li Ta’līl al-
Mukhtār, vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 167. 
126 Sulaimān b. Muḥammad al-Bajīrimī, Ḥāshiyah al-Bajīrimī ‘alā al-Minhāj, vol. 
13, (T.T.: t.p., t.th.), 257.  
127 Al-Ṣabūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 1, 312. 
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Sebuah qiraat dari Ibnu Abbās dan Ubay membacanya dengan ( َنيِذَِّلل
 َنوُمِسْقُـي).127F128 Berdasarkan ayat di atas, menurut jumhur, sumpah yang 
dilakukan suami untuk waktu 4 bulan atau kurang, tidak disebut īlā’, 
sebab perintah ayat untuk menunggu selama 4 bulan menjadi tidak ada 
artinya karena masa tunggu berakhir sebelum 4 bulan atau persis 4 
bulan.128F129  
Bagaimana jika suami ingin kembali kepada isterinya ? Menurut 
jumhur, suami dapat kembali kepada isteri sebelum berakhirnya ‘masa 
tunggu’ 4 bulan, atau setelah melewati masa 4 bulan.  Namun demikian, 
ia harus membayar kifarat (denda) karena telah melanggar sumpah,130  
sebagaimana dikemukakan QS al-maidah  [5]:89: 
 ْنِكَلَو ْمُكِنَاَْيمأ ِفي ِوْغَّللِبا ُ َّللها ُمُُكذِخاَؤُـي َلا ُماَعْطِإ ُُهتَراَّفَكَف َنَاْيمَْلأا ُُتمْدَّقَع َاِبم ْمُُكذِخاَؤُـي
 َْلم ْنَمَف ٍةَبَـقَر ُرِيرَْتح ْوَأ ْمُهُـتَوْسِك َْوأ ْمُكيِلَْهأ َنوُمِعْطُت اَم ِطَسَْوأ ْنِم َينِكاَسَم َِةرَشَع
 ِإ ْمُكِنَاَْيمأ َُةراَّفَك َكِلَذ ٍم َّ�َأ َِةثَلاَث ُماَيِصَف ْد َِيج ْمُتْفَلَح اَذ... 
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat 
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, 
yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau 
memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. 
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya 
puasa selama tiga hari yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-
sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). ..” 
 
Bagaimana jika setelah melewati masa 4 bulan, suami tidak kembali 
? Dalam hal ini isteri dapat menuntutnya ke pengadilan untuk meneruskan 
pernikahan, atau talak. Jika suami tidak bersedia menjatuhkan talak, 
menurut Malik, hakim dapat memaksa suami untuk menjatuhkan talak 
                                                 
128 Abū Abdullah Shams al-Dīn al-Qurṭubī,  al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol.3, 
(Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah,  1964),  103. 
129 Shihāb al-Dīn ‘Umairah, Ḥashiyah ‘Umairah, vol. 4,  (Beirut : Dār al-Fikr, 
1998), 9. 
130 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 7090. 
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untuk menghindarkan isteri dari madarat akibat kondisi tersebut. Berbeda 
dengan pandangan Mālik tersebut, Imam Shāfi’i, Ḥanbalī, dan ulama 
Ẓāhirī berpendapat bahwa hakim tidak dapat memaksa suami untuk 
menceraikan, tapi memenjarakan sang suami dan membiarkannya 
menjatuhkan talak sendiri. 131  
Dalam pandangan jumhur, ayat di atas (QS al-baqarah:226-227) 
bermakna, ‘bagi orang yang bersumpah untuk tidak mengumpuli isteri, 
maka ia harus menunggu 4 bulan, jika ia ingin kembali setelah selesai 4 
bulan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang 
atas sumpah dan kehendak untuk menzalimi isterinya, namun jika ia ingin 
bercerai setelah selesai waktu 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar atas talaknya dan mengetahui kebaikan atau keburukan yang 
muncul dari mereka’. Dengan demikian, dalam pandangan jumhur 
berakhirnya masa 4 bulan tidak berarti jatuh talak secara otomatis.132 
Menurut Shāfi’ī, fa’ dalam ayat ( َّنَِإف َقلاَّطلا اوُمَزَع ْنِإَو ، ٌميَِحر ٌروُفَغ َ َّللها َّنَِإف ُؤاف ْنَِإف
 ٌميِلَع ٌعي َِسم ََّللها) menunjukkan bahwa dua hukum ini (kembali menggauli isteri 
atau bercerai) ditetapkan setelah melewati 4 bulan, karena fa’ tersebut 
mengiringi īlā’ dan masa tunggu 4 bulan sekaligus ( ُصُّبَرَـت ْمِِهئاَسِن ْنِم َنوُلْؤُـي َنيِذَِّلل
 ٍرُهْشَأ ِةَعَـبْرَأ). Argumen berikutnya adalah kalimat ( َقَلاَّطلا اوُمَزَع ْنِإَو) yang berarti 
‘jika mereka/para suami menghendaki talak’ menunjukkan bahwa  talak 
terjadi jika ada ketetapan suami, tidak terjadi secara otomatis. Demikian 
pula kalimat (  ُؤاف ْنَِإف... اوُمَزَع ْنِإَو /jika kembali atau berkehendak) 
menunjukkan pilihan, yang berarti bahwa pilihan untuk  ‘kembali atau 
talak’ itu terjadi dalam waktu yang sama, yakni setelah selesainya masa 
4 bulan. 133 
Shāfi’ī juga mengemukakan riwayat beberapa sahabat diantaranya 
Ibnu ‘Abbās yang mengatakan, ‘jika seseorang bersumpah untuk 
mengumpuli isterinya, maka tidak terjadi talak sekalipun telah lewat 4 
bulan hingga ia menentukan apakah akan kembali atau bercerai ( َرَمُع نبا نع
                                                 
131 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 553-554. 
132 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol.9, 7091. 
133 Al-Rāzy, Mafātiḥ al-Ghaib, vol.6, 432.  Lihat juga Al-Ṣabūnī, Rawā’i’ al-
Bayān, vol. 1, 313. 
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اق ُهََّنأ َِّلطُي ْنَأ اَّمَِإف َفِقوُي تىح ٍرُهْشَأ ُةَعَـبْرَأ ْتَضَم ْنِإَو ٌقَلاَط هيلع ْعَقَـي لم ِِهَتأَرْما نم ُلُجَّرلا َلىآ اَذإ ل ْنَأ اَّمِإَو َق
. َءيَِفي).134  
Berbeda dengan pandangan jumhur, ulama Ḥanafī berpendapat, jika 
masa empat bulan sudah berlalu, maka secara otomatis jatuh talak dengan 
status talak bā’in, sehingga suami tidak dapat rujuk (hilang haknya). 
Menurut mereka, īla’ itu pada hakikatnya adalah  talak yang ditunda, 
kemudian shara’ memberi batas waktu empat bulan. Jika di-illustrasikan, 
īla’ itu adalah  ucapan suami kepada isteri, ‘jika sudah lewat waktu empat 
bulan aku belum menyetubuhimu, maka engkau tertalak’.  Di antara 
argumen mereka adalah: 1. Qira’at Ibnu Mas’ūd (  اوُءَاف ْنَِإف َّنِهيِف  ) yang 
berarti,  ‘jika mereka (para suami) kembali dalam masa empat bulan’. 
Artinya, jika suami ingin kembali (menyetubuhi isterinya), maka hal 
tersebut hanya bisa dilakukan sebelum berakhir masa 4 bulan. Jika sudah 
sampai 4 bulan dan belum kembali, berarti sang suami berkehendak talak 
( َقلاَّطلا اوُمَزَع) sehingga secara otomatis jatuh talak.  Hal ini sebagaimana ayat 
( ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُِحّرَس ْوَأ ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُكِسْمََأف). Dalam ayat tersebut, suami dapat kembali 
(rujuk)  pada isteri secara baik-baik dalam masa ‘iddah, atau 
menceraikannya secara baik-baik setelah melewati masa ‘iddah. Kedua, 
riwayat dari Ali, Ibnu Mas’ūd, Ibnu Abbās, Ibnu ‘Umar, serta Āishah 
yang mengatakan bahwa ‘terjadinya talak  dengan lewatnya waktu ( َُةيمِزَع
 ِة َّدُمْلا ُّيِضُم ِقَلاَّطلا)’. 135 Pendapat ini dikritisi oleh al-Zuḥaily. Menurutnya, jika 
setelah 4 bulan secara otomatis jatuh talak, tentu tidak ada gunanya al-
Qur’an mengatakan ( َقَلاَّطلا اوُمَزَع ْنِإَو / jika mereka menghendaki talak).135F136 
Adapun dalil yang mereka gunakan bahwa talak tersebut adalah talak 
bā’in, adalah riwayat dari beberapa sahabat, antara lain ‘Uthmān, Ibnu 
Mas’ūd, Ibnu ‘Abbās, dan Ibnu ‘Umar, serta Zaid b. Thābit yang 
mengatakan, ‘ jika waktu 4 bulan sudah berlalu, maka terjadi talak bā’in, 
dan karena untuk menghilangkan madarat pada wanita hanya bisa dengan 
talak bā’in’.137 
                                                 
134 Al-Shāfi’ī, al-Umm, vol.5 , 265. 
135 Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, vol., 8, 309-10. 
136 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 7091. 
137 Ibid., 7082. 
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Berbeda dengan Ḥanafiyah, jumhur ulama antara lain Mālik, Shāfi’ī, 
Sa’īd b. Musayyab, dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa talak 
akibat īlā’  adalah talak raj’ī, karena tidak ada dalil yang menyatakan 
bahwa talak akibat īlā’  adalah talak bā’in. Di samping itu, talak tersebut 
merupakan talak yang dijatuhkan pada wanita yang sudah disetubuhi dan 
diceraikan tanpa uang tebusan.137F138 Dalam pandangan jumhur, pada 
dasarnya setiap talak adalah talak raj’ī, kecuali ada dalil yang 
menyatakan bahwa talak tersebut adalah kategori bā’in. 138F139 
Dalam qawl qadīm-nya Imam Shāfi’ī menyatakan bahwa jika telah 
lewat masa empat bulan, dan sang suami memilih untuk kembali, maka 
tidak ada kewajiban untuk membayar kifarat. Sementara itu dalam qawl 
jadid-nya, ia berpendapat bahwa sang suami tetap wajib membayar 
kifarat karena kewajiban membayar kifarat berlaku umum bagi setiap 
pelanggar sumpah.140 
Wanita yang bercerai akibat īlā’  wajib menjalani masa ‘iddah secara 
normal. Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut Jābir b. Zaid, jika 
dalam masa empat bulan, ia mengalami haid hingga tiga kali, maka ia 
tidak perlu menjalani masa ‘iddah dengan alasan tujuan ‘iddah untuk 
mengetahui bersihnya rahim sudah tercapai.141 
Keabsahan Sumpah Īlā’ 
Menurut Imam Shāfi’ī dalam qawl jadīd-nya, sumpah īlā’  
dinyatakan sah apabila disampaikan dengan menyebut nama Allah. 
Shāfi’i berargumen dengan hadis Nabi, ‘barangsiapa yang bersumpah, 
maka sebutlah nama Allah, atau diamlah (  ْوَأ َِّللهِبا ْفِلْحَيْلَـف اًفِلاَح َناَك ْنَم"ْتُمْصَِيل )’. 
Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya (qawl qadīm) yang 
menyatakan bahwa setiap sumpah untuk tidak menggauli isteri, 
merupakan sumpah īlā’ . Pendapat kedua ini merupakan pendapat 
mayoritas ulama, mulai sahabat hingga ulama generasi di bawahnya, 
antara lain, Ibnu ‘Abbas, al-Sha’bi, al-Nakha’i, Malik, Sufyan al-Tahauri 
serta para ulama Hijaz, dan lain-lain. Dalam pernyataannya, Ibnu ‘Abbas 
                                                 
138 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 553-554. 
139 Al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 7085. 
140 Abū al-Fida’ Ismā’īl b. ‘Umar b. Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘AṢīm, vol.1,  (T.T.: 
Dār Ṭaibah li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1999 ), 604 
141 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 553-554. 
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mengatakan, “ setiap sumpah untuk meninggalkan jima’, maka itu adalah 
īlā’  ( ٌءَلايِإ َيِهَف اًعَاِجم ْت َعَـنَم ٍينَِيم ُّلُك)’.141F142 
Siapakah yang dapat melakukan  sumpah īlā’  ? Setiap orang yang 
sah menjatuhkan talak, maka dia juga sah melakukan sumpah īlā’.  Oleh 
sebab itu, orang merdeka, budak, orang mabuk (sengaja makan atau 
minum barang yang diharamkan) dan lain-lain dianggap sah pernyataan 
sumpahnya.143 Mālikiyah mengecualikan orang kafir. Menurut mereka, 
īlā’  yang dijatuhkan orang kafir tidak sah, karena mereka bukan orang 
yang wajib membayar kifarat atas pelanggaran sumpah, dan mereka juga 
bukan orang yang berhak mendapatkan pengampunan dari Allah.144 
Siapakah isteri yang dapat dijatuhi īlā’  ? Semua isteri sah dijatuhi 
īlā’, baik muslim atau kafir, merdeka atau budak, sudah dikumpuli, atau 
belum, masih kecil atau dewasa, berdasarkan keumuman ayat.145 
 
H. Ẓihār (راهظلا) 
1. Pengertian dan dasar hukum 
Secara bahasa, Ṣihār berasal dari al-Ṣuhr (رهظلا), yang berarti 
punggung. Istilah ini digunakan sebagai salah satu bentuk talak di era 
Jahiliyah, dimana seorang suami ketika sudah tidak menyukai 
isterinya, mengatakan bahwa punggung isterinya seperti punggung 
ibunya  (ىمأ رهظك يلع تنأ). Dengan pernyataan itu, berarti suami telah 
menjatuhkan talak. Menurut Shāfi’ī, ada tiga cara orang jahiliyah 
menceraikan isterinya, yaitu talak, īlā’ (bersumpah tidak akan 
mengumpuli isterinya), dan Ṣihār. 145F146 
Ẓihār merupakan bentuk kinayah dari ‘bersetubuh’. Pilihan 
atas istilah ini karena wanita diserupakan dengan tunggangan dimana 
seseorang biasanya menunggangi punggungnya jika sedang menaiki 
                                                 
142 al-Qurṭubī,  al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol.3, 103. 
143 Ibid. 
144 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol.9, 7074-80. 
145 Ibid, 7079-80. 
146 Muḥammad b Idrīs al-Shāfi’ī, al-Umm, vol., 5, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1393), 
277. 
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tunggangan, sekalipun pada faktanya tidak demikian.147 Secara istilah, 
Ṣihār adalah menyamakan isteri dengan wanita yang haram dinikahi 
selamanya atau menyamakan dengan bagian-bagian tertentu yang 
haram dilihatnya, seperti punggung, perut, dan paha ( هتجوز لجرلا هبشي نأ
 ذخفلاو نطبلاو رهظل اك  هيلإ رظنلا هيلع مريح اهنم ءزبج وأ ديب أتلا ىلع هيلع ةمرمح ةأرمبا).148 Dalam 
hal ini, hukum Ṣihār berlaku, baik yang dipersamakan dengan 
isterinya itu wanita yang memiliki hubungan nasab, atau hubungan 
sepersusuan, atau hubungan muṣāharah (hubungan persaudaraan 
akibat adanya pernikahan), seperti mertua, isterinya bapak, dan lain-
lain. Penjelasan ini sebagaimana tergambar dalam definisi Ibnu 
‘Abidin, yakni ‘seorang laki-laki muslim yang menyamakan isterinya 
dengan  bagian-bagian tubuh wanita yang haram dilihatnya, baik 
wanita itu memiliki hubungan nasab atau sepersusuan, atau karena 
muṣāharah (  ملسلما هيبشت هيلإ رظنلا مريح وضعب اهنم عئاش ءزج هيبشت وأ هتجوز ةأرما ءاضعأ نم
اعاضر وأ ةرهاصم وأ ابسن هيلع ةمرمح)’.148F149 
Menurut Shāfi’ī, semua bagian tubuh wanita termasuk dalam 
wilayah Ṣihār, seperti rambut, kaki, kepala, kulit, dan lain-lain. Alasan 
yang dikemukakan Shāfi’ī adalah  karena menikmati seluruh bagian 
tubuh ibu hukumnya haram sebagaimana haram menikmati 
punggungnya. Oleh sebab itu, jika seseorang mengatakan, ‘kamu 
seperti punggung, atau perut, atau farji, atau kaki ibu saya, atau adik 
saya, dan lain-lain”, maka berarti berlaku hukum Ṣihār, sepanjang 
wanita yang dipersamakan itu adalah wanita yang haram dinikahi 
selamanya.150  
Berdasarkan penjelasan di atas, menyamakan isteri dengan 
wanita yang tidak haram dinikahi, atau haram dinikahi tapi tidak untuk 
selamanya seperti saudara ipar, bukan termasuk Ṣihār. Demikian pula 
                                                 
147 al-Jazīrī, al-Fiqh, vol. 4, 431. 
148 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol.9, 7123. 
149 Sā’ir Biṣmah Jī, Mu’jam Muṣṭalaḥati Alfāzh al-Fiqh al-Islāmī, (Damaskus: 
Ṣafḥāt, 2009), 392. 
150 al-Shāfi’ī, al-Umm, vol. 5, 277. 
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menyamakan isteri dengan sesuatu yang haram tapi bukan perempuan, 
seperti khamr, bangkai, dan lain-lain tidak termasuk Ṣihār.151  
Dasar hukum Ṣihār adalah Q.S. al-Mujādalah [58]:2: 
                    
                 
            
“Orang-orang yang menṢihar isterinya di antara kamu, (menganggap 
isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu 
mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan 
mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan 
suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha 
Pemaaf lagi Maha Pengampun”.  
Berdasarkan ayat tersebut, maka Islam membatalkan hukum 
yang berlaku di era jahiliyah dan menetapkan bahwa Ṣihār tidak 
berarti talak. Jika seseorang men- Ṣihār isterinya dengan niat 
talak, maka hukumnya Ṣihār, dan jika dia men-talak isterinya 
dengan niat Ṣihār, maka hukumnya talak. Hal ini karena Ṣihār 
merupakan bentuk talak di era jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam, 
maka tidak boleh kembali pada hukum yang telah dibatalkan tersebut. 
Berdasarkan ayat di atas pula, ulama menetapkan bahwa Ṣihār 
hukumnya haram. Ulama Shāfi’īyah bahkan menyebutnya sebagai 
dosa besar.152  
Adapun akibat yang ditimbulkan oleh Ṣihār adalah, pertama, 
haram mengumpuli isteri, menurut al-Thaurī dan Shāfi’ī. Sementara 
itu dalam pandangan jumhur (Ḥanafīyah, Mālikīyah, dan Ḥanābilah), 
hukum haram berlaku atas segala macam bentuk ber-ismtimta’ 
                                                 
151 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol.9, 7124. 
152 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 614. 





















187Bab 3 – Putusnya Pernikahan 165 
(bermesraan), seperti mencium, dan lain-lain. Kedua, wajib 
membayar kaffārāt jika ingin kembali. 
Alasan yang dikemukakan jumhur adalah keumuman ayat ( ْنِم
اَّساَمَتَـي ْنَأ ِلْبَـق/ sebelum kedua suami isteri itu bercampur). Kalimat 
tersebut bersifat umum menunjuk pada segala macam bentuk istimta’. 
Alasan kedua, karena isterinya disamakan dengan ibunya, maka 
segala hal yang haram dilakukan kepada ibu, berarti haram pula 
dilakukan kepada isteri. Disamping itu, terdapat riwayat yang 
mengatakan bahwa Rasul melarang seorang laki-laki yang men- Ṣihār 
isterinya untuk mendekati isterinya.152F153 
Argumen tersebut dibantah oleh Shāfi’ī dan al-Thaurī. 
Menurut keduanya, ayat di atas menyebut اَّساَمَتَـي ْنَأ yang merupakan 
bentuk kinayah dari bersetubuh, sehingga tidak dapat diperluas pada 
makna lain.153F154  
Adapun kifarat yang harus dibayar suami jika ingin kembali 
dapat mengumpuli isterinya secara berurutan adalah memerdekakan 
budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 
orang miskin (Q.S. al-Mujādalah [58]:3-4): 
 َنيِذَّلاَو ْنَأ ِلْبَـق ْنِم ٍةَبَـقَر ُرِيرْحَتَـف اوُلَاق اَمِل َنوُدوُعَـي َُّثم ْمِِهئاَسِن ْنِم َنوُرِهَاُظي
) ٌيرِبَخ َنوُلَمْعَـت َاِبم ُ َّللهاَو ِِهب َنُوظَعُوت ْمُكِلَذ اَّساَمَتَـي3 ِنْيَرْهَش ُماَيِصَف ْد َِيج َْلم ْنَمَف (
اَمَتَـي ْنَأ ِلْبَـق ْنِم ِْينَِعباَتَـتُم اوُنِمْؤُـِتل َكِلَذ اًنيِكْسِم َين
ِّتِس ُماَعْطَِإف ْعِطَتْسَي َْلم ْنَمَف اَّس
) ٌمِيَلأ ٌباَذَع َنِيرِفاَكِْللَو َِّللها ُدوُدُح َكِْلتَو ِِهلوُسَرَو َِّللهِبا4( 
“3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib 
atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri 
itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.4. Barangsiapa yang tidak 
mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak 
kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. 
                                                 
153 > al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 2, 526. 
154 Ibid., 528. 
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Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan 
itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang 
sangat pedih”. 
 
Sebagaimana talak, Ṣihār juga merupakan hak suami 
sebagaimana bunyi ayat ( ْمِِهئاَسِن ْنِم َنوُرِهَاظُي َنيِذَّلاَو/ Orang-orang yang men-
zihar isteri mereka). Oleh sebab itu, ẓihār  yang diucapkan isteri, tidak 
berimplikasi apa pun secara hukum. Ucapan itu dianggap sebagai 
ucapan mungkar dan dusta belaka (ًاروُزَو اًرَكْنُم), sehingga padanya tidak 
berlaku apa yang berlaku akibat perbuatan Ṣihār .155 
 
2. Rukun Ṣihār dan syarat-syaratnya 
Menurut Ḥanafīyah, rukun  Ṣihār adalah ucapan (sighat) 
yang menunjukkan Ṣihār, misalnya ‘kamu seperti punggung atau perut 
atau paha, atau farji ibu saya’. Adapun dalam pandangan jumhur, 
rukun Ṣihār ada empat, yaitu suami yang men- Ṣihār (رهاظلما), isteri yang 
di- Ṣihār (اهنم رهاظلما), lafaz/sighat Ṣihār, dan yang dipersamakan (هب هبشلما).  
Adapun syarat Ṣihār  adalah: 
1. Orang yang menjatuhkan Ṣihār . Menurut Ḥanafīyah dan 
Mālikīyah, orang yang menjatuhkan Ṣihār haruslah suami yang 
muslim. Dengan demikian, tidak sah Ṣihār  yang dijatuhkan suami 
yang kafir, sebab Ṣihār  merupakan keharaman mu’aqqat yang 
dapat dihapus dengan membayar kifarat, sementara kifarat 
merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak 
tepat ditujukan kepada kafir.  
Sementara itu, dalam pandangan Shāfi’īyah dan Hanabilah, semua 
suami sah menjatuhkan Ṣihār, baik muslim, maupun kafir, baik 
merdeka maupun budak. Demikian pula suami yang sedang 
mabuk, sah menjatuhkan Ṣihār , sebagaimana sah pula talak 
mereka. Dalam pandangan mereka, ayat tentang Ṣihār  berbentuk 
umum, tidak membedakan muslim dan kafir. Di samping itu, 
mereka juga sasaran khitab untuk melaksanakan shari’ah yang 
bersifat cabang (ةعيرشلا عورف). Adapun Ṣihār  yang dijatuhkan suami 
                                                 
155 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol.9, 7127. 
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yang dipaksa (mukrah) tidak sah menurut jumhur, kecuali 
Ḥanafīyah. Syarat kedua, harus berakal. Oleh sebab itu, Ṣihār  
yang dijatuhkan orang gila, anak kecil, orang tidur, idiot, tidak sah, 
sebagaimana tidak sah juga talak yang mereka jatuhkan, karena 
mereka orang yang tidak cakap bertindak hukum. Sementara itu, 
syarat ketiga, baligh. Tidak sah Ṣihār  yang dijatuhkan anak kecil 
sekalipun ia berakal karena Ṣihār  merupakan tindakan yang hanya 
mendatangkan madarat.156 
2. Orang yang di- Ṣihār. Wanita tersebut merupakan isterinya yang 
sah, sekalipun sedang dalam masa ‘iddah akibat talak raj’i, baik 
muslim maupun ahli kitab. Jika seorang suami menjatuhkan Ṣihār  
kepada empat isterinya dengan satu ucapan (kamu semua seperti 
punggung ibu saya), maka Ṣihār   berlaku kepada empat orang 
isterinya tersebut.  
3. Yang dipersamakan adalah semua wanita yang haram dinikahi 
selamanya, baik karena nasab, sesusuan, atau muṣāharah (akibat 
pernikahan, seperti mertua). Adapun bagian yang dipersamakan, 
dalam pandangan jumhur, adalah seluruh bagian tubuh wanita, 
sementara itu dalam pandangan Ḥanafīyah, sasaran Ṣihār  
hanyalah punggung dan bagian tubuh yang haram dilihat, seperti 
farji, perut, dan paha. Rambut, kaki, tangan, dan lain-lain, bukan 
termasuk anggota Ṣihār .   
Kelompok Ḥanābilah memiliki pandangan yang amat longgar 
tentang Ṣihār. Menurut mereka, Ṣihār  berlaku bagi seluruh 
wanita, baik yang haram dinikahi selamanya, maupun yang haram 
dinikahi sementara.   Hukum Ṣihār  juga berlaku bagi wanita yang 
menyamakan suaminya dengan laki-laki atau makhluk dan benda 
apa saja yang haram baginya untuk bersetubuh. 
4. Lafaz Ṣihār . Lafaz Ṣihār adalah ucapan suami yang ditujukan 
untuk men- Ṣihār isterinya. Lafaz Ṣihār  ada dua, yakni ṣarīḥ (jelas 
dan tegas), serta kināyah. Lafaz ṣarīḥ adalah lafaz yang secara 
jelas menunjukkan  Ṣihār , seperti adanya kata ‘punggung’, 
misalnya seseorang mengatakan ‘kamu seperti punggung ibu atau 
saudara saya, atau yang lain’.  Dalam hal ini,  hukum Ṣihār  berlaku 
sekalipun tidak ada niat. Adapun lafaz kināyah adalah lafaz yang 
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mengandung berbagai kemungkinan arti, misalnya ‘kamu seperti 
ibu saya’. Dalam hal ini jika diniatkan Ṣihār  , maka jatuh Ṣihār , 
jika diniatkan memuliakan, maka tidak jatuh Ṣihār . Jika 
menggunakan lafaz kināyah, maka hukum Ṣihār  berlaku, jika 
pernyataan itu diniati Ṣihār. Jika tidak diniati Ṣihār  , maka hukum 
Ṣihār  tidak berlaku.157 Dalam pandangan Shāfi’īyah, 
menyamakan isteri dengan seluruh bagian tubuh yang tidak biasa 
digunakan untuk memuliakan, maka termasuk lafaz ṣarīḥ, seperti 
kaki, tangan, dan lain-lain.158 
 
Īla’, Li’ān, Ṣihār 
 Īla’ Li’ān Ṣihār 
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I. Kewajiban Laki-Laki Pasca Perceraian 
Pasca dijatuhkannya talak, beberapa kewajiban yang harus dipenuhi 
laki-laki adalah: 
1. Memberikan mut’ah 159, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami 
kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah,  
yang pantas sesuai kemampuan (Q.S. al-Baqarah [2]:241): 
 َينِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ِفوُرْعَمْلِبا ٌعَاتَم ِتاَقََّلطُمِْللَو 
“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah  menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban 
bagi orang-orang yang bertakwa”. 
 
                                                 
159 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 73. 
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Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai hukum 
memberi mut’ah tersebut. Jumhur  ulama berpendapat bahwa  tidak 
semua wanita yang bercerai berhak mendapatkan mut’ah, namun 
mereka berbeda pendapat mengenai rinciannya sebagai berikut: 
 Pertama; dalam pandangan Abū Ḥanīfah, memberi mut’ah   
hukumnya wajib, karena ayat di atas ( ِفوُرْعَمْلِبا ٌعاَتَم ِتاَقََّلطُمِْللَو), 
menyandarkan mut’ah kepada wanita yang dicerai. Lam  dalam lafaz 
( ِتاَقََّلطُمِْلل) merupakan lam yang menunjukkan arti kepemilikan (lam 
tamlik), yang kemudian dilanjutkan dengan kata (اًّقَح).   Kata ( َينِقَّتُمْلا) 
sebagaimana  َنوُنِمْؤُمْلا َينِنِسْحُمْلا◌َmenunjukkan makna orang yang 
menjalankan perintah Allah, sementara {   َّنُهوُعِّتَمَو } adalah perintah yang 
menunjukkan arti wajib. Namun demikian, menurut Ḥanafī, mut’ah 
hanya wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan sebelum dukhūl 
(berhubungan suami isteri) dan belum ditentukan maharnya.160 
Argumen yang diajukan Ḥanafī adalah Q.S. al-aḥzāb [33]:49 dan al-
baqarah [2]: 237: 
 �َ َّنُهوَُّسَتم ْنَأ ِلْبَـق ْنِم َّنُهوُمُتْقََّلط َُّثم ِتاَنِمْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ
 ًلاي َِجم اًحَارَس َّنُهوُِحّرَسَو َّنُهوُعِّتَمَف اَهَـنو ُّدَتْعَـت ٍة َّدِع ْنِم َّنِهْيَلَع ْمُكَل اَمَف 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 
kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 
'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah 
mereka mut'ah  dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- 
baiknya” 
 ْمُتْضَرَـف اَم ُفْصَِنف ًةَضِيرَف َُّنَله ْمُتْضَرَـف ْدَقَو َّنُهوَُّسَتم ْنَأ ِلْبَـق ْنِم َّنُهوُمُتْقََّلط ْنِإَو
 اَكِّنلا ُةَدْقُع ِهِدَِيب يِذَّلا َوُفْعَـي َْوأ َنوُفْعَـي ْنَأ َّلاِإ َلاَو ىَوْقَّـتِلل ُبَرْـَقأ اوُفْعَـت ْنَأَو ِح
 ٌيرِصَب َنوُلَمْعَـت َاِبم ََّللها َّنِإ ْمُكَن ْـيَـب َلْضَفْلا اُوَسْنَـت 
                                                 
160Muḥammad b. Aḥmad b. Abī Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 
vol.7, (T.t.:t.p., t.th) 284-5. 





















193Bab 3 – Putusnya Pernikahan 171 
 “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau 
dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan 
kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan 
keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala 
apa yang kamu kerjakan”. 
 
Pada ayat di atas,  disebutkan bahwa syarat pemberian mut’ah 
adalah belum terjadinya hubungan suami isteri dan belum ditentukan 
maharnya. Dari kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa mut’ah tidak 
diberikan kepada isteri yang belum dicampuri, namun sudah 
ditentukan maharnya (sebagaimana disebutkan pada ayat kedua). 
Logikanya, jika mahar tidak wajib, apalagi mut’ah.161  
Kedua, Shāfi’ī berpendapat bahwa seluruh wanita yang dicerai 
berhak mendapatkan mut’ah sepanjang perceraian itu merupakan 
kehendak suami, kecuali wanita tersebut dicerai sebelum terjadinya 
hubungan suami isteri dan mahar sudah ditentukan (mahar musammā).  
Pendapat ini mengacu pada Q.S. al-baqarah [2]: 236: 
 ًةَضِيرَف َُّنَله اوُِضرْفَـت َْوأ َّنُهوَُّسَتم َْلم اَم َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط ْنِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلا َّنُهوُعِّتَمَو
 ُُهرَدَق ِِترْقُمْلا ىَلَعَو ُُهرَدَق ِعِسوُمْلا ىَلَع  َينِنِسْحُمْلا ىَلَع اًّقَح ِفوُرْعَمْلِبا اًعاَتَم 
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah 
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang 
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan”. 
 
Menurut Shāfi’ī, perintah dalam ayat di atas melahirkan hukum 
wajib dan berlaku umum bagi seluruh wanita yang dicerai kecuali 
                                                 
161 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2,  73. 
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wanita yang dicerai sebelum dikumpuli sementara maharnya sudah 
ditentukan saat akad.162 
Saat turun ayat di atas, seseorang berkata, “jika aku ingin 
berbuat kebajikan, aku akan beri dia mut’ah, jika tidak, maka aku tidak 
perlu memberinya mut’ah”, maka turunlah ayat ( اًّقَح ِفوُرْعَمْلِبا ٌعاَتَم ِتاَقََّلطُمِْللَو
 َينِقَّتُمْلا ىَلَع) yang menegaskan bahwasanya mut’ah itu wajib. Kewajiban 
ini tidak diperselisihkan oleh para sahabat.162F163  
Dengan demikian, mut’ah diberikan kepada, 1. Wanita yang 
dicerai setelah dukhūl, 2. Wanita yang dicerai sebelum dukhūl dan 
belum ditentukan maharnya saat akad, 3. Terjadinya perpisahan akibat 
suami, seperti suami murtad dan melakukan li’ān. Adapun wanita 
yang dicerai sebelum dukhūl namun mahar sudah ditentukan saat akad, 
tidak berhak mendapatkan mut’ah karena sudah mendapat separuh 
mahar.164 
Jumhur sepakat bahwa perceraian akibat khulu’  tidak ada 
kewajiban mut’ah, sebab perceraian itu merupakan kehendak dari 
pihak isteri, sebagaimana juga tidak ada mut’ah bagi wanita yang 
dicerai sebelum dicampuri namun sudah ditentukan maharnya.165 
Ketiga, berbeda dengan pendapat di atas, ulama Ẓ{ahirī 
memahami perintah dalam ayat di atas berlaku umum kepada  seluruh 
wanita yang dicerai. Dengan demikian, seluruh wanita yang dicerai 
berhak mendapatkan mut’ah dari suaminya.166  
Keempat,  sebagian ulama, di antaranya Imam Mālik 
berpendapat bahwa mut’ah hukumnya sunnah, bukan wajib. Alasan 
Mālik, akhir ayat dalam Q.S. al-baqarah [2]: 236 mengatakan ( ىَلَع اًّقَح
 َينِنِسْحُمْلا) dan ayat lain menyebut (  َينِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ). Pernyataan tersebut jelas 
tidak menunjukkan kewajiban, sebab sesuatu yang wajib, berlaku bagi 
siapa saja baik ia bertakwa atau tidak. Ketika Shuraih r.a. 
memerintahkan seseorang yang menceraikan isterinya untuk memberi 
                                                 
162 Ibid., 73. 
163 Abū al-Ḥasan al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 
t.th.), 1153. 
164Muṣṭafā al-Khun, Muṣṭafā al-Bighā, ‘Alī al-Sharbajī, al-Fiqh al-Manhajī ‘alā 
Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī, vol. 4, (T.t.: t.p., t.th.), 60. 
165 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2,  72-73. 








A. Pengertian Rujuk dan Landasan Hukumnya 
Rujuk secara bahasa adalah kembali. Secara istilah, menurut 
H{anafiyah adalah “memperpanjang/meneruskan hubungan suami 
isteri pada masa ‘iddah talak raj’ī (يعجرلا قلاطلا ةدع ءانثأ فى جاوزلا ةمادتسإ)”.1 
Mālikiyah mendefinisikan rujuk dengan “mengembalikan istri yang 
telah dicerai ke dalam ikatan perkawinan tanpa akad baru ( ةجوزلا ةدوع
دقع ديدتج يرغ نم ةمصعلل ةقلطلما)”. Shāfi’iyah mendefinisikan rujuk dengan 
“mengembalikan istrinya yang tertalak yang bukan talak bā’in kepada 
nikah ketika masih dalam ‘iddah  ( ِة َّدِعْلا في ٍنِئَبا ِْيرَغ ٍقَلاَط نم ِحاَكِّنلا َلىإ ِةَأْرَمْلا ُّدَر)”. 2 
Sementara itu, definisi rujuk menurut ulama H{anābilah adalah 
“mengembalikan wanita yang ditalak dengan talak bukan bā’in  
kepada keadaan semula tanpa akad ( ِْيرَِغب ِهْيَلَع ْتَناَك اَم َلىإ ٍنِئَبا ِْيرَغ ٍةَقََّلطُم ُةَداَعإ
 ٍدْقَع)”.3 
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa H{anafiyah 
menganggap hubungan suami isteri belum berakhir pada masa ‘iddah 
talak raj’ī. Oleh sebab itu, H{anafiyah menganggap rujuk sebagai 
‘perpanjangan’ hubungan suami isteri, bukan ‘membangun’ akad baru 
atau pun ‘mengembalikan’ ikatan suami isteri setelah berakhir. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan al-Qur’an yang tetap menyebut istilah 
‘suami’ kepada para suami yang telah menceraikan istri yang masih 
dalam masa ‘iddah talak raj’i (Q.S. al-baqarah [{2]}:228):  
                                                          
1 Wahbah al-Zuh{aily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6986. 
2Shams al-Dīn Muh{ammad b. Ah{mad al-Sharbīnī al-Khaṭīb al-Qāhirī al-Shāfi’ī, al-
Iqnā’ fi H{all Alfāẓ Abī Shujā’, vol.6, (T.t.: t.p., t.th.),  282 
3 Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bah{ūtī, Kashshāf al-Qanā’ ‘an Matn al-Iqnā’, vol.18, 
(T.t.: t.p., t.th.), 408. 
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wanita yang dicerai sebelum dikumpuli sementara maharnya sudah 
ditentukan saat akad.162 
Saat turun ayat di atas, seseorang berkata, “jika aku ingin 
berbuat kebajikan, aku akan beri dia mut’ah, jika tidak, maka aku tidak 
perlu memberinya mut’ah”, maka turunlah ayat ( اًّقَح ِفوُرْعَمْلِبا ٌعاَتَم ِتاَقََّلطُمِْللَو
 َينِقَّتُمْلا ىَلَع) yang menegaskan bahwasanya mut’ah itu wajib. Kewajiban 
ini tidak diperselisihkan oleh para sahabat.162F163  
Dengan demikian, mut’ah diberikan kepada, 1. Wanita yang 
dicerai setelah dukhūl, 2. Wanita yang dicerai sebelum dukhūl dan 
belum ditentukan maharnya saat akad, 3. Terjadinya perpisahan akibat 
suami, seperti suami murtad dan melakukan li’ān. Adapun wanita 
yang dicerai sebelum dukhūl namun mahar sudah ditentukan saat akad, 
tidak berhak mendapatkan mut’ah karena sudah mendapat separuh 
mahar.164 
Jumhur sepakat bahwa perceraian akibat khulu’  tidak ada 
kewajiban mut’ah, sebab perceraian itu merupakan kehendak dari 
pihak isteri, sebagaimana juga tidak ada mut’ah bagi wanita yang 
dicerai sebelum dicampuri namun sudah ditentukan maharnya.165 
Ketiga, berbeda dengan pendapat di atas, ulama Ẓ{ahirī 
memahami perintah dalam ayat di atas berlaku umum kepada  seluruh 
wanita yang dicerai. Dengan demikian, seluruh wanita yang dicerai 
berhak mendapatkan mut’ah dari suaminya.166  
Keempat,  sebagian ulama, di antaranya Imam Mālik 
berpendapat bahwa mut’ah hukumnya sunnah, bukan wajib. Alasan 
Mālik, akhir ayat dalam Q.S. al-baqarah [2]: 236 mengatakan ( ىَلَع اًّقَح
 َينِنِسْحُمْلا) dan ayat lain menyebut (  َينِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ). Pernyataan tersebut jelas 
tidak menunjukkan kewajiban, sebab sesuatu yang wajib, berlaku bagi 
siapa saja baik ia bertakwa atau tidak. Ketika Shuraih r.a. 
memerintahkan seseorang yang menceraikan isterinya untuk memberi 
                                                 
162 Ibid., 73. 
163 Abū al-Ḥasan al-Māwardī, Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr, vol. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 
t.th.), 1153. 
164Muṣṭafā al-Khun, Muṣṭafā al-Bighā, ‘Alī al-Sharbajī, al-Fiqh al-Manhajī ‘alā 
Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī, vol. 4, (T.t.: t.p., t.th.), 60. 
165 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2,  72-73. 








A. Pengertian Rujuk dan Landasan Hukumnya 
Rujuk secara bahasa adalah kembali. Secara istilah, menurut 
H{anafiyah adalah “memperpanjang/meneruskan hubungan suami 
isteri pada masa ‘iddah talak raj’ī (يعجرلا قلاطلا ةدع ءانثأ فى جاوزلا ةمادتسإ)”.1 
Mālikiyah mendefinisikan rujuk dengan “mengembalikan istri yang 
telah dicerai ke dalam ikatan perkawinan tanpa akad baru ( ةجوزلا ةدوع
دقع ديدتج يرغ نم ةمصعلل ةقلطلما)”. Shāfi’iyah mendefinisikan rujuk dengan 
“mengembalikan istrinya yang tertalak yang bukan talak bā’in kepada 
nikah ketika masih dalam ‘iddah  ( ِة َّدِعْلا في ٍنِئَبا ِْيرَغ ٍقَلاَط نم ِحاَكِّنلا َلىإ ِةَأْرَمْلا ُّدَر)”. 2 
Sementara itu, definisi rujuk menurut ulama H{anābilah adalah 
“mengembalikan wanita yang ditalak dengan talak bukan bā’in  
kepada keadaan semula tanpa akad ( ِْيرَِغب ِهْيَلَع ْتَناَك اَم َلىإ ٍنِئَبا ِْيرَغ ٍةَقََّلطُم ُةَداَعإ
 ٍدْقَع)”.3 
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa H{anafiyah 
menganggap hubungan suami isteri belum berakhir pada masa ‘iddah 
talak raj’ī. Oleh sebab itu, H{anafiyah menganggap rujuk sebagai 
‘perpanjangan’ hubungan suami isteri, bukan ‘membangun’ akad baru 
atau pun ‘mengembalikan’ ikatan suami isteri setelah berakhir. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan al-Qur’an yang tetap menyebut istilah 
‘suami’ kepada para suami yang telah menceraikan istri yang masih 
dalam masa ‘iddah talak raj’i (Q.S. al-baqarah [{2]}:228):  
                                                          
1 Wahbah al-Zuh{aily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6986. 
2Shams al-Dīn Muh{ammad b. Ah{mad al-Sharbīnī al-Khaṭīb al-Qāhirī al-Shāfi’ī, al-
Iqnā’ fi H{all Alfāẓ Abī Shujā’, vol.6, (T.t.: t.p., t.th.),  282 
3 Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bah{ūtī, Kashshāf al-Qanā’ ‘an Matn al-Iqnā’, vol.18, 
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 ُ َّللها َقَلَخ اَم َنْمُتْكَي ْنَأ َُّنَله ُّلَِيح َلاَو ٍءوُرُـق ََةثَلاَث َّنِهِسُفْـَنِبأ َنْصَّبَرَـتَـي ُتاَقََّلطُمْلاَو
 ِرِخْلآا ِمْوَـيْلاَو َِّللهِبا َّنِمْؤُـي َّنُك ْنِإ َّنِهِماَحَْرأ ِفي َكِلَذ ِفي َّنِه
ِّدَرِب ُّقَحَأ َّنُهُـَتلوُعُـبَو 
 وُدَاَرأ ْنِإ ُ َّللهاَو ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع ِلاَِجّرِللَو ِفوُرْعَمْلِبا َّنِهْيَلَع يِذَّلا ُلْثِم َُّنَلهَو اًحَلاْصِإ ا
 ٌميِكَح ٌزِيزَع 
"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan 
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana”. 
 
Berbeda dengan H{anafiyah, tiga definisi terakhir melahirkan 
kesimpulan bahwa ikatan suami istri berakhir setelah jatuh talak, dan 
rujuk mengembalikan ikatan yang telah berakhir itu. Hal ini sejalan 
dengan prinsip bahwa talak mengharamkan yang dihalalkan saat 
pernikahan.4 Namun demikian, definisi di atas setidaknya sepakat 
dalam dua hal. Pertama, istilah rujuk adalah kembali kepada isteri 
ketika masih dalam masa ‘iddah. Jika kembali di luar masa ‘iddah, 
tidak disebut rujuk. Kedua, rujuk tidak perlu akad baru.  
 Landasan hukum rujuk adalah al-Qur’an, hadis Nabi, serta 
ijma’ ulama’: 
1. Q.S. al-Baqarah [2]:228 ; 229 ; 231: 
اًحَلاْصِإ اوُدَاَرأ ْنِإ َكِلَذ ِفي َّنِهِّدَرِب ُّقَحَأ َّنُهُـَتلوُعُـبَو... 
 “…dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah...”   
 
                                                          
4 Wahbah al-Zuh{aily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6986. 
3 
 ِِبإ ٌحِيرْسَت َْوأ ٍفوُرَْعِبم ٌكاَسْمَِإف ِنَتاَّرَم ُقَلاَّطلا ٍناَسْح... 
“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 
baik...” 
 
 َّنُهَلَجَأ َنْغَلَـبَـف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإَو ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُكِسْمََأف  َِبم َّنُهوُِحّرَس َْوأ ٍفوُرْع... 
 
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati 
akhir ‘iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, 
atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)...” 
 
2. Riwayat dari Ibnu ‘Umar ketika menceraikan isterinya saat haid. 
Ketika ayahnya yakni ‘Umar b. Khaṭṭāb melaporkan hal itu 
kepada Nabi, beliau bersabda: 
 ءاش نإ ثم رهطت ثم ضيتح ثم رهطت تىح اهكسميل ثم اهعجايرلف هرم
 اله قلطي نأ الله رمأ تيلا ةدعلا كلتف سيم نأ لبق اهقلط ءاش نإو اهكسمأ
ءاسنلا5 
“Perintahkan dia untuk rujuk pada isterinya dan tahanlah (tidak 
menceraikannya) hingga suci kemudian haid kemudian suci 
kemudian tahanlah (jangan diceraikan) kalau ia mau atau ceraikan 
jika ia mau sebelum mengumpulinya, maka itulah ‘iddah dimana 
Allah memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan 
isterinya”. 
 
3. Saat Nabi menceraikan Hafsah, beliau diperintahkan untuk rujuk: 
 
 ِةََّنلجا في َكُتَجْوَز ا�إو ٌةماّوق ٌةماّوص اَهـَّنَِإف َةَصْفَح ْعِجار لاقف ليْبرِج نيتاأ6 
                                                          
5 Badr al-Dīn al-‘Ainī al-H{anafī, ‘Umdat al-Qārī Sharh{ al-Bukhārī, vol. 5, (T.t.: t.p., 
2006), 451. 
6 Sulaimān b. Ah{mad b. Ayyūb b. Muṭayyar al-Lakhmī al-Shāmī, Abū al-Qāsim al-
Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, vol.13, (T.t.: t.p., t.th.), 315 
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 ُ َّللها َقَلَخ اَم َنْمُتْكَي ْنَأ َُّنَله ُّلَِيح َلاَو ٍءوُرُـق ََةثَلاَث َّنِهِسُفْـَنِبأ َنْصَّبَرَـتَـي ُتاَقََّلطُمْلاَو
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dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
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Berbeda dengan H{anafiyah, tiga definisi terakhir melahirkan 
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4 Wahbah al-Zuh{aily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 6986. 
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Ketika ayahnya yakni ‘Umar b. Khaṭṭāb melaporkan hal itu 
kepada Nabi, beliau bersabda: 
 ءاش نإ ثم رهطت ثم ضيتح ثم رهطت تىح اهكسميل ثم اهعجايرلف هرم
 اله قلطي نأ الله رمأ تيلا ةدعلا كلتف سيم نأ لبق اهقلط ءاش نإو اهكسمأ
ءاسنلا5 
“Perintahkan dia untuk rujuk pada isterinya dan tahanlah (tidak 
menceraikannya) hingga suci kemudian haid kemudian suci 
kemudian tahanlah (jangan diceraikan) kalau ia mau atau ceraikan 
jika ia mau sebelum mengumpulinya, maka itulah ‘iddah dimana 
Allah memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan 
isterinya”. 
 
3. Saat Nabi menceraikan Hafsah, beliau diperintahkan untuk rujuk: 
 
 ِةََّنلجا في َكُتَجْوَز ا�إو ٌةماّوق ٌةماّوص اَهـَّنَِإف َةَصْفَح ْعِجار لاقف ليْبرِج نيتاأ6 
                                                          
5 Badr al-Dīn al-‘Ainī al-H{anafī, ‘Umdat al-Qārī Sharh{ al-Bukhārī, vol. 5, (T.t.: t.p., 
2006), 451. 
6 Sulaimān b. Ah{mad b. Ayyūb b. Muṭayyar al-Lakhmī al-Shāmī, Abū al-Qāsim al-
Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, vol.13, (T.t.: t.p., t.th.), 315 
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“Jibril datang kepadaku dan berkata, ‘kembalilah kepada Hafsah, 
sesungguhnya ia adalah wanita yang selalu berpuasa, mendirikan 
salat, dan ia adalah isterimu di surga”. 
 
4. Seluruh ulama sepakat bahwa seorang laki-laki dapat rujuk kepada 
isterinya yang ditalak raj’ī (satu dan dua) selama dalam masa 
‘iddah, baik wanita tersebut rida atau tidak, sebab menurut 
H{anafiyah, dalam masa itu pada hakikatnya mereka masih suami 
isteri. Alasan H{anafiyah, seluruh ulama sepakat bahwa dalam 
masa ‘iddah talak raj’ī,  dapat dan sah terjadi ẓihār, īlā’, li’ān, 
serta mereka bisa saling mewarisi, bahkan juga dapat terjadi 
talak.7  
 
B. Syarat Sah-nya Rujuk 
Sebagaimana disebutkan di atas, rujuk merupakan hak suami 
sehingga tidak membutuhkan persetujuan istri. Rujuk juga tidak 
memerlukan mahar ataupun wali karena tidak perlu akad baru. Namun 
demikian, jika ‘rujuk’ dilakukan ketika masa ‘iddah telah habis, maka 
berlaku ketentuan sebagaimana rujuk dalam talak bā’in, yaitu akad 
nikah baru dengan semua persyaratannya.8 Model yang kedua ini 
menurut Malikiyah tidak bisa disebut rujuk, tetapi murāja’ah, karena 
harus berdasarkan kerelaan kedua pihak.9  
Syarat sahnya rujuk adalah sebagai berikut: 
1. Suami adalah orang yang cakap bertindak hukum 
2. Rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau perbuatan. Namun 
menurut Shāfi’ī, rujuk harus dinyatakan dengan lisan. Menurut 
H{anābilah, jika menggunakan bahasa sindiran, harus disertai 
dengan niat. Mālikiyah mensyaratkan niat secara mutlak, baik 
dengan lisan maupun tindakan. 
3. Istri berada dalam masa ‘iddah talak raj’ī. Bagi budak, karena hak 
talaknya hanya dua, maka rujuk hanya berlaku dalam talak satu. 
Dengan demikian, talak ketiga tidak ada kesempatan seorang suami 
                                                          
7 al-Zuh{ailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 9, 6987. 
8 Ibid., 6988. 
9 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 203. 
5 
untuk rujuk, begitu juga istri yang tertalak dalam keadaan belum 
pernah digauli,10 serta talak yang disebabkan fasakh atau keputusan 
hakim.11  
4. Dalam rujuk, tidak diperlukan kerelaan istri karena rujuk adalah hak 
suami (Q.S. al-Baqarah [2]:228).  
5. Istrinya sudah digauli  
6. Talak tersebut tidak disertai ‘iwad{ (uang tebusan) dari istri.  
7. Wanita tersebut halal di-rujuk. Jika dalam masa ‘iddah, ia murtad, 
maka ia tidak boleh di-rujuk. 
8. Harus jelas wanita yang akan di-rujuk. Misalnya ia menceraikan 
salahsatu isterinya namun tidak dijelaskan orangnya, kemudian 
merujuknya, maka rujuk itu tidak sah. Atau ia ceraikan semua 
isterinya, kemudian merujuk salahsatunya tanpa menjelaskan 
orangnya, maka rujuk tersebut juga tidak sah.12 
9. Tidak boleh dibatasi waktu, misalnya ia akan rujuk selama sebulan, 
atau seminggu, atau sehari, atau lain-lain. Rujuk juga tidak boleh 
digantungkan pada syarat tertentu, misalnya ‘saya akan rujuk kalau 
Zaid datang’. Namun demikian, Mālikiyah berbeda pendapat jika 
rujuk disyaratkan pada waktu yang akan datang, seperti akan rujuk 
besok, atau lusa atau minggu depan atau bulan depan. Sebagian 
mereka berpendapat tidak sah. Sebagian yang lain berpendapat 
tidak sah saat ini, namun sah pada saat hari yang dipersyaratkan itu 
sudah datang. 13 
10. Dalam pandangan jumhur, yakni H{anafī, Mālik dan Shāfi’ī dalam 
qaul jadīd-nya, serta H{anbalī dalam salah satu riwayatnya, rujuk 
tidak disyaratkan ada saksi. Namun demikian, kehadiran saksi 
disunnah-kan dalam rangka hati-hati untuk menjaga adanya 
pengingkaran dari pihak istri serta menghilangkan keraguan. 
Sebaliknya, kalangan Ẓahiriyah mewajibkan adanya saksi, sehingga 
rujuk yang tidak dihadiri saksi dinilai tidak sah. Pendapat ini juga 
                                                          
10 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 203. 
11 Ibid., vol. 4, 203. 
12 Al-Sharbīnī, al-Iqnā’, vol. 6, 283. 
13 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 209. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, 
al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol. 12, 316 dan vol. 22, 108. 
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7 al-Zuh{ailī, al-Fiqh al-Islāmī,  vol. 9, 6987. 
8 Ibid., 6988. 
9 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 203. 
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10 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 203. 
11 Ibid., vol. 4, 203. 
12 Al-Sharbīnī, al-Iqnā’, vol. 6, 283. 
13 al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 209. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, 
al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol. 12, 316 dan vol. 22, 108. 
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6 
disepakati oleh sebagian ulama Mālikiyah dan salah satu riwayat 
H{anbalī. Alasan mereka adalah Q.S. al-ṭalāq [65]:2: 
 ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُِقرَاف ْوَأ ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُكِسْمَأَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَـب اَذَِإف ْيَوَذ اوُدِهْشَأَو
 ْمُكْنِم ٍلْدَع... 
" Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddah-nya, maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” 
 
Menurut Ẓahiriyah, perintah dalam ayat tersebut menunjukkan 
hukum wajib. Disamping itu, jika saksi menjadi syarat dalam 
pernikahan, maka semestinya ia juga menjadi syarat dalam rujuk. 
Logika ini ditolak oleh jumhur. Menurut jumhur, perintah dalam 
ayat di atas ( ْمُكْنِم ٍلْدَع ْيَوَذ اوُدِهْشَأَو/ dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi yang adil di antara kamu) hanya menunjukkan hukum 
sunnah, yang datang mengiringi perintah sebelumnya, yakni 
( ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُكِسْمََأف / maka rujukilah mereka dengan baik). Disamping itu, 
ulama sepakat bahwa talak tidak perlu saksi, sehingga rujukpun 
tidak perlu saksi karena ayat-ayat yang menyebut hal tersebut 
bersifat mutlak, yakni  َّنُهوُكِسْمََأف serta  َّنِه ِّدَرِب ُّقَحَأ َّنُهُـَتلوُعُـبَو. Hadis Umar di 
atas juga tidak menyebutkan adanya perintah Nabi untuk 
menghadirkan saksi dalam merujuk. 14 Alasan lain adalah karena 
rujuk tidak perlu qabul, tidak perlu kerelaan pihak perempuan, 
bahkan tidak perlu sepengetahuan perempuan, sehingga tidak 
diperlukan saksi.15 
 
C. Cara-Cara Rujuk   
Ulama berbeda pendapat tentang cara rujuk suami kepada isteri. 
Pertama,  menurut jumhur,  rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau 
                                                          
14 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 63-66. Lihat juga al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, 
vol. 4, 207. Lihat juga al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 6996. 
15 Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bahūtī, al-Raud{ al-Murabbi’ Sharah{ Zād al-
Mustanqi’ fi Ikhtiṣār al-Muqna’, vol.1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 378. 
7 
perbuatan. Namun, kelompok ini berbeda pendapat dalam hal niat. 
Menurut H{anafiyah dan salah satu riwayat Ah{mad, sekalipun seseorang 
tidak berniat rujuk, begitu dia menggauli istrinya, berarti telah terjadi 
rujuk. Dalam hal ini, tidak perlu ada pernyataan rujuk dari suami. 
Berbeda dengan H{anafiyah, Mālikiyah mengharuskan ada niat. Jika 
seseorang menggauli istrinya dengan niat rujuk, berarti terjadi rujuk, 
namun jika dia menggauli isterinya tanpa niat rujuk, maka hukumnya 
haram. Namun demikian, perbuatan tersebut tidak mengharuskan 
pelakunya mendapat hukuman h{ad ataupun membayar mahar, sekalipun 
ia tahu bahwa perbuatan itu haram, sebab ulama berbeda pendapat 
tentang kebolehannya. Hukuman ta’zīr juga tidak dapat diberlakukan 
kecuali kepada orang yang meyakini keharamannya dan tahu bahwa 
perbuatan itu haram. Bagaimana jika lahir seorang anak ? Status anak 
itu bernasab kepadanya, karena persetubuhan tersebut terjadi saat masa 
‘iddah sehingga termasuk kategori persetubuhan shubhat.16  
Bagaimana jika menyentuh atau mencium, apakah tergolong 
rujuk ? Dalam hal ini seluruh ulama sepakat bahwa menyentuh atau 
mencium tidak tergolong rujuk. Namun mereka berbeda pendapat jika 
sentuhan atau ciuman itu disertai syahwat. Menurut H{anafiyah, jika 
sentuhan atau ciuman itu disertai syahwat, maka secara otomatis terjadi 
rujuk. Tidak ada perbedaan apakah yang bersyahwat itu salah satu 
pihak atau keduanya sepanjang pihak suami mengakui. Mālikiyah tetap 
mempersyaratkan harus ada niat. Shāfi’iyah juga tetap menyatakan 
tidak sah tanpa ada pernyataan lisan. Demikian pula salah satu riwayat 
Imam H{anbalī.17 
Kedua, menurut Shāfi’ī dan salah satu riwayat Ah{mad, rujuk 
hanya dapat dilakukan dengan lisan. Jika dalam masa ‘iddah mereka 
melakukan hubungan suami isteri tanpa ada pernyataan rujuk, maka 
hukumnya haram dan suami wajib membayar mahar mithil (mahar 
sebagaimana berlaku di kalangan keluarga istri).18 
                                                          
16 Al-Wazīr Abū al-Muẓaffar al-Shaibānī, Ikhtilāf al-Aimmat al-‘Ulama’, vol.2,  
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 181. 
17 Tim Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol. 
13, 136-7. 
18 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 6988. 
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disepakati oleh sebagian ulama Mālikiyah dan salah satu riwayat 
H{anbalī. Alasan mereka adalah Q.S. al-ṭalāq [65]:2: 
 ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُِقرَاف ْوَأ ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُكِسْمَأَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَـب اَذَِإف ْيَوَذ اوُدِهْشَأَو
 ْمُكْنِم ٍلْدَع... 
" Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddah-nya, maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” 
 
Menurut Ẓahiriyah, perintah dalam ayat tersebut menunjukkan 
hukum wajib. Disamping itu, jika saksi menjadi syarat dalam 
pernikahan, maka semestinya ia juga menjadi syarat dalam rujuk. 
Logika ini ditolak oleh jumhur. Menurut jumhur, perintah dalam 
ayat di atas ( ْمُكْنِم ٍلْدَع ْيَوَذ اوُدِهْشَأَو/ dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi yang adil di antara kamu) hanya menunjukkan hukum 
sunnah, yang datang mengiringi perintah sebelumnya, yakni 
( ٍفوُرَْعِبم َّنُهوُكِسْمََأف / maka rujukilah mereka dengan baik). Disamping itu, 
ulama sepakat bahwa talak tidak perlu saksi, sehingga rujukpun 
tidak perlu saksi karena ayat-ayat yang menyebut hal tersebut 
bersifat mutlak, yakni  َّنُهوُكِسْمََأف serta  َّنِه ِّدَرِب ُّقَحَأ َّنُهُـَتلوُعُـبَو. Hadis Umar di 
atas juga tidak menyebutkan adanya perintah Nabi untuk 
menghadirkan saksi dalam merujuk. 14 Alasan lain adalah karena 
rujuk tidak perlu qabul, tidak perlu kerelaan pihak perempuan, 
bahkan tidak perlu sepengetahuan perempuan, sehingga tidak 
diperlukan saksi.15 
 
C. Cara-Cara Rujuk   
Ulama berbeda pendapat tentang cara rujuk suami kepada isteri. 
Pertama,  menurut jumhur,  rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau 
                                                          
14 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 63-66. Lihat juga al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, 
vol. 4, 207. Lihat juga al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 6996. 
15 Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bahūtī, al-Raud{ al-Murabbi’ Sharah{ Zād al-
Mustanqi’ fi Ikhtiṣār al-Muqna’, vol.1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 378. 
7 
perbuatan. Namun, kelompok ini berbeda pendapat dalam hal niat. 
Menurut H{anafiyah dan salah satu riwayat Ah{mad, sekalipun seseorang 
tidak berniat rujuk, begitu dia menggauli istrinya, berarti telah terjadi 
rujuk. Dalam hal ini, tidak perlu ada pernyataan rujuk dari suami. 
Berbeda dengan H{anafiyah, Mālikiyah mengharuskan ada niat. Jika 
seseorang menggauli istrinya dengan niat rujuk, berarti terjadi rujuk, 
namun jika dia menggauli isterinya tanpa niat rujuk, maka hukumnya 
haram. Namun demikian, perbuatan tersebut tidak mengharuskan 
pelakunya mendapat hukuman h{ad ataupun membayar mahar, sekalipun 
ia tahu bahwa perbuatan itu haram, sebab ulama berbeda pendapat 
tentang kebolehannya. Hukuman ta’zīr juga tidak dapat diberlakukan 
kecuali kepada orang yang meyakini keharamannya dan tahu bahwa 
perbuatan itu haram. Bagaimana jika lahir seorang anak ? Status anak 
itu bernasab kepadanya, karena persetubuhan tersebut terjadi saat masa 
‘iddah sehingga termasuk kategori persetubuhan shubhat.16  
Bagaimana jika menyentuh atau mencium, apakah tergolong 
rujuk ? Dalam hal ini seluruh ulama sepakat bahwa menyentuh atau 
mencium tidak tergolong rujuk. Namun mereka berbeda pendapat jika 
sentuhan atau ciuman itu disertai syahwat. Menurut H{anafiyah, jika 
sentuhan atau ciuman itu disertai syahwat, maka secara otomatis terjadi 
rujuk. Tidak ada perbedaan apakah yang bersyahwat itu salah satu 
pihak atau keduanya sepanjang pihak suami mengakui. Mālikiyah tetap 
mempersyaratkan harus ada niat. Shāfi’iyah juga tetap menyatakan 
tidak sah tanpa ada pernyataan lisan. Demikian pula salah satu riwayat 
Imam H{anbalī.17 
Kedua, menurut Shāfi’ī dan salah satu riwayat Ah{mad, rujuk 
hanya dapat dilakukan dengan lisan. Jika dalam masa ‘iddah mereka 
melakukan hubungan suami isteri tanpa ada pernyataan rujuk, maka 
hukumnya haram dan suami wajib membayar mahar mithil (mahar 
sebagaimana berlaku di kalangan keluarga istri).18 
                                                          
16 Al-Wazīr Abū al-Muẓaffar al-Shaibānī, Ikhtilāf al-Aimmat al-‘Ulama’, vol.2,  
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 181. 
17 Tim Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, vol. 
13, 136-7. 
18 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 6988. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mālikiyah dan Shāfi’iyah sepakat bahwa sebelum terjadi rujuk, 
mereka haram melakukan segala macam bentuk istimta’ (bermesraan), 
termasuk melihat dengan tanpa syahwat sekalipun. Alasan kelompok 
ini, jika nikah menghalalkan istimta’, maka talak mengharamkan 
istimta’, karena nikah dan talak adalah dua hal yang bertolak belakang. 
Jika sebelum terjadi rujuk mereka boleh melakukan istimta’, maka 
berarti talak tidak berimplikasi apapun.19 
Pernyataan rujuk dapat berbentuk ṣarīh{ (tegas) atau kināyah 
(sindiran). Jika berbentuk ṣarīh{, maka tidak perlu niat, namun jika 
berbentuk kināyah, harus disertai niat. Lafaz rujuk yang ṣarīh{  seperti, 
“aku kembali padamu”. Adapun bentuk kināyah -nya seperti, “saya 
nikahi engkau”, “engkau sekarang bagiku seperti engkau yang dulu”. 
Lafaz ini merupakan lafaz ṣarīh{  untuk menikah, tapi kināyah untuk 
rujuk.20 
 
                                                          
19 Ibid. 
20 Al-Jazārī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 208-9. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mālikiyah dan Shāfi’iyah sepakat bahwa sebelum terjadi rujuk, 
mereka haram melakukan segala macam bentuk istimta’ (bermesraan), 
termasuk melihat dengan tanpa syahwat sekalipun. Alasan kelompok 
ini, jika nikah menghalalkan istimta’, maka talak mengharamkan 
istimta’, karena nikah dan talak adalah dua hal yang bertolak belakang. 
Jika sebelum terjadi rujuk mereka boleh melakukan istimta’, maka 
berarti talak tidak berimplikasi apapun.19 
Pernyataan rujuk dapat berbentuk ṣarīh{ (tegas) atau kināyah 
(sindiran). Jika berbentuk ṣarīh{, maka tidak perlu niat, namun jika 
berbentuk kināyah, harus disertai niat. Lafaz rujuk yang ṣarīh{  seperti, 
“aku kembali padamu”. Adapun bentuk kināyah -nya seperti, “saya 
nikahi engkau”, “engkau sekarang bagiku seperti engkau yang dulu”. 
Lafaz ini merupakan lafaz ṣarīh{  untuk menikah, tapi kināyah untuk 
rujuk.20 
 
                                                          
19 Ibid. 
20 Al-Jazārī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 208-9. 










































































































































































































































A. Pengertian ‘Iddah dan Macam-Macamnya 
Sebagai konsekuensi putusnya pernikahan, maka seorang wanita 
harus menjalani masa ‘iddah. Secara bahasa, ‘iddah berarti hitungan. 
Secara istilah, ‘iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk 
mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan 
kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru’ 
(suci/haid).1 Dalam definsi Sayid Sābiq, ‘iddah adalah “istilah untuk 
waktu tertentu dimana seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah 
pasca wafatnya suaminya atau pasca terjadinya perceraian ( رظتنت تىلا ةدملل مسإ
اله قارف وأ اهجوز ةافو دعب جيوزتلا نع عنتتمو ةأرلما اهيف).”2 Berdasarkan definisi di atas, 
dapat dipahami bahwa masa ‘iddah harus dijalani wanita yang berpisah 
dari suaminya, baik karena kematian atau karena bercerai. Oleh sebab itu, 
masa ‘iddah tidak berlaku bagi laki-laki. Ia bisa langsung menikah lagi 
pasca berpisah dari isterinya, baik karena bercerai ataupun karena 
ditinggal mati.3 Namun demikian, masa ‘iddah tersebut berbeda 
berdasarkan keadaan masing-masing. 
 
B. Masa ‘iddah wanita putus pernikahan karena cerai hidup, 
baik karena talak atau yang lain: 
1. Bercerai dalam keadaan hamil, masa ‘iddah-nya adalah sampai 
melahirkan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4): 
… َّنُهَلَْحم َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلَاْحمَْلأا ُتَلاُوأَو … 
“...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu 
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”  
 
                                                 
1 Abū Muḥammad ‘Ali b. Ḥazm al-Andalusī, al-Muḥallā, vol. 9, (T.t.: Dār al-Fikr, 
t.th.), 483. Lihat juga Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, 66 dst 
2 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol.2, 622.  
3 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, 7168. 
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Seluruh ulama sepakat bahwa masa ‘iddah wanita yang bercerai 
dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Perbedaan 
pendapat di kalangan mereka menyangkut masa ‘iddah wanita 
hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, yang akan dijelaskan di 
bawah. Namun demikian, dalam pandangan Ḥanafiyah dan 
Shāfi’iyah, ‘iddah tidak berlaku bagi wanita yang hamil karena zina. 
Sekalipun demikian, Ḥanafiyah memperbolehkan seseorang 
menikahi wanita hamil, namun tidak boleh mengumpulinya hingga 
ia melahirkan agar tidak terjadi percampuran ‘air’ dengan laki-laki 
lain. Sementara itu, Shāfi’iyah memperbolehkan mengumpuli 
wanita yang dinikahi saat hamil karena zina, sebab hamil karena 
zina, tidak ada kehormatan.4  
 
2. Bercerai dalam keadaan tidak hamil, masa ‘iddah –nya adalah 
tiga kali quru’ (Q.S. al-Baqarah [2[:228: 
 ٍءوُرُـق ََةثَلاَث َّنِهِسُفْـَنِبأ َنْصَّبَرَـتَـي ُتاَقََّلطُمْلاَو... 
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru'...  
 
Seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini ditujukan kepada wanita 
yang sudah dicampuri, belum menapouse ataupun belum/tidak 
pernah haid, dan tidak hamil. Namun ulama berbeda pendapat 
tentang makna ( ٍءوُرُـق).  ٍءوُرُـق atau ءارقأ adalah bentuk jama’ dari ءرقلا. 
Lafaz  ٍءوُرُـق adalah lafaz yang mushtarak, yang bermakna haid dan 
suci. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksudkan oleh lafaz 
 ٍءوُرُـق dalam ayat di atas ?. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; 
Mālik dan Shāfi’ī serta salah satu riwayat Ḥanbalī berpendapat 
bahwa ( ٍءوُرُـق) adalah suci. Adapun dari kalangan sahabat, yang 
menganut pendapat ini adalah Ibnu ‘Umar, ‘Aishah serta Zaid b. 
Thābit. Alasan kelompok ini adalah: 
a. Lafaz ( ٍءوُرُـق ََةثَلاَث) merupakan kata bilangan (‘adad). Dalam tata 
bahasa Arab, jika ‘adad (bilangan) berbentuk mu’annath 
                                                 
4 al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 598. 
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(perempuan), maka ma’dūd (yang dihitung) harus berbentuk 
mudhakkar (laki-laki). Dalam lafaz ( ٍءوُرُـق ََةثَلاَث), kata bilangannya 
(‘adad) berbentuk mu’annath yaitu  ََةثَلاَث  karena terdapat ta’ 
marbūṭah (ة) yang menjadi karakter ke-perempuan-an dalam 
bahasa Arab,  sehingga ma’dūd-nya (yang dihitung) harus 
mudhakkar. Dengan demikian, maka tidak bisa tidak, makna 
( ٍءوُرُـق) adalah suci, mengingat haid hanya menjadi milik  
perempuan. 4F5 
b. Riwayat dari ‘Aishah yang mengatakan : 
راهطلاا ءارقلاا ءارقلأأ ام نوردت لهو.6 
 “Apakah kalian tahu apakah ءارقلأا ?. ءارقلأا adalah suci.”  
Sebuah riwayat dari al-Anbārī mengatakan bahwa lafaz  ٍءوُرُـق 
adalah bentuk jamak dari lafaz ءرقلا yang berarti suci. Sementara 
bentuk jamak dari  lafaz ءرقلا yang berarti haid adalah ءارقلأا.7 Bila 
mengacu pada hadis ‘Aishah di atas, pendapat ini tentu sulit 
diterima, karena ‘Aishah mengatakan bahwa ءارقلأا adalah suci. 
c. Q.S. al-ṭalāq {65}:1 : 
 َّنِِتهَّدِعِل َّنُهوُقَِّلطَف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ ...  
“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar) ...” 
 
Kelompok ini memaknai ayat tersebut dengan, “ceraikanlah 
mereka pada masa ‘iddah-nya”. Mengingat bercerai pada saat 
haid hukumnya haram, berarti perintah ‘pada masa ‘iddah’ itu 
adalah saat suci. 8 Berbeda dengan pendapat tersebut, 
Ḥanafiyah memaknai ayat di atas dengan, “...hendaknya 
                                                 
5 ‘Alī al-Ṣabūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 1, 328-329. 
6 Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi’ī, Musnad al-Shāfi’ī, vol.1, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyah, t.th.), 363 
7 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 67. 
8 ‘Alī al-Ṣabūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 1, 328-329. 
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ceraikan mereka menjelang masa ‘iddah...”. Artinya, 
perceraian harus dilakukan sebelum perempuan memasuki 
masa ‘iddah. Berhubung cerai harus dilakukan pada saat suci, 
berarti masa ‘iddah tersebut adalah saat haid. 
d. Riwayat dari Ibnu ‘Umar ketika menceraikan isterinya saat 
haid. Ketika ayahnya yakni ‘Umar b. Khaṭṭāb melaporkan hal 
itu kepada Nabi, beliau bersabda: 
 ءاش نإ ثم رهطت ثم ضيتح ثم رهطت تىح اهكسميل ثم اهعجايرلف هرم
 رمأ تيلا ةدعلا كلتف سيم نأ لبق اهقلط ءاش نإو اهكسمأ نأ الله
ءاسنلا اله قلطي9 
“Perintahkan dia untuk rujuk pada isterinya dan tahanlah (tidak 
menceraikannya) hingga suci kemudian haid kemudian suci 
kemudian tahanlah (jangan diceraikan) kalau ia mau atau 
ceraikan jika ia mau sebelum mengumpulinya, maka itulah 
‘iddah dimana Allah memerintahkan seseorang (jika mau) 
menceraikan isterinya”. 
 
Pernyataan Nabi,  ‘maka itulah ‘iddah dimana Allah 
memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan isterinya’ 
merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya quru’ adalah 
suci agar supaya talak bersambung dengan ‘iddah.10 Dalam 
hadis tersebut, Nabi secara jelas memerintahkan menceraikan 
isteri di masa suci dimana masa itu sekaligus merupakan masa 
‘iddah-nya. 
Pendapat kedua dikemukakan oleh Ḥanafiyah dan salah satu 
riwayat Ḥanbalī. Menurut kelompok ini, lafaz ءارقلأا/   ٍءوُرُـق  bermakna 
haid. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Imam Ḥanbalī berkata, 
“dulu saya berpendapat bahwa ءارقلأا/   ٍءوُرُـق  adalah suci, sekarang saya 
berpendapat haid”. Adapun alasan yang dikemukakan kelompok ini 
adalah: 
                                                 
9 Badr al-Dīn al-‘Ainī al-Ḥanafī, ‘Umdat al-Qārī Sharḥ al-Bukhārī, vol. 5, (T.t.: 
t.p., 2006), 451. 
10 Ibnu Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2. 67-68. 
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a.  ‘Iddah disyariatkan untuk mengetahui bersihnya rahim, 
sementara yang menunjukkan bersihnya rahim adalah haid, bukan 
suci. 
b. Beberapa hadis Nabi:  
1. Sebuah riwayat dari ‘Aishah : 
 ِِّبىَّنلا َلىِإ ٍشْيَـبُح ِبىَأ ُتِْنب ُةَمِطَاف ْتَءاَج ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع- الله ىلص
ملسو هيلع-  َُعدََأَفأ ُرُهْطَأ َلاَف ُضاَحَتُْسأ ٌَةأَرْما ِّنىِإ َِّللها َلوُسَر �َ ْتَلاَقَـف
 َلاَقَـف ََةلاَّصلا » ِكِئَارْـَقأ َم َّ�َأ َةَلاَّصلا ىِعَد  َتْغا َُّثم َرَطَق ْنِإَو ىِّلَصَو ىِلِس
 ِيرِصَْلحا ىَلَع ُم َّدلا«11  
“Dari Aishah berkata, ‘telah datang Fatimah bintu Abi 
Hubaish kepada Nabi dan berkata, “Ya Rasulullah, saya 
perempuan yang istihadah sehingga saya tidak suci, apakah 
saya (harus) meninggalkan salat ?’, Nabi menjawab, 
“Tinggalkan salat saat hari-hari aqra’-mu, kemudian 
bersucilah dan salat-lah, sekalipun darah menetes (sedikit)” 
 
Perintah untuk meninggalkan salat dalam hadis di atas, 
tentunya pada saat haid, bukan pada masa suci. 
2. Sabda Nabi: 
 َلا.ًةَضْيَح َضيَِتح َّتىَح ٍلَْحم ِتاَذ ُر ْـيَغ َلاَو َعَضَت َّتىَح ٌلِماَح َُأطُوت
12 
 “ Seorang wanita yang hamil tidak boleh dikumpuli hingga 
melahirkan, sementara wanita yang tidak hamil tidak boleh 
digauli hingga haid”.  
 
Dalam sabdanya di atas, Nabi memerintahkan untuk melihat 
bersihnya rahim dengan mengacu pada haid. 
3. Hadis Nabi tentang masa ‘iddah budak wanita: 
                                                 
11 Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Umar b. Aḥmad b. Mahdī b. Mas’ūd b. al-Nu’mān b. Dīnār 
al-Baghdādī, Sunan al-Dār al-Quṭnī, vol.2, (T.t.: t.p., t.th.), 413. 
12 Abū Dāud b. Sulaimān al-Ash’ath al-Sijistānī, Sunan Abū Dāud, vol.2, (Beirut : 
Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th.), 213. 
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  َِّللها َلوُسَر َّنَأ َةَشِئاَع ْنَع-ملسو هيلع الله ىلص-  َلَاق : ِةَمَلأا ُقَلاَط
 ِناَتَضْيَح اَهُـت َّدِعَو ِناَتَقيِلْطَت13 
 “Dari ‘Aishah bahwa Rasulullah bersabda, ‘Talak (yang bisa 
dirujuk) bagi budak wanita adalah dua kali, sedangkan masa 
‘iddah-nya adalah dua kali haid”. 
 
Hadis tersebut menegaskan bahwa ukuran masa ‘iddah budak 
adalah haid. Dengan demikian, secara logika hal yang sama 
berlaku bagi wanita merdeka. 
 
c. Orang yang menaupouse atau tidak pernah/belum haid, masa 
‘iddah-nya adalah tiga bulan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4). Artinya, Allah 
menjadikan hitungan ‘bulan’ sebagai pengganti haid dan 
menempati posisi haid. Hal ini menunjukkan bahwa masa ‘iddah 
dihitung berdasarkan haid. Kasus ini bisa dianalogikan pada kasus 
bersuci, dimana dalam situasi tidak menemukan air, maka tanah 
menggantikan posisi air (Q.S. al-maidah [5]:6). Dengan demikian, 
maka air-lah yang menjadi alat bersuci. Alasan ini merupakan 
argumen terkuat dari kelompok Ḥanafī.14 
d.  ََةثَلاَث   adalah lafaz khāṣ yang berindikasi qaṭ’ī sehingga  harus 
dijalankan sesuai ketentuan ayat, tidak kurang dan tidak lebih. Jika 
patokannya adalah haid, maka hitungan 3 kali quru’ menjadi 
sempurna, karena masa ‘iddah berakhir pada saat berakhirnya haid 
ketiga. Sementara jika diartikan suci, maka hitungan 3 kali quru’ 
bisa jadi tidak sempurna, karena bisa hanya dua setengah quru’ 
saja, mengingat ketika talak dijatuhkan, langsung dihitung sebagai 
masa ‘iddah. (tafsir Nusus) 
e. Sebuah riwayat dari ‘Umar dan ‘Alī mereka berkata: 
 ةثلاثلا ةضيلحا نم لستغت تىح اهيلإ ةعجرلا اهجوزل ليح15 
                                                 
13Muḥammad b. ‘Īsā b. Saurah b. Mūsā b. al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, 
vol.5, (t.t.: t.p., t.th.), 44.  
14 ‘Alī al-Ṣabūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 1, 329-330. Lihat juga al-Zuhaily, al-Fiqh 
al-Islamy, vol. 9, 7173. 
15 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 7174. 
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“Halal bagi suami untuk merujuk isterinya hingga ia mandi dari 
haid-nya yang ketiga” 
 
3. Bercerai ketika sudah menapouse atau belum/tidak pernah haid, 
masa ‘iddah-nya adalah tiga bulan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4): 
 يِئ َّلالاَو ٍرُهْشَأ َُةثَلاَث َّنُهُـت َّدِعَف ْمُت ْـبَـتْرا ِنِإ ْمُكِئاَسِن ْنِم ِضيِحَمْلا َنِم َنْسَِئي يِئ َّلالاَو
 َنْضَِيح َْلم  ْنِم ُهَل ْلَعَْيج ََّللها ِقَّتَـي ْنَمَو َّنُهَلَْحم َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلَاْحمَْلأا ُتَلاُوأَو
 ًارْسُي ِِهرَْمأ 
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 
antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 
masa ‘iddah-nya), maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; 
dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan 
perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang 
bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan 
dalam urusannya.” 
 
Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab turun ayat tersebut, di 
antaranya adalah riwayat Muqātil yang menjelaskan, bahwa saat turun 
Q.S. al-baqarah {[2]}:228 yang menjelaskan masa ‘iddah wanita yang 
dicerai, Khalād b. Nu’mān bertanya, ‘Ya Rasul, bagaimana dengan 
masa ‘iddah wanita yang belum haid serta wanita menapouse dan 
wanita hamil ?’, maka turunlah ayat ini .”16 Al-T{abarī memaknai lafaz 
 ْمُت ْـبَـتْرا ِنِإ dalam ayat di atas dengan, ‘jika kalian ragu, tidak tahu 
bagaimana hukumnya’. Al-Zujāj mengartikannya dengan, ‘jika kalian 
ragu tentang haid kalian sementara haid kalian sudah berhenti’. 
Ketentuan ini hanya berlaku jika bercerai, namun jika ditinggal mati 
suaminya maka berlaku ketentuan Q.S. al-baqarah [2]:234, yakni 4 
bulan 10 hari.  
4. Bercerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada ‘iddah (Q.S. al-aḥzāb 
[33]:49): 
                                                 
16 Al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol. 9, 301. 
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 �َ اَمَف َّنُهوَُّسَتم ْنَأ ِلْبَـق ْنِم َّنُهوُمُتْقََّلط َُّثم ِتاَنِمْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ
 ًلاي َِجم اًحَارَس َّنُهوُِحّرَسَو َّنُهوُعِّتَمَف اَهَـنوُّدَتْعَـت ٍة َّدِع ْنِم َّنِهْيَلَع ْمُكَل 
 “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 
kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 
'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah 
mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- 
baiknya”. 
 
Seorang wanita yang bercerai sebelum dikumpuli, dia tidak perlu 
menjalani masa ‘iddah. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku 
jika ia ditinggal mati suaminya. Sekalipun belum dicampuri, jika 
ditinggal mati suaminya, maka ia harus menjalani masa ‘iddah  4 bulan 
10 hari sesuai ketentuan Q.S. al-Baqarah [2]:234. 
Lafaz ( َّنُهوَُّسَتم ْنَأ) berarti ‘mengumpuli (berhubungan suami isteri)’. Al-
Qur’an menyebut kata ‘bersetubuh’ dengan berbagai ungkapan 
sebagai bentuk kesantunan dalam berbahasa, yakni ‘ al-mass  (سلما), al-
mulāmasah (ةسملالماو), al-qurbān (نبارقلا), al-taghashshī (يشغتلا), al-ityān 
(نايتلإا).17 
Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian dapat terjadi sebelum terjadi 
persetubuhan. Dengan demikian, ayat ini sekaligus berfungsi sebagai 
mukhassis (peng-khususan/pengecualian) atas Q.S. al-baqarah [2]: 
228.18 
 
C. Masa ‘iddah wanita putus pernikahan karena ditinggal 
mati: 
1. Masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam 
keadaan hamil, adalah empat bulan sepuluh hari (Q.S. al-Baqarah 
[2]:234): 
                                                 
17 Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Shari’ah wa al-
Manhaj, vol.22, (Damaskus:  al-Fikr al-Mua’asir, 1418), 46. 
18 Ibid., 54. 





















213Bab 5 – 'Iddah
9 
2.  ًارْشَعَو ٍرُهْشَأ َةَعَـبَْرأ َّنِهِسُفْـَنِبأ َنْصَّبَرَـتَـي اًجاَوَْزأ َنوُرََذيَو ْمُكْنِم َنْوـَّفَوَـتُـي َنيِذَّلاَو
 ـَْنأ ِفي َنْلَعَـف اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَـب اَذَِإف ُ َّللهاَو ِفوُرْعَمْلِبا َّنِهِسُف
) ٌيرِبَخ َنوُلَمْعَـت َاِبم234 ( 
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. 
 
Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam 
keadaan tidak hamil, masa ‘iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari. 
Masa ‘iddah ini berlaku  bagi semua wanita yang ditinggal mati—
kecuali yang hamil--, baik wanita itu sudah tua, atau masih kecil; 
sudah dikumpuli atau belum; sudah menapouse atau belum atau 
memang belum atau tidak pernah haid.19 Oleh sebab itu, argumen 
sebagian ulama bahwa ‘iddah ditujukan untuk mengetahui 
bersihnya rahim tidak terlalu tepat, karena ternyata syariat  ‘iddah 
ini berlaku bagi semua wanita yang disebut di atas, dimana 
sebagian mereka tidak mungkin hamil. Disamping itu, bersihnya 
rahim seorang wanita juga dapat diketahui dengan satu kali haid 
saja. 20   
Dalam sebuah riwayat, Ibnu Mas’ūd  ditanya tentang 
seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum dikumpuli 
dan belum diberi mahar. Ibnu Mas’ūd menjawab, “dia berhak 
mendapatkan mahar penuh, warisan, serta harus menjalani ‘iddah 
”. Kemudian Ma’qil b. Sinān al-Ashja’ī berdiri seraya berkata, 
“saya mendengar Rasulullah menetapkan demikian pada Barwa’ 
binti Wāshiq”.21 
2.  Masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam 
keadaan hamil adalah sampai melahirkan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4): 
                                                 
19 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 467. 
20 Ibid., vol. 4, 466. 
21 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Az{īm, vol. 1, 635. 
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.. ُتَلاُوأَو َّنُهَلَْحم َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلَاْحمَْلأا... 
“...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka 
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”  
 
Jumhur ulama (Ḥanafī, Mālikī, Shāfi’ī, dan Ḥanbalī) sepakat 
bahwa masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati dalam keadaan 
hamil adalah sampai melahirkan, sekalipun jarak antara kematian 
suaminya dan ia  melahirkan hanya sekejab saja. Masa ‘iddah ini 
tidak berbeda dengan masa ‘iddah wanita hamil karena bercerai. 
Oleh sebab itu, pasca lahirnya bayi dalam kandungannya, ia boleh 
langsung menikah lagi, sekalipun suaminya belum dikuburkan. 
Alasan jumhur, ayat di atas berbentuk umum, meliputi wanita yang 
ditinggal mati, maupun yang bercerai. Pendapat ini sejalan dengan 
pendapat Ibnu Mas’ūd. Beberapa alasan lain adalah : 
1. Riwayat Subai’ah al-Aslamiyah, isteri Sa’d b. Khaulah—
seorang pahlawan Badar—yang ditinggal mati suaminya saat 
haji wada’ dalam keadaan hamil. Setelah suci dari nifasnya, ia 
berdandan, hingga ditegur oleh seorang lelaki dari Bani Abd 
al-Bar. “Kenapa kamu berdandan seperti orang yang sudah 
ingin menikah lagi ? Demi Allah, engkau belum boleh menikah 
sebelum empat bulan sepuluh hari”. Subai’ah mengadukan 
persoalannya kepada Nabi dan Nabi menyatakan bahwa ia 
boleh menikah lagi setelah melahirkan. Sebuah riwayat 
mengatakan bahwa ia melahirkan, sepuluh hari setelah 
kematian suaminya.22 
2. Ketika Ibnu Mas’ūd mendengar fatwa Sayyidina ‘Alī yang 
menyatakan bahwa masa ‘iddah-nya adalah yang terpanjang di 
antara dua masa ‘iddah, Ibnu Mas’ūd  berkata, “ayat ini (Q.S. 
al-ṭalāq [65]:4) turun setelah Q.S. al-baqarah [{2]{:221 (yang 
menjelaskan tentang masa ‘iddah orang yang ditinggal mati 
suaminya).23 Pernyataan Ibnu Mas’ūd dipahami oleh Ibnu 
                                                 
22 al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy, vol. 9, 7177. 
23 ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 2, 615-616. 
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‘Arabī bahwa ayat itu berlaku umum bagi wanita yang bercerai 
ataupun ditinggal mati.24 
Menurut Shāfi’ī, Q.S. al-baqarah [{2]{:221 dan Q.S. al-ṭalāq 
[65]:4 memiliki karakter yang sama. Kedua ayat ini masing-
masing bersifat umum di satu sisi, dan bersifat khusus di sisi lain. 
Q.S. al-baqarah [{2]{:221 berbentuk umum karena menjelaskan 
masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, baik ia 
hamil atau tidak. Di sisi lain,  Q.S. al-ṭalāq [65]:4 juga berbentuk 
umum karena menjelaskan masa ‘iddah bagi wanita hamil, baik 
karena bercerai maupun ditinggal mati. Oleh sebab itu, dua ayat ini 
tidak bisa saling men-takhṣīṣ. Di sisi lain, Q.S. al-ṭalāq [65]:4  
( َّنُهَلَْحم َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلاْحمَْلأا ُتلاُوأَو) disebutkan berurutan dengan 
pembicaraan tentang wanita yang ditalak, sehingga bisa saja 
disebutkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang wanita yang 
ditalak. Oleh sebab itu, Shāfi’ī kemudian menggunakan hadis 
tentang Subai’ah sebagaimana dijelaskan di atas sebagai acuan dan 
menyimpulkan bahwa masa ‘iddah wanita hamil yang ditinggal 
mati adalah sampai melahirkan.24F25 
Berbeda dengan pendapat di atas, Sahabat ‘Alī, Ibnu ‘Abbās, 
dan lain-lain berpendapat masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati 
suaminya dalam keadaan hamil adalah yang terpanjang di antara 
dua masa ‘iddah, yakni 4 bulan sepuluh hari (masa ‘iddah ditinggal 
mati) atau sampai melahirkan (masa ‘iddah orang hamil). Jika ia 
melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya, maka 
masa ‘iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi jika ia melahirkan 
setelah melewati masa 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya, 
maka masa ‘iddah-nya adalah sampai melahirkan. Alasan ‘Alī dan 
Ibnu ‘Abbās, ayat di atas ( ِلاَمَْحْلأا ُتَلاُوأَو) ditujukan pada wanita yang 
bercerai, bukan yang ditinggal mati.26 Ketentuan ‘iddah ini tidak 
berlaku bagi wanita yang hamil karena zina menurut Ḥanafiyah 
dan Shāfi’iyah.27 
                                                 
24 Ibid. 
25 al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghaib, vol.6,  465. 
26 ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 2, 615. 
27 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,, vol. 9. 7176. 
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Seluruh ulama sepakat bahwa minimal usia kehamilan 
adalah 6 bulan, sementara normalnya 9 bulan. Ulama berbeda 
pendapat mengenai maksimal usia kehamilan. Menurut Ḥanafiyah, 
2 tahun, menurut Shāfi’iyah dan Ḥanābilah 4 tahun, sementara 
menurut Mālikiyah 5 tahun.28 
Ketentuan masa ‘iddah di atas berlaku bagi wanita merdeka. 
Adapun bagi wanita budak, maka masa ‘iddah-nya adalah separuh 
dari masa ‘iddah wanita merdeka. Jika masa ‘iddah wanita 
merdeka 3 bulan, maka  bagi budak wanita berlaku separuhnya, 
yakni 1 bulan 15 hari.29 Untuk masa ‘iddah  karena ditinggal mati 
adalah 2 bulan 5 hari.30 Sementara itu untuk masa ‘iddah  3 quru’, 
bagi budak berlaku 2 kali haid. 
 
 
Masa  ‘Iddah 
 
No Jenis Keadaan Masa ‘Iddah Dasar Hukum 
1 Cerai hidup Tidak hamil, sudah 
dicampuri,  dan  
belum menapouse 
3 kali suci/haid Q.S. al-baqarah 
{[2]}: 228 




3 Cerai hidup Menapouse/belum 
atau tidak pernah 
haid 
3 bulan Q.S. al-talaq 
{[65]}:4 
4 Cerai hidup Belum pernah 
dicampuri 




5 Cerai mati Hamil Melahirkan Q.S. al-ṭalāq 
{[65]}:4 
6 Cerai mati Tidak hamil 4 bulan 10 hari Q.S. al-baqarah 
[{2]}: 234 
7 Cerai mati Menapouse/belum 
atau tidak pernah 
haid 
4 bulan 10 hari Q.S. al-baqarah 
[{2]}: 234 
                                                 
28 Ibid., 7178. 
29 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 484. 
30 Ibid., 467. 
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No Jenis Keadaan Masa ‘Iddah Dasar Hukum 
8 Cerai mati Belum pernah 
dicampuri 





D. Hukum yang Berlaku Selama Masa‘Iddah 
Selama menjalani masa ‘iddah, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1. Tidak boleh dipinang. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah 
tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, jika pinangan itu disampaikan 
secara jelas dan tegas, baik wanita itu menjalani ‘iddah karena 
bercerai atau karena ditinggal mati, baik bercerai dengan talak raj’i 
maupun ba’in. Mengapa ? Bagi wanita yang sedang ‘iddah karena 
talak raj’i, maka pada hakikatnya ia masih dalam status isteri, 
sementara bagi yang talak ba’in atau ditinggal mati karena masih ada 
bekas suami dalam dirinya. 
Jika pinangan disampaikan dengan sindiran, boleh dilakukan bagi 
wanita yang menjalani ‘iddah karena ditinggal mati suaminya, 31 
sesuai ketentuan Q.S. al-baqarah [2]:235: 
 ْمُتْضَّرَع اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَو  ِءاَسِّنلا ِةَبْطِخ ْنِم ِهِب  َمِلَع ْمُكِسُفْـَنأ ِفي ْمُت ْـنَـنْكَأ َْوأ
 َلاَو ًافوُرْعَم ًلاْوَـق اوُلوُقَـت ْنَأ َّلاِإ اًّرِس َّنُهوُدِعاَوُـت َلا ْنِكَلَو َّنُهَـنوُرُكْذَتَس ْمُكََّنأ َُّللها
 ََّللها َّنَأ اوُمَلْعاَو ُهَلَجَأ ُباَتِكْلا َغُل ْـبَـي َّتىَح ِحاَك
ِّنلا َةَدْقُع اوُِمزْعَـت ِفي اَم ُمَلْعَـي
 ٌميِلَح ٌروُفَغ َ َّللها َّنَأ اوُمَلْعاَو ُهوُرَذْحَاف ْمُكِسُفْـَنأ 
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu  
dengan sindiran  atau kamu menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 
akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan 
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, 
sebelum habis 'iddah-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 
                                                 
31 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9. 7197. 
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mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun”. 
 
Bagaimana dengan wanita yang dicerai ba’in, baik ṣughrā atau kubrā 
? Apakah boleh dipinang dengan sindiran ? Dalam hal ini ada dua 
pendapat: 
 Pertama, Ḥanafiyah mengharamkan secara mutlak. Dalam hal 
ba’in ṣughrā, karena mantan suami ‘memiliki hak’ untuk 
menikahinya, baik dalam masa ‘iddah ataupun setelah selesai ‘iddah 
(dengan akad baru), terbukti ketika seorang wanita dicerai sebelum 
terjadi hubungan suami isteri, ia tidak perlu menjalani masa ‘iddah. 
Logikanya, wanita yang menjalani masa ‘iddah, berarti masih 
menjadi hak ‘mantan suaminya’. Jika orang lain diperkenankan 
meminangnya, maka berarti ‘merampas’ hak mantan suaminya dan 
mengundang permusuhan. Adapun untuk ba’in kubrā Ḥanafiyah 
beralasan untuk menghindari kemungkinan pihak wanita berbohong 
tentang kapan berakhirnya masa ‘iddah-nya. Disamping itu, agar 
supaya tidak muncul dugaan bahwa hancurnya pernikahan tersebut 
disebabkan oleh pihak peminang tersebut. Q.S. al-baqarah [2]:235 
menurut Ḥanafiyah hanya ditujukan kepada wanita yang ditinggal 
mati, karena ayat sebelumnya berbicara tentang wanita yang 
ditinggal mati. Logika lain yang dibangun Ḥanafiyah adalah wanita 
yang sedang menjalani ‘iddah akibat talak, tidak boleh keluar rumah, 
baik siang maupun malam, karena nafkahnya berada dalam 
tanggungan ‘mantan suaminya’, sehingga tidak mungkin bisa 
dilakukan pinangan dengan sindiran. Jika pinangan dilakukan 
dengan mendatangi rumah suaminya (terang-terangan) dimana ia 
menjalani ‘iddah, maka itu perbuatan yang buruk (tidak boleh). 
Adapun wanita yang ditinggal mati, ia boleh keluar rumah di siang 
hari untuk mencari nafkah sehingga memungkinkan untuk 
melakukan pinangan dengan sindiran. Disamping itu, ketika sang 
suami meninggal, maka terputuslah hubungan keduanya, sehingga 
masa ‘iddah yang dijalaninya bukan menjadi hak suaminya, terbukti, 
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wanita yang ditinggal mati sebelum dikumpuli juga harus menjalani 
masa ‘iddah.32 
Kedua, pendapat Ḥanafiyah di atas ditolak oleh jumhur ulama. 
Menurut jumhur, wanita yang bercerai bain, baik sughra ataupun 
kubra, atau berpisah karena fasakh. Alasan jumhur, Q.S. al-baqarah 
[2]:235 berlaku umum. Kalimat (ًافوُرْعَم ًلاْوَـق اوُلوُقَـت ْنَأ َّلاِإ)  dalam ayat tersebut 
bermakna, ‘boleh dengan sindiran, bukan terang-terangan’. Alasan 
kedua, karena talak bā’in ṣughrā atau kubrā mengakibatkan 
terputusnya ‘kekuasaan’ suami atas isteri, sehingga pinangan yang 
dilakukan orang lain, tidak dapat diartikan perampasan atas 
haknya.33 Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Fatimah binti 
Qais saat dicerai tiga oleh suaminya, Abū ‘Amr b. Ḥafṣ, Rasul 
memerintahkan untuk menetap di ruman Ibnu Ummi Maktum selama 
menjalani masa ‘iddah dan bersabda, ‘jika sudah halal, maka aku 
izinkan’. Ketika sudah selesai ‘iddah, Usāmah b. Zaid melamarnya 
untuk budaknya dan menikahkannya dengan budaknya itu.34 Salah 
satu riwayat dari Imam Aḥmad mengatakan bahwa dalam pandangan 
beliau, wanita yang sedang menjalani ‘iddah talak bā’in ṣughrā tidak 
dapat dipinang dengan sindiran, karena sang ‘mantan suami’ berhak 
merujuknya dalam masa ‘iddah dengan akad baru, sehingga 
menyerupai talak raj’ī. Adapun wanita yang menjalani ‘iddah talak 
bā’in kubrā, maka boleh dilakukan pinangan sekalipun secara 
sindiran.35 
 
2. Tidak boleh menikah. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang 
sedang menjalani masa ‘iddah tidak boleh menikah dengan laki-laki 
lain (Q.S. al-baqarah [2]:235): 
                                                 
32 Abū Bakr b. Mas’ūd b. Aḥmad al-Kāsānī ‘Ala’ al-Dīn, Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī 
Tartīb al-Sharā’i’, vol.7, (T.t.: t.p., t.th.), 430-1. 
33 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9. 6499. 
34 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Az{īm, vol. 1, 639. Lihat juga al-Qurṭubī, al-
Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an, vol. 3, 188. 
35 Wizārat al-Auqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyah, al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-
Kuwaitiyah, vol.12, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404), 249. 
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 َمِلَع ْمُكِسُفْـَنأ ِفي ْمُت ْـنَـنْكَأ َْوأ ِءاَسِّنلا ِةَبْطِخ ْنِم ِهِب ْمُتْضَّرَع اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَو
 ًافوُرْعَم ًلاْوَـق اوُلوُقَـت ْنَأ َّلاِإ اًّرِس َّنُهوُدِعاَوُـت َلا ْنِكَلَو َّنُهَـنوُرُكْذَتَس ْمُكََّنأ َُّللها َلاَو
 اوُِمزْعَـت ُهَلَجَأ ُباَتِكْلا َغُل ْـبَـي َّتىَح ِحاَك
ِّنلا َةَدْقُع  ِفي اَم ُمَلْعَـي ََّللها َّنَأ اوُمَلْعاَو
 ٌميِلَح ٌروُفَغ َ َّللها َّنَأ اوُمَلْعاَو ُهوُرَذْحَاف ْمُكِسُفْـَنأ 
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu  dengan 
sindiran  atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan 
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, 
sebelum habis 'iddah-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun”. 
 
 Jika pernikahan tetap dilakukan pada masa ‘iddah, maka secara 
otomatis pernikahan itu batal dan harus dipisahkan. Pernikahan pada 
masa ‘iddah hanya bisa dilakukan dengan (mantan) suami, karena 
pada dasarnya, syariat ‘iddah ditujukan untuk menjaga hak suami 
dalam rangka melindungi  air dan nasabnya.36 Mālikiyah 
mengemukakan kaidah sebagai berikut : 
 في ةأرلما جوزتي نأ جوزلل زويج لاف ،ًارارطضا لوخدلا دعب خسف حاكن لك
يلخا امله ثيح ،ينجوزلا دحأ نم ًارايتخا خسف حاكن لكو ،هنم اتهدع ،را
هنم اتهدع في اهجوزتي نأ زاج37 
“Setiap pernikahan yang dibatalkan secara paksa pasca terjadinya 
persetubuhan, maka pihak suami tidak boleh menikahi kembali 
isterinya dalam masa ‘iddah-nya, tetapi pernikahan yang dibatalkan 
                                                 
36 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9. 7197 
37 Ibid., 7198 
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secara sukarela karena kemauan suami isteri atau salah satunya, maka 
boleh menikahi kembali pada saat ‘iddah”. 
 
3. Tidak boleh keluar dari rumah.  Selama masa ‘iddah, wanita tidak 
boleh keluar dari rumah karena hal itu berkaitan dengan hak suami, 
kecuali jika wanita tersebut harus menjalani hukuman akibat 
melakukan perbuatan yang mengharuskannya menjalani hukuman 
(Q.S. al-ṭalāq:1): 
 َ َّللها اوُقـَّتاَو َة َّدِعْلا اوُصْحَأَو َّنِِتهَّدِعِل َّنُهوُقَِّلطَف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ ْمُكَّبَر
 َلا  ُدوُدُح َكِْلتَو ٍةَنِّيَـبُم ٍةَشِحاَِفب َينِْت�َ ْنَأ َّلاِإ َنْجُرَْيخ َلاَو َّنِِتهوُيُـب ْنِم َّنُهوُِجرُْتخ
 َكِلَذ َدْعَـب ُثِدُْيح ََّللها َّلَعَل ِيرْدَت َلا ُهَسْفَـن َمََلظ ْدَقَـف َِّللها َدوُدُح َّدَعَـتَـي ْنَمَو َِّللها
) ًارَْمأ1( 
 
“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta 
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar 
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 
hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 
mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru “. 
 
Kata al-fāḥishah menurut Ibn Mas’ūd, Ibn ‘Abbās, al-Sha’bī, 
Sa’īd b. Musayyab, dan lain-lain adalah zina. Ubay b. Ka’b 
memperluas dengan perlakuan tidak sopan terhadap keluarga suami, 
baik ibu, saudara, atau yang lain.38 Sementara itu dalam pandangan 
Ḥanafī al-fāḥishah adalah keluarnya wanita itu dari rumahnya. 
Kelompok Ḥanafiyah membedakan antara wanita bercerai dan 
wanita yang ditinggal mati. Jika wanita tersebut menjalani ‘iddah 
karena bercerai, baik raj’ī, maupun bā’in, maka haram baginya keluar 
                                                 
38 Al-T{abarī, al-Jāmi, vol.8, 144. 
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rumah baik siang maupun malam. Dasar ketentuan ini adalah Q.S. al-
ṭalāq [65]:1 dan Q.S. al-ṭalāq {65}:6: 
 ـَّتاَو َة َّدِعْلا اوُصْحَأَو َّنِِتهَّدِعِل َّنُهوُقَِّلطَف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإ ُِّبيَّنلا اَهـَُّيأ �َ ْمُكَّبَر َ َّللها اوُق
 ٍةَنِّيَـبُم ٍةَشِحاَِفب َينِْت�َ ْنَأ َّلاِإ َنْجُرَْيخ َلاَو َّنِِتهوُيُـب ْنِم َّنُهوُِجرُْتخ َلا  ُدوُدُح َكِْلتَو
 َكِلَذ َدْعَـب ُثِدُْيح ََّللها َّلَعَل ِيرْدَت َلا ُهَسْفَـن َمََلظ ْدَقَـف َِّللها َدوُدُح َّدَعَـتَـي ْنَمَو َِّللها
ًارَْمأ 
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta 
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke 
luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat 
zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali 
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. 
 ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُت ْـنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ  َضُِتل َّنُهوُّراَضُت َلاَو َّنُك ْنِإَو َّنِهْيَلَع اوُقِّي
 َّنُهُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ ْنَِإف َّنُهَلَْحم َنْعَضَي َّتىَح َّنِهْيَلَع اوُقِفَْنَأف ٍلَْحم ِتَلاُوأ
) ىَرْخُأ ُهَل ُعِضْرُـتَسَف ُْتمْرَساَعَـت ْنِإَو ٍفوُرَْعِبم ْمُكَن ْـيَـب اوُر
َِتمْأَو َّنُهَروُُجأ6( 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang 
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. 
 
Dalam ayat pertama, secara jelas ada pernyataan yang melarang 
wanita yang sedang ‘iddah untuk keluar rumah. Sementara itu dalam 
ayat kedua ada perintah untuk ‘menempatkan’ mereka di rumah. 
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Perintah untuk memberi rumah tersebut dapat dipahami sebagai 
bentuk larangan untuk keluar rumah. 
Adapun bagi wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah karena 
ditinggal mati, Hanafiyah berpendapat bahwa larangan keluar rumah 
hanya berlaku pada malam hari saja, sementara pada siang hari mereka 
boleh keluar rumah sebatas kebutuhan saja, sebab mereka harus 
mencari nafkah. Hal ini berbeda dengan wanita bercerai dimana 
selama masa ‘iddah, nafkah mereka masih berada dalam tanggungan 
‘mantan’ suaminya. Namun demikian, dalam situasi darurat, wanita 
yang sedang menjalani ‘iddah boleh keluar rumah.39 
Berbeda dengan pandangan Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Ḥanābilah 
memperbolehkan mu’taddah (wanita yang sedang ‘iddah) untuk 
keluar rumah pada siang hari, baik dia ‘iddah karena cerai atau karena 
ditinggal mati, sepanjang ada kebutuhan. Alasan  kelompok ini di 
antaranya adalah sebuah riwayat dari Jābir ketika bibinya dicerai tiga, 
ia keluar rumah untuk memotong kurma. Kemudian ada seseorang 
menemuinya dan melarangnya. Akhirnya ia lapor kepada Rasul dan 
Rasul bersabda, “lakukan saja, barangkali dengan begitu kamu bisa 
bersedekah atau melakukan kebaikan”. 
Sementara itu, Shāfi’iyah secara mutlak melarang mu’taddah untuk 
keluar rumah, baik siang maupun malam, baik karena ditinggal mati, 
maupun karena bercerai, baik talak raj’ī maupun talak bā’in, kecuali 
ada ‘udzur. Disamping beralasan Q.S. al-ṭalāq {65}:1, kelompok ini juga 
mengemukakan sebuah riwayat dari Rufai’ah binti Malik yang 
berkata, “ saya bertanya kepada Nabi, ‘saya ada di rumah sendirian 
dalam keadaan sedih, bolehkah saya menjalani ‘iddah di rumah 
keluarga saya ?’. Nabi menjawab, ‘tetaplah di rumahmu dimana 
suamimu meninggal hingga selesai masa ‘iddah-mu’. Maka aku 
menjalani ‘iddah-ku di rumah itu hingga 4 bulan 10 hari”.40 
4. Berhak mendapatkan tempat tinggal. Selama menjalani masa 
‘iddah, seorang wanita berhak mendapatkan rumah, baik yang dicerai 
ataupun ditinggal mati berdasarkan Q.S. al-ṭalāq {65}:1:  
                                                 
39 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9. 7198-9. 
40 Ibid. 7200-1. 
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5.  َ� َّبَر ََّللها اوُقـَّتاَو َة َّدِعْلا اوُصْحَأَو َّنِِتهَّدِعِل َّنُهوُقَِّلطَف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإ ُِّبيَّنلا اَهـُّي ْمُك
 ْنِم َّنُهوُِجرُْتخ َلا  َّنِِتهوُيُـب َكِْلتَو ٍةَنِّيَـبُم ٍةَشِحاَِفب َينِْت�َ ْنَأ َّلاِإ َنْجُرَْيخ َلاَو ُدوُدُح
 َكِلَذ َدْعَـب ُثِدُْيح ََّللها َّلَعَل ِيرْدَت َلا ُهَسْفَـن َمََلظ ْدَقَـف َِّللها َدوُدُح َّدَعَـتَـي ْنَمَو َِّللها
ًارَْمأ 
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta 
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke 
luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 
hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 
mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. 
 
Pernyataan al-Qur’an ‘rumah mereka/wanita yang sedang ‘iddah 
( َّنِِھتُوُیب)’ menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang 
ditempatinya saat berpisah dengan suaminya. Menurut Ḥanafiyah, 
dalam kasus talak raj’ī, suami isteri boleh tinggal satu rumah. Jika 
terjadi hubungan suami isteri, maka berarti terjadi rujuk secara 
otomatis. Adapun dalam kasus talak bā’in, maka suami isteri tidak 
boleh tinggal bersama. Dalam hal ini, suamilah yang harus keluar 
rumah hingga wanita tersebut menyelesaikan masa ‘iddah-nya.40F41 
6. Berhak mendapatkan nafkah. Selama menjalani masa ‘iddah, 
wanita yang berhak mendapatkan nafkah adalah: 
a. Wanita yang ditalak raj’ī. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita 
yang ditalak raj’ī berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni 
sandang, pangan, dan papan, baik dalam keadaan hamil atau 
tidak. 
b. Wanita yang ditalak bā’in: 
1. Jika hamil, ia juga berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni 
sandang, pangan, dan papan (Q.S. al-ṭalāq {65}:6): 
                                                 
41 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9. 7201-2. 
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  اوُقِّيَضُِتل َّنُهوُّراَضُت َلاَو ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُت ْـنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ
 َّنِهْيَلَع َّنُهَلَْحم َنْعَضَي َّتىَح َّنِهْيَلَع اوُقِفْنَأَف ٍلَْحم ِتَلاُوأ َّنُك ْنِإَو  ْنَِإف
 ْمُكَن ْـيَـب اوُر
َِتمْأَو َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ  ُْتمْرَساَعَـت ْنِإَو ٍفوُرَْعِبم
) ىَرُْخأ ُهَل ُعِضْرُـتَسَف6( 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu 
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya”. 
 
2.Jika tidak hamil, menurut Ḥanafiyah tetap mendapatkan 
nafkah penuh juga sepanjang wanita tersebut tidak keluar dari 
rumah yang disediakan untuknya menjalani ‘iddah. Jika dia 
keluar dari rumah tersebut tanpa izin ‘suaminya’, maka ia 
dinilai nushūz sehingga gugur haknya untuk mendapatkan 
nafkah.42 Namun Ḥanābilah menolak pendapat ini. Menurut 
kelompok ini, jika wanita tersebut tidak hamil, maka ia tidak 
berhak mendapatkan apa pun, baik rumah maupun nafkah. 
Alasan Ḥanābilah adalah saat Fatimah binti Qais ditalak bā’in 
oleh suaminya, Nabi bersabda: 
 ةعجر هل تناك نم ىلع ةقفنلاو نىكسلا انمإ43 
“Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah (menjadi hak) 
wanita yang ditalak raj’ī” 
                                                 
42 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol. 4, 503. 
43 Aḥmad b. Ḥanbal, Musnad Aḥmad b. Ḥanbal, vol.6, (Kairo: Muassasah Qurṭubah, 
t.th.), 415. 
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Riwayat ini ditolak oleh ‘Umar dan Siti ‘Aishah. Dalam 
komentarnya, ‘Umar mengatakan:44 
  كترن لا وأ تظفح اهلعل يردن لا ةأرما لوقل انيبن ةنسو الله باتك
تيسن 
“Saya tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah 
Nabi-Nya karena ucapan seorang wanita yang tidak saya 
ketahui, dia ingat atau lupa”. 
 
Mālikiyah dan Shāfi’iyah memiliki pandangan tengah. 
Menurut pendapat dua mazhab ini, dalam kasus seperti ini, 
wanita tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, 
tanpa nafkah (Q.S. al-ṭalāq {65}:6): 
 وُّراَضُت َلاَو ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُت ْـنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ اوُقِّيَضُِتل َّنُه
 َّنُهَلَْحم َنْعَضَي َّتىَح َّنِهْيَلَع اوُقِفْنََأف ٍلَْحم ِتَلاُوأ َّنُك ْنِإَو َّنِهْيَلَع... 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu 
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, ...” 
 
Menurut kelompok ini, kewajiban menyediakan tempat 
tinggal dalam ayat tersebut berbentuk mutlak, baik  wanita 
tersebut hamil atau tidak. Namun kewajiban memberi 
nafkah sandang dan pangan dipersyaratkan bagi yang hamil 
saja ( َّنُهَلَْحم َنْعَضَي َّتىَح َّنِهْيَلَع اوُقِفَْنَأف ٍلَْحم ِتَلاوُأ َّنُك ْنِإَو). Dengan demikian, 
secara mafhum dapat dipahami bahwa jika wanita itu tidak 
hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.44F45  
                                                 
44 Abū al-T{ayyib Muḥammad Ṣadīq Khān al-Qinnaujī, al-Raud{ah al-Nadiyyah 
Sharḥ al-Durar al-Bahiyyah, vol.2, (T.t.: Dār al-Ma’rifah, t.th.),  80. 
45 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy, vol. 9, 7203-4. 
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c. Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan 
nafkah, karena kematian mengakhiri hubungan suami isteri.46 
Menurut Mālikiyah, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal 
sepanjang rumah itu milik pribadi suaminya. Jika rumah itu 
hanya dikontrak, maka ia hanya berhak menempati rumah itu 
hingga masa kontrak habis.47 
d. Wanita yang menjalani masa ‘iddah dari pernikahan fāsid atau 
shubhat, menurut jumhur tidak berhak mendapatkan nafkah, 
sebab tidak ada kewajiban nafkah dalam nikah fāsid. Menurut 
Mālikiyah, jika wanita tersebut hamil, ia berhak mendapatkan 
nafkah, namun bila tidak, ia hanya berhak mendapatkan tempat 
tinggal saja sebagaimana wanita yang menjalani ‘iddah akibat 
li’ān.48 
7. Selama menjalani masa ‘iddah ditinggal mati suaminya, seorang 
wanita harus menjalani iḥdād (دادحلإا ). Secara bahasa, دادحلإا berarti 
‘mencegah dari berdandan’. Secara istilah ‘meninggalkan 
wewangian, berdandan, bercelak, berbedak, dan berinai, kecuali ada 
uzur (رذع نم لاإ ءانلحاو نهدلاو لحكلاو ةنيزلاو بيطلا كرت وهو)’.49  
Definisi yang lebih singkat dikemukakan oleh al-Nujaim, yakni 
‘meninggalkan berhias dan semisalnya oleh wanita yang sedang 
menjalani ‘iddah karena ditinggal mati, atau talak bā’in ( اَهِوَْنحَو ِةَنِيّزلا ُكْرَـت
 ٍتْوَم َْوأ ٍنِئَبا ٍقَلاَطِب ٍة َّدَتْعُم ْنِم)’.50 Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa 
iḥdād hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani ‘iddah talak 
bā’in atau ditinggal mati.  
Dengan demikian, selama menjalani masa ‘iddah, maka seorang 
wanita, tidak boleh berdandan, memakai wangi-wangian dan hal-hal 
yang dapat melahirkan asumsi ia siap untuk menikah lagi. Setelah 
menyelesaikan masa ‘iddah, ia dapat kembali menjalani kehidupan 
                                                 
46 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, 71. 
47 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,  vol. 9, 7204. 
48 Ibid. 
49 Abdullah b. Maḥmūd b. Maudūd al-Mu{ṣilī al-Ḥanafī, al-Ikhtiyār li Ta’līl al-
Mukhtār, vol.3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,  1426  ـه- 2005 ), 193. 
50Zain al-Dīn b. Ibrāhīm b. Nujaim, al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq,  vol. 
11 (T.t.: t.p., t.th.), 121. 
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secara normal  (  ْلَعَـف اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَـب اَذَِإف ِفوُرْعَمْلِبا َّنِهِسُفْـَنأ ِفي َن / kemudian 
apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) 
membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang 
patut).50F51  
Dasar iḥdād  adalah hadis Nabi: 
» مويلاو ّللهبا نمؤت ةأرملا ليح لا لاإ لايل ثلاث قوف تيم ىلع دتح نأ رخلآا
ارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع«52 
 “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir ber-iḥdād atas kematian seseorang melebihi tiga malam 
kecuali kepada suaminya 4 bulan 10 hari”. 
 ْتَلَاق َِّللها ِلوُسَر َلىِإ ٌَةَأرْما ِتَءاَج ُلوُقَـت َةَمَلَس َُّمأ ىُِّمأ ُتْع َِسم ُبَنْـيَز- ىلص
ملسو هيلع الله-  ْتَكَتْشا ِدَقَو اَهُجْوَز اَه ْـنَع َ ِّفىُوُـت ِتىَنْـبا َّنِإ َِّللها َلوُسَر �َ ْتَلاَقَـف
 َِّللها ُلوُسَر َلاَقَـف اَهُلُحْكَنَـَفأ اَهُـن ْـيَع-الله ىلصملسو هيلع -  » َلا .« ْوَأ ِْينَـتَّرَم
 َلَاق َُّثم َلا ُلوُقَـي َكِلَذ َّلُك ًثاَلاَث » ْتَناَك ْدَقَو ٌرْشَعَو ٍرُهْشَأ ُةَعَـبَْرأ َىِه َا َّنمِإ
 ِلَْوْلحا ِسَْأر ىَلَع َِةرَعَـبْلِبا ىِمْرَـت ِةَّيِلِهَاْلجا ِفى َّنُكاَدْحِإ.« 
 “Zainab berkata, saya mendengar Umi Salamah berkata, bahwa 
seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, “ Ya 
Rasulullah, sesungguhnya puteriku ditinggal mati suaminya, dan ia 
menangis (terus). Bolehkah matanya kuberi celak?”.  “Tidak”, jawab 
Rasul. Beliau mengatakan ‘tidak’, dua atau tiga kali. Kemudian beliau 
bersabda, ‘ia tidak boleh memakai celak selama empat bulan sepuluh 
hari. Pada masa jahiliyah, mereka tinggal di rumah (selama ‘iddah), 
selama satu tahun’. 
 
Namun demikian, sebagian ulama di antaranya al-Sha’bī dan al-
Ḥasan, menyatakan bahwa hadis tentang iḥdād di atas hanya 
                                                 
51 ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān, vol. 2, 365-366. 
52 Mālik b. Anas, Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik,  vol.2, (Beirut: Dār Iḥya’ al-Turāth al-
‘Araby, t.th.), 596. 
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menunjukkan hukum mubah, bukan wajib.53 Bagi ulama yang  
menyatakan bahwa iḥdād wajib,  maka kewajiban bagi wanita yang 
sedang menjalani ‘iddah karena ditinggal mati, berlaku umum, baik 
wanita tersebut muslim atau kafir, dewasa atau anak-anak, merdeka 
atau budak. Abū Ḥanīfah, al-Thaurī, Ashhab, dan Ibnu Nāfi’ menolak 
pendapat ini. Menurut mereka, kewajiban iḥdād hanya berlaku bagi 
wanita muslim, karena dalam hadisnya, Nabi mengatakan  ةأرملا ليح لا
رخلآا مويلاو للهبا نمؤت / tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir. Dengan demikian, kelompok ini berpendapat bahwa 
hukum ini bersifat ta’abbudī (ibadah). Ketentuan ini menurut mereka 
juga tidak berlaku bagi anak kecil, karena mereka tidak terkena taklif, 
serta budak wanita karena naqṣ (bukan manusia seutuhnya).54 
sementara yang menjalani iddah karena talak bā’in, tidak berlaku 
kewajiban iḥdād. 
8. Anak yang lahir dalam masa ‘iddah, bernasab kepada bapaknya. 
Menurut Ḥanafiyah, anak yang lahir dalam masa ‘iddah talak raj’ī, 
dinasabkan kepada bapaknya sekalipun ia lahir dua tahun atau lebih 
dari terjadinya perceraian, sepanjang perempuan tersebut tidak 
menyatakan bahwa masa ‘iddah-nya telah berakhir, karena bisa jadi 
masa sucinya panjang. Sementara jika talaknya adalah talak bā’in, 
maka anak yang lahir dinisbatkan kepada bapaknya, sebelum dua 
tahun dari terjadinya talak, karena maksimal usia kehamilan adalah 
dua tahun. Jika lahir dua tahun pasca cerai, maka anak tersebut tidak 
dapat dinisbatkan kepada bapaknya, kecuali ‘suaminya’ tersebut 
menyatakan bahwa anak itu adalah anaknya, sehingga berstatus 
sebagai anak yang lahir dari persetubuhan syubhat. Adapun anak 
yang lahir dalam masa ‘iddah karena kematian, anak tersebut 
dinasabkan kepada bapaknya sebelum enam bulan. Jika lahir enam 
bulan atau lebih maka tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. 
Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Shāfi’iyah dan 
Ḥanābilah, maksimal usia kehamilan adalah empat (4) tahun, 
sementara menurut Mālikiyah lima (5) tahun. 
                                                 
53 al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghaib, vol.6, 465. 
54 Ibnu Kathīr, vol.1, 638. 
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9. Jika salah satu pihak meninggal sebelum masa ‘iddah berakhir dalam 
talak raj’ī, seluruh ulama sepakat, bahwa kedua pihak tetap saling 
mewarisi, baik perceraian terjadi saat suami sakit atau sehat, karena 
selama ‘iddah talak raj’ī, pada hakikatnya status mereka masih 
suami isteri. Jika meninggal dalam masa ‘iddah talak bā’in, baik 
ṣughrā atau kubrā, dan perceraian dilakukan dalam keadaan sehat, 
maka keduanya tidak bisa saling mewarisi. Jika perceraian terjadi 
saat sakit, sepanjang perceraian itu disetujui pihak isteri, maka ia 
tidak dapat mewarisi, namun jika perceraian terjadi tanpa 
persetujuan pihak isteri, maka ia berhak mewarisi. Pendapat ini 
ditolak oleh Shāfi’iyah yang berpendapat bahwa dalam kasus talak 
ba’in, maka tidak bisa saling mewarisi secara mutlak.55 
 
                                                 
55 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islāmy,  vol. 9, 7208-9. 
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
 


























A. Pengertian dan Dasar Hukum 
Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk 
keluarganya. Secara bahasa, nafkah (ةقفنلا) berarti ‘mengeluarkan dan pergi 
(باهذلاو جارخلإا)’. Jika seekor hewan telah lepas dari kepemilikan seseorang, 
baik karena dijual atau karena mati, disebut nafaqah ( نم تجرخ اذإ ةبادلا تقفن
كلالها وأ عيبلبا اهبحاص كلم). Secara istilah, nafkah adalah ‘biaya yang dikeluarkan 
seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atas-nya, baik berupa roti, 
lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti air, 
minyak, lampu, dan lain-lain ( ةوسكو مدأو زبخ نم هتقفن هيلع بتج نم ةنؤم صخشلا جارخإ
كلذ ونحو . حابصمو نهدو ءام نثم نم كلذ عبتي امو نكسمو)’.1 Sayid Sībiq mendefinisikan 
nafkah dengan, ‘memenuhi kebutuhan isteri, baik berupa makanan, 
tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun isterinya kaya ( جاتتحام يرفوت
ةينغ تناك نإو ءاودو ةمدخو نكسمو ماعط نم ةجوزلا هيلإ)’.1F2  
Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami 
kepada isterinya, baik isterinya tersebut muslim atau kafir sepanjang 
pernikahan tersebut sahih. Adapun dasar kewajiban nafkah adalah al-
Qur’an (QS al-baqarah [2]:233 ; al-ṭalīq [65]:6-7), hadis, dan ijma’ serta 
dalil akal: 
 َةَعاَضَّرلا َّمُِتي ْنَأ َدَاَرأ ْنَمِل ِْينَلِماَك ِْينَلْوَح َّنُهَدَلاَْوأ َنْعِضْرُـي ُتاَدِلاَوْلاَو ِدُولْوَمْلا ىَلَعَو
 ِفوُرْعَمْلِبا َّنُهُـتَوْسَِكو َّنُهُـقْزِر ُهَل  اَهِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّراَضُت َلا اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْفَـن ُفَّلَكُت َلا
 اَمُه ْـنِم ٍضَارَـت ْنَع ًلااَصِف اَدَاَرأ ْنَِإف َكِلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا ىَلَعَو ِهِدَلَوِب ُهَل ٌدوُلْوَم َلاَو
                                                          
1 Al-Jazīry, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 260. 
2Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, (Beirut : Dīr al-Fikr, 2008), 539.  
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 ْرَـتْسَت ْنَأ ُْتمْدََرأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف ٍرُواَشَتَو اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف ْمَُكدَلاَْوأ اوُعِض
 ٌيرِصَب َنوُلَمْعَـت َاِبم َ َّللها َّنَأ اوُمَلْعاَو َ َّللها اوُقـَّتاَو ِفوُرْعَمْلِبا ْمُت ْـيَـتآ اَم ْمُتْمَّلَس 
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
Penggalan ayat (   ِفوُرْعَمْلِبا َّنُهُـتَوْسَِكو َّنُهُـقْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو ) menyatakan bahwa 
bapaknya anak tersebut (suami) wajib memberi nafkah dan pakaian 
terhadap ibu anak tersebut (isteri) secara patut. Kepatutan diukur sesuai 
pandangan masyarakat setempat, tidak pelit, tidak berlebihan,  serta 
disesuaikan dengan kemampuan sang suami (Q.S. al-ṭalīq [65]:7).2F3 
 ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُت ْـنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ  َّنُك ْنِإَو َّنِهْيَلَع اوُقِّيَضُِتل َّنُهوُّراَضُت َلاَو
 َّنُهَروُُجأ َّنُهُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ ْنَِإف َّنُهَلَْحم َنْعَضَي َّتىَح َّنِهْيَلَع اوُقِفَْنَأف ٍلَْحم ِتَلاُوأ
 ُأ ُهَل ُعِضْرُـتَسَف ُْتمْرَساَعَـت ْنِإَو ٍفوُرَْعِبم ْمُكَن ْـيَـب اوُر
َِتمْأَو) ىَرْخ6 ( ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُـِيل
 َُّللها ُهَتاآ اَِّمم ْقِفْن ُـيْلَـف ُُهقْزِر ِهْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ِهِتَعَس  اَهَتاآ اَم َّلاِإ اًسْفَـن َُّللها ُف
ِّلَُكي َلا
) ًارْسُي ٍرْسُع َدْعَـب ُ َّللها ُلَعْجَيَس7( 
“6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 
                                                          
3 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, vol. 1, 634. 


























A. Pengertian dan Dasar Hukum 
Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk 
keluarganya. Secara bahasa, nafkah (ةقفنلا) berarti ‘mengeluarkan dan pergi 
(باهذلاو جارخلإا)’. Jika seekor hewan telah lepas dari kepemilikan seseorang, 
baik karena dijual atau karena mati, disebut nafaqah ( نم تجرخ اذإ ةبادلا تقفن
كلالها وأ عيبلبا اهبحاص كلم). Secara istilah, nafkah adalah ‘biaya yang dikeluarkan 
seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atas-nya, baik berupa roti, 
lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti air, 
minyak, lampu, dan lain-lain ( ةوسكو مدأو زبخ نم هتقفن هيلع بتج نم ةنؤم صخشلا جارخإ
كلذ ونحو . حابصمو نهدو ءام نثم نم كلذ عبتي امو نكسمو)’.1 Sayid Sībiq mendefinisikan 
nafkah dengan, ‘memenuhi kebutuhan isteri, baik berupa makanan, 
tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun isterinya kaya ( جاتتحام يرفوت
ةينغ تناك نإو ءاودو ةمدخو نكسمو ماعط نم ةجوزلا هيلإ)’.1F2  
Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami 
kepada isterinya, baik isterinya tersebut muslim atau kafir sepanjang 
pernikahan tersebut sahih. Adapun dasar kewajiban nafkah adalah al-
Qur’an (QS al-baqarah [2]:233 ; al-ṭalīq [65]:6-7), hadis, dan ijma’ serta 
dalil akal: 
 َةَعاَضَّرلا َّمُِتي ْنَأ َدَاَرأ ْنَمِل ِْينَلِماَك ِْينَلْوَح َّنُهَدَلاَْوأ َنْعِضْرُـي ُتاَدِلاَوْلاَو ِدُولْوَمْلا ىَلَعَو
 ِفوُرْعَمْلِبا َّنُهُـتَوْسَِكو َّنُهُـقْزِر ُهَل  اَهِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّراَضُت َلا اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْفَـن ُفَّلَكُت َلا
 اَمُه ْـنِم ٍضَارَـت ْنَع ًلااَصِف اَدَاَرأ ْنَِإف َكِلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا ىَلَعَو ِهِدَلَوِب ُهَل ٌدوُلْوَم َلاَو
                                                          
1 Al-Jazīry, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 260. 
2Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, (Beirut : Dīr al-Fikr, 2008), 539.  
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 ْرَـتْسَت ْنَأ ُْتمْدََرأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف ٍرُواَشَتَو اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف ْمَُكدَلاَْوأ اوُعِض
 ٌيرِصَب َنوُلَمْعَـت َاِبم َ َّللها َّنَأ اوُمَلْعاَو َ َّللها اوُقـَّتاَو ِفوُرْعَمْلِبا ْمُت ْـيَـتآ اَم ْمُتْمَّلَس 
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
Penggalan ayat (   ِفوُرْعَمْلِبا َّنُهُـتَوْسَِكو َّنُهُـقْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو ) menyatakan bahwa 
bapaknya anak tersebut (suami) wajib memberi nafkah dan pakaian 
terhadap ibu anak tersebut (isteri) secara patut. Kepatutan diukur sesuai 
pandangan masyarakat setempat, tidak pelit, tidak berlebihan,  serta 
disesuaikan dengan kemampuan sang suami (Q.S. al-ṭalīq [65]:7).2F3 
 ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُت ْـنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ  َّنُك ْنِإَو َّنِهْيَلَع اوُقِّيَضُِتل َّنُهوُّراَضُت َلاَو
 َّنُهَروُُجأ َّنُهُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ ْنَِإف َّنُهَلَْحم َنْعَضَي َّتىَح َّنِهْيَلَع اوُقِفَْنَأف ٍلَْحم ِتَلاُوأ
 ُأ ُهَل ُعِضْرُـتَسَف ُْتمْرَساَعَـت ْنِإَو ٍفوُرَْعِبم ْمُكَن ْـيَـب اوُر
َِتمْأَو) ىَرْخ6 ( ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُـِيل
 َُّللها ُهَتاآ اَِّمم ْقِفْن ُـيْلَـف ُُهقْزِر ِهْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ِهِتَعَس  اَهَتاآ اَم َّلاِإ اًسْفَـن َُّللها ُف
ِّلَُكي َلا
) ًارْسُي ٍرْسُع َدْعَـب ُ َّللها ُلَعْجَيَس7( 
“6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 
                                                          
3 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, vol. 1, 634. 





















236 FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)205 
yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya. 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan”. 
 
Sebuah riwayat dari Jībir, saat haji wada’, Nabi bersabda : 
 ِةَمِلَكِب َّنُهَجوُرُـف ْمُتْلَلْحَتْساَو ، ِالله َِةناََمِبأ َّنُهُوُتمْذَخَأ ْمُكَّنَِإف ، ِءاَسِّنلا ِفي َ َّللها اوُقـَّتا ِالله 
 ًباْرَض َّنُهُوِبرْضَاف َنْلَعَـف ْنَِإف ، َنوُهَرْكَت اًدَحَأ ْمُكَشُرُـف َنْئِطُوي َلا ْنَأ َّنِهْيَلَع ْمُكَل َّنِإَو ،
 ٍِّحرَـبُم َر ْـيَغ ِفوُرْعَمْلِبا َّنُهُـتَوْسَِكو َّنُهُـقْزِر ْمُكْيَلَع َُّنَلهَو ،.
4 
“Bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Sesungguhnya 
kalian mengambil mereka sebagai amanat dari Allah dan farji mereka 
halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Mereka tidak boleh membawa 
orang yang tidak kalian sukai ke tempat tidur kalian. Jika mereka 
melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan 
rezeki serta pakaian mereka wajib bagi kalian dengan patut. 
  
Riwayat Lain dari Sulaimīn b ‘Amr b al-Aḥwaṣ, bahwa ayahnya 
hadir dalam haji wada’ bersama Rasul, dimana Rasul bersabda:  
 » َر ْـيَغ اًئ ْـيَش َّنُه ْـنِم َنوُكِْلَتم َسَْيل ْمَُكدْنِع ٌناَوَع َّنُه َا َّنمَِإف ًار ْـيَخ ِءاَسِّنلِبا اوُصْوَـتْساَو َلاَأ
 َّنُهُوِبرْضاَو ِعِجاَضَمْلا ِفى َّنُهوُرُجْهَاف َنْلَعَـف ْنَِإف ٍةَنِّيَـبُم ٍةَشِحاَفِب َينِْت�َ ْنَأ َّلاِإ َكِلَذ
 َر ْـيَغ ًباْرَض اًّقَح ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكَل َّنِإ َلاَأ ًلايِبَس َّنِهْيَلَع اوُغ ْـبَـت َلاَف ْمُكَنَْعطَأ ْنَِإف ٍِّحرَـبُم
                                                          
4 Abū ‘Abd al-Raḥmīn Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Nasī’ī, al-Sunan al-Kubrī, vol. 
8,  (T.t. : t.p., t.th.), 269. 
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 َنوُهَرْكَت ْنَم ْمُكَشُرُـف َنْئِطُوي َّلاَأ ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكُّقَح اَّمََأف اًّقَح ْمُكْيَلَع ْمُكِئاَسِِنلَو
 ْمُكِتوُيُـب ِفى َّنَذْ�َ َلاَو َنوُهَرْكَت ْنَمِل  َّن
ِِتهَوْسِك ِفى َّنِهَْيلِإ اوُنِسُْتح ْنَأ ْمُكْيَلَع َّنُهُّقَحَو َلاَأ
 َّنِهِماََعطَو «5 
“Ingatlah, berwasiat baiklah kalian kepada wanita. Sesungguhnya mereka 
ibarat tawanan bagi kalian. Kalian tidak memiliki mereka kecuali mereka 
melakukan perbuatan fahishah yang jelas. Jika mereka melakukan itu, 
maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan 
pukulan yang tidak melukai. Jika mereka sudah taat kepada kalian, maka 
jangan mencari-cari jalan untuk men-zalimi mereka. Ingatlah bahwa 
kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana isteri kalian juga punya 
hak atas kalian. Hak kalian atas isteri kalian adalah mereka tidak boleh 
menempatkan orang yang tidak kalian sukai di tempat tidur kalian, serta 
tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke rumah kalian. 
Ingatlah bahwa hak mereka atas kalian hendaklah member mereka 
pakaian dan makanan yang baik”.  
 َدْنِه َّنَأ َةَشِئاَع ْنَع ، ِبيَأ ِنيَرَـبْخَأ : َلَاق ٍماَشِه ْنَع ِالله َلوُسَر �َ ْتَلَاق َةَب ْـتُع َتِْنب
 ُهْنِم ُتْذَخَأ اَم َّلاِإ يِدَلَوَو ِنييِفْكَي اَم ِنييِطْعُـي َسَْيلَو ٌحيِحَش ٌلُجَر َناَيْفُس َباَأ َّنِإ
.ِفوُرْعَمْلِبا ِكَدَلَوَو ِكيِفْكَي اَم يِذُخ َلاَقَـف ُمَلْعَـي َلا َوْهَو
6 
“Dari Hishīm, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dari Aishah 
bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata, ‘ ya Rasulullah, sesungguhnya Abū 
Ṣufyīn adalah laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku dan anak-anakku 
(nafkah) yang cukup kecuali apa yang aku ambil darinya yang dia tidak 
tahu. Nabi menjawab ‘ambil saja yang cukup untuk kamu dan anakmu 
secara patut’. 
 
Ulama sepakat bahwa para suami wajib memberikan nafkah 
terhadap isterinya sepanjang mereka baligh, kecuali jika para isteri 
                                                          
5 Muḥammad b. ‘Īsī b Saurah b Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhi, 
vol.5,  (T.t. : t.p., t.th.), 6. 
6 Muḥammad b. Ismī’īl b. Ibrīhīm b. al-Mughīrah al-Bukhīrī, al-Jīmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol.7,  
(Kairo : Dīr al-Sha’b, 1987), 85. 
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yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya. 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan”. 
 
Sebuah riwayat dari Jībir, saat haji wada’, Nabi bersabda : 
 ِةَمِلَكِب َّنُهَجوُرُـف ْمُتْلَلْحَتْساَو ، ِالله َِةناََمِبأ َّنُهُوُتمْذَخَأ ْمُكَّنَِإف ، ِءاَسِّنلا ِفي َ َّللها اوُقـَّتا ِالله 
 ًباْرَض َّنُهُوِبرْضَاف َنْلَعَـف ْنَِإف ، َنوُهَرْكَت اًدَحَأ ْمُكَشُرُـف َنْئِطُوي َلا ْنَأ َّنِهْيَلَع ْمُكَل َّنِإَو ،
 ٍِّحرَـبُم َر ْـيَغ ِفوُرْعَمْلِبا َّنُهُـتَوْسَِكو َّنُهُـقْزِر ْمُكْيَلَع َُّنَلهَو ،.
4 
“Bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Sesungguhnya 
kalian mengambil mereka sebagai amanat dari Allah dan farji mereka 
halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Mereka tidak boleh membawa 
orang yang tidak kalian sukai ke tempat tidur kalian. Jika mereka 
melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan 
rezeki serta pakaian mereka wajib bagi kalian dengan patut. 
  
Riwayat Lain dari Sulaimīn b ‘Amr b al-Aḥwaṣ, bahwa ayahnya 
hadir dalam haji wada’ bersama Rasul, dimana Rasul bersabda:  
 » َر ْـيَغ اًئ ْـيَش َّنُه ْـنِم َنوُكِْلَتم َسَْيل ْمَُكدْنِع ٌناَوَع َّنُه َا َّنمَِإف ًار ْـيَخ ِءاَسِّنلِبا اوُصْوَـتْساَو َلاَأ
 َّنُهُوِبرْضاَو ِعِجاَضَمْلا ِفى َّنُهوُرُجْهَاف َنْلَعَـف ْنَِإف ٍةَنِّيَـبُم ٍةَشِحاَفِب َينِْت�َ ْنَأ َّلاِإ َكِلَذ
 َر ْـيَغ ًباْرَض اًّقَح ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكَل َّنِإ َلاَأ ًلايِبَس َّنِهْيَلَع اوُغ ْـبَـت َلاَف ْمُكَنَْعطَأ ْنَِإف ٍِّحرَـبُم
                                                          
4 Abū ‘Abd al-Raḥmīn Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Nasī’ī, al-Sunan al-Kubrī, vol. 
8,  (T.t. : t.p., t.th.), 269. 
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 َنوُهَرْكَت ْنَم ْمُكَشُرُـف َنْئِطُوي َّلاَأ ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكُّقَح اَّمََأف اًّقَح ْمُكْيَلَع ْمُكِئاَسِِنلَو
 ْمُكِتوُيُـب ِفى َّنَذْ�َ َلاَو َنوُهَرْكَت ْنَمِل  َّن
ِِتهَوْسِك ِفى َّنِهَْيلِإ اوُنِسُْتح ْنَأ ْمُكْيَلَع َّنُهُّقَحَو َلاَأ
 َّنِهِماََعطَو «5 
“Ingatlah, berwasiat baiklah kalian kepada wanita. Sesungguhnya mereka 
ibarat tawanan bagi kalian. Kalian tidak memiliki mereka kecuali mereka 
melakukan perbuatan fahishah yang jelas. Jika mereka melakukan itu, 
maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan 
pukulan yang tidak melukai. Jika mereka sudah taat kepada kalian, maka 
jangan mencari-cari jalan untuk men-zalimi mereka. Ingatlah bahwa 
kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana isteri kalian juga punya 
hak atas kalian. Hak kalian atas isteri kalian adalah mereka tidak boleh 
menempatkan orang yang tidak kalian sukai di tempat tidur kalian, serta 
tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke rumah kalian. 
Ingatlah bahwa hak mereka atas kalian hendaklah member mereka 
pakaian dan makanan yang baik”.  
 َدْنِه َّنَأ َةَشِئاَع ْنَع ، ِبيَأ ِنيَرَـبْخَأ : َلَاق ٍماَشِه ْنَع ِالله َلوُسَر �َ ْتَلَاق َةَب ْـتُع َتِْنب
 ُهْنِم ُتْذَخَأ اَم َّلاِإ يِدَلَوَو ِنييِفْكَي اَم ِنييِطْعُـي َسَْيلَو ٌحيِحَش ٌلُجَر َناَيْفُس َباَأ َّنِإ
.ِفوُرْعَمْلِبا ِكَدَلَوَو ِكيِفْكَي اَم يِذُخ َلاَقَـف ُمَلْعَـي َلا َوْهَو
6 
“Dari Hishīm, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dari Aishah 
bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata, ‘ ya Rasulullah, sesungguhnya Abū 
Ṣufyīn adalah laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku dan anak-anakku 
(nafkah) yang cukup kecuali apa yang aku ambil darinya yang dia tidak 
tahu. Nabi menjawab ‘ambil saja yang cukup untuk kamu dan anakmu 
secara patut’. 
 
Ulama sepakat bahwa para suami wajib memberikan nafkah 
terhadap isterinya sepanjang mereka baligh, kecuali jika para isteri 
                                                          
5 Muḥammad b. ‘Īsī b Saurah b Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhi, 
vol.5,  (T.t. : t.p., t.th.), 6. 
6 Muḥammad b. Ismī’īl b. Ibrīhīm b. al-Mughīrah al-Bukhīrī, al-Jīmi’ al-Ṣaḥīḥ, vol.7,  
(Kairo : Dīr al-Sha’b, 1987), 85. 
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tersebut melakukan nushūz. Secara logika, terjadinya pernikahan 
menyebabkan wanita tidak boleh bekerja, ataupun bertasarruf dalam 
rangka menjaga hak suami. Oleh sebab itu, sudah semestinya suami 
menafkahi dan mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.7  
 
B. Syarat Wajibnya Nafkah dan Gugurnya  
Sebagaimana disebutkan, di atas, seorang suami wajib 
memberikan nafkah pada isteri, termasuk ketika isteri dalam masa ‘iddah. 
Ada tiga kondisi dimana isteri berhak mendapatkan nafkah :  
1. Isteri dari pernikahan sah 
2. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak raj’i 
3. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak bī’in atau 
ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil (dijelaskan di bab ‘iddah).8 
Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut: 
1. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya 
dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal 
dan bersedia untuk melakukan hubungan suami isteri. Namun 
demikian, seorang isteri boleh saja menetap di rumah keluarganya 
sepanjang mendapat izin dari suaminya dengan kewajiban nafkah 
tetap ada pada suami. Jika ia menolak melakukan hubungan suami 
isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah 
terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak 
berkehendak melakukan hubungan suami isteri, maka sang isteri tetap 
berhak mendapatkan nafkah. Shīfi’iyah memberi contoh di antaranya 
suami yang melakukan perjalanan jauh. 
2. Isteri tersebut dapat melakukan hubungan suami. Jika isteri masih 
kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami 
isteri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah 
diberikan jika telah melakukan hubungan suami isteri. Semata terjadi 
akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena 
terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. 
Nabi memberi  nafkah kepada Aishah dua tahun setelah 
                                                          
7 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7371-4. 
8 Abū Muṣ’ab Muḥammad b. Ṣubḥī b. Ḥasan Ḥalīq, al-Adillat al-Raḍiyah li matn 
al-Durar al-Bahiyah fī al-Masī’il al-Fiqhiyah, (Beirut: Dīr al-Fikr li al-Ṭiba’ah wa 
al-Nashr wa al-Tauzi’, t.th.), 135 
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pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami isteri. 
Sebaliknya, jika pihak suami yang tidak dapat melakukan hubungan 
suami isteri seperti suaminya masih kecil, maka pihak isteri tetap 
berhak mendapatkan nafkah. Menurut Abū Yūsuf—seorang ulama 
Ḥanafiyah—sepanjang isteri tinggal di rumah suami, maka ia berhak 
mendapatkan nafkah, sekalipun belum mampu melakukan hubungan 
suami isteri. 
3. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan fīsid 
tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fīsid 
secara otomatis membatalkan akad nikah. 
4. Isteri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika 
hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nushūz, maka ia tidak 
berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat 
perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.9 
Mīlikiyah membagi kewajiban nafkah suami kepada isteri 
menjadi dua: 
1. Nafkah sebelum terjadi dukhūl  (hubungan suami isteri) dengan empat 
syarat: 
a. Isteri tersebut atau walinya telah mengajak untuk melakukan 
hubungan suami isteri, namun sang suami belum melakukannya. 
Jika belum ada ajakan, maka belum berhak mendapatkan nafkah. 
b. Wanita tersebut mampu melakukan hubungan suami isteri. Jika 
ia masih kecil sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami 
isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali sudah 
terjadi hubungan suami isteri 
c. Tidak sedang dalam keadaan sakit parah menjelang kematian 
(naza’), atau pihak suami dalam keadaan serupa 
d. Pihak suami sudah baligh. Jika pihak suami masih kecil, maka ia 
tidak wajib memberi nafkah sekalipun ia dapat melakukan 
hubungan suami isteri.10 
2. Nafkah sesudah dukhūl. Jika sudah terjadi hubungan suami isteri, 
maka pihak suami wajib memberi nafkah, baik isterinya mampu 
                                                          
9 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 495-9. Lihat juga Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, 540 
dan al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7374-5. 
10 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 497-9. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, 
vol. 10, 7376-7. 
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tersebut melakukan nushūz. Secara logika, terjadinya pernikahan 
menyebabkan wanita tidak boleh bekerja, ataupun bertasarruf dalam 
rangka menjaga hak suami. Oleh sebab itu, sudah semestinya suami 
menafkahi dan mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.7  
 
B. Syarat Wajibnya Nafkah dan Gugurnya  
Sebagaimana disebutkan, di atas, seorang suami wajib 
memberikan nafkah pada isteri, termasuk ketika isteri dalam masa ‘iddah. 
Ada tiga kondisi dimana isteri berhak mendapatkan nafkah :  
1. Isteri dari pernikahan sah 
2. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak raj’i 
3. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak bī’in atau 
ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil (dijelaskan di bab ‘iddah).8 
Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut: 
1. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya 
dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal 
dan bersedia untuk melakukan hubungan suami isteri. Namun 
demikian, seorang isteri boleh saja menetap di rumah keluarganya 
sepanjang mendapat izin dari suaminya dengan kewajiban nafkah 
tetap ada pada suami. Jika ia menolak melakukan hubungan suami 
isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah 
terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak 
berkehendak melakukan hubungan suami isteri, maka sang isteri tetap 
berhak mendapatkan nafkah. Shīfi’iyah memberi contoh di antaranya 
suami yang melakukan perjalanan jauh. 
2. Isteri tersebut dapat melakukan hubungan suami. Jika isteri masih 
kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami 
isteri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah 
diberikan jika telah melakukan hubungan suami isteri. Semata terjadi 
akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena 
terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. 
Nabi memberi  nafkah kepada Aishah dua tahun setelah 
                                                          
7 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7371-4. 
8 Abū Muṣ’ab Muḥammad b. Ṣubḥī b. Ḥasan Ḥalīq, al-Adillat al-Raḍiyah li matn 
al-Durar al-Bahiyah fī al-Masī’il al-Fiqhiyah, (Beirut: Dīr al-Fikr li al-Ṭiba’ah wa 
al-Nashr wa al-Tauzi’, t.th.), 135 
208 
pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami isteri. 
Sebaliknya, jika pihak suami yang tidak dapat melakukan hubungan 
suami isteri seperti suaminya masih kecil, maka pihak isteri tetap 
berhak mendapatkan nafkah. Menurut Abū Yūsuf—seorang ulama 
Ḥanafiyah—sepanjang isteri tinggal di rumah suami, maka ia berhak 
mendapatkan nafkah, sekalipun belum mampu melakukan hubungan 
suami isteri. 
3. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan fīsid 
tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fīsid 
secara otomatis membatalkan akad nikah. 
4. Isteri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika 
hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nushūz, maka ia tidak 
berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat 
perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.9 
Mīlikiyah membagi kewajiban nafkah suami kepada isteri 
menjadi dua: 
1. Nafkah sebelum terjadi dukhūl  (hubungan suami isteri) dengan empat 
syarat: 
a. Isteri tersebut atau walinya telah mengajak untuk melakukan 
hubungan suami isteri, namun sang suami belum melakukannya. 
Jika belum ada ajakan, maka belum berhak mendapatkan nafkah. 
b. Wanita tersebut mampu melakukan hubungan suami isteri. Jika 
ia masih kecil sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami 
isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali sudah 
terjadi hubungan suami isteri 
c. Tidak sedang dalam keadaan sakit parah menjelang kematian 
(naza’), atau pihak suami dalam keadaan serupa 
d. Pihak suami sudah baligh. Jika pihak suami masih kecil, maka ia 
tidak wajib memberi nafkah sekalipun ia dapat melakukan 
hubungan suami isteri.10 
2. Nafkah sesudah dukhūl. Jika sudah terjadi hubungan suami isteri, 
maka pihak suami wajib memberi nafkah, baik isterinya mampu 
                                                          
9 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 495-9. Lihat juga Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, 540 
dan al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7374-5. 
10 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 497-9. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, 
vol. 10, 7376-7. 
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melakukan hubungan suami isteri atau tidak, sakit atau tidak, 
suaminya baligh atau tidak.11  
Wahbah al-Zuḥaily menyimpulkan ada dua syarat umum yang 
dikemukakan Mīlikiyah seputar pemberian nafkah kepada isteri yang 
sudah  dukhūl , yakni laki-laki tersebut mampu memberi nafkah, baik 
dengan harta atau tenaga, serta pihak isteri tidak meninggalkan kewajiban 
sebagai isteri (nushūz).12 
Menurut Ẓīhiriyah, kewajiban memberi nafkah disebabkan karena 
adanya perkawinan itu sendiri (اهسفن ةيجوزلا). Oleh sebab itu, jika terjadi 
perkawinan, maka seorang suami wajib memberi nafkah, sejak 
terjadinya akad nikah, baik sang isteri kaya atau miskin, yatim atau 
tidak, perawan atau janda, budak atau wanita merdeka. Berdasarkan 
prinsip tersebut, dalam pandangan mazhab ini, anak kecil (yang belum 
mampu melakukan hubungan suami isteri), serta isteri yang nushūz, tetap 
berhak mendapatkan nafkah. Abū Sulaimīn serta Sufyīn al-Thaurī 
menyatakan bahwa anak kecil berhak mendapatkan nafkah sejak 
terjadinya akad nikah. Al-Ḥakam bin ‘Utaibah dalam salah satu fatwanya 
mengatakan bahwa isteri yang keluar dari rumahnya karena marah 
(nushūz), tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurutnya, tidak ada 
riwayat bahwa sahabat menggugurkan nafkah isteri yang nushūz. Dalam 
catatannya, gugurnya nafkah akibat nushūz itu muncul dari al-Nakha’ī>, 
al-Sha’bī, Ḥammīd b. Abī Sulaimīn, al-Ḥasan, serta al-Zuhrī yang 
dinilainya tidak memiliki landasan kuat, kecuali alasan bahwa nafkah 
terkait dengan jima’ (hubungan suami isteri), sehingga jika terjadi jima’, 
berarti ada nafkah, jika tidak ada jima’ maka tidak ada nafkah .12F13 
Pendapat Ẓīhiriyah ini berbeda dengan pendapat ulama pada 
umumnya yang menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah karena 
isteri seakan-akan berada dalam ‘tawanan’ suami, karena ia harus taat 
pada suami dan memenuhi hak-hak suami. Oleh sebab itu, maka suami 
harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sepanjang ikatan suami isteri 
masih ada, tidak terjadi nushūz atau hal-hal lain yang menyebabkan 
gugurnya nafkah. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar :14 
                                                          
11 Ibid. 
12 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7377. 
13 Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, 541-2. 
14 Ibid., 540. 
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هلجلأ سبتحا نم ىلع هتقفنف هتعفنمو هيرغ قلح سبتحا نم لك 
“Setiap orang yang ditahan (ditawan) dalam rangka menjaga hak orang 
lain, maka nafkahnya wajib atas orang tersebut” 
 
C. Gugurnya Nafkah 
Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya nafkah, antara lain : 
1. Isteri melakukan nushūz, yakni melakukan pembangkangan terhadap 
suami. Ia berhak mendapatkan nafkahnya kembali jika ia kembali taat 
pada suaminya.  
2. Mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti melakukan perjalanan 
tanpa izin suaminya, kecuali karena darurat atau adanya uzur, seperti 
menengok orang tua. Melakukan ibadah haji dan ‘umrah, menurut 
Mīlikiyah dan Ḥanībilah, tidak menggugurkan nafkah, sekalipun 
tanpa izin suami. Menurut yang lain, termasuk nushūz. Menurut 
Shīfi’iyah, keluar rumah untuk menengok keluarga atau tetangga yang 
sakit saat suaminya tidak ada, tidak termasuk nushūz, karena ia keluar 
rumah bukan dalam rangka nushūz. 
3. Salah satu pihak (suami atau isteri) meninggal dunia. 
4. Tidak mau melakukan hubungan suami isteri, kecuali ada uzur yang 
dibenarkan agama, seperti sakit 
5. Dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal, berhutang, atau 
karena kezaliman tertentu, kecuali jika hutang itu merupakan 
tanggungan suaminya 
6. Diperkosa orang  
7. Bekerja di luar rumah tanpa seizin suaminya 
8. Murtad. Seorang isteri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. 
Namun jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria 
Muslim, maka dia berhak mendapatkan nafkah. Jika isteri yang 
murtad tersebut kembali muslim, maka secara otomatis, ia kembali 
mendapatkan hak nafkahnya, semata karena kembali muslim, 
menurut Shīfi’iyah dan Ḥanībilah. Perbedaan antara kasus nushūz dan 
riddah adalah, jika terjadi riddah nafkahnya gugur karena ia keluar 
dari Islam. Oleh sebab itu, ketika ia kembali muslim, secara otomatis 
ia kembali berhak mendapatkan nafkah. Sementara itu, jika ia nushūz, 
hak nafkahnya menjadi gugur karena hak suami diabaikan, sehingga 
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melakukan hubungan suami isteri atau tidak, sakit atau tidak, 
suaminya baligh atau tidak.11  
Wahbah al-Zuḥaily menyimpulkan ada dua syarat umum yang 
dikemukakan Mīlikiyah seputar pemberian nafkah kepada isteri yang 
sudah  dukhūl , yakni laki-laki tersebut mampu memberi nafkah, baik 
dengan harta atau tenaga, serta pihak isteri tidak meninggalkan kewajiban 
sebagai isteri (nushūz).12 
Menurut Ẓīhiriyah, kewajiban memberi nafkah disebabkan karena 
adanya perkawinan itu sendiri (اهسفن ةيجوزلا). Oleh sebab itu, jika terjadi 
perkawinan, maka seorang suami wajib memberi nafkah, sejak 
terjadinya akad nikah, baik sang isteri kaya atau miskin, yatim atau 
tidak, perawan atau janda, budak atau wanita merdeka. Berdasarkan 
prinsip tersebut, dalam pandangan mazhab ini, anak kecil (yang belum 
mampu melakukan hubungan suami isteri), serta isteri yang nushūz, tetap 
berhak mendapatkan nafkah. Abū Sulaimīn serta Sufyīn al-Thaurī 
menyatakan bahwa anak kecil berhak mendapatkan nafkah sejak 
terjadinya akad nikah. Al-Ḥakam bin ‘Utaibah dalam salah satu fatwanya 
mengatakan bahwa isteri yang keluar dari rumahnya karena marah 
(nushūz), tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurutnya, tidak ada 
riwayat bahwa sahabat menggugurkan nafkah isteri yang nushūz. Dalam 
catatannya, gugurnya nafkah akibat nushūz itu muncul dari al-Nakha’ī>, 
al-Sha’bī, Ḥammīd b. Abī Sulaimīn, al-Ḥasan, serta al-Zuhrī yang 
dinilainya tidak memiliki landasan kuat, kecuali alasan bahwa nafkah 
terkait dengan jima’ (hubungan suami isteri), sehingga jika terjadi jima’, 
berarti ada nafkah, jika tidak ada jima’ maka tidak ada nafkah .12F13 
Pendapat Ẓīhiriyah ini berbeda dengan pendapat ulama pada 
umumnya yang menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah karena 
isteri seakan-akan berada dalam ‘tawanan’ suami, karena ia harus taat 
pada suami dan memenuhi hak-hak suami. Oleh sebab itu, maka suami 
harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sepanjang ikatan suami isteri 
masih ada, tidak terjadi nushūz atau hal-hal lain yang menyebabkan 
gugurnya nafkah. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar :14 
                                                          
11 Ibid. 
12 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7377. 
13 Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, 541-2. 
14 Ibid., 540. 
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هلجلأ سبتحا نم ىلع هتقفنف هتعفنمو هيرغ قلح سبتحا نم لك 
“Setiap orang yang ditahan (ditawan) dalam rangka menjaga hak orang 
lain, maka nafkahnya wajib atas orang tersebut” 
 
C. Gugurnya Nafkah 
Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya nafkah, antara lain : 
1. Isteri melakukan nushūz, yakni melakukan pembangkangan terhadap 
suami. Ia berhak mendapatkan nafkahnya kembali jika ia kembali taat 
pada suaminya.  
2. Mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti melakukan perjalanan 
tanpa izin suaminya, kecuali karena darurat atau adanya uzur, seperti 
menengok orang tua. Melakukan ibadah haji dan ‘umrah, menurut 
Mīlikiyah dan Ḥanībilah, tidak menggugurkan nafkah, sekalipun 
tanpa izin suami. Menurut yang lain, termasuk nushūz. Menurut 
Shīfi’iyah, keluar rumah untuk menengok keluarga atau tetangga yang 
sakit saat suaminya tidak ada, tidak termasuk nushūz, karena ia keluar 
rumah bukan dalam rangka nushūz. 
3. Salah satu pihak (suami atau isteri) meninggal dunia. 
4. Tidak mau melakukan hubungan suami isteri, kecuali ada uzur yang 
dibenarkan agama, seperti sakit 
5. Dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal, berhutang, atau 
karena kezaliman tertentu, kecuali jika hutang itu merupakan 
tanggungan suaminya 
6. Diperkosa orang  
7. Bekerja di luar rumah tanpa seizin suaminya 
8. Murtad. Seorang isteri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. 
Namun jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria 
Muslim, maka dia berhak mendapatkan nafkah. Jika isteri yang 
murtad tersebut kembali muslim, maka secara otomatis, ia kembali 
mendapatkan hak nafkahnya, semata karena kembali muslim, 
menurut Shīfi’iyah dan Ḥanībilah. Perbedaan antara kasus nushūz dan 
riddah adalah, jika terjadi riddah nafkahnya gugur karena ia keluar 
dari Islam. Oleh sebab itu, ketika ia kembali muslim, secara otomatis 
ia kembali berhak mendapatkan nafkah. Sementara itu, jika ia nushūz, 
hak nafkahnya menjadi gugur karena hak suami diabaikan, sehingga 
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ketika ia kembali taat, maka tidak secara otomatis kembali berhak 
mendapatkan nafkah kecuali ia telah memenuhi hak suaminya, 
semisal melakukan hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, jika saat ia 
menarik sikap nushūz-nya terjadi pada waktu suaminya tidak ada, 
maka hak nafkahnya belum kembali. Pendapat ini ditolak Ḥanafiyah. 
Menurut mereka, hak nafkah kembali sekalipun saat ia ‘bertaubat’ 
dari nushūz-nya, suaminya tidak ada. 
9. Melakukan puasa sunnah atau i’tikīf sunnah, tanpa izin suami. Namun 
jika ia berpuasa dalam rangka membayar hutang puasa Ramadan, 
sementara waktunya sudah mepet, maka nafkahnya tidak gugur, 
karena ia sedang menlaksanakan hak Allah. Jika waktunya masih 
panjang, nafkahnya gugur. 
10. Suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut Mīlikiyah juga 
mengakibatkan gugurnya nafkah. 
11. Seluruh bentuk putusnya pernikahan yang diakibatkan kemaksiatan 
pihak isteri, seperti riddah, maka nafkahnya gugur. Dalam hal ini ia 
hanya mendapatkan hak untuk tinggal di rumah suaminya (selama 
‘iddah). Namun jika bukan karena alasan maksiat, maka nafkahnya 
tidak gugur (selama ‘iddah), seperti anak yang dinikahkan saat kecil, 
setelah dewasa, ia menuntut cerai, atau karena tidak ada kafī’ah, dan 
lain-lain.15 
Dalam kesimpulan Ḥanafiyah, ada sebelas wanita yang tidak 
berhak mendapatkan nafkah, yakni: 
1. Wanita tersebut nushūz, baik dalam bentuk tidak mau melakukan 
hubungan suami isteri, atau karena keluar tanpa izin, termasuk haji. 
2. Murtad. Seorang isteri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. Namun 
jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria Muslim, 
maka dia berhak mendapatkan nafkah. 
3. Melakukan hal yang menyebabkan terjadinya keharaman muṣīharah, 
misalnya menyentuh anak atau bapak suaminya dengan syahwat. 
4. Jika isterinya seorang budak, maka suami tidak wajib memberi nafkah, 
karena nafkah budak tersebut menjadi kewajiban tuannya. Namun 
demikian, nafkah budak tersebut menjadi tanggung jawabnya, jika 
                                                          
15 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 501-2. Lihat juga Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, 540,  
al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7363-6, Abdullah b. Muḥammad al-Ṭayyīr, 
dkk, al-Fiqh al-Muyassar, vol.5, (Riyad :Madīr al-Waṭan li al-Nashr, 2012), 211. 
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sang majikan memberinya (budak) rumah untuk ditinggalinya bersama 
suaminya dan ia dibebaskan dari kewajiban melayani majikannya itu. 
Jika terjadi perceraian, maka nafkah kembali menjadi kewajiban 
tuannya, sejak ia menjalani ‘iddah. 
5. Sedang menjalani ‘iddah karena ditinggal mati (dijelaskan dalam bab 
‘iddah). 
6. Wanita yang dinikahi dengan akad fīsid atau persetubuhan shubhat 
7. Anak kecil yang tidak dapat melakukan hubungan suami istei 
8. Wanita yang dipenjara 
9. Wanita sakit yang tidak bisa berhubungan suami isteri dan tidak 
tinggal di rumah suaminya. Jika ia tinggal di rumah suaminya, maka 
wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah. 
10. Wanita yang diperkosa orang lain (ة�وصغملا). Jika seorang wanita 
diperkosa laki-laki lain, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah 
dari suaminya 
11. Budak yang tidak diberi tempat tinggal khusus oleh tuannya. Dalam 
pandangan Ḥanafiyah, seorang budak tetap berada di bawah tanggung 
jawab tuannya, sekalipun ia sudah menikah, kecuali jika budak 
tersebut diberi tempat tinggal khusus yang terpisah dari tuannya dan 
ia tidak melayani tuannya.16 
D. Beberapa Kondisi 
1. Suami tidak mau memberi nafkah 
Jika seorang suami tidak mau memberi nafkah pada isterinya, padahal 
dia mampu dan memiliki kekayaan yang nyata, maka menurut 
Ḥanafiyah, hakim dapat menjual harta tersebut dan memberikan 
seperdelapan bagian untuk isterinya. Jika harta kekayaannya tidak 
tampak sekalipun ia mampu, maka hakim dapat memenjarakannya 
sepanjang ada tuntutan dari isteri, berdasarkan hadis Nabi : 
                                                          
16 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 494-6. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, 
vol. 10, 7367. 
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ketika ia kembali taat, maka tidak secara otomatis kembali berhak 
mendapatkan nafkah kecuali ia telah memenuhi hak suaminya, 
semisal melakukan hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, jika saat ia 
menarik sikap nushūz-nya terjadi pada waktu suaminya tidak ada, 
maka hak nafkahnya belum kembali. Pendapat ini ditolak Ḥanafiyah. 
Menurut mereka, hak nafkah kembali sekalipun saat ia ‘bertaubat’ 
dari nushūz-nya, suaminya tidak ada. 
9. Melakukan puasa sunnah atau i’tikīf sunnah, tanpa izin suami. Namun 
jika ia berpuasa dalam rangka membayar hutang puasa Ramadan, 
sementara waktunya sudah mepet, maka nafkahnya tidak gugur, 
karena ia sedang menlaksanakan hak Allah. Jika waktunya masih 
panjang, nafkahnya gugur. 
10. Suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut Mīlikiyah juga 
mengakibatkan gugurnya nafkah. 
11. Seluruh bentuk putusnya pernikahan yang diakibatkan kemaksiatan 
pihak isteri, seperti riddah, maka nafkahnya gugur. Dalam hal ini ia 
hanya mendapatkan hak untuk tinggal di rumah suaminya (selama 
‘iddah). Namun jika bukan karena alasan maksiat, maka nafkahnya 
tidak gugur (selama ‘iddah), seperti anak yang dinikahkan saat kecil, 
setelah dewasa, ia menuntut cerai, atau karena tidak ada kafī’ah, dan 
lain-lain.15 
Dalam kesimpulan Ḥanafiyah, ada sebelas wanita yang tidak 
berhak mendapatkan nafkah, yakni: 
1. Wanita tersebut nushūz, baik dalam bentuk tidak mau melakukan 
hubungan suami isteri, atau karena keluar tanpa izin, termasuk haji. 
2. Murtad. Seorang isteri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. Namun 
jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria Muslim, 
maka dia berhak mendapatkan nafkah. 
3. Melakukan hal yang menyebabkan terjadinya keharaman muṣīharah, 
misalnya menyentuh anak atau bapak suaminya dengan syahwat. 
4. Jika isterinya seorang budak, maka suami tidak wajib memberi nafkah, 
karena nafkah budak tersebut menjadi kewajiban tuannya. Namun 
demikian, nafkah budak tersebut menjadi tanggung jawabnya, jika 
                                                          
15 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 501-2. Lihat juga Sayid Sībiq, Fiqh al-Sunnah, 540,  
al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7363-6, Abdullah b. Muḥammad al-Ṭayyīr, 
dkk, al-Fiqh al-Muyassar, vol.5, (Riyad :Madīr al-Waṭan li al-Nashr, 2012), 211. 
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sang majikan memberinya (budak) rumah untuk ditinggalinya bersama 
suaminya dan ia dibebaskan dari kewajiban melayani majikannya itu. 
Jika terjadi perceraian, maka nafkah kembali menjadi kewajiban 
tuannya, sejak ia menjalani ‘iddah. 
5. Sedang menjalani ‘iddah karena ditinggal mati (dijelaskan dalam bab 
‘iddah). 
6. Wanita yang dinikahi dengan akad fīsid atau persetubuhan shubhat 
7. Anak kecil yang tidak dapat melakukan hubungan suami istei 
8. Wanita yang dipenjara 
9. Wanita sakit yang tidak bisa berhubungan suami isteri dan tidak 
tinggal di rumah suaminya. Jika ia tinggal di rumah suaminya, maka 
wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah. 
10. Wanita yang diperkosa orang lain (ة�وصغملا). Jika seorang wanita 
diperkosa laki-laki lain, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah 
dari suaminya 
11. Budak yang tidak diberi tempat tinggal khusus oleh tuannya. Dalam 
pandangan Ḥanafiyah, seorang budak tetap berada di bawah tanggung 
jawab tuannya, sekalipun ia sudah menikah, kecuali jika budak 
tersebut diberi tempat tinggal khusus yang terpisah dari tuannya dan 
ia tidak melayani tuannya.16 
D. Beberapa Kondisi 
1. Suami tidak mau memberi nafkah 
Jika seorang suami tidak mau memberi nafkah pada isterinya, padahal 
dia mampu dan memiliki kekayaan yang nyata, maka menurut 
Ḥanafiyah, hakim dapat menjual harta tersebut dan memberikan 
seperdelapan bagian untuk isterinya. Jika harta kekayaannya tidak 
tampak sekalipun ia mampu, maka hakim dapat memenjarakannya 
sepanjang ada tuntutan dari isteri, berdasarkan hadis Nabi : 
                                                          
16 Al-Jazīrī, Kitīb al-Fiqh, vol. 4, 494-6. Lihat juga al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, 
vol. 10, 7367. 
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 ْنَع :َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللها ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع ،ََةرْـيَرُه ِبيَأ» اَذِإَو ،ٌمُْلظ ِِّنيَغلا ُلْطَم
 ْعَب ْـتَـيْلَـف ٍّيِلَم ىَلَع ْمُُكدَحَأ َعِبُْتأ«17 
“Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: “orang kaya 
yang menunda (pembayaran yang menjadi kewajibannya), adalah 
kezaliman, dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada 
orang kaya, hendaklah dia ikuti." 
 َلَاق ، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللها ىَّلَص ِالله ِلوُسَر ْنَع ، ِهِيَبأ ْنَع ، ِدِيرَّشلا ِنْب ِورْمَع ْنَع
 ِدِجاَوْلا َُّلي : ُهَتَـبوُقُعَو ُهَضْرِع ُّل
ُِيح18 
“Dari ‘Amr b. al-Sharīd dari ayahnya dari Rasulullah, beliau bersabda 
: “orang kaya yang menunda (pembayaran yang menjadi 
kewajibannya), maka halal untuk menghukum mereka”. 
 
Namun, jika hakim menilai suami tersebut dalam kesulitan, maka 
dapat ditunda hingga ia lapang (Q.S. al-baqarah [2]:280): 
 َنوُمَلْعَـت ْمُت ْـنُك ْنِإ ْمُكَل ٌر ْـيَخ اوُق َّدَصَت ْنَأَو ٍَةرَسْيَم َلىِإ ٌَةرِظَنَـف ٍَةرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو
)280( 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 
 
 Demikian pula jika sang suami memang tidak mampu, maka ia tidak 
boleh dipenjara karena ia tidak memberi nafkah bukan karena zalim, 
sehingga hukuman penjara tidak ada manfaatnya. 
 
2. Suami tidak mampu memberi nafkah 
Menurut mayoritas ulama, nafkah tidak gugur karena 
ketidakmampuan suami memberi nafkah, tetapi secara otomatis 
                                                          
17 Muḥammad b. ‘Īsī b. Saurah b. Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, 
vol.3, (Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafī al-Bībī, al-Ḥalabī, 1975), 592. 
18 Abū ‘Abd al-Raḥmīn Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Nasī’ī, al-Sunan al-Kubrī, 
vol.6, (T.t.: Mu’assasah al-Risīlah, t.th.), 89. 
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menjadi hutang yang harus dibayarnya saat ia mampu (Q.S. al-
baqarah [2]:280). Pendapat ini ditolak oleh Ḥanafiyah. Menurut 
kelompok ini, ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi 
hutang jika hakim menetapkannya sebagai hutang atau mereka (suami 
isteri) sepakat menganggapnya sebagai hutang.  Jika tidak, maka 
menjadi gugur dengan lewatnya waktu (kadaluarsa). Jika kurang dari 
satu bulan, nafkah tidak gugur.19 Oleh sebab itu, menurut Ḥanafiyah, 
keduanya tidak boleh dipisahkan, tetapi hakim dapat memutuskan 
yang dinilainya lebih maslahah. Berbeda dengan Hanafiyah, menurut 
Shīfi’iyah dan Ḥanībilah, isteri dapat menuntut untuk men-fasakh 
pernikahan tersebut jika suami tidak mampu memberi nafkah dengan 
standar nafkah orang yang tidak mampu, berdasarkan hadis Nabi dari 
riwayat Sa’īd b. al-Musayyab tentang seorang suami yang tidak 
mampu memberi nafkah pada isterinya, kemudian beliau 
memerintahkan keduanya untuk dipisahkan ( َلا ِلُجَّرلا ِفي ِبَّيَسُمْلا ِنْب ِديِعَس ْنَع
اَمُهَـن ْـيَـب ُقَّرَفُـي َلَاق ِِهَتَأرْما ىَلَع ُقِفْنُـي اَم ُد َِيج).19F
20 Ketidakmampuan suami memberi nafkah 
dinilai oleh Shīfi’iyah dan Ḥanībilah sebagai kegagalan suami 
mempergauli isteri secara ma’ruf (patut). Jika suami impoten saja 
isteri dapat menuntut pisah, apalagi tidak bisa memberi nafkah. 
Ketidakmampuan suami memberi nafkah memiliki nilai mafsadah 
yang lebih besar ketimbang ketidakmampuan suami mengumpuli 
isteri. 
Mīlikiyah memiliki pandangan berbeda dengan jumhur. Menurut 
mazhab ini, nafkah menjadi gugur jika suami tidak mampu dan tidak 
menjadi hutang baginya, sehingga ketika ia mampu, ia tidak wajib 
membayarnya, berdasarkan Q.S. al-ṭalīq [65]:7: 
 ُ َّللها ُهَتاآ اَِّمم ْقِفْنُـيْلَـف ُُهقِْزر ِهْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ِهِتَعَس ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُـِيل ُ َّللها ُف
ِّلَُكي َلا
اَهَتاآ اَم َّلاِإ اًسْفَـن ًارْسُي ٍرْسُع َدْعَـب ُ َّللها ُلَعْجَيَس 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
                                                          
19 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7403. 
20 Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Umar al-Dīruquṭnī, Sunan al-Dīruquṭnī, vol.4, (T.t. : t.p., 
t.th.), 455. 
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 ْنَع :َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللها ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع ،ََةرْـيَرُه ِبيَأ» اَذِإَو ،ٌمُْلظ ِِّنيَغلا ُلْطَم
 ْعَب ْـتَـيْلَـف ٍّيِلَم ىَلَع ْمُُكدَحَأ َعِبُْتأ«17 
“Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: “orang kaya 
yang menunda (pembayaran yang menjadi kewajibannya), adalah 
kezaliman, dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada 
orang kaya, hendaklah dia ikuti." 
 َلَاق ، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللها ىَّلَص ِالله ِلوُسَر ْنَع ، ِهِيَبأ ْنَع ، ِدِيرَّشلا ِنْب ِورْمَع ْنَع
 ِدِجاَوْلا َُّلي : ُهَتَـبوُقُعَو ُهَضْرِع ُّل
ُِيح18 
“Dari ‘Amr b. al-Sharīd dari ayahnya dari Rasulullah, beliau bersabda 
: “orang kaya yang menunda (pembayaran yang menjadi 
kewajibannya), maka halal untuk menghukum mereka”. 
 
Namun, jika hakim menilai suami tersebut dalam kesulitan, maka 
dapat ditunda hingga ia lapang (Q.S. al-baqarah [2]:280): 
 َنوُمَلْعَـت ْمُت ْـنُك ْنِإ ْمُكَل ٌر ْـيَخ اوُق َّدَصَت ْنَأَو ٍَةرَسْيَم َلىِإ ٌَةرِظَنَـف ٍَةرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو
)280( 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 
 
 Demikian pula jika sang suami memang tidak mampu, maka ia tidak 
boleh dipenjara karena ia tidak memberi nafkah bukan karena zalim, 
sehingga hukuman penjara tidak ada manfaatnya. 
 
2. Suami tidak mampu memberi nafkah 
Menurut mayoritas ulama, nafkah tidak gugur karena 
ketidakmampuan suami memberi nafkah, tetapi secara otomatis 
                                                          
17 Muḥammad b. ‘Īsī b. Saurah b. Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, 
vol.3, (Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafī al-Bībī, al-Ḥalabī, 1975), 592. 
18 Abū ‘Abd al-Raḥmīn Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Nasī’ī, al-Sunan al-Kubrī, 
vol.6, (T.t.: Mu’assasah al-Risīlah, t.th.), 89. 
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menjadi hutang yang harus dibayarnya saat ia mampu (Q.S. al-
baqarah [2]:280). Pendapat ini ditolak oleh Ḥanafiyah. Menurut 
kelompok ini, ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi 
hutang jika hakim menetapkannya sebagai hutang atau mereka (suami 
isteri) sepakat menganggapnya sebagai hutang.  Jika tidak, maka 
menjadi gugur dengan lewatnya waktu (kadaluarsa). Jika kurang dari 
satu bulan, nafkah tidak gugur.19 Oleh sebab itu, menurut Ḥanafiyah, 
keduanya tidak boleh dipisahkan, tetapi hakim dapat memutuskan 
yang dinilainya lebih maslahah. Berbeda dengan Hanafiyah, menurut 
Shīfi’iyah dan Ḥanībilah, isteri dapat menuntut untuk men-fasakh 
pernikahan tersebut jika suami tidak mampu memberi nafkah dengan 
standar nafkah orang yang tidak mampu, berdasarkan hadis Nabi dari 
riwayat Sa’īd b. al-Musayyab tentang seorang suami yang tidak 
mampu memberi nafkah pada isterinya, kemudian beliau 
memerintahkan keduanya untuk dipisahkan ( َلا ِلُجَّرلا ِفي ِبَّيَسُمْلا ِنْب ِديِعَس ْنَع
اَمُهَـن ْـيَـب ُقَّرَفُـي َلَاق ِِهَتَأرْما ىَلَع ُقِفْنُـي اَم ُد َِيج).19F
20 Ketidakmampuan suami memberi nafkah 
dinilai oleh Shīfi’iyah dan Ḥanībilah sebagai kegagalan suami 
mempergauli isteri secara ma’ruf (patut). Jika suami impoten saja 
isteri dapat menuntut pisah, apalagi tidak bisa memberi nafkah. 
Ketidakmampuan suami memberi nafkah memiliki nilai mafsadah 
yang lebih besar ketimbang ketidakmampuan suami mengumpuli 
isteri. 
Mīlikiyah memiliki pandangan berbeda dengan jumhur. Menurut 
mazhab ini, nafkah menjadi gugur jika suami tidak mampu dan tidak 
menjadi hutang baginya, sehingga ketika ia mampu, ia tidak wajib 
membayarnya, berdasarkan Q.S. al-ṭalīq [65]:7: 
 ُ َّللها ُهَتاآ اَِّمم ْقِفْنُـيْلَـف ُُهقِْزر ِهْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ِهِتَعَس ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُـِيل ُ َّللها ُف
ِّلَُكي َلا
اَهَتاآ اَم َّلاِإ اًسْفَـن ًارْسُي ٍرْسُع َدْعَـب ُ َّللها ُلَعْجَيَس 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
                                                          
19 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7403. 
20 Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Umar al-Dīruquṭnī, Sunan al-Dīruquṭnī, vol.4, (T.t. : t.p., 
t.th.), 455. 
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tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar 
apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan”. 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami yang tidak mampu 
memberikan nafkah, terbebas dari kewajiban memberi nafkah. 
Namun jika ia telah mampu, maka ia wajib memberi nafkah.21 
 
                                                          
21 al-Zuḥaily, al-Fiqh al-Islīmy, vol. 10, 7398-7400. 


























Secara bahasa, ḥaḍānah berasal dari al-ḥiḍinu yakni (), berkumpul di . 
Secara istilah, ḥaḍānah adalah ‘mendidik anak yang dilakukan oleh orang 
yang berhak untuk mendidik’ atau ‘mendidik dan menjaga orang yang tidak 
bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dirinyakarena 
tidak tamyiz, seperti anak kecil, orang tua, serta orang gila ( قح هل نلم دلولا ةيبرت
ةناضلحا امع هسفن رومبأ لقتسي لا نم ظفحو ةيبرت يه وأ .نونمج يربكو لفطك ،هزييتم مدعل هيذؤي ). Al-Jazari 
mendefinisikan hadanah dengan ‘menjaga anak kecil, orang tua, orang gila, 
orang ma’tūh, dari hal-hal yang menbahayakannya sebatas kemampuan serta 
mendidik mereka untuk kemaslahatan hidup mereka baik dalam makanan, 
kesehatan, dan istirahat mereka’( عاطتسلما ردقب هرضي امم هوتعلماو نونلمجاو زجاعلاو يرغصلا ظفح
هتحار مزلي امو ماعطإو فيظنت نم هلحاصمو هتيبرت ىلع مايقلاو).1  
Ḥaḍānah hukumnya wajib, sebab meninggalkan hadanah akan 
menyebabkan celaka mereka yang seharusnya diasuh. Namun demikian, 
sealipun masalah kekuasaan, tetapi dalam hal ini perempuan lebih layak 
karena perempuan lebih lembut, halus dan lebih sabar serta dekat dengan 
anak. Pada usia tertentu, maka pengasuhan beralih pada bapak. 
 
A. Urutan orang yang berhak mengasuh 
1. Dari pihak perempuan  
a. Ibu. Seluruh ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling 
berhak mengasuh, setelah terjadinya perceraian baik cerai hidup 
maupun cerai mati karena ia adalah orang yang paling besar kasih 
sayangnya, kecuali ia murtad atau tidak layak secara moral yang 
dapat menyebabkan anaknya disia-siakan. Adapun dalil atas hak ibu 
                                                          
1 ‘Abd al-Raḥmān Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah, vol. 4, 
(Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), 520. 
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memberikan nafkah, terbebas dari kewajiban memberi nafkah. 
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terhad pengasuhan anak-anaknya adalah adanya sebuah riwayat dari 
Abdullah b. ‘Umar: 
 ءاعو هل نيطب ناك اذه نيبا نإ الله لوسر � :تلاق ةأرما نأ" هل يرجحو
 لم ام هب قحأ تنأ" :لاقف نيم هعزني هنأ هوبأ معزو ءاقس هل ييدثو ءاوح
مكالحاو يقهيبلاو دواد وبأو دحمأ هجرخأ "يحكنت 
Sebuah hadis lain menyatakan : 
»ةمايقلا موي هتبحأ ينبو هنيب الله قرف ،اهدلوو ةدلاو ينب قَّرف نم« 
 
Sebuah riwayat lain menyebutkan bahwa ‘Umar b. Khattab 
menceraikan isterinya. Kemudian ia mendatangi mantan isterinya itu 
untuk mengambil anaknya, yaitu ‘Asim. Maka terjadilah 
pertengkaran karena saling berebut ‘Asim hingga anak itu menangis. 
‘Umar kemudian pergi menemui Abu Bakar, kemudian Abu Bakar 
berkata :  
» راتخيف بيصلا بشي تىح ،كنم هل يرخ اهيحرو اهرجحو اهحسم
هسفنل« 
b. Ibunya ibu (nenek), kemudian ibunya bapak menurut Hanafiyah dan 
Shafi’i dalam qaul jadid-nya, kemudian ibunya kakek dari bapak, 
kemudian neneknya kakeknya bapak. Malikiyah menempatkan 
ibunya bapak setelah bibinya ibu, baik bibi dari garis ibu maupun bibi 
dari garis bapak. 
c. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara 
perempuan sebapak. Namun Shāfi’iyah mendahulukan saudara 
sebapak daripada saudara seibu, karena dinilainya kuat dalam nasab 
dan waris.  
d. Saudara perempuan sekandung ibu (bibi), bibi seibu, dan bibi 
sebapak. Sementara itu, Shāfi’iyah mendahulukan bibi sebapak 
daripada bibi seibu. 
e. Anak perempuan saudara perempuan (keponakan), anak perempuan 
saudara laki-laki menurut Hanafiyah dan Shafi’iyah 
f. Saudara perempuan bapak (bibi), kemudian bibinya bapak 
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2. Dari Pihak Laki-Laki 
Jika tidak ada pihak perempuan yang mengasuh anak tersebut, 
maka hak ḥaḍānah beralih ke pihak laki-laki sesuai dengan urutan 
waris ‘aṣābah, yakni bapak, kakek terus ke atas, kemudian saudara 
laki-laki dan anak-anak laki-laki mereka, kemudian paman (dari 
bapak) serta anak-anaknya, menurut Ḥanafiyah dan Shāfi’iyah 
menurut riwayat yang sahih. Untuk keluarga yang bukan mahram 
seperti anaknya paman (sepupu) maka tidak memiliki hak mengasuh 
anak perempuan untuk menghindari fitnah, kecuali mengasuh anak-
anak. 
Jika keluarga dari garis ‘aṣābah tidak ada, maka hak ḥaḍānah 
beralih pada keluarga dhawī al-arḥām, yakni saudara laki-laki seibu, 
saudara seibu bapak (paman), saudara laki-laki sekandung ibu 
(paman), saudara laki-laki seibu dari ibu (paman). 
Menurut Mālikiyah, jika tidak ada dari pihak perempuan, maka 
hak  ḥaḍānah beralih kepada orang yang mendapat wasiat, kemudian 
saudara laki-laki sekandung atau seibu atau sebapak, kemudian kakek 
yang terdekat seterusnya, kemudian anaknya saudara laki-laki 
kemudian paman dari bapak dan anaknya. Tidak ada hak ḥaḍānah bagi 
kakek seibu, demikian pula paman dari ibu. Kemudian orang yang 
memerdekakan, kemudian keluarga garis ‘asabah dari orang yang 
memerdekakan. 
Menurut Shāfi’iyah jika ada dua kerabat yang berada di garis 
yang sama, seperti dua orang saudara laki-laki, atau dua saudara 
perempuan, atau dua orang bibi, baik dari pihak bapak atau ibu, maka 
diundi karena tidak mungkin dilakukan secara bersama dan tidak ada 
yang lebih istimewa antara yang satu dengan yang lain. 
Jika tidak ada keluarga pemegang hak ḥaḍānah, baik dari pihak 
laki-laki (garis ‘asabah) ataupun pihak perempuan, maka hak ḥaḍānah 
tidak bisa beralih kepada keluarga dari garis dhawi al-arham seperti 
paman dan kakek dari ibu karena mreka tidak memiliki hak waris dan 
garis kekerabatannya lemah. Oleh sebab itu hak ḥaḍānah juga tidak 
berlaku bagi keluarga dhawi al-arham yang tidak mendapat hak waris 
seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki saudara 
perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan bapaknya 
ibu, paman dari ibu, pamannya ibu. 
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Hanabilah sepakat dengan Ḥanafiyah bahwa dhawi al-arham 
memiliki hak ḥaḍānah ketika keluarga gari ‘asabah tidak ada. Dan 
yang paling utama adalah bpaknya ibu, kemudian ibunya ibu, saudara 
laki-laki seibu, paman dari ibu kemudian hakim. 
 
Menurut Ibnu Mundhir, ijma’ ulama menetapkan bahwa hak ibu 
menjadi gugur bila menikah. Namun demikian, sebuah riwayat dari 
‘Uthman menyatkan bahwa ibu yang menikah tidak menyebabkan 
batal hak pengasuhannya terhadap anaknya. Hasan al-Basri dan Ibnu 
Hazm juga berpendapat serupa. Mereka berargumen dimana Umi 
Salamah tetap mengasuh anaknya sekalipun menikah dengan Nabi. 
 
 :هل تلاقف ، ملسو هيلع الله ىّلص الله لوسر لىإ تءاج ةأرما نأ يور ام
 ًءاقس هل ييدثو ،ًءاعو هل نيطب ناك اذه نيبا نإ ، الله لوسر �  يرجِحو
ءاوح هل )1 :لاقف ،نيم هعزتني نأ دارأو نيقّلط هباأ نإو ، (» هب قحأ تنأ
يحكنت لم ام) «2 : ملسو هيلع الله ىّلص لاقو (» ةدلاو ينب قَّرف نم
ةمايقلا موي هتبحأ ينبو هنيب الله قرف ،اهدلوو« 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita 
untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-
undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua 
warga negara.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-
undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
IV/MPR/1973. 
Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 
BAB I  
DASAR PERKAWINAN
Pasal 1
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
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Pasal 2
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
Pasal 3
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang 
wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan.
Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai mana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi 
syarat-syarat berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.
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(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
BAB II  
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN
Pasal 6
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 
wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 
dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam 
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam 
daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan 
atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih 
dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan 
(4) dalam pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
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Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) 
tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi 
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang 
tua pihak pria atau pihak wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 
orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku 
juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan 
tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 
tiri;
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain 
yang berlaku dilarang kawin.
Pasal 9
Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam 
Pasal 4 Undang-undang ini.
Pasal 10
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang 
lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak 
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boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing 
agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Pasal 11
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
Pasal 12
Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tersendiri.
BAB III  
PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal 13
Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pasal 14
(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali 
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 
berkepentingan.
(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai 
berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut 
nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang 
lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang 
tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
Pasal 15
Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan 
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, 
dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi 
ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.
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Pasal 16
(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya 
perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 
8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
Pasal 17
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam 
daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai per mohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh 
pegawai pencatat perkawinan.
Pasal 18
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan 
atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan 
oleh yang mencegah.
Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum 
dicabut.
Pasal 20
Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melang sungkan 
atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya 
pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 
Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan 
perkawinan.
Pasal 21
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap 
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka 
ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan 
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akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut 
disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai 
pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan 
untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan 
penolakkan tersebut di atas.
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan 
akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan 
tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan 
dilangsungkan.
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin 
kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.
BAB IV  
BATALNYA PERKAWINAN
Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pasal 23
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 
isteri.
b. Suami atau isteri.
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini 
dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 
putus.
Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah 
satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat 
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mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
Pasal 25
Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan 
dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal 
kedua suami isteri, suami atau isteri.
Pasal 26
(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat 
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang 
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan 
pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari 
suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan 
dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama 
sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang 
tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
Pasal 27
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman 
yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu ber langsungnya perkawinan terjadi 
salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah 
menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 
itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan 
haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya 
gugur.
Pasal 28
(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 
berlangsungnya perkawinan.
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(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali 
terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan 
atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang 
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum 
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum 
tetap.
BAB V  
PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 29
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah 
pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis 
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah 
dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 
BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI
Pasal 30
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
Pasal 31
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat.
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(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Pasal 32
(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini 
ditentukan oleh suami-isteri bersama.
Pasal 33
Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
Pasal 34
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
BAB VII  
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 
di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain.
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya.
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Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut 
hukumnya masing-masing.
BAB VIII  
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA
Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 
suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersebut.
Pasal 40
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur 
dalam peraturan perundangan tersendiri.
Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusan.
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b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam 
kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan 
dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas isteri.
BAB IX  
KEDUDUKAN ANAK
Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah.
Pasal 43
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.
Pasal 44
(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 
isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah 
berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 
permintaan pihak yang berkepentingan.
BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK
Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya
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(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana 
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka 
yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemam puannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu 
memerlukan bantuannya.
Pasal 47
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar Pengadilan.
Pasal 48
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan 
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 
kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
Pasal 49
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas 
dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang 
dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban 
untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.
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BAB XI  
PERWAKILAN
Pasal 50
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah 
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun 
harta bendanya.
Pasal 51
(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 
orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan 
lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang 
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan 
baik.
(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan 
harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan 
kepercayaan itu.
(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah 
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 
perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di 
bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan 
atau kelalaiannya.
Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
Pasal 53
(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut 
dalam pasal 49 Undang-undang ini.
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.
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Pasal 54
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak 
yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut 
dengan keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk 
mengganti kerugian tersebut.
BAB XII  
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama  
Pembuktian Asal-usul Anak
Pasal 55
(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran 
yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti 
yang memenuhi syarat.
(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 
yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan.
Bagian Kedua  
Perkawinan di Luar Indonesia
Pasal 56
(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau 
seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah 
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana 
perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 
melanggar ketentuan Undang-undang ini.
(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah 
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 
Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.
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Bagian Ketiga  
Perkawinan Campuran
Pasal 57
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang 
ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 
yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak 
berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 58
Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan 
perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/
istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-
cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang berlaku.
Pasal 59
(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau 
putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai 
hukum publik maupun hukum perdata.
(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan 
menurut Undang-undang perkawinan ini.
Pasal 60
(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti 
bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-
masing telah dipenuhi.
(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah 
dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan 
perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang 
berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, 
diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat 
keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, 
Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta 
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tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan 
pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 
(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka 
keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak 
mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan 
dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
Pasal 61
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa 
memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang 
berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan 
yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan 
ia mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan 
tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 
(tiga) bulan dan dihukum jabatan.
Pasal 62
Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan 
Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.
Bagian Keempat  
Pengadilan
Pasal 63
(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan 
Umum.
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BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang tejadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan 
menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.
Pasal 65
(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan 
hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini 
maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua 
isteri dan anaknya;
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta 
bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua 
atau berikutnya itu terjadi;
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang 
terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang 
menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah 
ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal  ini.
BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya 
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan 
Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, 
Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 
No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 67
(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang 
pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.
(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan 
pelaksanaan, diatur lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta,  




Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I
ttd.
SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  




1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya 
Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung 
prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang 
selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan 
dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai 
golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku 
hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 
Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan 
Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata dengan sedikit perubahan;
e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara 
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum 
Adat mereka;
f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan 
Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan 
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung 
segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang 
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undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan 
ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper cayaan nya itu dari 
yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas 
mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan 
tuntutan zaman.
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-
undang ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, 
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 
membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya.itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan 
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, 
kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte 
resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari 
yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih 
dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan 
lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak 
yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 
agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon 
suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan 
mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah 
bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin 
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mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, 
maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik 
bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria 
dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut 
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-
alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan 
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 
dapat dirunding kan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah 
ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-
undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang 
ada.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang 
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian 
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. 
Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, 
yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan 
menjadi hak dan kewajiban orang tua.
Pasal 2
Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan 
diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 
sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan 
agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau 
tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.
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Pasal 3
1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain meme riksa apakah 
syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus 
mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 






1. Oleh karena perkawinan mernpunyai maksud agar suami dan isteri 
dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai 
pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui 
oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, 
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal 
ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut 
ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-








1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu 
ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang pem berian dispensasi terhadap 
perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan 







Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri 
dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang 
mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar 
dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, 





Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam 











































Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak 























































Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing; ialah hukum 





2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah 
:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan 
yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan 
berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/isteri.
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
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287Lampiran 2 – Kompilasi Hukum Islam
KOMPILASI HUKUM ISLAM1
BUKU I  
HUKUM PERKAWINAN
BAB I  
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dengan :
a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan 
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau 
pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk 
bertindak sebagai wali nikah;
c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang 
diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang 
saksi;
d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam;
e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah 
akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang 
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di 
masa yang akan datang;
1 Disalin dari Himpunan Peraturan Peudang-undangan Tentang Perkawinan Direktur 
Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2015.
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f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang 
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam 
ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, 
tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, 
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 
sendiri;
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan 
dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua 
yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan 
memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
j. Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak 
berupa benda atau uang dan lainnya.
BAB II  
DASAR-DASAR PERKAWINAN
Pasal 2
Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
Pasal 3
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.
Pasal 5
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat.
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(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 
Tahun 1946 jo Undang- undang No. 32 Tahun 1954.
Pasal 6
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap per kawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai kekuatan Hukum.
Pasal 7
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Thaun 1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau 
isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 
dengan perkawinan itu.
Pasal 8
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan 
surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan 
perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
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Pasal 9
(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang 
dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan 
Agama.
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat 
diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk 
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
BAB III  
PEMINANGAN
Pasal 11
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak 
mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang 
dapat dipercaya.
Pasal 12
(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih 
perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, 
haram dan dilarang untuk dipinang.
(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, 
selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan 
dan pihak wanita.
(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang 
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang 
meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.
Pasal 13
(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 
memutuskan hubungan peminangan.
(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata 
cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, 
sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
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BAB IV  
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Bagian Kesatu  
Rukun 
Pasal 14




d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.
Bagian Kedua  
Calon Mempelai 
Pasal 15
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon 
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- 
kurangnya berumur 16 tahun
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal ayat (2), (3), (4) 
dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
Pasal 16
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
Pasal 17
(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 
menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua 
saksi nikah.
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(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 
dimengerti.
Pasal 18
Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan 
tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.
Bagian Ketiga  
Wali Nikah 
Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi 
syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari :
a. Wali nasab;
b. Wali hakim. 
Pasal 21
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek 
dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki- laki kandung 
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 
seayah dan keturunan laki- laki mereka.
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(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 
wanita.
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang 
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat 
yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni 
sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, 
mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan 
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat 
sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, 
tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali 
nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
Pasal 23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali 
tersebut.
Bagian Keempat  
Saksi Nikah
Pasal 24
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
Pasal 25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-
laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu 
atau tuli.
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Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah 
serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah 
dilangsungkan.
Bagian Kelima  
Akad Nikah
Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun 
dan tidak berselang waktu. 
Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang 
bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.
Pasal 29
(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara 
pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada 
pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang 
tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah 
untuk mempelai pria.
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 
pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
BAB V  
MAHAR
Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan 
yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
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Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu 
menjadi hak pribadinya.
Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh 
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum 
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.
Pasal 34
(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 
perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, 
tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam 
keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
Pasal 35
(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar 
setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar 
belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti 
dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang 
lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang 
mahar yang hilang.
Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang 
ditetapkan, penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.
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Pasal 38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi 
calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan 
mahal dianggap lunas.
(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami 
harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama 
Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.
BAB VI  
LARANGAN KAWIN
Pasal 39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita disebabkan :
(1) Karena pertalian nasab :
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya 
atau keturunannya;
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
(2) Karena pertalian kerabat semenda :
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 
isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, 
kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu 
qobla al dukhul;
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan :
a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus 
ke atas;
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus ke bawah;
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan 
sesusuan ke bawah;
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d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 
atas;
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 
Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn 
seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama islam.
Pasal 41
(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang 
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunan nya;
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya 
telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.
Pasal 42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri 
yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam 
iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali 
perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.
Pasal 43
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi 
telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 
ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
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Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang pria yang tidak beragama Islam.
BAB VII  
PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam 
bentuk :
1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Pasal 46
(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul- betul terjadi 
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-
sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan 
Agama.
(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap 
perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak 
dapat dicabut kembali.
Pasal 47
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 
Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta 
pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal 
itu tidak bertentangan dengan Islam.
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga 
isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing- masing untuk 
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau 
harta syarikat.
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Pasal 48
(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama 
atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan 
kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan 
tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama 
atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya 
kebutuhan rumah tangga.
Pasal 49
(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, 
baik yang dibawa masing- masing ke dalam perkawinan maupun yang 
diperoleh masing-masing selama perkawinan.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga 
diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat 
perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi 
harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
Pasal 50
(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak 
dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di 
hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan 
bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai 
Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami 
isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak 
tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat 
kabar setempat.
(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan 
yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur 
dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh 
merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak 
ketiga.
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Pasal 51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri 
untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan 
gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
Pasal 52
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan 
keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan 
biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.
BAB VIII  
KAWIN HAMIL
Pasal 53
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Pasal 54
(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh 
melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai 
wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya 
masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.
BAB IX  
BERISTERI LEBIH SATU ORANG
Pasal 55
(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat isteri.
(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 
adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
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(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 
suami dilarang beristeri dari seorang.
Pasal 56
(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 
pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemeritah 
No. 9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat 
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang 
akan beristeri lebih dari seorang apabila : 
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 58
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 
memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 
isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat 
diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada 
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan 
lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri atau isteri- isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian 
atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang- 
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kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat 
penilaian Hakim.
Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin 
untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang 
diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan 
tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang 
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan 
ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 
BAB X  
PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal 60
(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu 
perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-
undangan.
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon 
isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan 
peraturan Perundang-undangan.
Pasal 61
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, 
kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.
Pasal 62
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali 
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 
bersangkutan
(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala 
keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan 
yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain.
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Pasal 63
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang 
masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang 
calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.
Pasal 64
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban 
mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.
Pasal 65
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam 
daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai 
Pencatat Nikah.
Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum 
dicabut.
Pasal 67
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali 
permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah 
atau dengan putusan Pengadilan Agama.
Pasal 68
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsung kan atau 
membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya 
pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau 
pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan 
perkawinan.
Pasal 69
(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan 
tersebut ada larangan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 maka 
ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
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(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai 
dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat 
Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan 
keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut 
di atas.
(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara 
singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan 
penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan 
dilangsungkan.
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin 
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.
BAB XI  
BATALNYA PERKAWINAN
Perkawinan batal apabila : 
Pasal 70
Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari 
keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
a. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
b. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 
olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria 
lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah 
habis masa iddahnya;
c. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 
perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke 
atas.
2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya.
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3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu 
atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan 
dan bibi atau paman sesusuan.
d. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan 
isteri atau isteri-isterinya.
Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang mafqud.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang- Undang No. 1. tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak;
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Pasal 72
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang 
melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu ber langsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari 
keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih 
tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya 
untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Pasal 73
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 
suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
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c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut 
Undang-undang.
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
Pasal 74
(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri 
atau perkawinan dilangsungkan.
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan 
Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan.
Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad 
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang 
tetap.
Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya.
BAB XII 
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI
Bagian Kesatu  
Umum 
Pasal 77
(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar 
dan susunan masyarakat;
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(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 
kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing- masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
Pasal 78
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami 
isteri bersama. 
Bagian Kedua  
Kedudukan Suami Isteri
Pasal 79
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat.
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Bagian Ketiga  
Kewajiban Suami
Pasal 80
(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 
tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami isteri bersama.
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
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(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 
isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 
isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 
nusyuz.
Bagian Keempat  
Tempat Kediaman
Pasal 81
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama 
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya 
dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. 
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta 
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah 
tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat 
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun 
sarana penunjang lainnya.
Bagian Kelima  
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang 
Pasal 82
(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban 
memberikan tempat tiggal dan biaya hidup kepada masing-masing 
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isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang 
ditanggung masing- masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menem patkan isterinya 
dalam satu tempat kediaman.
 Bagian Keenam  
Kewajiban Isteri 
Pasal 83
(1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-
hari dengan sebaik- baiknya.
Pasal 84
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali 
dengan alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya 
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-
hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah 
isteri nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 
didasarkan atas bukti yang sah.
BAB XIII  
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Pasal 85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
Pasal 86
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
isteri karena perkawinan.
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(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian 
juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. 
Pasal 87
(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh 
masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan 
masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 
sodaqah atau lainnya.
Pasal 88
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, 
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun 
harta sendiri.
Pasal 90
Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta 
suami yang ada padanya.
Pasal 91
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 
berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 
benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 
kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu 
pihak atas persetujuan pihak lainnya.





















311Lampiran 1 – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 92
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 
menjual atau memindahkan harta bersama. 
Pasal 93
1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan 
pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta 
isteri.
Pasal 94
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri 
lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), 
dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, 
ketiga atau keempat.
Pasal 95
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan 
Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan 
atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila 
salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan 
harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk 
keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
Pasal 96
1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri 
atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 





















312 FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 
Pengadilan Agama.
Pasal 97
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta 
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
BAB XIV  
PEMELIHARAAN ANAK
Pasal 98
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 
yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang 
tuanya tidak mampu.
Pasal 99
Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh 
isteri tersebut.
Pasal 100
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 
dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Pasal 101
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak 
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.
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Pasal 102
(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 
hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan 
atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan 
berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya 
kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak 
dapat diterima
Pasal 103
(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran 
atau alat bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, 
maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang 
asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti 
berdasarkan bukti bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka 
instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 
Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan.
Pasal 104
(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada 
ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan 
dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada 
ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan 
penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah 
dan ibunya. 
Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya;
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Pasal 106
(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta 
anaknya yang belum dewasa atau di bawah peng ampunan, dan tidak 
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena 
keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu 
menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbul kan karena 
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).
BAB XV  
PERWALIAN
Pasal 107
(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun 
dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 
perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang 
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat 
tersebut. 
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang 
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan 
baik, atau badan hukum.
Pasal 108
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum 
untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya 
sesudah ia meninggal dunia.
Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau 
badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan 
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kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau 
melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali 
demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.
Pasal 110
(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan 
bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa 
depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang 
yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut 
menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang 
tidak dapat dihindarkan.
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 
kesalahan atau kelalaiannya.
(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 
ayat (4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali 
tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup 
tiap satu tahun satu kali.
Pasal 111
(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 
tahun atau telah menikah.
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang 
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah 
perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.
Pasal 112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut 
kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.
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BAB XVI  
PUTUSNYA PERKAWINAN
Bagian Kesatu  
Umum
Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena :
a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas putusan Pengadilan.
Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 
Pasal 115
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak.
Pasal 116
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
di luar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga;
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g. Suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Pasal 117
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. 
Pasal 118
Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk 
selama isteri dalam masa iddah.
Pasal 119
(1) Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh 
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
(2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
Pasal 120
Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak 
jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali 
apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan 
orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa 
iddahnya.
Pasal 121
Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan 
terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci 
tersebut.
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Pasal 122
Talak bid`i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada 
waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah 
dicampuri pada waktu suci tersebut.
Pasal 123
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di 
depan sidang pengadilan. 
Pasal 125
Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk 
selama-lamanya.
Pasal 126
Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau 
mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, 
sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
Pasal 127
Tata cara li`an diatur sebagai berikut :
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau 
pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 
“laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut dusta”
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan 
sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka 
Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan 
yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka 
dianggap tidak terjadi li`an.
Pasal 128
Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan 
Agama.
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Bagian Kedua  
Tata Cara Perceraian
Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya 
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri  disertai dengan alasan serta 
meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum 
banding dan kasasi
Pasal 131
1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan 
dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari 
memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang 
segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah 
pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang 
bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, 
pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami 
untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami 
mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh 
isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah 
terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak 
baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk 
mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat 
penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan 
bukti perceraian baik bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat 
ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi 
tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan 
ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat 
disimpan oleh Pengadilan Agama.





















320 FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)
Pasal 132
1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan 
Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat 
kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan 
Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui 
perwakilan Republik Indonesia setempat.
Pasal 133
1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, 
dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat 
meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan 
sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.
Pasal 134
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, 
dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai 
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar 
pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.
Pasal 135
Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 
5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam 
pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai 
bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang 
memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan 
itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pasal 136
(1) Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan 
penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang 
mingkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami 
isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas per mohonan 
penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
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b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 
barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-
barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi 
hak isteri
Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum 
adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.
Pasal 138
(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak 
mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan 
cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan 
Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar 
atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass 
media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan 
tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua 
(3) Tenggang waktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 
(tiga) bulan.
(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa 
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak 
beralasan.
Pasal 140
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik 
Indonesia setempat
Pasal 141
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima nya berkas atau surat 
gugatan perceraian
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(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian 
tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh 
penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 
116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan 
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya 
gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.
Pasal 142
1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang 
sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan 
Hakim dapat memerintahkan yang ber sangkutan untuk hadir sendiri.
Pasal 143
1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan 
kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan 
pada setiap sidang pemeriksaan.
Pasal 144
Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum 
perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya 
perdamaian.
Pasal 145
Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian 
dilakukan dalam sidang tertutup.
Pasal 146
(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung 
sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai 
kekuatan hukum yang tetap.
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Pasal 147
(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan 
Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami 
isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-
masing yang bersangkutan.
(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai 
salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah 
yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada 
masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat 
(1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti 
perceraian bagi suami dan bekas istri. 
(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang 
tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka 
telah bercerai.
(5) Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, 
nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
(6) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah 
tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan 
putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat 
perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di 
luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah 
Jakarta.
(7) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi 
tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu 
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.
Pasal 148
(1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan 
khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri 
dan suaminya untuk didengar kete rangannya masing-masing.
(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama mem berikan penjelasan 
tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
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(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau 
tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin 
bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan 
Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding 
dan kasasi.
(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 131 ayat (5)
(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 
iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara 
biasa.
BAB XVII  
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN
Bagian Kesatu  
Akibat Talak 
Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 
iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan 
dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 
qobla al dukhul;
d. memberikan biaya hadhahan untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun
Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih 
dalam iddah.
Pasal 151
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima 
pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. 
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Pasal 152
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya 
kecuali ia nusyuz.
Bagian Kedua  
Waktu Tunggu
Pasal 153
(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 
atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan 
karena kematian suami.
(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al 
dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 
yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut 
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut 
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian 
sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus 
karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 
suami.
(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 
iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun 
tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
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Pasal 154
Apabila isteri bertalak raj`i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana 
yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di 
tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan 
sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
Pasal 155
Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, 
fasakh dan li`an berlaku iddah talak.
Bagian Ketiga  
Akibat Perceraian 
Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan 
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang 
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), 
dan (d);
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f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya.
Pasal 157
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam 
pasal 96, 97
Bagian Keempat  
Mut`ah
Pasal 158
Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami.
Pasal 159
Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada 
pasal 158.
Pasal 160
Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.
Bagian Kelima  
Akibat Khuluk
Pasal 161
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat 
dirujuk
Bagian Keenam  
Akibat Li`an
Pasal 162
Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan 
anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas 
dari kewajiban memberi nafkah.
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BAB XVIII  
RUJUK
Bagian Kesatu  
Umum Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 
tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan 
alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.
Pasal 164
Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan 
atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 
disaksikan dua orang saksi
Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat 
dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.
Pasal 166
Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk 
dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya 
semula.
Bagian Kedua  
Tata Cara Rujuk
Pasal 167
(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama- sama isterinya ke 
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang 
mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan 
tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat 
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
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(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu 
memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah 
rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah 
perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. 
(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing- masing yang 
bersangkutan beserta saksi-saksi menanda tangani Buku Pendaftaran 
Rujuk.
(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum 
dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
Pasal 168
(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani 
oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai 
dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai 
surat-surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku 
Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
sesudah rujuk dilakukan.
(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, 
dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.
Pasal 169
(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya 
rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat 
berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri 
masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut 
contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku 
Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat 
berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan 
akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan 
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oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan 
Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, 
tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran 
Rujuk dan tanda tangan Panitera.
BAB XIX  
MASA BERKABUNG
Pasal 170
(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melak sanakan masa 
berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan 
sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung 
menurut kepatutan.
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BUKU II  
HUKUM KEWARISAN




a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan 
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama 
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik 
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang 
dan pemberian untuk kerabat.
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain 
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan 
dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya 
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya 
dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 
Pengadilan.
i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
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BAB II  
AHLI WARIS
Pasal 172
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu 
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi 
yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya 
atau lingkungannya. 
Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Pasal 174
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 
hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Pasal 175
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 
selesai;
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, 
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih 
piutang;
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c. menyelesaikan wasiat pewaris;
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris 
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
BAB III  
BESARNYA BAHAGIAN
Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila 
dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, 
dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 
bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 
bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
Pasal 178
(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau 
lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia 
mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda 
atau duda bila bersama- sama dengan ayah.
Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, 
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat 
bagian.
Pasal 180
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan 
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 
seperdelapan bagian.
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Pasal 181
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka 
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing- masing mendapat 
seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka 
bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
Pasal 182
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang 
ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua 
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, 
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-
laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu 
dengan saudara perempuan.
Pasal 183
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan 
hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan 
Hakim atas usul anggota keluarga.
Pasal 185
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 
yang sederajat dengan yang diganti.
Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 
mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
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Pasal 187
(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka 
oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk 
beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan 
tugas:
a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa 
benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan 
oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya 
dengan uang;
b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai 
dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan 
yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
Pasal 188
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat 
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan 
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui 
permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui 
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. 
Pasal 189
(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya 
kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana 
semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris 
yang bersangkutan.
(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena 
di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan 
uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli 
waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang 
berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Pasal 190
Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing- masing 
isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan 
suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para 
ahli warisnya.
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Pasal 191
Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya 
tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan 
Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk 
kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.
BAB IV  
AUL DAN RAD
Pasal 192
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya 
Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka 
penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, 
dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka 
pembilang.
Pasal 193
Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil 
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, 
sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan 
tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing- masing ahli 
waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.
BAB V  
WASIAT
Pasal 194
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal 
sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta 
bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
Pasal 195
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis 
dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
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(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta 
warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara 
lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang 
saksi di hadapan Notaris. 
Pasal 196
Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan 
tegas dan jelas siapa- siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima 
harta benda yang diwasiatkan.
Pasal 197
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan 
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum 
karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba mem bunuh atau 
menganiaya berat kepada pewasiat;
b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan 
bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam 
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah 
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat 
untuk kepentingan calon penerima wasiat;
d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan 
surat wasiat dan pewasiat.
(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima 
wasiat itu:
a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia 
sebelum meninggalnya pewasiat;
b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 
menerimanya;
c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan 
menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum 
meninggalnya pewasiat.
(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.
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Pasal 198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu 
benda haris diberikan jangka waktu tertentu.
Pasal 199
(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat 
belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan 
tetapi kemudian menarik kembali.
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 
dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi 
atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan 
cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan 
akte Notaris.
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut 
berdasartkan akte Notaris.
Pasal 200
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab 
yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum 
pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima 
harta yang tersisa.
Pasal 201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli 
waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 
sepertiga harta warisnya.
Pasal 202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan 
harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan 
mana yang didahulukan pelaksanaannya.
Pasal 203
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di 
tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-
surat yang ada hubungannya.
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(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat 
wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.
Pasal 204
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan 
disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan 
dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat 
wasiat itu.
(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka 
penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor 
Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan 
Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) 
pasal ini.
(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh 
Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat 
guna penyelesaian selanjutnya.
Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk 
dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau 
yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan 
membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan 
dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 206
Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat 
surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat 
tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya 
dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan 
perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutran 
kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali 
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.
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Pasal 209
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua 
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
BAB VI  
HIBAH
Pasal 210
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat 
tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang 
saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. 
Pasal 211
Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 
warisan.
Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 
anaknya.
Pasal 213
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit 
yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli 
warisnya.
Pasal 214
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat 
surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat 
sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
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BUKU III  
HUKUM PERWAKAFAN




(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadat 
atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 
mewakfkan benda miliknya.
(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda 
miliknya.
(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak 
bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan 
bernilai menurut ajaran Islam.
(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW 
adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan 
peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan 
menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk 
kelestarian perwakafan.
(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat 
dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
BAB II  
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF
Bagian Kesatu  
Fungsi Wakaf
Pasal 216
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan 
tujuan wakaf.
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Bagian Kedua  
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf 
Pasal 217
(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang 
telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang 
untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat 
mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas 
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus 
merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, 
sitaan dan sengketa.
Pasal 218
(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara 
jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian 
menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh 
sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud 
dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat 
persetujuan Menteri Agama.
Pasal 219
(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari 
perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
b. sudah dewasa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tidak berada di bawah pengampuan;
e. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang 
diwakafkannya.
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(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang 
diwakafkannya.
(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari 
Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di 
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-
kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
 ”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi 
Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun 
tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu 
kepada siapapun juga”
 ”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan  menerima langsung 
atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
 ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas 
dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam 
pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti 
dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang- kurangnya terdiri dari 3 orang 
dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan 
Camat setempat.
Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir
Pasal 220
(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 
kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai 
dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri 
Agama.
(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang 
menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
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kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan 
tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.
Pasal 221
(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permohonan sendiri;
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan 
sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat 
oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama 
Kecamatan dan Camat setempat.
(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang 
ahli warisnya.
Pasal 222
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan 
jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama 
Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
BAB III  
TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN  
BENDA WAKAF
Bagian Kesatu  
Tata Cara Perwakafan
Pasal 223
(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar 
wakaf.
(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
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(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap 
sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
saksi.
(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut 
dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
a. tanda bukti pemilikan harta benda;
b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka 
harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat 
oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak 
bergerak dimaksud;
c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 
benda tidak bergerak yang ber sangkutan.
Bagian Kedua  
Pendaftaran Benda Wakaf 
Pasal 224
Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan 
kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan 
guna menjaga keutuhan dan kelestarian.
BAB IV  
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN  
BENDA WAKAF
Bagian Kesatu  
Perubahan Benda Wakaf 
Pasal 225
(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat 
dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud 
dalam ikrar wakaf.
(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan 





















346 FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)
berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat 
dengan alasan:
a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 
oleh wakif;
b. karena kepentingan umum.
Bagian Kedua  
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf
Pasal 226
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda 
wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga  
Pengawasan 
Pasal 227
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir 
dilakukan secara bersama- sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang 
mewilayahinya.
BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 228
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum 
dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada 




Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, 
wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
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PENJELASAN 
ATAS  
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM
I. UMUM
1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum 
nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan 
kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai 
kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai 
peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama 
adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang 
hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
4. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 
1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam 
bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab 
yang kesemuanya madzhab Syafi’i.
5. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin 
berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula 
untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab 
yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya 
membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa 
para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
6. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu 
dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat 
dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama 
sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang 
diajukan kepadanya.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas 
Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan 
agama.
Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas 
Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali 
anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.
Pasal 20 s/d 71 
Cukup jelas
Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada 
waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga 
terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan 
terhadap identitas diri.
Pasal 73 s/d 86 
Cukup jelas
Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
Pasal 88 s/d 93 
Cukup jelas
Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
Pasal 95 s/d 97 
Cukup jelas
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Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
Pasal 99 s/d 102 
Cukup jelas
Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
Pasal 104 s/d 106 
Cukup jelas
Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
Pasal 108 s/d 118 
Cukup jelas
Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba’in 
sughraa.
Pasal 120 s/d 128 
Cukup jelas
Pasal 129





Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
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Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
Pasal 133 s/d 147 
Cukup jelas
Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang 
Peradilan Agama.
Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang 
tidak sah.
Pasal 187 s/d 228 
Cukup jelas
Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.























Iffah Muzammil. Lahir di Bangkalan, 13 Juli 1969. 
Lektor Kepala bidang ushul fiqh UIN Surabaya yang 
bertugas di fakultas Ushuluddin. Menyelesaikan S1 di 
Fakultas Syaria’h IIQ (Institut Ilmu al-Qur’an) Jakar-
ta 1993, kemudian melanjutkan di Pasca Sarjana UIN 
Surabaya, konsentrasi Syari’ah tahun 1997 dan selesai 
1999. Pada 2010 melanjutkan S3 di UIN Surabaya hing-
ga meraih doktor pada  2014. 
Adapun pendidikan dasar di tempuh di kampung halaman, yakni SDN 
Burneh III dan MI PP Asshomadiyah Burneh, Bangkalan, 1981. Kemudian 
melanjutkan pendidikan ke PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar  Jombang se-
lama 6 tahun dengan menyelesaikan Tsanawiyah tahun 1984 dan Aliyah 
tahun 1987.
Menjadi peserta Training of Trainer (ToT) “Reorientasi studi tafsir 
dan ulumul Qur’an bagi para dosen”, kerja sama Pusat Studi al-Qur’an dan 
STAIN Surakarta, 2008. Menjadi presenter di AICIS (Annual International 
Conference on Islamic Studies) XII IAIN Surabaya, 2012 dan AICIS XVI di IAIN 
Raden Intan Lampung pada tahun 2016.  Pada tahun 2013, menjadi peserta 
Workshop On Research Methodology In Islamic Studies, Marmara University 
Faculty of Theology Istanbul Turki. Pada tahun 2017  mengikuti kunjungan 
kerja di UNISZA  dan UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Kuala Lumpur 
Malaysia. 
Buku yang sudah diterbitkan adalah “Kajian Pemikiran Metodologi 
Hukum Islam” (Surabaya: SAP Press, 2012) dan “Maslahah sebagai Sumber 
Hukum Islam dalam Perspektif Imam Malik dan Najm al-Din al-Tufi” (Su-
rabaya: eLKAF, 2002). Di antara tulisan yang dimuat dalam jurnal adalah, 
“Study Tafsir di Indonesia: Suatu Telaah Sejarah, Metode, dan Corak Penaf-
siran al-Qur’an” ( Jurnal Afkar edisi XIV, tahun ke-11, Juli-Desember 2006); 
“Abdurra’uf Singkel dan Peranannya dalam Study Tafsir di Indonesia” 
(Majalah PWNU AULA, NO. 07 Tahun XXIX Juli 2007); “Qira’ah Sab’ah dan 





















352 FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)
Urgensi Penyebarannya”, Jurnal Al-Afkar, edisi XVII, Tahun ke 02, Desember 
2009;  “Tafsir Mara>h{ Labi>d (Studi Analisis Metode dan Corak Tafsir Karya 
Nawa>wi> al-Bantani>)”, Jurnal Asy-Syir’ah, Fak. Syari’ah UIN Yogyakarta, 
vol. 44 Edisi khusus 2010; “Mas{lah{ah sebagai Sumber Hukum Islam me-
nurut Najm al-Di>n al-T{u>fi>”, Jurnal al-Qa>nu>n, Fak. Syari’ah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, vol. 13, no. 1, Juni 2010;  “Tindak Pidana Pencurian; Kajian 
Tafsir Tematik”, Jurnal Mutawatir, vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2011; “Peta 
Fiqh Mu’asir Muslim Progresif”, Jurnal Islamica, Pasca Sarjana IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, Vol. 7 no 1 September 2012; “Maslahah sebagai Sumber 
Hukum Islam menurut Imam Malik b. Anas”, Jurnal Kajian Hukum Islam, 
vol.1, Nomor 1, Mei 2013 Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Su-
rabaya; “Global Salafisme Antara Gerakan dan Kekerasan”, Jurnal Teosofi, 
vol. 03, nomor 1, Juni 2013, Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN 
Sunan Ampel Surabaya; “Diskursus Keabsahan al-Qira’at al-‘Ashr sebagai 
Bacaan Mutawatir”, Jurnal Mutawatir , vol. 5, no. 2, Jurusan al-Qur’an dan 
Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Desem-
ber 2015; “Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama”, 
vol. 10, no. 2, Maret 2016, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
Adapun beberapa penelitian yang sudah dihasilkan antara lain “Qa-
t{’i> dan Z{anni> dalam al-Qur’an (Studi Banding Pemikiran ‘Abd al-Wahhab 
Khallaf dan Ibrahim Hosen)”, Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010; 
“Na<sikh-Mansu>kh dalam Alquran dan Kontroversinya di Kalangan Ulama”, 
Penelitian Individual, Fakultas Ushuluddin, 2011; “Na>sikh-Mansu>kh dalam 
Alquran: Studi Pemikiran Mah{moud Muh{ammad T{a>ha>”, Penelitian Indi-
vidual, Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012; “Ushul Fiqh”, Diktat, Fakul-
tas Ushuluddin, 2012; “‘Amal Ahl al-Madinah (Studi Metode Ijtihad Imam Ma-
lik b. Anas)”, Penelitian Individual, LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 2014
Dr Iffah Muzammil menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya 
Satya X Tahun dari Presiden RI, 14 November 2013.
